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Pembadanan Prinsip Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) (Studi Kasus di
Sulawesi Tenggara)

Oheo K. Haris
Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara

Abstract: This work is aimed at exploring appropriate method in embodying and applying
the principle of good governance in managing strategic resources, i.e in issuing mining
license. Governing this mining actually has crucial matters in order to underpine a huge
value as well as benefit toward the economic growth and sustainable development. This
effort is importance to prevent maladministration, corruption, and the deterioration of
environmental quality that may block the sustainable development. This maladministration
in issuing mining license has created complexity and overlap administrative decisions,
either at the vertical or horizontal. At the vertical level the tension, conflicted, and
overlapped administrative decision could be seen between central and local government,
whereas at horizontal level, conflicted decision could be seen at sectoral department. For
that reason, this work offers an appropriate method in integrating and embodying the
principle of good governance, such as transparency, carefulness, and proportionality in
issuing mining license. The application of this method may create a holistic and integrated
policy in managing and optimizing collective strategic resources for the greatest benefit
for greatest number of people.

Keywords: good governance, mining license.

Abstrak: Karya ini ditujukan pada pendalam metode yang tepat dalam membadankan dan
menerapkan prinsip kepemerintahan yang baik dalam pengelolaan sumber-sumber yang
strategis seperti halnya penerbitan izin usaha pertambangan (IUP). Pengelolaan tambang
ini mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup orang banyak.
Pengelolaan ini juga mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara
nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara
berkelanjutanUsaha ini adalah sangat penting dalam mencegah maladministrasi, korupsi,
dan keburukan kualitas lingkungan yang mungkin dapat menghentikan suatu
perkembangan yang berkelanjutan. Maladministrasi dalam penerbitan izin pertambangan
telah menciptakan kerumitan dan keputusan yang tumpang tindih, baik di tataran vertikal
dan horisontal. Di tataran vertikal, pertengtangan, konflik dan keputusan yang tumpang
tindih dapat dilihat antara pemerintah pusat dan daerah, sementara pada tataran level
horisontal, keputusan yang bertentangan dapat dilihat pada departemen sektoral. Dengan
alasan tersebut, karya ini menawarkan suatu metode yang tepat dalam membadankan dan
mengintegrasikan prinsip kepemerintahan yang baik, seperti prinsip kepastian hukum,
tranparansi, kecermatan, dan proporsional dalam penerbitan izin pertambangan. Aplikasi
metode tersebut dapat menciptakan suatu holistik dan kebijakan yang diintegrasikan dalam
menerbitkan izin pertambangan dan mengoptimalkan sumber strategi kolektif untuk
keuntungan yang besar bagi kehidupan manusia.

Kata kunci: good governance, ljin Usaha Pertambangan.
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Pendahuluan

Sumber daya alam di Indonesia
secara luas telah menjadi suatu kekayaan
dan kemakmuran bangsa yang terdiri atas
minyak, gas dan pertambangan yang me-
nyebar luas di wilayah negara Indonesia.
Bagaimana pun, sumber daya alam di
Sulawesi Tenggara secara signifikan telah
mengangkat perkembangan yang berke-
lanjutan dan menciptakan keuntungan
sosial masyarakat.

Menurut Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014, mengenai Pemerintahan
Daerah (PEMDA), pemerintah daerah se-
cara luas telah di berikan suatu kekuasaan
agar dapat mengatur pelayanan publik
dan mengendalikan beberapa sumber po-
tensi termasuk sumber pertambangan. Di
samping itu, ketentuan dasar dan prose-
dur penerbitan izin pertambangan (meru-
juk sebagai IUP) juga telah di atur me-
lalui Undang-undang Nomor 4 Tahun
2009, tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara. Pada intinya, Pemda mencipta-
kan keputusan administrasi yang sangat
disyaratkan dapat mengelola dan meng-
usahakan potensi mineral dan batubara
secara mandiri, andal, transparan, ber-
daya saing, efisien, dan berwawasan ling-
kungan, guna menjamin pembangunan
nasional secara berkelanjutan?.

Oleh karena penerbitan izin, dis-
kresi adakalanya dapat menciptakan mal-
administrasi, korupsi, dan keburukan
kualitas lingkungan yang mungkin dapat
menghentikan suatu perkembangan yang
berkelanjutan. Maladministrasi dalam pe-

1 As mentioned on The 1945 Constitution of the
Republic of Indonesia, chapter XIV, article 33. As
amended by the First to fourth Amendment. It is
mentioned on paragraph three “The land, the
waters and the natural resources within shall be
under the powers of the State and shall be used to
the greatest benefit of the people.”

2 |bid.

nerbitan izin pertambangan telah men-
ciptakan kerumitan dan keputusan yang
tumpang tindih, baik di tataran vertikal
dan horisontal. Di tataran vertikal, per-
tengtangan, konflik dan keputusan yang
tumpang tindih dapat dilihat antara
pemerintah pusat dan daerah, sementara
pada tataran level horisontal, keputusan
yang bertentangan dapat dilihat pada
departemen sektoral. Dengan alasan ter-
sebut, dalam rangka untuk menentukan
batas-batas lingkup dan roadmap yang
tepat, karya ini menawarkan suatu
metode yang tepat dalam membadankan
dan mengintegrasikan prinsip pemerin-
tahan yang baik, seperti prinsip transpa-
ransi, kecermatan, dan proporsional da-
lam penerbitan izin pertambangan.
Pengelolaan dan pengawasan sum-
ber daya alam yang tak terbarukan ter-
masuk mineral dan batubara adalah
kewenangan dan tanggungjawab pejabat
berwenang yang sesuai amanat peraturan
perundang-undangan®. Pengelolaan tam-
bang ini mempunyai peranan penting
dalam memenuhi kebutuhan hidup orang
banyak. Di samping itu, pengelolaan ini

3 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun1945 (UUD NRI 1945)
Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945
yang kemudian melahirkan Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan
Mineral Batubara. Selanjutnya terkait
kewenangan diatur dalam UUD NRI 1945:

Pasal 33 ayat (2): Cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang

banyak dikuasai oleh negara.

Pasal 33 ayat (3): Bumi, air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Pasal 28 H (1): Setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat tingaal dan
mendapatkan lingkungan hidup baik sehat dan
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Pasal 28 | (4): Perlindungan, pemajuan,
penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia
adalah tanggung negara, terutama pemerintah.
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juga mempunyai peranan penting dalam
memberikan nilai tambah secara nyata
kepada pertumbuhan ekonomi nasional
dan pembangunan daerah secara berke-
lanjutan. Untuk memenuhi pengelolaan
dan pengawasan ini, maka dibutuhkan
mekanisme dan instrumen hukum yang
baik yakni izin usaha pertambangan.
Dalam hal pengelolaan hasil tam-
bang tersebut dapat saja menuai masalah,
khususnya terkait dengan pemberian izin
usaha pertambangan yang dapat ber-
implikasi pelanggaran hukum. Salah satu
dari pelanggaran adalah perbuatan mal-
administrasi* yang dapat berimplikasi tin-
dak pidana. Maladministrasi mempunyai
konsekuensi hukum yang harus diper-
tanggungjawbkan baik tanggung jawab
pribadi maupun tanggung jawab jabatan.
Selain itu, maladministrasi merupakan
reaksi negatif dan perilaku yang meng-
abaikan norma-norma hukum bagi peja-
bat berwenang. Salah satu contoh per-
buatan maladministrasi yang berimplikasi
tindak pidana adalah penyalahgunaan
wewenang dalam menerbitkan tumpang-
tindih izin tambang seperti halnya Izin
Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha
Pertambangan Khusus (IUPK), dan lIzin
Pertambangan Rakyat (IPR). Perbuatan
tersebut dilakukan oleh sejumlah oknum
pejabat di pemerintahan daerah dan se-
jumlah pengusaha, sehingga mengakibat-

4 Secara konsep, Maladministrasi belum dapat di
definisikan dengan tepat (Sir Edmun Compton
dalam Tatiek Sri Djatmiati). Namun Menurut UU
No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman
Republik Indonesia, Maladministrasi adalah pe-
rilaku atau perbuatan melawan hukum, melam-
paui wewenang, menggunakan wewenang untuk
tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang
tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian
kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pela-
yanan publik yang dilakukan oleh Penyeleng-
gara Negara dan pemerintahan yang menimbul-
kan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi
masyarakat dan orang perseorangan.

: 129-146

kan penyelahagunaan wewenang dan
mengganggu jalannya investasi pertam-
bangan. Oleh karena itu, apabila terdapat
suatu kesalahan dan kesengajaan dalam
pengelolaan pertambangan sebagai aset
negara, maka akan terjadi pula perbuatan
maladministrasi.

Terkait dengan itu, pendapat
Tatiek Sri  Djatmiati® mengemukakan
maladministrasi tidak sekedar menjadi
salah satu parameter ada tidaknya ke-
salahan pribadi atau kesalahan jabatan,
akan tetapi juga untuk menentukan per-
buatan maladministrasi dalam tindakan
pemerintah menjadi tanggung jawab
jabatan atau menjadi tanggung jawab
pribadi dan tanggung jawab ini dapat
dikenakan dengan sanksi pidana yakni
penyalahgunaan wewenang dan tindak
pidana kourpsi. Bila hal ini diabaikan,
maka secara tidak langsung akan me-
rugikan perekonomian negara dan kehi-
dupan masyarakat.

Tinjauan Indriyanto Seno Adiji®
menyimpulkan bahwa yang dapat diberi-
kan secara garis besar tentang perkemba-
ngan dan permasalahan hukum pidana
administratif atau hukum administratif
pidana (Administrative Penal Law) ter-
hadap hukum pidana khusus yang inter-
nal.  Administrative Law  maupun
Administrative Penal Law (verwaltungs-

5 Tatiek Sri Djatmiati, 2010, “Maladministrasi
dalam Konsteks Kesalahan Pribadi dan Kesalahan
Jabatan, Tanggung Jawab Pribadi dan Tanggung
Jawab Jabatan”, dalam Hukum Administrasi dan
Good Governance, Jakarta: Penerbit Universitas
Trisakti, hal. 85.

¢ |Indriyanto Seno Adji, 2014, Administrative
Penal Law (Ke Arah Konstruksi Pidana
Limitatif), Disampaikan sebagai Sumbangsih
Tulisan untuk Pelatihan Pidana & Kriminologi
dengan Topik “Asas Asas Hukum Pidana &
Kriminologi Serta Perkembangannya Dewasa Ini”
pada pada hari Minggu sampai dengan Kamis,
tanggal 23 Februari-27 Februari 2014, di The Rich
Hotel, Yogyakarta, hal. 25.
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strafrecht) merupakan regulasi dan pro-
duk legislasi adalah semua produk berupa
perundang-undangan (dalam ling-kup)
hukum administrasi yang memiliki sanksi
pidana. Oleh karenanya segala produk
legislasi yang demikian, seperti undang-
undang ketenagalistrikan, kehutanan,
kepabeanan, keuangan, pajak, lingkungan
hidup, telekomunikasi, perikanan, per-
tambangan, dan lain-lain merupakan
produk yang dinamakan Administrative
Penal Law sepanjang memang ada keten-
tuan yang mengatur sanksi pidananya dan
Administratif Penal Law dari sisi fungsi
hukum pidana, dimaknai sebagai hukum
pidana bersifat khusus ekstra perundang-
undangan pidana.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas,
studi ini diarahkan pada suatu per-
tanyaan; Apa saja faktor-faktor penyebab
maladministrasi dalam mengatur dan me-
nerbitkan izin pertambangan?

Dengan demikian, latar belakang
permasalahan di atas adalah merupakan
buruknya tata kelola di sektor pertam-
bangan dapat mengakibatkan kerugian.
Kerugian yang dimaksud bukan saja
kerugian aset negara termasuk kerugian
keuangan negara, tetapi juga kerugian di
sektor lingkungan yang dapat meng-
hambat pembangunan berkelanjutan sus-
tainable development. Selain itu, aplikasi
metode tersebut dapat menciptakan suatu
holistik dan kebijakan yang di integ-
rasikan dalam menerbitkan izin pertam-
bangan dan mengoptimalkan sumber
strategi kolektif untuk keuntungan yang
besar bagi kehidupan manusia.

Bahan dan Metode Penelitian

Dalam penulisan ini terdapat be-
berapa isu hukum antara lain; membadan-
kan dan mengintegrasikan prinsip peme-
rintahan yang baik, seperti prinsip trans-

paransi, kecermatan, dan proporsional
dalam penerbitan izin pertambangan. Tu-
juan penelitian ini adalah menemukan
prinsip tranparansi, kecermatan, dan pro-
porsional dalam penerbitan izin pertam-
bangan.

Metode karya ini terbagi dalam
tipe penelitian dan pendekatan masalah.
Tipe penelitian yaitu mengacu pada pene-
litian hukum (legal research). Karak-
teristik penelitian hukum yakni mencari
kebenaran pragmatik yang mana suatu
kebenaran didasarkan pada kesesuain
antara yang ditelaah dengan aturan yang
ditetapkan. Peter Mahmud Marzuki’ me-
ngatakan bahwa penelitian hukum adalah
suatu proses untuk menemukan aturan
hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dok-
trin-doktrin hukum guna menjawab isu
hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai
dengan karakter preskriptif dari ilmu
hukum?, Selanjutnya pendekatan masalah
yakni sesuai dengan teori. Lanjut dalam
pandangannya bahwa suatu penelitian
menggunakan beberapa pendekatan seba-
gai satu kesatuan yang utuh, yaitu pen-
dekatan perundang-undangan (statute ap-
proach), pendekatan kasus (case ap-
proach) dan pendekatan konseptual (con-
ceptual approach)?®.

Pembahasan
Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi terhadap pe-
nerbitan izin pertambangan telah menjadi
persyaratan keputusan administrasi. Hal
ini menegaskan bahwa pemerintah harus
memiliki komitmen yang kuat. Tidak
hanya kerja transparansi harus dilibatkan,

7 Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian
Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-8, Jakarta:
Penerbit Kencana Prenada Media Group, hal. 93.
8 1bid.

9 1bid., hal. 35.
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tetapi juga prinsip partisipasi yang mam-
pu secara akurat yang dapat dinilai serta
informasi yang cukup dan memadai.
Menurut Addink menyebutkan bahwa:

Pemerintah harus mampu memper-
tanggungjawabkan tindakan-tinda-
kannya, dan hal ini akan sulit di
wujudkan apabila pemerintah me-
miliki “monopoli” atas informasi
yang tersedia. Warga negara
orang-perorang harus dapat me-
ngetahui informasi yang disimpan
mengenai dirinya untuk memeriksa
ketetapan dan kesesuaian penggu-
naannya. Penyingkapan informasi
bagi publik diharapkan akan lebih
meningkatkan pembuatan keputus-
an'0,

Agar dapat mengintegrasikan dan
membadankan prinsip kepemerintahan
yang baik, secarea inisiatif Pemda mam-
pu mengajak semua warga masyarakat
terutama dalam pemahaman persetujuan
kesepakatan bersama antara pemerintah
dan masyarakat setempat sepertihalnya
konsensus. Dengan begitu, hal tersebut
dapat dianggap sebagai bagian dari men-
ciptakan suatu holistik dan kebijakan
yang terintegrasi dalam mengatur dan
mengoptimalkan sumber-sumber strategis
kolektif bagi keuntungan yang besar un-
tuk jumlah yang besar bagi masyarakat.

Hakikat Kewenangan Pemerintah
(Discretionary Power) dalam Pem-
berian IUP

Hakikat dan kepastian hukum da-
lam menentukan adanya inisiatif suatu
pemerintah adalah memastikan dalam
tindakan tersebut adanya suatu prinsip le-
galitas hukum. Tentunya pelaksanaan ter-
sebut terdapat suatu akibat yang secara

10 p, Craig, 2006, EU Administrative Law, hal.
350.

: 129-146

makna mengarah pada suatu kepastian
hukum. Dengan demikian bahwa tin-
dakan kebebasan pemerintah tersebut
sangat dimungkinkan oleh hukum dan
memenuhi unsur dari diskresi pemerintah
atau ermessen*!,

Dalam penjelasan Philipus M.
Hadjon'? menegaskan bahwa diskresi da-
lam kepustakaan hukum administrasi
istilah yang sering digunakan adalah ke-
kuasaan bebas. Dalam praktek sering ter-
dengar istilah kebijakan atau kebijak-
sanaan. Sebagai perbandingan dikete-
ngahkan istilah yang digunakan dalam
berbagai sistem hukum administrasi. Dari
paparan tersebut istilah diskresi selayak-
nya dipopulerkan sesuai dengan Hakikat
diskresi seperti terurai sebagai berikut:
Hukum administrasi Inggris: discretiona-
ry power, hukum administrasi Jerman:
Ermessen (bukan “Freies Ermessen),
discretionarie bevoegheden, hukum ad-
ministrasi Belanda: Vrij bevoegdheid.
Berdasarkan esensi dari istilah dan
konsep-konsep tersebut, dalam Rancang-
an Undang-undang tentang Administrasi
Pemerintah digunakan istilah diskresi*3.

Sebagai tambahan bahwa Hakikat
istilah diskresi digunakan sebagai lawan
dari wewenang terikat (gebonden be-
voegdheid). Esensi: ada pada pilihan
(choice) untuk melakukan tindakan pe-
merintahan. Pilihan berkaitan dengan; (a)
rumusan norma, misalnya — tersangka
dapat ditahan....... dalam keadaan terten-

11 Bega Ragawino, 2006, Hukum Administrasi
Negara, Universitas Padjadjaran Bandung, hal.
42. Dalam penjelesannya Unsur-unsur Ermessen;
(@) Dilakukan untuk kepentingan umum/
kesejahtera-an umum; (b) Dilakukan atas inisiatif
administrasi  Negara itu sendiri; (c) Untuk
menyelesaikan ma-salah konkrit dengan cepat
yang timbul secara tibatiba; dan (d) Tindakan itu
dimungkinkan oleh hukum.

2 Op.cit., hal. 14-15.

13 Op.cit.

133



Oheo K. Haris, Pembadanan Prinsip Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) dalam........

tu...... seharusnya..... sepatutnya......, dan
demi kepentingan umum........ dan lain-
lain; (b) kondisi faktual, misalnya -
bencana dan keadaan darurat dan lain
sebagainyal®.

Terkait dengan perizinan, sema-
ngat peraturan perundang-undangan yang
memberikan “‘support” kepada negara
sebagai penyelenggara negara telah men-
cerminkan dan mengeffisiensikan suatu
pelaksanaan roda pemerintahan, hanya
terdapat pertanyaan, apakah roda peme-
rintahan tersebut telah sesuai dengan
teori-teori tentang penyelenggaraan nega-
ra.

Pada tataran norma, penyeleng-
garaan negara dalam konteks penegakkan
hukum tidak dapat dipungkiri bahwa pe-
negakkan tersebut harus mengacu pada
moral hukum itu sendiri serta merupakan
pula bagian dari suatu intrinsik hukum?,
Sebab, moral hukum inilah yang menjadi
tonggak atau dasar pada penegak hukum
(law enforcer). Apabila penegakan hu-
kum itu tanpa moral, maka akan pasti
tercipta suatu kegagalan penegakkan itu
sendiri. Dalam hal ini Fuller menegaskan
bahwa: the morality of law, eight ways to
fail to make law:

1. Failure to make rules public to those
required to observe them;

2. Failure to establish rules at all, lea-
ding to absolute uncertainty;

3. Improper use of retroactive law-
making;

4. Failure to make comprehensible
rules;

5. Making rules which contradict each
other;

14 Op.cit.

15 peter Mahmud Marzuki, 2009, Pengantar llmu
Hukum, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta,
hal. 50.

6. Making rules which impose re-
quirements with which compliance is
impossible;

7. Changing rules so frequently that the
required conduct becomes wholly
unclear;

8. Discontinuity between the stated
content of rules and their admi-
nistration in practice'®.

Meskipun demikian secara teori
terdapat teori hukum sebagai dasar ratio
legis dari suatu penyeleggaraan negara
dalam rangka membangun dan merekon-
struksi suatu pelaksanaan pemerintahan,
sehingga dengan adanya teori hukum ter-
sebut dapat memetakan batasan-batasan
serta menempatkan pada kesesuaian
norma hukum yang telah ada. Menurut
Bruggink dalam Sukardi!’ memaparkan
bahwa terdapat dua cabang teori hukum,
yaitu:

1. Teori hukum sebagai teori tentang
hukum positif, yang mempelajari
aspek-aspek di luar yang menjadi ob-
yek dogmatik hukum. Tujuannya
semata-mata teoritik yaitu mengolah
masalah-masalah umum berkenaan
dengan hukum positif. Obyeknya
tidak hanya hukum nasional tertentu.
Contoh obyek teori hukum: penger-
tian hukum, definisi hukum, sifat
norma hukum, sistem hukum dan
keberlakuan  hukum.(teori  hukum
kontemplatif).

2. Teori hukum tentang dokmatik hu-
kum dan teori-teori tentang kegiatan-

16 Lon L. Fuller, 1964, The Morality of Law,
(Eight Ways To Fail To Make Law), USA: Yale
Uni-versity Press.  Sumber, www.yalepress.
yale.edu/book. Diakses Tanggal 20 September
2014.

173.J.H. Bruggink, 1999, Refleksi tentang Hukum,
Alih Bahasa Arief Sidharta, Bandung: PT Citra
Aditya Bakti. Dalam Tatap Muka Mata Kuliah
Teori Hukum oleh Dr. Sukardi, SH., M.H,
Magister IImu Hukum FH UA.

134


http://www.belbuk.com/prenada-media-group-m-42.html?osCsid=f0f67aa8c58ce895f01808f58d8b5497

Perspektif Hukum, Vol. 15 No. 2 November 2015 : 129-146

kegiatan yang terkait pada pemben-
tukan hukum dan penemuan hukum
(teori hukum empirik)®8,

Lain pula pokok-pokok pemikiran
yang dikembangkan Hans Kelsen dalam
Jimly Asshiddigie!® yakni terdapat tiga
masalah utama tentang toeri hukum,
negara, dan hukum internasional. Namun
yang menjadi sorotan dalam makalah
tersebut adalah teori umum yang mana
meliputi dua aspek, yaitu aspek statis
(nomostatics) yang melihat perbuatan
yang diatur oleh hukum, dan aspek
dinamis (nomodinamic) yang melihat
hukum yang mengatur perbuatan tertentu.
Friedmann mengungkapkan dasar-dasar
esenesial dari pemikiran Kelsen sebagai
berikut: (a) Tujuan teori hukum, setiap
ilmu pengetahuan, adalah untuk mengu-
rangi kekacauan dan kemajemukan men-
jadi kesatuan; (b) Teori hukum adalah
ilmu pengetahuan mengenai hukum yang
berlaku, bukan mengenai hukum yang
seharusnya; (¢) Hukum adalah ilmu pe-
ngetahuan normatif, bukan ilmu alam; (d)
Teori hukum sebagai teori tentang nor-
ma-norma, tidak ada hubungannya de-
ngan daya kerja norma-norma hokum; (e)
Teori hukum adalah formal, suatu teori
tentang cara menata, mengubah isi
dengan cara yang khusus. Hubungan
antara teori hukum dan sistem yang khas
dari hukum positif ialah hubungan apa
yang mungkin dengan hukum yang nyata.
Lebih lanjut, apa yang disebut dengan
The Pure Theory of Law, mendapatkan
tempat tersendiri karena berbeda dengan
dua kutub pendekatan yang berbeda
antara mazhab hukum alam dengan

18 1bid.

19 Jimly Asshiddigie dan M. Ali Safa’at, 2006,
Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta:
Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hal. 8-
9.

positivisme empiris. Beberapa ahli me-
nyebut pemikiran Kelsen sebagai “ jalan
tengah “ dari dua aliran hukum yang telah
ada sebelumnya?®.

Dalam kasus yang ditemukan dapat
digambarkan bahwa Pemda dengan tanpa
persetujuan masyarakat menerbit-kan izin
pertambangan pada beberap perusahaan
tambang tanpa pemberitahuan resmi pada
masyarakat lokal. Pada per-kara yang
sedang dibicarakan adalah kasus No.
02/G/2010/PTUN-K di (Peng-adilan Tata
Usaha Negara), di mana Kke-putusan
Pemda  (sebagai  tergugat)  telah
mengeluarkan izin dengan Nomor 407,
pada 31 Desember 2008, mengenali
Persetujuan Pencadangan Wilayah Per-
tambangan P.T Panca Logam Nusantara
(Perusahaan Tambang), untuk melakukan
kegiatan Eksplorasi di wilayah/lokasi
yang terletak di Kecamatan Rarowatu
Utara, Kabupaten Bombana Provinsi
Sulawesi Utara seluas 2000 Ha bekerja
sama dengan Kepala Dinas Pertambangan
Kabupaten Bombana. Akibat penerbitan
izin tambang, wilayah eksplorasi dan eks-
ploitasi, telah lama dikuasai oleh per-
usahaan tambang.

Pada pokok perkara, Tergugat,
diungkapkan beberapa pelanggaran anta-
ra lain: (a) Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008, menggantikan Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004, yang
menyebutkan tanah yang dikelola yang
dijalankan oleh perusahaan, harus dimili-
ki sebagai tanah negara. Dan Bupati
mewakili negara. Dengan arti, Bupati
mempunyai diskresi dalam penerbitan
izin pertambangan. Sebagai tambahan,
Tergugat mememgang bukti fotocopi
Surat Resmi dari Pemangku Adat.

20 1bid.
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Sebaliknya, = masyarakat  lokal
(Penggugat), betapapun, secara tegas
mengklaim bahwa wilayah tambang ada-
lah milik mereka. Menurut mereka,
cukup jelas dengan menunjukkan bebe-
rapa bukti-bukti, bukan saja melanggar
prinsip transparansi, tetapi juga secara
bertentangan melanggar Pasal 3, Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2008, tentang
Keterbukaan Informasi Publik yang me-
nyatakan: (a) menjamin hak warga negara
untuk mengetahui rencana pembuatan
kebijakan publik, program kebijakan
publik, dan proses pengambilan kepu-
tusan publik, serta alasan pengambilan
suatu keputusan publik; (b) mendorong
partisipasi masyarakat dalam proses pe-
ngambilan kebijakan publik; (c) mening-
katkan peran aktif masyarakat dalam pe-
ngambilan kebijakan publik dan pengelo-
laan Badan Publik yang baik; (d) mewu-
judkan penyelenggaraan negara Yyang
baik, yaitu yang transparan, efektif dan
efisien, akuntabel serta dapat dipertang-
gungjawabkan. Bukti lain: Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mi-
neral dan Batubara Pasal 8 c. pemberian
IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian
konflik masyarakat dan pengawasan
usaha pertambangan operasi produksi
yang Kkegiatannya berada di wilayah
kabupaten/kota dan/atau wilayah laut
sampai dengan 4 (empat) mil.

Dari putusan pengadilan, hakim
menolak tuntutan Penggugat (masyarakat
lokal) dan menyatakan menolak gugatan
penggugat untuk seluruhnya setidak-
tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima,
(Niet Ontvankelijke Verklaard). Whereas,
mengenai dasar pemikiran, pendapat
Hakim ratio decidendi), adalah bahwa
Penggugat tidak dapat membuktikan hak-
hak tanah komunal. Hal ini dapat ditegas-

kan, apakah masyarakat lokal telah lama
mendiami tanah di wilayah pertambangan
tersebut. Demikian, sebagaimana disebut-
kan dalam Ketentuan Peraturan Menteri
Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanah-
an Nasional Nomor 5 Tahun 1999, ten-
tang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak
Ulayat Masyarakat Hukum Adat Khusus-
nya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2);
terbukti bahwa diwilayah hukum Kabu-
paten Bombana tidak ada tanah Hak Ula-
yat yang dikuasai oleh masyarakat hukum
adat. Disisi lain, putusan pengadilan me-
ngatakan bahwa Keputusan Bupati adalah
diterima seluruhnya.

Prinsip Kecermatan

Prinsip ini mengsyaratkan suatu
tindakan kecermatan agar dapat menghin-
darkan dari kerugian masyarakat. Bagai-
manapun, bukan saja pemikiran sehat
yang diharapkan, tetapi juga dasar yang
disepakati oleh semua pihak untuk men-
capai solusi yang memperhatikan semua
kebutuhan masyarakat seperti memper-
oleh perlakuan yang layak, merespon ce-
pat dalam menanangi keluahan-keluhan,
dan kepantasan dalam meneruskan bebe-
rapa informasi khususnya dalam proses
pembuatan kebijakan.

Kuntjoro Purbopranoto menunjuk-
kan, sebelum membuat kebijakan, peme-
rintah harus memunculkan penelitian
yang semuanya relevan pada semua
fakta-fakta khususnya dalam mendengar-
kan, mempertimbangkan serta akibat-aki-
bat hukum dan kemudian memasukan ke
dalam kebijakan pemerintah.

Menurut Addink prinsip kehati-
hatian dapat dibedakan menjadi aspek
formal dan aspek subtanstif. Kehati-
hatian subtantif berarti suatu keseimbang-
an yang hati-hati diantara kepentingan-
kepentingan. Sedangkan dalam kehati-
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hatian formal, langkah-langkah dalam
prosedur membuat perintah adalah seba-
gai berikut: (a) perlakuan, (b) riset, (c)
konsultasi, dan (d) publikasi?..

Pemberian lzin Pertambangan dalam
Perspektif Hukum Administrasi

Instrumen hukum dalam hal keten-
tuan pertambangan telah diatur dalam
undang-undang Nomor 11 Tahun 1967,
dimana kedudukan hukum pemerintah
belum sebanding dengan para investor.
Namun dengan berlakunya Undang-
undang Nomor 4 Tahun 2009 yang secara
keseluruhan pemerintah Indonesia dapat
mengelola sumber daya alam diseluruh
wilayah Indonesia. Dengan demikian,
kedudukan hukum pemerintah telah
menjadi lebih tinggi dibandinkan dengan
investor lokal, asing, dan Badan Usaha
Milik Negara.

Mengenai konteks izin, terdapat
beberapa ahli dalam hal memaknai suatu
izin. N. M. Spelt dan Ten Berge? me-
ngemukakan bahwa izin adalah suatu
persetujuan dari penguasa berdasarkan
undang-undang atau peraturan pemerin-
tah, dalam keadaan tertentu menyimpang
dari ketentuan larangan suatu peraturan
perundang-undangan. Lebih lanjut dije-
laskan bahwa pengertian izin dibedakan
dalam arti sempit dan luas. Izin dalam arit
sempit yaitu perkenaan dari penguasa
untuk orang yang memohonnya untuk
melakukan tindakan-tindakan tertentu
yang sebenarnya dilarang, tentunya hal
tersebut menyangkut perkenaan bagi
suatu tindakan yang demi kepentingan
umum mengharuskan pengawasan khusus
atasnya. Adapun tujuannya adalah meng-
atur suatu tindakan yang oleh para legis-

2L G.H. Addink et al, Op.Cit, hal. 47.
22 Philipus M.Hadjon, (penyunting), N.M Spelt
dan Ten Berge, op.cit, hal. 2.

lator yang menganggap bahwa pemberian
izin tidak seluruhnya dianggap melaku-
kan perbuatan tercela, tetapi disisi lain
pemerintah/penguasa menghendaki dapat
melakukan pengawasan sekedernya. Se-
dangkan izin dalam arti luas adalah suatu
tindakan yang dilarang terkecuali diper-
kenankan dengan tujuan agar dalam ke-
tentuan-ketentuan yang disangkutkan de-
ngan perkenan dapat dengna teliti di-
berikan batas-batas tertentu bagi tiap
kasus. Namun dari pengertian tersebut,
terdapat persoalan dengan izin tersebut
yakni persoalannya bukan hanya dalam
hal pemberian perkenan dalam keadaan
Khusus, tetapi juga agar tindakan-tin-
dakan dalam hal pemberian izin dilaku-
kan dengan cara tertentu yang seyogya-
nya diatur dalam suatu peraturan per-
undang-undangan.

Tatiek Sri Djatmiati?®, dalam hasil
disertasi, mengemukakan bahwa izin
merupakan insturmen yang biasa dipakali
dalam bidang hukum administrasi, mak-
sud tujuan tersebut adalah mempengaruhi
warga negara agar supaya hendak meng-
ikuti cara yang dianjurkan guna mencapai
tujuan yang konkrit. Konsep tersebut se-
pendapat dengan Suparto Wijoyo?* bah-
wa izin merupakan “legal means” yang
terbanyak digunakan dalam hukum
administrasi. Pemerintah memperguna-
kan izin yakni sebagai sarana yuridis
untuk mengendalikan tingkah laku warga
negara. Lebih lanjut bahwa izin merupa-
kan persetujuan dari penguasa ber-
dasarkan peraturan perundang-undangan

2 Tatiek Sri Djatmiati, 2004, Prinsip lzin Usaha
Industri di Indonesia, Disertasi, Universitas
Airlangga, hal. 1.

% petrus A.Gultom, Penyalahgunaan Wewenang
Oleh Pemerintah Daerah Yang Berimplikasi
Tindak Pidana di Bidang Pertambagan, loc.cit,
hal. 46.
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untuk dalam keadaan tertentu menyim-

pang dari ketentuan-ketentuan larangan.

Berdasarkan pendapat para sarjana
di atas maka pengertian izin adalah se-
bagai berikut:

1. l1zin merupakan tindakan pemerintah
yang berdasarkan undang-undang dan
peraturan per-undang-undangan;

2. lzin merupakan instrumen dalam hu-
kum administrasi yang bertujuan me-
ngatur kegiatan dalam kehidupan
masyarakat suatu negara;

3. lzin merupakan persetujuan dari pe-
merintah untuk kegiatan yang menu-
rut undang-undang adalah dilarang;

4. Akibat hukum dari izin adalah mem-
berikan keuntungan bagi pemohon
izin yaitu warga negara untuk me-
lakukan perbuatan tertentu yang se-
benarnya dilarang?.

Dari sisi perundang-undangan se-
bagaimana tercantum dalam Pasal 1
angka 7 Undang undang Nomor 4 Tahun
2009 menyebutkan:

Izin usaha pertambangan, yang selanjut-

nya disebut IUP, adalah izin untuk

melaksanakan usaha pertambangan.

Definisi IUP diatas adalah izin

untuk mengelola usaha pertambangan.
Usaha tersebut temaktub dalam Pasal 1
angka 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun
2009:
Usaha pertambangan adalah kegiatan da-
lam rangka pengusahaan mineral atau
batubara yang meliputi tahapan kegiatan
penyelidikan umum, eksplorasi, studi ke-
layakan, konstruksi, penambangan, peng-
elolaan dan pemurnian, pengakutan dan
penjualan, serta pasca tambang.

Berdasarkan pengertian izin menu-
rut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009
dengan membandingkan pengertian izin

% 1bid.

menurut beberapa para ahli, maka unsur-

unsur dari izin usaha pertambangan ada-

lah:

1. lIzin yang diberikan oleh negara
dalam hal ini pemerintah dan peme-
rintah daerah menurut Undang-un-
dang Nomor 4 Tahun 2009;

2. Tujuan pemberian izin adalah untuk
mengatur pengelolaan sumber daya
alam berupa mineral dan batubara di
wilayah negara Republik Indonesia;

3. lzin yang diberikan oleh pemerintah
dan pemerintah daerah yang mem-
punyai akibat hukum bagi pemegang
izin yaitu dalam rangka pengushaan
mineral dan batubara yang meliputi
tahapan kegiatan penyelidikan umum,
eksplorasi, studi kelayakan, konstruk-
si, penambangan, pengelolaan dan
pemurnian, pengakutan dan penjual-
an, serta pasca tambang?®.

Dengan demikian, pemberian izin
itu adalah kewenangan pemerintah atau
penguasa dalam rangka melindungi ke-
pentingan warga negara dalam rangka
menuju tindakan konkrit walapun me-
nyimpang dari ketentuan-ketentuan yang
dilarang.

Dalam kasus berikut, Nomor 01/
G/2010/PTUN-KDI  (Pengadilan Tata
Usaha Negara), dan digambarkan para
pihak yang berpekara antara beberapa
masyarakat (Penggugat) dan Bupati
(Tergugat 1) dan Perusahaan Tambang
(Tergugat I1). Dalam permohon perkara
penggugat (Petitum) adalah untuk men-
cabut Surat Keputsan (SK) dan menya-
takan ilegal (tidak sah) SK Nomor 340a/
04/11/2008) mengenai lzin Usaha Eks-
plorasi Pertambanga dan Izin Operasi
Khusus Pertambangan.

% 1bid.
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Di dalam kasus perkara, Bupati,
dalam mengeluarkan izin pertambanga,
telah menetapkan tanpa suatu studi riset
terhadap lokasi pertambangan, seperti
tidak adanya studi kelayakan, tidak ada-
nya analisa lingkungan, dan tidak adanya
publikasi. Makadari itu, Bupati secara
bertentangan melanggar Pasal 3 dan 20
(1) Undang-undang Nomor 5 Tahun
1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria, pasal 2 dan pasal 4 ayat
(1) huruf a, Peraturan Menteri Negara
Agraria Kepala Badan Pertahan Nasioanl
Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman
Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Ma-
syarakat Adat, pasal 5 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang
Kehutanan, dan pasal 39 ayat (1) dan ayat
(2) huruf I dan huruf q (dalam hal pe-
nyelesaian sengketa dan mengakui keber-
adaan hak ulayat), Undang-Undang RI
No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batu Bara; Pemberian Izin
Eksplorasi Pertambangan Bahan Galian
Emas.

Walaupun Pemerintah Daerah te-
lah menunjukan bantahan melalui bebe-
rapa bukti, tetapi mereka secara jelas di-
tolak dengan pertimbangan bahwa kebe-
ratan Tergugat adalah penyanggahan
yang tidak beralasan. Oleh karena itu,
putusan pengadilan menetapkan untuk
menerima gugatan banding Penggugat,
sementara Hakim tetap menolak bantahan
Tergugat.

Prinsip Proporsionalitas

Asas-asas umum  pemerintahan
yang baik dalam kepustakaan Indonesia,
secara umum bersumber pada hukum ad-
ministrasi Belanda. Pengelompokan asas-
asas tersebut pada umumnya sebagai be-
rikut:

: 129-146

1. Kelompok asas-asas umum pemerin-
tahan yang baik bersifat formal se-
hubungan dengan proses persiapan
pembentukan keputusan.

2. Kelompok asas-asas umum pemerin-
tahan yang baik yang bersifat formal
sehubungan dengan motivasi terbit-
nya keputusan.

3. Asas-asas umum pemerintahan yang
baik bersifat material sehubungan
dengan isi keputusan?’,

Menurut Undang-undang Nomor
28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 3 poin 5,
prinsip proporsionalitas adalah prinsip
yang secara jelas memberikan suatu
keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Hal ini di perkuat oleh Addink yang
menyatakan Prinsip proporsionalitas ini
digunakan dalam konteks sanksi-sanksi
administrasi (individial maupun umum)
dan lebih luas lagi dalam pengertian suatu
keseimbangan yang benar antara cara dan
tujuan.?.

Pemerintah, dalam menerbitkan
izin pertambangan, seharusnya menghor-
mati prinsip proporsional. Tentu prinisip
ini harus diperhatikan bahwa mengambil
tindakan harus seimbang dengan tujuan-
nya, kKhususnya mengenai perlindungan
masyarakat dengan dasar pemikiran bah-
wa harus di sesuaikan untuk mencapai
tujuannya?®.

27 Sjafri Nugraha et.al, 2007, Administrative Law,
Center for Law and Good Governance Studies
(CLGS) FH U, hal. 35.

28 Addink, et.al, Loc.Cit, hal. 34.

2 Takis Tridimas, “Proportionality in Community
Law: Searching for the Appropriate Standard of
Scrutiny”, dalam Evelyn Ellis (ed.), 2000, The
Principle of Proportionality in the Laws of
Europe, Hart Publishing, hal. 6.
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Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsre-
gel)

Konsep Dasar Peraturan Kebijak-
sanaan

Peraturan kebijaksanaan (beleids-
regel) yang dimaksud dalam bahasan ini,
adalah suatu peraturan umum tentang
pelaksanaan wewenang pemerintahan ter-
hadap warga negara yang ditetapkan
berdasarkan kekuasaan sendiri oleh in-
stansi pemerintahan yang berwenang.
Lahirnya beleidsregel ini dari adanya
kewenangan bertindak bebas (freies er-
messen) dari pejabat pemerintahan.
Namun kemudian dalam perkembangan-
nya, baru disadari bahwa beleidsregel itu
is niet anders dari freies ermessen.
Beleidsregel tidak lain dari freies
ermessen atau discretionary power dalam
wujud tertulis dan dipublikasi ke luar.
Diberi label “peraturan” karena beleids-
regel mengikat bagaikan kaidah hukum
(legal norm). Tentu saja cakupan peng-
gunaan beleidsregel hanya pada sebatas
bestuursgebeid atau lapangan administra-
Si.

Peraturan kebijaksanaan (beleids-
regel) dimaksud menurut J.H. van
Kreveld, terdiri berbagai macam bentuk,
antara lain:

a) beleidslijnen (garis-garis kebijaksana-
an)

b) het beleid (kebijaksanaan)

¢) voorschriften (peraturan-peraturan)

d) richtlijnen (pedoman-pedoman)

e) regelingen (petunjuk-petunjuk)

f) circulaires (surat edaran)

g) resoluties (resolusi-resolusi)

h) aanschrijvingen (instruksi-instruksi)

1) beleidnota’s (nota kebijaksanaan)

j) reglemen menistriele (peraturan-per-
aturan pemerintah)

k) beschikkingen (keputusan-keputusan)

I) enbekenmakingen (pengumuman-pe-
ngumuman)®°.

Dilihat dari segi bentuk atau
format, letak dan kekuatan mengikatnya,
terdapat perbedaan dan persamaan atara
peraturan kebijaksanaan (beleidsregel)
dan peraturan perundang-undangan (re-
geling). Perbedaan dan persamaan ter-
sebut dapat dilihat dari beberapa segi,
antara lain:

a) Segi bentuk dan formatnya peraturan
kebijaksanaan (beleidsregel) sering
diketemukan sama dengan peraturan
perundang-undangan (regeling), meli-
puti konsideran, dasar hukum, sub-
stansi (batang tubuh) yang terdiri dari
bab-bab, pasal-pasal, dan penutup.

b) Segi letaknya dalam ilmu hukum,
untuk peraturan kebijaksanaan (be-
leidsregel) masuk pada obyek kajian
hukum Administrasi, karena per-
aturan  kebijaksanaan lahir  dari
adanya wewenang pemerintahan, se-
dangkan peraturan perundang-un-
dangan dapat digolongkan ke dalam
Hukum Tata Negara sepanjang ber-
kaita dengan Peraturan Daerah
(Perda) yang dibuat oleh DPRD
dengan persetujuan Kepala Daerah.

c) Segi mengikatnya, untuk peraturan
perundang-undangan mengikat secara
umum, sedangkan peraturan kebjak-
sanaan yang dikeluarkan dalam ben-
tuk keputusan tidak mengikat secara
umum, kerana pejabat atau badan
yang mengeluarkan keputusan tidak
memili kewenangan mengatur, namun
demikian dalam praktek dan kenyata-
annya dewasa ini banyak keputusan
yang bersifat mengatur dan mengikat
secara umum.

30 Lihat dalam J.H. Kriveld, 1983, Beleidsregel in
het Recht, Kluwer-Deventer, hal. 3, dan lihat juga
dalam Ridwan AR, op.cit, hal. 137-139.
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d) Segi sumber pembentukannya, untuk

peraturan perundang-undangan (re-
geling) bersumber dari fungsi legisla-
tif, sedangkan peraturan kebijaksana-
an (beleidsregel) bersumber dari
fungsi eksekutif.

Segi uji materiil, untuk peraturan
perundang-undangan (regeling) mela-
lui  Mahkamah Konstitusi untuk
Undang-undang terhadap UUD dan
melalui Mahkamah Agung untuk
peraturan dibawah undang-undang
terhadap undang-undang, sedangkan
peraturan  kebijaksanaan (beleids-
regel) melalui Peradilan Administrasi
(Tata Usaha Negara).

Ciri-Ciri Peraturan Kebijaksanaan

Menurut van Kreveld® ciri-ciri

peraturan kebijaksanaan yaitu:

a.

Peraturan itu baik secara lagsung atau

tidak langsung tidak didasarkan pada

undang-undang dasar atau pada un-
dang-undang.

Peraturan itu:

1. Tidak tertulis dan tidak terjadi
oleh serangkaian keputusan in-
stansi pemerintah yang berdiri
sendiri dalam rangka menyeleng-
garakan kewenangan pemerintah-
an yang tidak terikat;

2. Ditetapkan dengan tegas secara
tertulis oleh suatu instansi peme-
rintah.

Peraturan itu pada umumnya me-
nunjukkan bagaimana suatu instansi
pemerintah akan bertindak dalam me-
nyelenggarakan kewenangan peme-
rintahan yang tidak terikat terhadap
setiap orang dalam situasi sebagaimaa
dimaksud dalam pertatura itu.

31 1bid.

Di sisi lain Bagir Manan®* meru-

muskan ciri-ciri peraturan kebijaksanaan,
antara lain:

a)

b)

d)

f)

Peraturan kebijaksanaan bukan me-
rupakan peraturan perundang-undang-
an;

Asas-asas pembatasan dan pengujian
terhadap peraturan perundag-undang-
an tidak dapat diberlakukan pada per-
aturan kebijaksanaan;

Peratura kebijaksanaan tidak dapat
diuji secara wetmatigheid, karena me-
mang tidak ada dasar peraturan per-
undang-undangan untuk membuat
keputusan peraturan kebijaksanaan
tersebut;

Peraturan kebijaksanaan di buat ber-
dasarkan freies ermessen dan ketiada-
an wewenang administrasi bersang-
kutan membuat peraturan perundang-
undangan;

Pengujian terhadap peraturan kebijak-
sanaan lebih diserahkan pada doel-
matigheid dan karena itu batu ujinya
adalah asas-asas umum pemerintahan
yang layak;

Dalam praktek di beri format dalam
berbagai bentuk dan jenis aturan,
yakni keputusan, instruksi, surat
edaran, pengumuman dan lain-lain,
bahkan dapat dijumpai dalam bentuk
peraturan.

Peraturan Kebijaksanaan dalam Prak-

tik

Suatu kenyataan dalam praktik,

bahwa banyak peraturan kebijaksanaan
yang dibuat dan mengikat secara hukum

terhadap warga masyarakat,

sehingga

peraturan kebijaksanaan sama halnya
dengan peraturan perundang-undangan.

%2 Bagir Manan, 1994, Makalah dengan Topik
“Peraturan Kebijaksanaan”, Jakarta, hal. 16-17.
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Jika kenyataan tersebut yang berkembang
dan diguanakan sebagai landasan berfikir,
maka akan menjadi tepat apa Yyang
dikatakan oleh A. Hamid Attamimi®
dalam memetakan persamaan antara per-
aturan perundang-undangan dan peratur-
an kebijaksanaan yang sama-sama ber-
laku keluar, ditujukan kepada masyarakat
umum, dan mengikat secara umum, Kka-
rena masyarakat yang terkena peraturan
itu tidak dapat berbuat lain kecuali
mengikutinya. Dengan demikian peratur-
an kebijaksanaan yang umum sifatnya
berkembang menjadi mengikat secara
umum dan ditujukan kepada umum.
Perkembangan yang terjadi ini sebagai
permasalahan yang menarik untuk dikaji
lebih lanjut.

Pada kasus berikut, dapat dijelas-
kan pada para pihak antara Perusahaan
Tambang (Penggugat) dan Bupati (Ter-
gugat) melalui kasus yang terdaftar,
Nomor  3/G.TUN/2001/PTUN-K  di
(Pengadilan Tata Usaha Negara). Peng-
gugat mengajukan perkaranya ke peng-
adilan dengan menuntut bahwa Bupati
telah menerbitkan izin pertambangan
Nomor 25/2001/10-01-20011, dan itu
adalah Keputusan yang ilegal dan harus
dibatalkan. Karena hal itu bertentangan
dengan pasal 119 poin a, b, dan c,
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009,
tentang lIzin Pertambangan yang men-
definisikan 1UP atau IUPK dapat dicabut
oleh Menteri, gubernur, atau bupati/
walikota sesuai dengan kewenangannya
apabila:

(a) Pemegang IUP atau IUPK tidak me-
menuhi kewajiban yang ditetapkan

3 A, Hamid Attamimi, 1993, “Hukum tentang
Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan
Kebijak-sanaan”, Makalah Pidato Purna Bhakiti,
Fakultas Hukum Ul, Jakarta, tanggal 20
September 1993, hal. 12.

dalam IUP atau IUPK serta peraturan
perundang-undangan;

(b) Pemegang IUP atau IUPK melakukan
tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ini; atau

(c) Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan
pailit.

Dalam pokok perkara, bupati se-
cara tegas membuat izin tumpang tindih
dalam mengeluarkan keputusan admi-
nistratif. Mereka (Penggugat) mengklaim
bahwa Bupati telah melakukan me-
lakukan kesewenang-wenangan dan kese-
pakatan kolusi yang mengacu pada SK
Gubernur, No0.540/23, mengenai zona
tumpang tindih IUPK, 4 Januari 2011.
Karena itu, keputusan itu jelas-jelas
bertentangan dengan prinsip proporsional
di mana terdakwa melakukan tindakan
ketidakseimbangan pada penerbitan izin
pertambangan, yang tidak memiliki kepu-
tusan yang sah, konsistensi dan saran,
penghargaan, pemberitahuan keputusan,
perlindungan data, dan tanggapan ter-
hadap permintaan untuk informasi,
bahkan dua lembaga itu bersekongkol
yang menyebabkan penyalahgunaan ke-
kuasaan®*.

Kesimpulan

Beranjak dari isu hukum yang
merupakan pokok masalah yang kemu-
dian dianalisa melaui pembahasan, maka
penelitian ini dapat diambil beberapa
kesimpulan dari tiga prinsip diatas,
sebagai faktor-faktor akar penyebab mal-
administrasi, dapat disimpulkan bawa
akibat kebebasan bertindak pemerintah
khsusunya dalam menerbitkan izin per-
tambangan, diskresi harus diidentifikasi
terlebih dahulu melalui karakteristik yang
terdiri dari kewenangan formal, prosedur

34 Addink, et.al, Loc.Cit, hal. 123.
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yang ada, dan konten tugas. Karakter
tersebut, bagaimanpun, harus diuji apa-
kah penggugat memiliki kepentingan se-
bagaimana yang disyaratkan dalam Pasal
53 (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun
2004 (yang menggantikan Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang
Pengadilan Tata Usaha Negara. Selanjut-
nya, dalam pandangan Indroharto, pema-
haman "kepentingan™ memiliki tiga mak-
na yaitu: (a) kepentingan yang diartikan
sebagai nilai yang dilindungi oleh hu-
kum, (b) tujuan untuk mencapai sebuah
proses, yang berarti, orang yang terlibat
harus memiliki tujuan gugatan ke peng-
adilan. Akhir kata, kepentingan di sini
harus memiliki pengungkapan yang me-
madai dan alasan sepadan serta mem-
punyai dasar hukum. Secara teoritis di-
sebutkan pada prosedur hukum yang
terkenal: "Point d'interet, point d’action™
yang berarti "Tidak ada tujuan, tidak ada
gugatan”.
Berdasarkan beberapa kesimpulan
di atas, dengan penelitian ini dapat di-
tuangkan beberapa saran sebagai berikut:
1. Seyogyanya pemerintah provinsi ti-
dak monopoli kewenangan yang
mengakibatkan monopoli, perlunya
adanya pengaturan dan pedoman da-
lam pembagian keuntugan hasil per-
tambangan (sharing fee) sebagaimana
dalam UU No. 28 Tahun 2009. Beri-
kut dasar pertimbangan: (a) Peme-
rintah provinsi sebagai penyeimbang
dalam rangka mengurangi konflik
kewenangan, perlunya membentuk
peraturan daerah (PERDA) tentang
pembagian antara pemerintah provin-
si dan pemerintah kabupaten/kota; (b)
Perlunya sosialisasi kepada kepala
daerah  tentang  maladministrasi
sebagaimana diatur dalam UU No. 30

Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan.

2. Perlunya pengawasan secara Kketat
terhadap terhadap pelaksanaan keten-
tuan maladministrasi sebagaimana
diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan
dan UU No. 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman RI.

3. Penegasan terhadap unsur kesalahan
dalam pasal 165 adalah: (a) Unsur
kesengajaan yang bersifat maladmi-
nistrasi dalam pemberian izin usaha
pertambangan, (b) Unsur kealpaan
yang dituangkan ke dalam rumusan
delik, (c) Ketentuan pidana dalam UU
No. Tahun 2009 dikualifikasi dalam
konteks administraitve penal law
dengan dasar bahwa rumusan pasal
165 sesungguhnya berkarakter Kepu-
tusan Tata Usaha Negara (KTUN).
Pemberian IUP menyatu atau melekat
pada dengan kekuasaan dan ke-
wenangan pejabat berwenang, (d)
ketentuan pidana di bidang pertam-
bangan adalah penjeraan hukum pu-
nishment sebagai upaya saran terakhir
ultimum remedium. Oleh karena itu,
hukuman harus dianggap sebagai pen-
jamin utama prime guarantor bukan
sebagai pengancam utama prime
threatener.
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Tinjauan Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan
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Abstract: Law No. 8 of 1985 only recognizes two forms of legal entity for the social
organizations i.e. associations and foundations; while pursuant to Law No. 17 of 2013 on
Social Organizations, there are four legal entity forms of the social organizations, namely
(1) social organizations with legal entity of associations, (2) social organizations with
legal entity of foundations, (3) social organizations with legal entity of foreign foundations,
and (4) social organizations that are not legal entity. Four forms of the legal entity have
different procedures for establishing, requirements, validating. The legal issue is whether
the differences of the legal entity will affect the procedures for dissolving the
organizations. Through normative research it is found that dissolving the organizations
pursuant to Law No. 17 of 2013 is held through the legal procedures. The organizations
may be dissolved by a binding court decision. The procedures for dissolving the
organizations are also not simple. The first punishment is given as a written warning for
three times. If it is ignored, then the punishment could be a suspension of grants,
temporary suspension of the activity. The temporary suspension is conducted for 6 months
and shall be permitted by the Supreme Court. If a verdict has permanently been published,
a status of the legal entity can be revoked. The revocation is held within 30 days.

Keywords: freedom of association, social organizations, legal entity.

Abstrak: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 hanya mengenal dua bentuk badan
hukum bagi ormas, yakni perkumpulan dan yayasan. Sedangkan dalam Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ada empat bentuk badan
hukum ormas, yakni (1) Ormas dengan badan hukum Perkumpulan, (2) Ormas dengan
badan hukum Yayasan, (3) Ormas dengan badan hukum Yayasan Asing, dan (4) Ormas
yang tidak berbadan hukum. Empat bentuk badan hukum ini memiliki tata cara pendirian,
persyaratan, pengesahan yang berbeda-beda. Persoalannya, apakah perbedaan masing-
masing badan hukum dari ormas ini akan mempengaruhi mekanisme pembubaran dari
ormas. Melalui penelitian yuridis normatif, dihasilkan bahwa pembubaran organisasi
kemasyarakatan berdasarkan UU No. 17 Tahun 2013 melalui mekanisme legal formal.
Ormas bisa dibubarkan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Tata cara pembubaran ormas juga tidak sederhana. Sanksi awal diberikan peringatan
tertulis sebanyak tiga kali. Apabila sanksi ini tidak dihiraukan maka sanksi bisa berubah
penghentian bantuan hibah, penghentian sementara kegiatan. Sanksi penghentian
sementara dilakukan selama 6 bulan dan harus seizin dari Mahkamah Agung. Apabila
sudah keluar keputusan hukum yang tetap, maka pencabutan status badan hukum bisa
dilakukan. Pencabutan ini dilakukan dalam jangka waktu 30 hari.

Kata kunci: kebebasan berserikat, organisasi kemasyarakatan, badan hukum.
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Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum.
Hal ini jelas tertuang dalam Pasal 1 ayat
(3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 hasil
amandemen keempat (selanjutnya disebut
UUD 1945). Salah satu perwujudan dari
negara hukum adalah adanya jaminan
konstitusional terhadap hak asasi manu-
sia. Jaminan konstitusional ini tertuang
dalam Pasal 28A hingga Pasal 28] UUD
1945. Pencantuman Hak Asasi Manusia
dalam pasal-pasal UUD 1945 dan termuat
secara tegas dalam sebuah bab tersendiri
merupakan sebuah perjuangan yang
cukup panjang.t

Secara yuridis formal, upaya un-
tuk mengakui dan melindungi Hak Asasi
Manusia sebenarnya sudah muncul pada
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya
disebut UU HAM). Hal ini dilatar
belakangi karena selama lima puluh usia
Republik Indonesia, telah terjadi berbagai
kejadian yang merugikan hak-hak asasi
manusia. Mulai dari penangkapan yang
tidak sah, penculikan, penganiayaan, per-
kosaan, penghilangan paksa, perusakan
tempat ibadah, penyerangan pemuka
agama beserta keluarganya serta penya-

! Pencantuman Hak Asasi Manusia dalam UUD
1945 mengalami pasang surut. Hal ini tidak lepas
dari dinamika yang terjadi dalam ketatanegaraan
pemerintahan di Indonesia, yang harus mengalami
tiga kali pergantian UUD, yakni dari UUD 1945
ke Konstitusi RIS 1945. Lalu pada tahun 1950,
menjadi UUDSementara 1950, dan lagi pada
tahun 1959 melalui Dekrit Presiden, berlaku
kembali UUD 1945. Dari sejumlah pergantian
tersebut, UUD RIS 1945 dan UUDS 1950 pernah
memuat secara komprehensif jaminan HAM yang
secara umum diadopsi dari pasal-pasal HAM
yang ada dalam Universal Declaration of Human
Rights 1948. Lihat: Majda El-Muhtaj, Hak Asasi
Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Dari UUD
1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945
Tahun 2002, Penerbit Prenada Media Group,
Cetakan ke-4, April 2012, hal. 10.

lahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik
dan aparat negara.? Harapannya dengan
berlakunya UU HAM ini, seluruh
aparatur pemerintah menghormati, mene-
gakkan dan menyebarluaskan pemaham-
an mengenai hak asasi manusia kepada
seluruh masyarakat.

Pengaturan secara tegas Hak Asa-
si Manusia dalam Undang-Undang dan
UUD 1945 sebenarnya menjadi tolok
ukur bagi aparatur negara, pemerintah
dan masyarakat untuk tidak melakukan
pelanggaran HAM, baik pelanggaran
yang sifatnya vertikal (dari negara ke
masyarakat) atau sifatnya horizontal (ma-
syarakat melanggar hak masyarakat lain).
Ironisnya, pelanggaran Hak Asasi Manu-
sia yang terjadi kurang lebih sepuluh
tahun reformasi ini, justru dilakukan
aktor non negara (individu maupun ke-
lompok masyarakat) sendiri dengan
membawa isu yang bermacam-macam.
Salah satu isu yang sering dikemukakan
adalah mengenai kebebasan beragama.
Dalam hal ini, masyarakat menilai peme-
rintah kurang tegas dan terkesan melaku-
kan pembiaran terhadap pelaku kekerasan
yang mengatasnamakan organisasi massa
terhadap pemeluk agama lain.®

2 Lihat Penjelasan UU No. 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia.

3 Data Wahid Institute dan Setara Institute selama
tahun 2010-2012 menunjukkan bahwa kebebasan
beragama di Indonesia semakin memburuk. Hal
ini bisa dilihat pada data Wahid Institute yang
menyatakan bahwa jumlah pelanggaran pada
tahun 2010 mencapai 184 kasus, dan meningkat
pada tahun 2011 menjadi 267 kasus. Tahun 2012
meningkat menjadi 278 kasus. Hal ini berbanding
lurus dengan data Setara Institute yang mencatat
adanya kenaikan lebih dari 200 kasus terhadap
pelanggaran  kebebasan beragama.® Korban
terbanyak dari pelanggaran kebebasan beragama
ini adalah kelompok Ahmadiyah dan Kristen.
Sedangkan  korban di  kalangan  Syiah
menunjukkan peningkatan dalam dua tahun
terakhir. Jelasnya bisa lihat di Laporan Infid
Kebebasan Beragama Tahun 2010-2012, hal. 3.
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Setara Institute menemukan bah-
wa sebagian besar pelaku pelanggaran
adalah aktor non negara yang terdiri dari
individu maupun kelompok masyarakat
yang tergabung dalam organisasi atau
forum-forum  masyarakat. Organisasi
Masyarakat yang teridentifikasi adalah
Front Pembela Islam (FPI). Namun, ada
juga kelompok masyarakat/massa yang
tergabung dalam kerusuhan massal, tetapi
sulit dicari kedekatan afiliasinya dengan
organisasi masyarakat.*

Tindakan yang dilakukan oleh ak-
tor non negara, khususnya organisasi ke-
masyarakatan dengan menggunakan pola
kekerasan dan pengerahan massa mem-
buat masyarakat bertanya-tanya menge-
nai sanksi bagi para pelakunya. Apalagi
beberapa kali pelaku yang menggunakan
identitas sebagai organisasi kemasyara-
katan tidak tersentuh oleh hukum. Mes-
Kipun pelaku-pelaku di dalam organisasi
tersebut ditangkap, lalu ada yang diadili,
tetapi keberadaan organisasi kemasyara-
katan masih tetap berjalan. Hal inilah
yang membuat maraknya tuntutan pem-
bubaran terhadap Organisasi Kemasyara-
katan (selanjutnya disebut Ormas) yang
melakukan tindakan-tindakan kekerasan
tersebut.

Tuntutan  pembubaran  Ormas
yang bertindak anarkhis ini membuat pe-
merintah kebingungan untuk menindak-
lanjutinya. Hal ini menimbulkan kritik
dari Anggota Komisi Ill DPR RI Taslim
Chaniago. la menilai, sikap pemerintah
yang tidak tegas terhadap ormas anarkis
telah membuat ormas anarkis tersebut
arogan.®

4 1bid, hal. 7.

5 http://www.antaranews.com/berita/Pemerintah
tak Tegas, FPI Makin Arogan, diakses pada
tanggal 4 Juli 2014 pukul 12.30 WIB.

Ada beberapa alasan yang mem-
buat pemerintah merasa kesulitan dalam
mengambil sikap. Pertama, keberadaan
ormas merupakan perwujudan dari hak
kebebasan berserikat, berkumpul dan
berpendapat sebagaimana diatur dalam
Pasal 28E UUD 1945. Hal ini juga sesuai
dengan UU Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 24
ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap
warga negara atau kelompok masyarakat
berhak mendirikan Partai Politik, Lem-
baga Swadaya Masyarakat, atau organi-
sasi lainnya untuk berperan serta dalam
jalannya pemerintahan dan penyeleng-
garaan negara sejalan dengan tuntutan
perlindungan, penegakan dan pemajuan
hak asasi manusia sesuai dengan ke-
tentuan perundang-undangan.  Kedua,
meski Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1985 (selanjutnya disebut UU No. 8
Tahun 1985) mengatur mengenai pembu-
baran ormas, namun mekanisme pembu-
barannya tanpa melalui proses hukum.®
Artinya, pemerintah sebenarnya bisa
secara tegas melakukan pembubaran
Ormas yang anarkhis dengan keputusan
dari pemerintah yang berlandaskan pada
UU No. 8 Tahun 1985. Namun, hal itu
tidak dilakukan karena pemerintah ber-
usaha tidak bersikap otoriter dan ingin
menyelesaikan pembubaran Ormas me-
lalui mekanisme hukum. Ketiga, lemah-
nya good will dari pemerintah dan tidak
tegasnya aparat keamanan menyikapi

& Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985
tentang Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi
Kemasyarakatan bisa dibekukan dan/atau di-
bubarkan apabila ormas melakukan kegiatan yang
menganggu keamanan dan ketertiban umum,
menerima bantuan dari pihak asing tanpa per-
setujuan pemerintah, dan memberi bantuan ke-
pada pihak asing yang merugikan kepentingan
negara.
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tindakan-tindakan hukum ormas yang
anarkis tersebut.

Menyikapi situasi tersebut, Peme-
rintah bersama dengan DPR sepakat
mengundangkan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan. UU Ormas ini meng-
gantikan UU No 8 Tahun 1985 yang
sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan
dan dinamika bermasyarakat, bermasya-
rakat dan bernegara. Pertumbuhan jumlah
Ormas, sebaran dan jenis kegiatan Ormas
dalam kehidupan demokrasi makin me-
nuntut peran, fungsi dan tanggung jawab
Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya
mewujudkan cita-cita nasional bangsa
Indonesia. Disinilah konsekuensi penting
untuk membangun sistem pengelolaan
Ormas yang memenuhi kaidah ormas
yang sehat, mandiri, transparan, profe-
sional dan akuntabel.

Dari uraian sebagaimana tertuang
dalam bagian latar belakang, maka isu
hukum utama yang akan dikaji dalam
penelitan ini adalah: Pertama, apa syarat-
syarat pendirian Organisasi Kemasyara-
katan sesuai UU Organisasi Kemasyara-
katan. Kedua, Bagaimana tata cara pem-
bubaran Organisasi Kemasyarakatan ber-
dasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia?

Pembahasan
Pengertian Organisasi Kemasyarakat-
an

Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, “organisasi” adalah kesatuan
(susunan dan sebagainya) yang terdiri
atas bagian-bagian (orang dan sebagai-
nya) dalam perkumpulan untuk tujuan
tertentu; kelompok kerja sama antara
orang-orang yang diadakan untuk men-

capai tujuan bersama.” Organisasi berasal

dari bahasa Yunani, yaitu “Organon” dan

istilah lain yaitu “Organum” yang berarti
alat, bagian, anggota, atau badan.

Sondang P. Siagian menyatakan bahwa

organisasi dapat ditinjau dari tiga sudut

pandang, yakni:

1. Organisasi sebagai wadah, yaitu tem-
pat kegiatan-kegiatan administrasi
dan manajemen dijalankan dan sifat-
nya adalah “relatif statis”;

2. Organisasi sebagai proses, Yaitu
interaksi antara orang-orang Yyang
menjadi anggota organisai dan sifat-
nya “dinamis;

3. Organisasi sebagai kumpulan orang,
yang tidak lain adalah organisasi
sebagai wadah. Maksud dari organi-
sasi sebagai wadah berarti : (a) orga-
nisasi sebagai penggambaran jaringan
hubungan kerja dan pekerjaan yang
sifatnya formal atas dasar kedudukan
atau jabatan yang diperuntukkan
untuk setiap anggota organisasi; (b)
organisasi merupakan susunan hierar-
ki yang secara jelas menggambarkan
garis wewenang dan tanggung jawab;
(c) organisasi merupakan alat yang
berstruktur permanen yang fleksibel
(dimungkinkan dilakukan perubahan)
sehingga apa yang terjadi dan akan
terjadi dalam organisasi relatif tetap
sifatnya dan karenanya dapat diper-
kirakan.®

Menurut M. Manulang, organisasi
itu mempunyai ciri-ciri antara lain:®

1. Adanya sekelompok orang;

" Badudu-Zain, 1994, Kamus Umum Bahasa
Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal.
967.

8 Sondang P. Siagian, 1980, Filsafat Administrasi,
Jakarta: Gunung Agung, hal. 68.

® M. Manulang, 1983, Dasar-Dasar Manajemen,
Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 67.
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2. Antarhubungan yang terjadi dalam
suatu kerjasama yang harmonis; dan

3. Kerja sama didasarkan atas hak,
kewajiban atau tanggung jawab ma-
sing-masing orang untuk mencapai
tujuan.

Secara filosofis, kehadiran organi-
sasi merupakan sebuah kebutuhan yang
menyesuaikan dari karakteristik dari ma-
nusia sebagai zoon politicon atau mahk-
luk sosial, yakni secara kodrati manusia
tidak bisa hidup sendiri, dan harus hidup
secara berkelompok. Dari kehidupan se-
cara sosial dan berkelompok inilah, ma-
nusia mempunyai tujuan yang bisa di-
lakukan secara bersama-sama dengan
melalui sebuah wadah atau organisasi. Di
organisasi inilah dirumuskan mengenai
ideologi, visi misi, tujuan, target dan
program Kkerja agar organisasi bisa
berjalan dengan baik. Hal ini berbanding
lurus dengan pandangan Nia Kania
Winayanti bahwa suatu organisasi secara
hakiki harus memenuhi syarat antara
lain:10
1. Adanya pendiri sebagai pemrakarsa

terbentuknya suatu wadah organisasi
tertentu;

2. Mempunyai anggota yang jelas, di
mana para pemrakarsa biasanya seka-
ligus juga sebagai anggota organisasi
yang bersangkutan;

3. Mempunyai landasan hukum internal
organisasi, sebagai aturan main men-
jalankan organisasi yang disebut
Anggaran Dasar dan Anggaran Ru-
mah Tangga (AD/ART);

4. Adanya Kkepengurusan organisasi.
Organisasi yang mempunyai struktur
organisasi pada setiap tingkat wilayah

10 Nia Kania Winayanti, 2011, Dasar Hukum
Pendirian dan Pembubaran ORMAS (Organisasi
Kemasyarakatan), Yogyakarta: Pustaka Yustisia,
hal. 13-14.

kepengurusan, dengan kewenangan
tanggung jawab pada setiap tingkatan
kepengurusan yang jelas;

5. Mempunyai arah kebijakan dan
program kerja yang jelas, berlandas-
kan pada visi dan misi guna mencapai
tujuan organisasi;

6. Mempunyai sistem kaderisasi dan re-
generasi yang jelas, berlandaskan
pada aspek moralitas, integritas, tang-
gung jawab, dan prestasi.

Sementara pengertian “kemasya-
rakatan” dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, berasal dari kata “masyarakat”
yang berarti sejumlah manusia dalam arti
seluas-luasnya dan terikat oleh suatu
kebudayaan yang mereka anggap sama.
Adapun “Kemasyarakatan” berarti peri-
hal  (mengenai) masyarakat. Kata
“masyarakat” yang berarti kumpulan in-
dividu yang menjalin kehidupan bersama
sebagai kesatuan yang besar, saling mem-
butuhkan, memiliki ciri-ciri yang sama
sebagai kelompok.!!

Dengan pengertian di atas tadi, or-
ganisasi kemasyarakatan merupakan wa-
dah yang dibentuk sekelompok orang,
yang mempunyai visi, misi, ideologi dan
tujuan yang sama, mempunyai anggota
yang jelas, mempunyai kepengurusan
yang terstruktur sesuai hierarki, kewe-
nangan, dan tanggung jawabnya masing-
masing, dalam rangka memperjuangkan
anggota dan kelompoknya dibidang me-
ngenai/perihal kemasyarakatan seperti
pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepe-
mudaan, dan lain-lain dalam arti ke-
masyarakatan seluas-luasnya.?

11 Baddudu-Zain, 1994, Kamus Umum Bahasa
Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal.
872.

12 Nia Kania Winayanti, Op.Cit, hal. 15.
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Secara lebih detail, Nia Kania
Winayanti menggambarkan ciri organisa-
si kemasyarakatan yakni:*®
1. Organisasi yang dibentuk oleh ma-

syarakat dengan dasar sukarela;

2. Alat perjuangan dan pengabdian satu
bidang kemasyarakatan tertentu atau
lebih;

3. Sebagai wadah berekspresi anggota
masyarakat dalam kehidupan berma-
syarakat, berbangsa, dan bernegara;

4. Kegiatannya bukan merupakan Kke-
giatan politik, tetapi gerak langkah
dan kegiatan dari setiap program or-
ganisasinya dapat mempunyai dam-
pak politik.

Berdasarkan empat ciri organisasi
kemasyarakatan tersebut, secara umum
organisasi kemasyarakat dapat dibagi
menjadi dua kelompok, yaitu:*

1. Organisasi kemasyarakatan yang ber-
gerak dalam satu bidang kekhususan.
Organisasi kemasyarakatan yang ter-
masuk dalam kelompok ini adalah
organisasi profesi, seperti Persatuan
Insinyur Indonesia (PIl), Perhim-
punan Advokat Indonesia (PERADI),
Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan
Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Him-
punan Kerukunan Tani Indonesia
(HKTI), dan lain-lain;

2. Organisasi kemasyarakatan yang ber-
gerak dan/atau mempunyai kegiatan
bidang kemasyarakatan lebih dari satu
kekhususan, seperti Muhammadiyah,
Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan
Islam (Persis), dan lain-lain. Dalam
praktiknya organisasi keagamaan/
dakwah juga bergerak dalam bidang
kemasyarakatan lainnya seperti pen-

13 1bid, hal. 15-16.
14 1bid, hal. 16.

didikan, kesehatan dan persoalan-per-
soalan sosial lainnya.

Apabila dilihat dari kecenderung-
an/orientasi dari kiprah organisasi, secara
sederhana konfigurasi organisasi kema-
syarakatan di Indonesia mempunyai ka-
rakteristik:®
a. Ormas yang merupakan underbow

secara langsung maupun tidak lang-
sung dari partai politik, seperti Mu-
syawarah Kekeluargaan Gotong Ro-
yong (MKGR), yang umumnya peng-
urusnya adalah kader Partai GolKar.

b. Ormas keagamaan seperti Nahdlatul
Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

c. Ormas yang didasarkan pada komu-
nitas etnis yang eksis di suatu wi-
layah, seperti Forum Betawi Rembug
(FBR).

d. Ormas yang berdiri berawal dari
keprihatinan terhadap kondisi bangsa
yang mengalami keterpurukan di
berbagai bidang kehidupan, seperti
Perhimpunan  Nasional Indonesia
(Pernasindo), Persatuan Indonesia,
lalu Nasional Demokrat (Nasdem)
yang akhirnya berubah menjadi partai
politik.

Sementara itu, Rustam Ibrahim
mengkategorisasikan organisasi masyara-
kat sosial (OMS) di Indonesia, terbagi
dalam 19 (sembilan belas) jenis ke-
lompok atau organisasi, yaitu:*8
1. Kelompok atau organisasi petani dan

nelayan;

2. Kamar Dagang dan Industri (Kadin),
asosiasi-asosiasi pengusaha;

5 Ronald Rofiandri, UU Ormas: Sejarah dan
Implementasi, makalah PSHK phsk.or.id/site/
download.php?docid=5f5243e9e0f1dde42c02123
68295ae17, diunduh pada 10 Juli 2013.

16 Rustam lbrahim, 2008, “Upaya Peningkatan
Kinerja Transparansi dan Akuntabilitas Ormas
dan Lembaga Nirlaba Lainnya”, Makalah,
Jakarta, hal. 23.
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3. Organisasi profesi, antara lain peng-
acara, dokter, insinyur, akuntan;

4. Serikat pekerja atau serikat buruh;

5. Badan Perwakilan Desa (BPD)/
Dewan Kelurahan;

6. Kelompok-kelompok pengajian, anta-
ra lain majelis taklim dan paroki;

7. Organisasi seni dan budaya, seperti
seni, musik, teater, film;

8. Koperasi, kelompok usaha bersama,
kelompok simpan pinjam, seperti ko-
perasi simpan pinjam;

9. Yayasan yang bergerak dalam bidang
sosial kesehatan, antara lain yayasan
yatim piatu, anak cacat, panti asuhan;

10. Kelompok-kelompok pendidikan se-
perti Komite Sekolah, persatuan
orang tua murid dan guru (POMG);

11. Organisasi olah raga;

12. Organisasi pemuda/mahasiswa/ pela-
jar;

13. Organisasi kelompok-kelompok pe-
rempuan;

14. Organisasi non pemerintah advokasi
(hak asasi manusia, demokrasi, ling-
kungan, organisasi pengawas publik);

15. LSM pembangunan (bergerak dalam
pelayan dan pembangunan masyara-
kat;

16. Organisasi berdasarkan kesukuan, et-
nis, dan masyarakat adat;

17. Organisasi yang bergerak dalam per-
lindungan hidup dan konservasi;

18. Organisasi sosial keagamaan (Nah-
dlatul Ulama, Muhammadiyah, Hiz-
but Tahrir, organisasi yang bernaung
di bawah gereja, dan agama-agama
lain);

19. Organisasi hobi, seperti klub pendaki
gunung, pengumpul perangko.

Sementara itu, pengertian Organi-
sasi Kemasyarakatan menurut Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1985 Pasal 1,

adalah organisasi yang dibentuk oleh
anggota masyarakat warga Negara Re-
publik Indonesia secara sukarela atas
dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi,
agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa untuk berperan serta
dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila”.
Dalam penjelasan pasal tersebut men-
jelaskan bahwa salah satu ciri penting
dari organisasi kemasyarakatan adalah
kesukarelaan dalam pembentukan dan
keanggotaannya.

Pengertian dari Organisasi Kema-
syarakatan di dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1985 memiliki makna
yang rancu. Rustam Ibrahim mengatakan
pengertian tersebut sering diasosiasikan
dengan organisasi massa atau organisasi
yang mempunyai anggota yang cukup
besar (mass-based organizations).!” Hal
ini dipertegas juga di Pasal 5 huruf (a)
dan (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1985 yang menyatakan bahwa organisasi
kemasyarakatan merupakan penyalur ke-
giatan sesuai kepentingan anggotanya,
termasuk wadah pembinaan dan pengem-
bangan anggotanya dalam mewujudkan
tujuan organisasinya. Artinya, organisasi
kemasyarakatan yang dimaksud di dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985
lebih menitikberatkan pada asas keang-
gotaan. Sedangkan pengaturan mengenai
organisasi tanpa anggota sama sekali
tidak diatur secara jelas dalam norma di
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985.
Atas penafsiran inilah, menjadi alasan
bagi sebagian besar Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) bahwa mereka tidak

17 Rustam Ibrahim, Beberapa Pokok Pikiran untuk
Penyusunan RUU tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan, dalam diskusi di Biro Polhukam
dan Kesra Sekretariat Jenderal DPR-RI, 8
Februari 2011.
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termasuk yang diatur dalam undang-
undang tersebut sebab sebagian besar
LSM di Indonesia berbentuk Yayasan
(organisasi tanpa anggota) yang didirikan
untuk kepentingan publik (public in-
terest).® Yayasan merupakan organisasi
badan hukum yang tidak berdasarkan
asas keanggotaan (non-membership or-
ganization).

Kerancuan dalam definisi atas Or-
ganisasi Kemasyarakatan ini berusaha di-
perbaiki dengan melakukan revisi atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985.
Revisi ini menghasilkan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organi-
sasi Kemasyarakatan. Di Pasal 1 angka 1
menyebutkan Organisasi Kemasyarakatan
adalah organisasi yang didirikan dan di-
bentuk oleh masyarakat secara sukarela
berdasarkan kesamaan aspirasi, kehen-
dak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan
dan tujuan untuk berpartisipasi dalam
pembangunan demi tercapainya Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang ber-
dasarkan Pancasila. Pengertian Ormas
tersebut dimaksudkan untuk mewadahi
semua organisasi atau lembaga yang di-
bentuk masyarakat dengan mengacu pada
tiga pilar dasar, yakni kesamaan tujuan,
kepentingan, dan kegiatan sebagai sarana
untuk menyalurkan pendapat dan pikiran
bagi anggota masyarakat dan mening-
katkan keikutsertaan secara aktif seluruh
lapisan masyarakat dalam mewujudkan
masyarakat Pancasila berdasarkan Un-
dang-Undang Dasar 1945, dan sekaligus
menjamin tercapainya tujuan nasional.

Definisi Organisasi Kemasyarakat-
an dalam Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2013 ternyata masih bersifat
umum. Artinya, semua wadah untuk ber-
kumpul dan berserikat dianggap sebagai

18 1bid., hal. 6.

ormas tanpa terkecuali. Hal ini membuat
tidak adanya batasan yang tegas menge-
nai karakteristik dari organisasi kemasya-
rakatan. Ketidakjelasan dalam batasan
atau definisi dari organisasi kemasyara-
katan ini berusaha diperjelas melalui ben-
tuk organisasinya, yakni berupa badan
hukum atau tidak berbadan hukum.'® Hal
ini sesuai dengan konsep badan hukum
untuk organisasi-organisasi yang dikate-
gorikan sebagai sektor nirlaba, yaitu per-
kumpulan (association) dan Yyayasan
(foundation).?’ Untuk ormas berbadan
hukum perkumpulan didirikan dengan
berbasis anggota, sedangkan ormas ber-
badan hukum yayasan didirikan dengan
tidak berbasis anggota.?:

Pendirian Organisasi Kemasyarakatan

Pengaturan organisasi kemasyara-
katan dalam bentuk badan hukum se-
benarnya merupakan upaya dari peme-
rintah untuk mempermudah pendirian,
pengawasan, pembinaan dan pembubaran
terhadap organisasi  kemasyarakatan.
Dalam teori pertanggungjawaban hukum,
suatu badan hukum (rechstpersoon) me-
rupakan subjek hukum yang secara
kewenangan dapat melakukan perbuatan
hukum sepertinya halnya orang (natuur-
lijk person), walaupun perbuatan hukum-
nya hanya sebatas pada bidang hukum
harta kekayaan.?

19 pasal 10 UU No. 17 Tahun 2013.

20 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang
Organisasi Kemasyarakatan, Badan Legislasi
DPR RI, 2011, hal. 17.

2l pasal 11 ayat (2) dan (3) UU No.17 Tahun
2013.

22 Untuk menentukan suatu kedudukan badan
hukum harus memenuhi empat persyaratan yakni:
(1) adanya harta kekayaan yang terpisah; (2)
mempunyai kepentingan tersendiri; (3) mem-
punyai tujuan tertentu; (4) mempunyai organisasi
yang teratur. Empat syarat itu penting untuk
membedakan segala perbuatan hukum badan
dengan manusia pengurusnya. Lihat Achmad Ali,
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Frasa bentuk badan hukum dalam
organisasi kemasyarakatan adalah Yaya-
san dan Perkumpulan. Hal ini menun-
jukkan ruang lingkup dari badan hukum
yang diatur berada dalam badan hukum
privat (perdata) yang non profit, bukan
berada dalam lingkup badan hukum pub-
lik.

Dari dua bentuk badan hukum
organisasi kemasyarakatan yakni Per-
kumpulan dan Yayasan, hanya badan
hukum perkumpulan yang pengaturannya
belum diperbaharui sejak Indonesia mer-
deka dan pengaturannya sangat sedikit
sekali. Landasan hukum badan hukum
Perkumpulan ini masih tunduk pada hu-
kum zaman penjajahan berdasarkan asas
konkordasi (asas hukum yang menyata-
kan bahwa semua peraturan hukum di
negara penjajah berlaku juga di negara
jajahannya). Aturan perkumpulan itu ada
di dalam KUHPerdata Buku Il Bab IX
tentang Perkumpulan, yaitu Pasal 1653 —
1665, kemudian diperbaiki dengan
Staatsblad 1870 No.64 (Stb.1870-64) dan
disempurnakan dengan Staatsblad 1939
No. 570 mengenai Perkumpulan Indo-
nesia (Inlandsche Vereniging) (Sth. 1939-
570) yang pada awalnya hanya berlaku
untuk daerah Jawa Madura saja. Kemu-
dian berdasarkan Staatsblad 1942 No. 13
jo No. 14 (Stb. 1942-13 jo 14) berlaku
untuk seluruh wilayah Indonesia.

Badan Hukum Usaha Dagang
(UD), Comanditer (CV), dan Firma,
sampai saat ini landasan hukumnya masih
tunduk pada ketentuan dalam KUHPer-
data dan KUHDagang. Sementara untuk
Perseroan Terbatas, Koperasi, Ormas,
Parpol semuanya diatur dalam Undang-
Undang, antara lain:

2011, Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua,
Cetakan Ketiga, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal.
175.

1. Badan hukum Perseroan Terbatas di-
atur dalam Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007. Undang-Undang ini
menggantikan Undang-Undang No 1
Tahun 2005 tentang Perseroan Ter-
batas.

2. Badan hukum Koperasi berlandaskan
pada Undang-Undang Nomor 17 Ta-
hun 2012 tentang Perkoperasian.

3. Badan hukum Organisasi Kemasya-
rakatan yang diatur di Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013 ten-
tang Organisasi Kemasyarakatan.

4. Badan Hukum Partai Politik yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

5. Badan hukum Yayasan yang diatur
dengan Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2004 tentang Yayasan.

Dengan beberapa kriteria di atas
tadi, untuk menentukan pendirian suatu
organisasi kemasyarakatan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang ber-
laku sangat ditentukan oleh bentuk dari
organisasi kemasyarakatan tersebut. Da-
lam hal ini ada beberapa bentuk or-
ganisasi kemasyarakatan yang akan di-
bahas lebih mendalam di bagian ini,
antara lain:

1. Ormas Berbadan Hukum Perkum-
pulan

Peraturan  perundang-undangan
dalam hukum positif Indonesia yang
mengatur tentang perkumpulan masih
memiliki kelemahan dan kekurangan.
Salah satu kelemahan yang sangat pen-
ting adalah belum adanya definisi yang
tegas dan jelas mengenai perkumpulan,
sehingga menimbulkan interpretasasi
yang bias. Kekurangan lainnya adalah
ketentuan perundang-undangan tentang
perkumpulan masih menggunakan bahasa
Belanda yang belum pernah diterjemah-
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kan secara resmi, sehingga tidak men-
jamin kepastian hukum.

Perkumpulan (dalam arti sempit)
diatur dalam Buku Ketiga, Bab Ke-
sembilan Pasal 1653 sampai Pasal 1665
KUHPerdata, dan diatur lebih lanjut
dalam Staatsblad 1870-64 tentang Ke-
dudukan Badan Hukum dari Perkum-
pulan (Rechstpersoonlijkheid van Ve-
reenigingen) dan dalam Staatsblad 1939-
570 jo 717 tentang Perkumpulan Indo-
nesia (Inlandsche Vereeniging). Dengan
demikian, dikenal ketentuan perundang-
undangan mengenai Perkumpulan yang
berlaku bagi golongan Eropa dan Timur
Asing (KUHperd dan Staatsblad 1970-
64) dan Perkumpulan yang berlaku bagi
golongan pribumi (Staatsbhlad 1939-570
jo 717).

Menurut konsideran dari Staats-
blad 1939-570 jo 717 Perkumpulan
Indonesia merupakan perkumpulan yang
anggota-anggotanya hanya terdiri dari
orang-orang dari golongan Pribumi,
mengatur secara menyimpang dari
Hukum Adat sekadar perlu untuk meme-
nuhi kebutuhan sosial dan kepentingan
umum dari masyarakat golongan Pri-
bumi. Apabila ada orang pribumi menjadi
anggota perkumpulan menurut Staatsblad
1870-64, maka hak dan kewajiban dari
orang Pribumi itu akan tunduk pada
Staatsblad 1870-64.%

Perkumpulan yang diatur dalam
Staatsblad 1870-64, memberikan ketentu-
an status badan hukum bagi suatu per-
kumpulan.?* Namun, perkumpulan yang

23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang
Perkumpulan, hal. 8.

24 Staastblad 1870-64 sebenarnya juga mengenal
dan mengakui perkumpulan yang tidak berbadan
hukum. Akan tetapi bagi perkumpulan yang tidak
berbadan hukum segala perbuatan dan tindakan-
nya terhadap pihak ketiga akan dipandang sebagai

dimaksud baik yang ada dalam Staastblad
1870-64 dan KUHPerdata masih meng-
andung definisi secara luas. Definisi ini
menyangkut apakah perkumpulan itu ber-
badan hukum, atau bukan badan hukum,
lalu berorientasi pada laba maupun nir-
laba.

Perkumpulan dalam arti luas sen-
diri sebenarnya secara parsial telah diatur
dalam berbagai Undang-Undang, seperti
Undang-Undang Perseroan  Terbatas,
Undang-Undang tentang Perkoperasian,
Undang-Undang tentang Organisasi Ma-
syarakat, Undang-Undang tentang Parpol,
Undang-Undang tentang Advokat (yang
mengatur juga organisasi profesi Advo-
kat).?® Dengan pengaturan yang parsial
ini sebenarnya belum memberikan keje-
lasan dan ketegasan tentang makna dari
perkumpulan itu sendiri. Rustam Ibrahim
mengungkapkan bahwa perkembangan
perkumpulan yang begitu pesat di Indo-
nesia dengan beraneka ragam kegiatan
tidak bisa lagi diatur dalam Staatsblad
1870-64 karena sudah tidak sesuai
dengan keadaan. Dalam prakteknya ba-
nyak organisasi masyarakat sipil yang
mengajukan permohonan untuk diakui
sebagai badan hukum tidak dapat di-
proses karena tidak diatur oleh regulasi
tersebut. Misalnya dalam membentuk
organisasi payung (umbrella organiza-
tion) yang terdiri dari asosiasi-asosiasi

perbutan pribadi para pengurusnya. Lihat di Pasal
8 Staatsblad 1870-64.

25 Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa
perkumpulan dalam arti luas merupakan
berkumpulnya orang perseorangan atau orang-
orang yang merasa mempunyai kepentingan, yang
hanya atau mungkin dapat lebih memuaskan
apabila mereka berkumpul dan bekerja sama satu
dengan yang lain. Dalam konteks ini,
perkumpulan yang berorientasi laba ada empat
yakni: Perseroan Perdata (maatschap), Perseroan
Firma (Vennootschap onder firma), Perseroan
Komanditer (Commanditaire Vennootschap) dan
Perseroan Terbatas (Naamlooze Vennootschap).
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atau jaringan ormas yang tidak berang-
gotakan orang perseroangan melainkan
organisasi badan hukum banyak menemui
kendala mengenai status hukumnya.
Organisasi-organisasi ini hanya didaftar-
kan kepada notaris untuk memperoleh
akte notaris, tetapi dari sudut pandang
legalitas belum dikatakan sebagai badan
hukum.2®

Definisi perkumpulan bisa di-
temukan dalam Peraturan Menteri Men-
teri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan
Badan Hukum Perkumpulan. Sedangkan
di UndangUndang Nomor 17 Tahun
2013, norma mengenai perkumpulan
sama sekali tidak ada. Menurut Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
perkumpulan adalah badan hukum yang
merupakan kumpulan orang didirikan
untuk mewujudkan kesamaan maksud
dan tujuan tertentu di bidang sosial,
keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak
membagikan keuntungan kepada ang-
gotanya. Sedangkan dalam Rancangan
Undang-Undang Perkumpulan disebut-
kan pengertian Perkumpulan adalah ba-
dan hukum yang merupakan kumpulan
orang, didirikan untuk mewujudkan ke-
samaan maksud dan tujuan tertentu sesuai
dengan yang dicita-citakan oleh para ang-
gotanya, dan tidak membagikan keun-
tungan kepada anggotanya dan organ
perkumpulan.

Irma Devita Purnamasari me-
ngemukakan perkumpulan umumnya di-
bagi menjadi dua:?’

1. Perkumpulan biasa yang merupakan
Organisasi Massa;

% Rustam Ibrahim, Ibid., hal. 6.

27 Irma Devita Purnamasari, 2010, Kiat-kiat Cer-
das, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha,
Kaifa, hal. 33-34.

Perkumpulan yang merpakan Organi-
sasi Massa (Ormas) ini bisa berbentuk
Lembaga Swadaya  Masyarakat
(LSM) yang bergerak menangani ma-
salah anak jalanan, partai politik, atau
perkumpulan biasa pada umumnya
seperti: perkumpulan pencinta moge
(motor gede), perkumpulan pencinta
perangko, perkumpulan pencinta keris
dll.

2. Perkumpulan yang Berbadan Hukum.
Perkumpulan jenis ini sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 Staatsblad
1870 No. 64 (berdasarkan Keputusan
Raja tanggal 28 Maret 1870), yaitu:
perkumpulan yang akta pendiriannya
disahkan oleh pejabat yang ditunjuk
olenh Gubernur Jendral (pada waktu
itu Directeur van Justitie —  Kkini
Menteri Hukum & HAM RI).

Pendirian Organisasi Masyarakat
yang berbadan hukum perkumpulan harus
memenuhi persyaratan antara lain :28
(@) Akta pendirian dikeluarkan oleh

notaris yang memuat AD dan ART;

(b) Program Kerja;

(c) Sumber pendanaan;

(d) Surat keterangan domisili;

(e) Nomor pokok wajib pajak atas nama
perkumpulan; dan

(F) Surat pernyataan tidak sedang dalam
sengketa kepengurusan atau dalam
perkara di pengadilan.

Setelah semua persyaratan di atas
terpenuhi, maka pengesahan sebagai ba-
dan hukum perkumpulan dilakukan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak
asasi manusia dengan pertimbangan dari
instansi terkait. Ormas yang telah men-
dapatkan pengesahan badan hukum akan
mendapatkan legalitas berupa organisasi

28 Pasal 12 UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas
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masyarakatnya terdaftar di Kementerian
Hukum dan HAM dan mendapatkan surat
keterangan terdaftar.

2. Ormas Berbadan Hukum Yayasan

Organisasi Masyarakat berbadan
hukum Yayasan merupakan salah satu
jenis organisasi masyarakat yang banyak
dipilih oleh lembaga swadaya masyarakat
(LSM) untuk menghindari kontrol politik
dari Orde Baru. Alasannya, Yayasan
merupakan badan hukum yang tidak ber-
dasarkan asas keanggotaan (non-member-
ship organization).?® Selain itu, ada ke-
cenderungan masyarakat mendirikan ba-
dan hukum yayasan tidak hanya diguna-
kan sebagai wadah pengembangan kegi-
atan sosial, keagamaan, kemanusiaan,
melainkan bertujuan untuk memperkaya
diri para pendiri, pengurus dan pengawas.
Kecenderungan inilah yang pada akhir-
nya memunculkan sengketa antara peng-
urus dan pendiri atau pihak lain.%

Badan Hukum Yayasan merupa-
kan badan hukum yang tata cara pen-
dirian, pendaftaran, pembubaran dan ke-
giatan lainnya diatur berdasarkan Un-
dang-Undang Nomor 28 Tahun 2004
tentang Perubahan Undang-Undang No-
mor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

2 Konsep Yayasan merupakan badan hukum
yang tidak memiliki anggota sebenarnya juga
dikenal di dalam kepustakaan Belanda. Dalam
Wet of Stichting 31 Mei 1956 S.327 di Belanda
disebutkan bahwa Yayasan (stichting) tidak
dikenal adanya anggota. Di aturan tersebut hanya
adanya donateurs, yakni orang yang berkala
memberikan sumbangan kepada yayasan, tetapi
tanpa sedikitpun mempunyai hak-hak, termasuk
hak untuk mengontrol yayasan. Lihat Rudhi
Prasetya, 2012, Yayasan Dalam Teori dan Prak-
tik, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, April
hal. 9.

%0 Hal inilah yang menjadi latar belakang ter-
bentuknya UU No 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan, karena selama ini pendirian yayasan
hanya berdasarkan atas kebiasaan dalam masya-
rakat dan jurisprudensi Mahkamah Agung.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2001 (se-
lanjutnya disebut UU No 16 Tahun 2001)
disebutkan bahwa Yayasan adalah badan
hukum yang terdiri atas harta kekayaan
yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk
mencapai tujuan tertentu di bidang sosial,
keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak
mempunyai anggota. Makna yayasan
dalam UU No 16 Tahun 2001 belum
memberikan ketegasan dan kejelasan
mengenai definisi dari yayasan. Hal itu
diakui oleh Rudhi Prasetya yang me-
nyatakan bahwa UU No 16 Tahun 2001
dan UU No 28 Tahun 2004 belum bisa
menemukan definisi dari yayasan. Yang
ada hanyalah sekadar penunjukkan unsur-
unsurnya.3!

Unsur-unsur yayasan sebagaimana
dikemukakan dalam UU No 16 Tahun
2001 hampir sama dengan unsur-unsur
yang dikemukakan oleh Utrect dan
Wirjono Prodjodikoro yakni antara lain:3?
e Adanya suatu harta kekayaan,

e Dan harta kekayaan itu merupakan
harta kekayaan tersendiri tanpa ada
yang memilikinya melainkan diang-
gap sebagai milik dari yayasan,

e Atas harta kekayaan itu diberi suatu
tujuan tertentu,

e Dan adanya pengurus yang melak-
sanakan tujuan dari diadakannya harta
kekayaan itu.

Perbedaan yang mendasar dari
definisi yayasan seperti yang dikemuka-
kan Utrecth dan Wirjono Prodjodikoro
dengan Pasal 1 ayat (1) UU No 16 Tahun
2001 adalah pada penggunakan harta
kekayaan. Di dalam undang-undang dise-
butkan bahwa harta kekayaan hanya se-
kadar diperuntukkan untuk tujuan-tujuan

31 1bid, hal. 3.
%2 1bid, hal. 4.
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di bidang sosial, keagamaan dan kema-
nusiaan.

3. Ormas Berbadan Hukum Yayasan
Asing

UU No. 17 Tahun 2013 mem-
berikan kesempatan kepada warga negara
asing untuk melakukan kegiatan di
wilayah Indonesia dengan mendirikan
ormas. Ormas itu bisa berbentuk badan
hukum yayasan asing, badan hukum
yayasan Yyang didirikan badan hukum
asing atau badan hukum yayasan yang
didirikan oleh warga negara asing ber-
sama warga negara Indonesia.®®* Ormas
yang didirkan dengan berbadan hukum
yayasan asing wajib memiliki izin dari
pemerintah berupa izin prinsip dan izin
operasional. 1zin prinsip ini diberikan
olen menteri urusan pemerintahan di
bidang luar negeri setelah memperoleh
pertimbangan tim perizinan, sedangkan
izin operasional diberikan oleh Peme-
rintah dan Pemerintah Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.®*

Untuk izin prinsip, ormas ber-
badan hukum yayasan asing harus meme-
nuhi persyaratan antara lain: (a) ormas
badan hukum yayasan asing atau sebutan
lain dari negara yang memiliki hubungan
diplomatik dengan Indonesia; (b) memi-
liki asas, tujuan, dan kegiatan organisasi
yang bersifat nirlaba. Izin prinsip ini di-
berikan dengan jangka waktu paling lama
3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang,
sedangkan untuk perpanjangan diajukan
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin
prinsip berakhir.

Setelah mendapatkan izin prinsip,
ormas berbadan hukum yayasan asing

33 pasal 43 UU No. 17 Tahun 2013.
34 pasal 44 UU No. 17 Tahun 2013.

mengajukan izin operasional. Syaratnya
izin operasionalnya adalah harus memi-
liki perjanjian tertulis dengan Pemerintah
sesuai dengan bidang kegiatannya. Jang-
ka waktu pemberian izinnya tidak mele-
bihi jangka waktu izin prinsip dan dapat
diperpanjang.®® Mengenai pengesahannya
adalah menyeri yang menyelenggaran
urusan pemerintahan di bidang hukum
dan hak asasi manusia setelah mendapat-
kan pertimbangan tim perizinan.

Ormas yang didirikan warga ne-
gara asing atau warga negara asing ber-
sama warga negara Indonesia wajib me-
menuhi syarat : (a) telah tinggal di Indo-
nesia selama 5 (lima) tahun berturut-
turut; (b) memegang izin tinggal tetap; (c)
jumlah kekayaan awal yayasan yang
didirikan oleh warga negara asing atau
warga negara asing bersama warga ne-
gara Indonesia yang berasal dari pemi-
sahan harta kekayaan pribadi pendiri
paling sedikit senilai Rp. 1.000.000.
000,00 (satu miliar rupiah) yang dibukti-
kan dengan surat pernyataan pengurus
badan hukum pendiri mengenai keabsah-
an harta kekayaan tersebut; (d) salah satu
jabatan, ketua, sekretaris atau bendahara
dijabat oleh warga negara Indonesia; dan
(e) surat pernyataan pendiri bahwa ke-
giatan ormas berbadan hukum yayasan
yang didirikan tidak merugikan masyara-
kat, bangsa, dan/atau negara Indonesia.*

4. Ormas Tidak Berbadan Hukum
UU No. 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan mengatur or-
ganisasi kemasyarakatan yang tidak ber-
badan hukum. Perbedaan yang signifikan
dengan ormas yang berbadan hukum
adalah pada proses pendirian dan peng-

35 Pasal 46 UU No. 17 Tahun 2013
36 Pasal 47 UU No. 17 Tahun 2013
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esahan status dari ormas tersebut. Menge-
nai hak dan kewajiban, kedudukan, ke-
anggotaan, kepengurusan, pemberdayaan
memiliki kesamaan dengan ormas yang
berbadan hukum.

Pasal 16 ayat (2) UU No. 17
Tahun 2013 menyatakan bahwa pendaf-
taran ormas yang tidak berbadan hukum
dilakukan dengan pemberian surat ke-
terangan terdaftar oleh Pemerintah dan
Pemerintah Daerah. Namun, Istilah surat
keterangan terdaftar tidak diketemukan
dalam Ketentuan Umum yang ada di
Pasal 1. Pengertian Surat Keterangan
Terdaftar (SKT) baru bisa kita temukan
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan
di Lingkungan Kementerian Dalam Ne-
geri dan Pemerintah Daerah (selanjutnya
disebut Permendagri No. 33 Tahun
2012).%" Dalam Permendagri No. 33
Tahun 2012 disebutkan bahwa Surat

87 Munculnya Permendagri No. 33 Tahun 2012
membuat rancu mengenai posisi  organisasi
kemasyarakatan yang tidak berada di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah. Sebab, dari judul Permendagri tersebut
secara jelas dan tegas menunjukkan bahwa
kebijakan tersebut diperuntukkan bagi Ormas di
lingkungan Kementeria Dalam Negeri dna
Pemerintah Daerah. Sedangkan di Pasal 2 ayat (2)
Permendagri mengecualikan kewajiban mendaftar
bagi ormas yang didirikan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pertanyaannya,
bagaimana dengan status serikat pekerja/serikat
buruh yang didirikan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh. Apakah Serikat —Peker-
ja/Serikat buruh wajib tunduk pada Permendagri
tersebut. Dalam praktik, serikat pekerja/serikat
buruh wajib melakukan pencatatan pada Badan
Kesbang. Jika tidak tercatat pada Badan Keshang
maka Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
tidak mau mencatatkan pembentukan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh. Kebijakan ini tentu ber-
tentangan dengan UU No. 21 Tahun 2000 tentang
Serikat Pekerja/Serikat Buruh, lalu Peraturan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6
Tahun 2005 tentang Pedoman Verifikasi Ke-
anggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Keterangan Terdaftar (SKT) adalah surat
yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Ne-
geri, Gubernur, Bupati/Walikota yang
menerangkan bahwa sebuah organisasi
kemasyarakatan telah tercatat pada admi-
nistrasi pemerintahan sesuai dengan ta-
hapan dan persyaratan.

Tata Cara Pembubaran Organisasi
Kemasyarakatan
Dalam konsep normatif mengenai

organisasi kemasyarakatan, UU No. 17

Tahun 2013 tentang Organisasi Ke-

masyarakatan memang mengatur menge-

nai pendirian ormas baik yang berbadan
hukum perkumpulan, yayasan, yayasan
asing, ataupun ormas yang tidak berbadan
hukum. Pengaturan mengenai pembekuan
dan pembubaran ormas, lebih banyak
diatur dalam Bab XVII mengenai sanksi
terhadap ormas yang melanggar terhadap
larangan-larangan yang diatur dalam UU

No. 17 Tahun 2013.

Larangan terhadap ormas sebagai-

mana diatur di dalam Pasal 59 UU No. 17

Tahun 2013 terlihat lebih detail. Ada

empat larangan yang diatur dalam pasal

tersebut yakni :

a. Larangan penggunaan bendera, lam-
bang, atribut yang sama dengan
bendera, lambang negara Republik
Indonesia, lembaga pemerintahan,
lembaga internasional, organisasi ter-
larang atau partai politik.

b. Larangan untuk melakukan tindakan
yang menganggu keamanan dan ke-
tertiban umum diantaranya: melaku-
kan tindakan permusuhan terhadap
suku, agama, ras atau golongan; me-
lakukan kegiatan separatis yang
mengancam kedaulatan Negara Ke-
satuan Republik Indonesia; melaku-
kan tindakan kekerasan, menganggu
ketentraman dan ketertiban umum,
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atau merusak fasilitas umum dan fasi-
litas sosial.

c. Larangan untuk menerima sumbang-
an dalam bentuk apapun, termasuk
dilarang mengumpulkan dana untuk
partai politik. Pasal 20 Peraturan
Pemerintah No. 18 Tahun 1986
tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1985 tentang
Organisasi Kemasyarakatan menjelas-
kan mengenai bahwa ormas dilarang
menerima bantuan pihak asing tanpa
persetujuan pusat dan/atau memberi
bantuan kepada pihak asing. Bantuan
asing itu meliputi bantuan keuangan,
peralatan, tenaga dan fasilitas.

d. Larangan untuk mengembangkan,
menganut, serta menyebarkan ajaran
atau paham yang bertentangan dengan
Pancasila.

Pengaturan mengenai larangan
kegiatan ormas ini dimaksudkan untuk
mengantisipasi berbagai aktivitas ormas
yang terkadang kemunculannya tidak se-
suai dengan yang diharapkan. Ada orga-
nisasi kemasyarakatan yang muncul se-
bagai salah satu bentuk ekspresi terhadap
euforia kebebasan dengan memperjuang-
kan ide dan gagasannya melalui cara-cara
anarkis. Ada juga organisasi kemasyara-
katan yang dibentuk untuk tujuan jangka
pendek dan tidak jelas arah kegiatan dan
tujuannya. Progo Nurdjaman Sekretaris
Jenderal Dalam Negeri menyatakan bah-
wa pada saat ini banyak ormas yang telah
kebablasan karena didirikan untuk meme-
nuhi kepentingan sesaat. Bahkan ada pula
kegiatan organisasi kemasyarakatan yang
menjurus kepada ekstrimisme dan me-
nimbulkan keresahan di masyarakat.3®

38 Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri meng-
ungkapkan bahwa pasca reformasi banyak lahir

Sebelum melakukan pembekuan,
pemerintah memberikan teguran tertulis
sekurang-kurangnya dua kali dengan
jarak waktu 10 hari kepada pengurus,
pengurus daerah, atau pengurus pusat
Ormas. Apabila tidak diindahkan dalam
waktu satu bulan, maka pemerintah atau
Pemerintah Daerah memanggil para
pengurus sesuai ruang lingkupnya. Sete-
lah langkah persuasif tidak ditanggapi,
maka sebelum melakukan tindakan pem-
bekuan bagi ormas yang berruang ling-
kup nasonal pemerintah pusat meminta
pertimbangan dari Mahkamah Agung.
Bagi ormas yang mempunyai ruang ling-
kup provinsi atau Kabupaten Kotamadya,
meminta pertimbangan dari instansi yang
berwenang di daerah dan petunjuk Men-
teri Dalam Negeri.3® Hal yang sama juga
berlaku bagi Gubernur/Bupati/Walikota
terhadap ormas di daerahnya masing-
masing.

Dalam hal pembekuan pengurus,
pengurus daerah dan pengurus pusat, Pe-
merintah masih memberikan toleransi
bagi ormas untuk mengaktifkan kembali
organisasinya. Artinya ada upaya dari pe-
merintah untuk mencabut pembekuan
ormas tersebut. Adapun persyaratannya
adalah secara nyata tidak lagi melakukan
kegiatan yang mengakibatkan pembeku-
annya; mengakui kesalahannya dan ber-
janji tidak akan melakukan pelanggaran
lagi; mengganti pengurus, pengurus dae-

organisasi kemasyarakatan yang berlatar belakang
agama dan profesi. Tahun 2005, organisasi ke-
masyarakatan yang terdaftar mencapai angka
3000. Lalu tahun 2010, ormas bertambah se-
banyak 12.305. Hal itu disampaikan dalam Rapat
Gabungan antara Komisi I, Komisi Ill, dan
Komisi VII di DPR RI dengan Menkopolhukam,
Kemendagri, Kemenag, Kemenkumham, Kepala
BIN, Kapolri dan Jaksa Agung di DPR RI, Senin
30 Agustus 2010. Lihat juga di Harian Media
Indonesia, 8 Juni 2008.

39 Pasal 22 PP No. 18 Tahun 1986
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rah atau pengurus pusat yang melakukan
kesalahan tersebut.*

Apabila ormas tersebut tetap ban-
del, maka pemerintah bisa mengusulkan
pembubaran. Sebelum dibubarkan ormas
tersebut harus mendapat peringan tertulis
dulu. Pembubaran untuk ormas di tingkat
pusat harus mendapat pertimbangan dan
saran dari Mahkamah Agung, sementara
untuk ruang lingkup provinsi atau
kabupaten/kota meminta pertimbangan
dan saran dari Menteri Dalam Negeri.*!

Bagi ormas yang melanggar la-
rangan tersebut, sanksi yang diterapkan
tidak langsung dibubarkan. Sanksi awal
yang dikenakan adalah sanksi administra-
tif yang bisa dikeluarkan oleh Pemerintah
atau Pemerintah daerah. Sanksi admi-
nistratif itu berupa peringatan tertulis,
penghentian bantuan dan/atau hibah,
penghentian sementara kegiatan, dan/atau
pencabutan surat keterangan terdaftar
atau pencabutan status badan hukum.

Peringatan tertulis yang diberikan
kepada ormas terdiri atas peringatan
tertulis kesatu, kedua dan ketiga, dan
berlaku dalam waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari. Peringatan tertulis kesatu
diberikan sebanyak 2 (dua) kali. Bila
diabaikan, maka mendapatkan peringatan
ketiga. Sanksi bagi ormas yang telah
mendapatkan peringatan ketiga dari Pe-
merintah atau Pemerintah Daerah yakni :
(@) penghentian bantuan dan/atau hibah;
dan/atau penghentian sementara kegiatan.

Mengenai sanksi penghentian se-
mentara, pemerintah wajib meminta per-
timbangan hukum Mahkamah Agung.
Sedangkan bagi ormas di lingkup pro-
vinsi atau kabupaten/kota wajib meminta
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat

40 Pasal 24 PP No. 18 Tahun 1986
41 Pasal 27 PP No. 18 Tahun 1986

Daerah, kepala kejaksaan, kepala kepo-
lisian sesuai tingkatannya. Pertimbangan
dari Mahkamah Agung diberi jangka
waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
Apabila dalam jangka waktu tidak diberi-
kan maka pemerintah berwenang menja-
tuhkan sanksi penghentian sementara.
Sanksi penghentian sementara dijatuhkan
paling lama 6 (enam) bulan.

Mengenai ormas yang tidak ber-
badan hukum, maka sanksinya berupa
pencabutan surat keterangan terdaftar.
Pencabutan surat keterangan terdaftar ini
wajib mendapatkan pertimbangan dari
Mahkamah Agung baik yang mengajukan
Pemerintah atau Pemerintah Daerah,
dengan jangka waktu 14 (empat belas)
hari.

Bagi ormas berbadan hukum,
maka sanksinya adalah pencabutan status
badan hukum. pencabutan status ini ber-
dasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap me-
ngenai pembubaran ormas berbadan
hukum. pencabutan ini dilaksanakan da-
lam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal diterimanya salinan putusan
pembubaran ormas yang telah mem-
perolen kekuatan hukum tetap oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manu-
sia.*? Pencabutan itu diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia.*?

Pembubaran ormas berbadan hu-
kum diajukan oleh Kejaksaan ke peng-
adilan negeri atas permintaan tertulis dari
menteri hukum dan hak asasi manusia.
Permohonan ini harus disertai dengan
bukti penjatuhan sanksi administratif oleh
Pemerintah atau Pemerintah daerah.

Permohonan pembubaran ormas
harus diputus oleh pengadilan negeri

42 Pasal 68 UU No. 17 Tahun 2013
43 Pasal 69 UU No. 17 Tahun 2013
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dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari
terhitung sejak tanggal permohonan
dicatat. Jangka waktu dapat diperpanjang
paling lama 20 hari atas persetujuan
Ketua Mahkamah Agung. Putusan dari
pengadilan negeri disampaikan kepada
pemohon, termohon, menteri hukum dan
hak asasi manusia dalam jangka waktu
tujuh hari sejak tanggal putusan diucap-
kan.** Putusan pengadilan negeri dapat
diajukan kasasi ke mahkamah agung da-
lam jangka waktu 14 hari.

Untuk ormas berbadan hukum ya-
yasan asing sanksi dari Pemerintah atau
Pemerintah Daerah dapat berupa per-
ingatan tertulis, penghentian kegiatan,
pembekuan izin operasional, pencabutan
izin operasional, pembekuan izin prinsip,
pencabutan izin prinsip dan/atau sanksi
keimigrasian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.®®

Dalam ketentuan di UU No. 16
Tahun 2001 dinyatakan bahwa yayasan
dapat bubar apabila: (a) jangka waktu
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar
berakhir; (b) tujuan yayasan telah ter-
capai atau tidak tercapai; (c) adanya pu-
tusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap berdasarkan ala-
san. yayasan melanggar ketertiban
umum, tidak mampu membayar utang-
nya, dan harga kekayaan yayasan tidak
cukup untuk melunasi utangnya setelah
pernyataan pailit dicabut.

Rudhi Prasetya menyatakan ada
satu sebab yang menyebabkan Yayasan
bubar, yang tidak ditentukan oleh un-
dang-undang maupun Anggaran Dasar.
Alasan itu terjadi bila ada keputusan
Rapat Pembina, yang biasanya untuk
sahnya rapat tersebut diperlukan kuorum

44 Pasal 72 UU No. 17 Tahun 2013.
45 Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2013.

2/3 dan disetujui oleh sedikit-dikitnya 2/3
suara yang hadir.*®

Lalu kemana sisa harta kekayaan
yayasan yang bubar, Pasal 28 UU No. 28
Tahun 2004 menyatakan sisa harta ke-
kayaan yayasan yang bubar diserahkan
kepada yayasan lain yang mempunyai
kesamaan kegiatan dengan yayasan yang
bubar, atau badan hukum lain yang
mempunyai kesamaan kegiatan yayasan
yang bubar. Apabila tidak diserahkan
kepada yayasan lain atau badan hukum
lain, maka kekayaan yayasan tersebut di-
serahkan kepada negara dan pengguna-
annya dilakukan sesuai dengan kegiatan
yayasan yang bubar.

Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
mengatur bahwa pendirian Organisasi
Kemasyarakatan sangat ditentukan bagai-
mana bentuk badan hukum yang meling-
kupinya. UU Ormas menyebutkan ada
empat jenis badan hukum bagi organisasi
kemasyarakatan yakni: (a) Ormas Ber-
badan Hukum Perkumpulan. Ormas ini
diatur secara parsial di beberapa undang-
undang lain, seperti UU Advokat, UU
Perseroan Terbatas, UU Partai Politik. Di
UU Ormas, norma mengenai perkum-
pulan sama sekali tidak ada. Norma per-
kumpulan malah diatur di Peraturan
Menteri Hukum dan HAM No. 6 Tahun
2014 tentang Pengesahan Badan Hukum
Perkumpulan; (b) Ormas Berbadan Hu-
kum Yayasan. Pengaturannya berdasar-
kan UU No 28 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas UU No 16 Tahun 2001
tentang Yayasan. Ada tiga tahap pen-
dirian Badan Hukum Yayasan, yakni
Pendirian, Pengesahan dan Pengumuman;

4 Op. Cit, Rudhy, hal. 56.
163



Bambang Ariyanto, Tinjauan Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan

(¢) Ormas Berbadan Hukum Yayasan
Asing. Pengaturannya lebih banyak di
UU Organisasi Kemasyaratan. Untuk
mendirikan ormas berbadan hukum Ya-
yasan Asing harus memiliki 1zin Prinsip
dan Izin Operasional, serta minimal telah
tinggal di Indonesia selama 5 tahun ber-
turut-turut; (d) Ormas yang tidak Ber-
badan Hukum. Ormas yang tidak ber-
badan hukum dilakukan dengan pemberi-
an Surat Keterangan Terdaftar yang bisa
diperoleh berdasarkan ruang lingkup Or-
mas, bersifat nasional, propinsi, atau ka-
bupaten/kota.

Pengaturan mengenai pembubaran
organisasi kemasyarakatan berdasarkan
UU No. 17 Tahun 2013 melalui mekanis-
me legal formal. Ormas bisa dibubarkan
dengan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap. Tata cara pem-
bubaran ormas juga tidak sederhana.
Sanksi awal diberikan peringatan tertulis
sebanyak tiga kali. Apabila sanksi ini
tidak dihiraukan maka sanksi bisa ber-
ubah penghentian bantuan hibah, peng-
hentian sementara kegiatan. Sanksi peng-
hentian sementara dilakukan selama 6
bulan dan harus seizin dari Mahkamah
Agung. Apabila sudah keluar keputusan
hukum vyang tetap, maka pencabutan
status badan hukum bisa dilakukan.
Pencabutan ini dilakukan dalam jangka
waktu 30 hari.

Dengan demikian, Pemerintah dan
DPR perlu membuat kesepakatan menge-
nai defisini yang jelas mengenai organi-
sasi kemasyarakatan. Hal ini berguna
agar tidak ada kerancuan dalam memak-
nai organisasi kemasyarakatan. Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013 sebaiknya
direvisi untuk memperjelas mengenai sta-
tus badan hukum dari organisasi kema-
syarakatan. Status badan hukum organi-
sasi kemasyarakatan yang beraneka ma-

cam itu justru membuat kebingungan ma-
syarakat. Badan hukum Yayasan yang
dimasukkan dalam badan hukum bagi or-
ganisasi kemasyarakatan harus dibedakan
dengan badan hukum Yayasan yang me-
miliki visi-misi pendidikan.
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Astract: The Fiduciary Act should provide legal protection of the parties and legal
certainty, but on the other hand there are still some weaknesses of the Fiduciary Act. This
paper analyzes the weaknesses of Act Number 42 Year 1999 on Fiduciary and the need for
revising the Act. The type of research is a normative legal research or library which
includes a study of the principles of law and the systematics of law. The research uses the
statute approach and the conceptual approach. Based on the analysis it can be concludde
that it requires to revise the Fiduciary Act. Legislators should produce the law not only
ensuring the legal certainty but they also can provide the law presenting justice and
prosperity for the people. Revision of the Fiduciary Act is expected to provide maximum
protection to the people who use the fiduciary as a guarantee agency; so that the justice
will be obtained by the people to create a conducive atmosphere in the economy to
increase the prosperity for them.

Keywords: Revision and Fiduciary Act

Abstrak: Undang-Undang Jaminan Fidusia seharusnya memberikan perlindungan hukum
para pihak dan kepastian hukum, namun di sisi lain masih terdapat beberapa kelemahan
dari Undang-Undang Jaminan Fidusia. Tulisan ini menganalisis kelemahan-kelemahan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan perlunya Pembaruan
terhadap Undang-Undang tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum normatif atau kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan
penelitian terhadap sistematika hukum. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Berdasarkan hasil analisis penulis dapat menyimpulkan bahwa
sudah waktunya Undang-Undang Jaminan Fidusia dilakukan perubahan. Pembentuk
undang-undang seharusnya menghasilkan suatu undang-undang yang tidak saja
memberikan jaminan kepastian hukum tetapi undang-undang yang dapat memberikan rasa
keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Perubahan Undang-Undang Jaminan Fidusia
diharapkan akan memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat yang
menggunakan jaminan fidusia sebagai lembaga penjaminan sehingga keadilan akan dapat
diperoleh masyarakat hingga tercipta suasana yang kondusif dalam perekonomian hingga
meningkatkan kemakmuran rakyat.

Kata kunci: Perubahan dan Undang-Undang Jaminan Fidusia
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Pendahuluan

Bidang hukum yang meminta per-
hatian serius dalam pembinaannya sehu-
bungan dengan pembangunan ekonomi
Indonesia di antaranya adalah bidang
hukum jaminan.! Hukum jaminan yang
tergolong dalam bidang hukum ekonomi
(the economic law), mempunyai fungsi
sebagai penunjang kegiatan perekono-
mian dan kegiatan pembangunan pada
umumnya. Hukum jaminan memiliki ka-
itan yang erat dengan bidang hukum ben-
da, yang prakteknya sering digunakan
dalam lembaga keuangan bank dan lem-
baga keuangan non bank. Ada beberapa
jaminan kebendaan yang dikenal dalam
hukum jaminan. Pertama adalah dalam
bentuk gadai, kedua adalah dalam bentuk
hipotek yang telah dirubah kedalam hak
tanggungan, ketiga adalah hak tanggung-
an yang diatur dalam Undang-undang No
4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan,
yang terakhir adalah jaminan fidusia,
yang diatur dalam Undang-Undang No-
mor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fi-
dusia (yang selanjutnya disebut dengan
Undang-Undang Jaminan Fidusia).

Sudah 16 tahun semenjak Un-
dang-Undang Jaminan fidusia disahkan
pada tanggal 30 September 1999 belum
tampak adanya upaya untuk amandemen
terhadap Undang-Undang Jaminan Fidu-
sia akan dilakukan. Jaminan Fidusia ada-
lah jaminan benda bergerak yang lahir
dari adanya kebutuhan yang sangat besar
dari masyarakat Indonesia terhadap kre-
dit. Perjanjian kredit bank ataupun per-
janjian pembiayaan dan utang piutang
adalah perjanjian yang memiliki resiko
yang sangat besar. Pemberian kredit oleh

! Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, Hukum
Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Ja-
minan dan Jaminan Perorangan, Yogyakarta:
Liberty, hal. 1.

kreditur harus berpegang teguh terhadap
prinsip kehati-hatian. Pemberian kredit
yang sebagian besar pengembaliannya di-
lakukan dengan cara mengangsur, mem-
butuhkan instrumen hukum yang mampu
melindungi kreditur maupun debitur.
Oleh karena itu, jaminan merupakan sya-
rat yang selalu dimintakan oleh kreditur
kepada debitur untuk memberikan kepas-
tian pengembalian dari piutangnya terse-
but.

Kebutuhan kredit bagi pengusaha
sangat besar untuk menghidupkan usaha-
nya, sedangkan rata-rata pedagang kecil
pengecer, pedagang menengah, pedagang
grosir tidak memiliki tanah untuk dija-
minkan dengan hipotik. Perbedaan antara
kedua pengusaha dan pedagang sangat
besar dalam perolehan kredit dari lem-
baga perbankan. Adanya lenbaga gadai
sebagai penjaminan benda bergerak tidak
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Syarat inbezitstelling dalam pemberian
gadai dirasakan pemberi gadai sebagai
syarat yang sangat memberatkan.

Syarat inbezitstelling adalah sya-
rat yang mewajibkan kepada pemberi ga-
dai wajib menyerahkan benda gadai ke-
pada penerima gadai, yang mana syarat
ini mengandung banyak kekurangan dan
tidak memenuhi kebutuhan masyarakat
dan tidak dapat mengikuti perkembangan
masyarakat. Terlebih lagi jika benda-ben-
da yang menjadi tanggungan tersebut me-
rupakan alat-alat penting untuk mata pen-
caharian sehari-hari seperti bis bagi per-
usahaan angkutan, alat-alat rumah makan
dan sebagainya, dimana yang berutang
disamping memerlukan kredit tapi masih
tetap membutuhkan untuk tetap memakai
benda-benda tersebut. Untuk mencari ja-
lan keluar dari kebutuhan ini maka lahir-
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lah penjaminan fidusia melalui Undang-
Undang Jaminan Fidusia.

Setelah dikeluarkannya Undang-
Undang Jaminan Fidusia, dunia jaminan
fidusia semakin menarik perhatian para
pelaku bisnis pembiayaan dan kalangan
perbankan. Hal ini dkarenakan semula
hanya berdasarkan yurisprudensi yang ti-
dak memberikan perlindungan hukum
bagi para pihak dan diharapkan pada saat
dikeluarkannya Undang-undang tersebut
lebih memberikan perlindungan hukum
para pihak dan kepastian hukum, namun
di sisi lain masih terdapat beberapa kele-
mahan dari Undang-Undang Jaminan Fi-
dusia tersebut, yang kurang memberikan
perlindungan hukum dan kepastian hu-
kum. Sehingga dirasakan belum sepenuh-
nya terwujud sebagaimana dalam politik
hukum Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Bertitik tolak dari uraian di atas,
maka masalah yang diangkat dalam tulis-
an ini adalah: kelemahan-kelemahan Un-
dang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia; serta tentang
perlunya Pembaharuan terhadap Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fidusia.

Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian hukum normatif atau
kepustakaan yang mencakup penelitian
terhadap asas-asas hukum dan penelitian
terhadap sistematika hukum. Pendekatan
dalam menyusun penelitian ini menggu-
nakan pendekatan perundang-undangan
(statute approach) dan pendekatan kon-
septual (conceptual approach).

Pembahasan

Pengertian Jaminan pada Umumnya
Istilah Jaminan berasal dari kata

Jamin yang berarti tanggung, sehingga ja-

minan dapat diartikan sebagai tanggung-

an. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan me-
ngemukakan bahwa hukum jaminan ada-
lah mengatur konstruksi yuridis yang me-
mungkinkan pemberian fasilitas kredit,
dengan menjaminkan benda-benda yang
dibelinya sebagai jaminan. Peraturan de-
mikian harus cukup meyakinkan dan
memberikan kepastian hukum bagi lem-
baga-lembaga kredit, baik dari dalam ne-
geri maupun luar negeri. Adanya lembaga
jaminan dan lembaga demikian, Kiranya
harus dibarengi dengan adanya lembaga
kredit dengan jumlah besar, dan jangka
waktu yang lama dan bunga yang relatif
rendah.?

Hukum jaminan erat sekali de-
ngan hukum benda. Buku Il KUH Per-
data memberikan pengertian umum me-
ngenai penjaminan. Pasal1131 KUH Per-
data menyatakan bahwa “Segala keben-
daan si berutang, baik yang bergerak
maupun yang takbergerak baik yang su-
dah ada maupun yang baru akan ada di
kemudian hari menjadi tanggungan untuk
segala perikatan perseorangan”.

Hukum jaminan membedakan ja-
minan menjadi 2, yaitu jaminan perorang-
an dan jaminan kebendaan. Perbedaan ke-
dua jaminan itu dapat diuraikan sebagai
berikut:

a. Jaminan Perorangan

Menurut R. Soebekti jaminan per-
orangan adalah suatu perjanjian antara
seorang Kreditur dengan seorang ketiga,
yang menjamin dipenuhinya kewajiban
kewajiban debitur.® Perjanjian penang-
gungan hutang (borgtoch) diatur dalam
Pasal 1820 sampai Pasal 1850 KUH Per-
data.

b. Jaminan Kebendaan

2 |bid., hal. 5.

8 R. Soebekti, 1982, Jaminan-Jaminan untuk
Pemberi Kredit menurut Hukum Indonesia,
Cetakan 10, Bandung: Alumni, hal. 25.
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Jaminan kebendaan adalah jamin-
an yang mempunyai hubungan langsung
dengan benda tertentu. Jaminan ini selalu
mengikuti bendanya, kemana pun benda
tersebut beralih atau dialihkan, serta da-
pat dialihkan kepada dan dapat diperta-
hankan terhadap siapapun®.

Tujuan dari jaminan bersifat ke-
bendaan bermaksud memberikan verhaal
(hak untuk meminta pemenuhan piutang-
nya) kepada si kreditur, terhadap hasil
penjualan benda-benda tertentu dari debi-
tur untuk pemenuhan piutangnya®.

Jaminan kebendaan terbagi 2
(dua), yaitu 1) Jaminan umum terdapat
dalamPasal 1311 KUH Perdata. Seluruh
kekayaan debitur merupakan jaminan
bagi utang-utangnya. 2) Jaminan Khusus.
Jaminan khusus adalah jaminan yang se-
cara khusus diperjanjikan untuk menye-
rahkan suatu barang tertentu sebagai ja-
minan atas pelunasan kewajiban/utang
debitur kepada kreditur. Jaminan khusus
dapat dibedakan menurut objek bendanya
dapat berupa: objek benda bergerak ada-
lah gadai atau fidisia, dan objek benda
tidak bergerak/tatap adalah hak tang-
gungan maupun hipotik bagi pesawat ter-
bang dan kapal laut.

Perbedaan yang sangat berarti an-
tara keduanya terletak pada hak istimewa
yang diterima oleh kreditur. Pada penja-
minan umum dalam 1131 KUH Perdata,
para kreditur menempati kedudukan yang
sama dan tidak ada yang diistimewakan
atau didahulukan dalam pelunasan utang.
Mereka yang disebut juga sebagai kredi-
tur konkuren, Pasal 1132 KUH Perdata
selanjutnya menyatakan bahwa di antara

4 Munir Fuady, 2013, Hukum Jaminan Hutang,
Jakarta: Erlangga, hal.10.

5> https://erindaryansyah.wordpress.com/2011/11/
01/perbedaan-jaminan-kebendaan-dan-jaminan-
perorangan/, diakses 25 Januari 2016.

kreditur tersebut mendapatkan pelunasan
secara proporsional sesuai besar utang-
nya, sedangkan pada jaminan khusus,
kreditur separatis memiliki hak istimewa
(privilege), karena memiliki kewenangan
penuh melakukan eksekusi atas hak ja-
minan apabila debitur terbukti wanpres-
tasi; dan mempunyai hak mendahului
kreditur lain dalam penjualan objek ja-
minan melalui pelelangan umum atau
penjualan langsung dan memperoleh hasil
penjualan untuk melunasi piutangnya.®

Jaminan Fidusia sebagai Penjaminan
Benda Bergerak

Bentuk penjaminan yang paling
diminati debitur adalah jaminan yang ti-
dak akan mengganggu kegiatan usahanya
sehari-hari, sedangkan bagi kreditur ja-
minan yang terbaik adalah jaminan yang
dapat memberikan rasa aman dan kepas-
tian hukum bahwa kredit yang diberikan
akan diperolehnya kembali pada waktu-
nya. Oleh karenanya fidusia merupakan
pilihan penjaminan yang tepat bagi ma-
syarakat terutama yang membutuhkan
benda jaminan tetap berada dalam pengu-
asaannya untuk dipergunakan sehari hari.

Pasal 1 Undang-Undang Jaminan
Fidusia memberikan batasan dan penger-
tian sebagai berikut:

Fidusia adalah pengalihan hak ke-
pemilikan suatu benda atas dasar
kepercayaan dengan Kketentuan
bahwa benda yang hak kepemili-
kannya dialihkan tetap dalam pe-
nguasaan pemilik benda.

Jaminan fidusia adalah hak jamin-
an atas benda bergerak baik yang
berwujud maupun yang tidak ber-
wujud dan benda tidak bergerak

® Iswi Hariyani dan R. Serfianto. D.P, 2010, Resi
Gudang sebagai Jaminan Kredit & Alat
Perdagangan, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, hal.
64.
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khususnya bangunan yang tidak
dapat dibebani jaminan fidusia se-
bagaimana dimaksud dalam Un-
dang-undang Nomor 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan
yang tetap berada dalam pengua-
saan pemberi fidusia, sebagai agu-
nan bagi pelunasan utang tertentu,
yang memberikan  kedudukan
yang diutamakan kepada peneri-
ma fidusia terhadap kreditur lain-
nya.”’

Dari defenisi yang diberikan di
atas, dapat dikatakan bahwa jaminan fi-
dusia adalah jaminan yang diberikan da-
lam bentuk fidusia. Subekti menambah-
kan bahwa dalam fidusia terkandung kata
fides berarti kepercayaan; pihak berhu-
tang percaya bahwa yang berpiutang me-
miliki barang itu hanya untuk jaminan®
Selanjutnya, Subekti menjelaskan arti ka-
ta fiduciair adalah kepercayan yang di-
berikan secara timbal balik oleh satu pi-
hak kepada pihak lain.®

Dalam terminologi Belanda istilah
fidusia disebut Fiduciare Eigendom
Overdracht (FEO) yang artinya penye-
rahan hak milik secara kepercayaan. Se-
belumnya FEO sebagai istilah resmi dari
jaminan fidusia, dalam literatur Belanda
jaminan fidusia ini dikenal juga dalam
istilah-istilah sebagai berikut:

(1) Zekerheids-eigendom (Hak Milik
sebagai Jaminan).

(2) Bezitloos Zekerheidsrecht (jaminan
tanpa Menguasai).

(3) Verruimd Pand Begrip (Gadai yang
Diperluas).

7 Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia.

8 R. Subekti, 1982, Pokok-pokok Hukum Perdata,
Jakarta: Intermasa, hal. 82.

% R. Subekti, Jaminan jaminan Untuk ... Op.Cit.,
hal. 76.

(4) Eigendom Overdracht tot Zekerheid
(Penyerahan Hak Milik — secara
jaminan).

(5) Bezitloos Pand (Gadai tanpa Pe-
nguasaan).

(6) Een Verkapt Pand Recht (Gadai
Berselubung).

(7) Uitbaouw dari Pand (Gadai yang
Diperluas)®.

Ada 2 (dua) bentuk jaminan fidu-
sia, yaitu fidusia cum creditore dan Fidu-
sia cum amico. Keduanya timbul dari
perjanjian yang disebut pactum fiduciae
yang kemudian diikuti dengan penyerah-
an hak atau in iurre cessio. Dari kata cum
creditore dapat diduga bahwa penyerahan
bukan dimaksudkan untuk sungguh-sung-
guh peralihan, tetapi hanya sebagai ja-
minan saja. Dalam fidusia cum creditore
isi janji yang dibuat oleh debitur dan
krediturnya adalah bahwa debitur akan
mengalihkan kepemilikan atas suatu ba-
rang kepada krediturnya sebagai jaminan
untuk utangnya dengan kesepakatan bah-
wa bilamana utangnya terbayar, benda
tersebut akan dikembalikan kepada debi-
tur. 1t

Bentuk kedua dari lembaga fidu-
sia yang dalam hukum Romawi dikenal
dengan nama fiducia cum amico con-
tracta (janji kepercayaan yang dibuat de-
ngan teman). Lembaga Fidusia ini sering
digunakan dalam hal seorang pemilik
benda harus mengadakan perjalanan ke-
luar kota dan sehubungan dengan itu me-
nitipkan kepada temannya kepemilikan
benda dimaksud dengan janji bahwa te-

10 Jatmiko Winarno, “Perlindungan Hukum Bagi
Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia”,
Jurnal Independent, Vol. 1 No. 1, Maret 2013,
dalam  http://journal.unisla.ac.id/  index.php?
p=journal&id=98, diakses 10 Januari 2016.

11 Tan Kamelo, 2004, Hukum Jaminan Fidusia
Suatu Kebutuhan yang Didambakan, Bandung;
Alumni, hal. 42.
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man tersebut akan mengembalikan kepe-
milikan benda tersebut bilamana si pemi-
lik benda sudah kembali dari perjalanan-
nya.

Pada dasarnya lembaga Fiducia
cum amino sama dengan lembaga Trust,
sebagaimana itu dikenal dalam sistem hu-
kum  Anglo-Amerika (Common Law).
Trust adalah hubungan kepercayaan (fi-
duciary) yang di dalamnya satu orang
sebagai pemegang hak atas harta kekaya-
an berdasarkan hukum (Legal Title) tun-
duk pada kewajiban berdasarkan equity
untuk memelihara atau mempergunakan
milik itu untuk kepentingan orang lain.!?
Dari kedua jenis fidusia yang berkem-
bang di atas bahwa fidusia yang berkem-
bang di Indonesia dan juga yang berkem-
bang di Belanda adalah lembaga fidusia
cum creditore.

Dalam perkembangan fidusia te-
lah terjadi pergeseran mengenai keduduk-
an para pihak. Pada zaman Romawi kre-
ditur penerima fidusia berkedudukan se-
bagai pemilik atas barang yang difidusia-
kan, tetapi sekarang penerima fidusia ha-
nya berkedudukan sebagai pemegang ja-
minan saja. Ini berarti pada zaman Roma-
wi penyerahan hak milik pada fidusia
cum creditore terjadi secara sempuma se-
hingga kedudukan penerima fidusia seba-
gai pemilik yang sempurna juga. Konse-
kuensinya, sebagai pemilik ia bebas ber-
buat sekehendak hatinya atas barang ter-
sebut. Namun berdasarkan fides penerima
fidusia berkewajiban mengembalikan hak
milik itu jika pemberi fidusia melunasi
utangnya.'®

12 http:/fwww.lawskripsi.com/index. php?option =
com_content &view = article & id =
211&Itemid=211, diakses 25 Januari 2016

13 Jatmiko Winarno, Perlindungan Hukum.....,
Op.Cit., hal .47.

Mengenai hal ini, A. Veenhoven
menyatakan bahwa hak milik itu sifatnya
sempurna yang terbatas tergantung syarat
tertentu. Untuk fidusia, hak miliknya ter-
gantung pada syarat putus (ontbindende
voorwaarde). Hak milik yang sempuma
baru lahir jika pemberi fidusia tidak me-
menuhi kewajibannya.'*

Oey Hoey Tiong mengatakan bah-
wa fidusia adalah hak kepemilikan suatu
benda atas dasar kepercayaan dengan ke-
tentuan bahwa benda yang hak kepemili-
kannya dialihkan tersebut tetap dalam pe-
nguasaan pemilik benda.'® Dalam hal
yang diserahkan hanyalah hak kepemilik-
an belaka dari benda tersebut secara yuri-
dis dikenal dengan istilah constitutum
possessorium.

Fidusia yang sudah ada pada za-
man romawi diakui di negeri Belanda
melalui Hoge Raad mula-mula dalam
Arrest tanggal 25 Januari 1929 (Bier-
brouwerij Arrest). Lembaga Fidusia di
Indonesia untuk pertama kalinya menda-
patkan pengakuan dalam keputusan HgH.
(Hooggerechtshof tahun 1932) Tanggal
18 Agustus 1932 dalam perkara antara
B.P.M melawan Clignet.'® Sejak saat itu
penjaminan untuk benda bergerak di-
naungi oleh lembaga gadai dan fidusia
yang memiliki perbedaan mendasar pada
penguasaan atas benda jaminannya.

Selanjutnya kebutuhan akan lem-
baga fidusia semakin meningkat. Fidusia
mulai berkembang dan masuk ke dalam
beberapa peraturan perundang-undangan,
yakni dalam Undang-Undang Nomor 16
Tahun 1985 tentang Rumah Susun, Un-

14 1bid., hal. 48.

15 QOey Hoey Tiong, 1984, Fiducia sebagai
Jaminan Unsur-unsur Perikatan, Jakarta: Ghalia
Indonesia, hal. 21.

16 Munir Fuady, Hukum Jaminan....,Op.Cit., hal.
15.
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dang-undang Nomor 5 Tahun 1992 ten-
tang Perumahan dan Pemukiman.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia dan di-
umumkan dalam Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 1999 Nomor
168, Tambahan Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Nomor 3889 yang lahir
karena kebutuhan mendesak akan adanya
Lembaga Jaminan Fidusia, yang diharap-
kan dengan di aturnya dalam Undang-
Undang akan memberikan kepastian hu-
kum bagi seluruh pihak.

Sebelum berlakunya Undang-Un-
dang Jaminan Fidusia, yang menjadi ob-
jek jaminan fidusia adalah benda ber-
gerak sebagai benda persediaan (inven-
tory), benda dagangan, piutang, peralatan
mesin, dan kendaraan bermotor saja na-
mun dalam Undang-Undang Jaminan Fi-
dusia, pengertian objek jaminan fidusia
diberikan dengan pengertian yang luas.
Benda-benda sebagai obyek jaminan fi-
dusia berdasarkan Pasal 1 Undang-Un-
dang Jaminan Fidusia: “Benda adalah se-
gala sesuatu yang dapat dimiliki dan di-
alihkan baik yang berwujud maupun ti-
dak berwujud, yang terdaftar maupun ti-
dak terdaftar, yang bergerak maupun
yang tidak bergerak yang tidak dapat di-
bebani hak tanggungan atau hipotik™.

Pengertian yang luas ini dijabar-
kan dalam berbagai pasal, yakni Pasal
(1) Ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal
20 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Ben-
da-benda yang menjadi objek jaminan fi-
dusia tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Benda tersebut harus dapat dimiliki
dan dialihkan secara hukum.

(2) Dapat atas benda berwujud.

(3) Dapat juga atas benda tidak berwu-
jud, termasuk piutang.

(4) Benda bergerak.

(5) Benda tidak bergerak yang tidak da-
pat diikat dengan tanggungan.

(6) Benda tidak bergerak yang tidak da-
pat diikatkan dengan hipotik.

(7) Baik atas benda yang sudah ada
mau-pun terhadap benda yang akan
diper-olen kemudian. Dalam hal
benda yang akan  diperoleh
kemudian, tidak diperlukan suatu
akta pembebanan fi-dusia tersendiri.

(8) Dapat atas satu satuan atau jenis ben-
da.

(9) Dapat juga atas lebih dari satu jenis
atau satuan benda.

(10) Termasuk hasil dari benda yang te-
lah menjadi objek fidusia.

(11) Termasuk juga hasil klaim asuransi
dari benda yang menjadi objek ja-
minan fidusia.

(12) Benda persediaan (inventory, stok
perdagangan) dapat juga menjadi ob-
jek jaminan fidusia.t’

Undang-undang Jaminan Fidusia
dalam skenario yang optimal memung-
kinkan pelaku usaha untuk memanfaatkan
nyaris semua aset benda bergeraknya se-
bagai jaminan untuk memperoleh penda-
naan, tidak terbatas kepada kendaraan
bermotor. Hal ini akan sangat membantu
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UM-
KM) yang yang umumnya tidak memiliki
tanah dan/atau bangunan untuk dijamin-
kan kepada kreditur. Jaminan Fidusia se-
bagai instrumen pendaftaran jaminan
benda bergerak akan sangat vital peran-
nya dalam mengisi kebutuhan ini, dan di-
perkirakan akan makin mendorong per-
tumbuhan pendanaan berbasis jaminan
benda bergerak. Objek fidusia yang ter-
baru ditegaskan dalam Pasal 16 Ayat (3)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta yang menggantikan

17 Munir Fuady, 2003, Jaminan Fidusia, Cetakan
kedua Revisi, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
hal. 48.
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Undang-Undang Hak Cipta yang lama
Nomor 19 Tahun 2002. Pasal 16 Ayat
(3) yang berbunyi, “Hak Cipta dapat di-
jadikan sebagai objek jaminan fidusia”.
Hak Cipta merupakan benda tidak ber-
wujud yang masuk pada kelompok Hak
Kekayaan Intelektual (HAKI).
Sifat Jaminan Fidusia

Ketentuan Undang-undang Jamin-
an Fidusia telah secara tegas menyatakan
bahwa jaminan fidusia adalah agunan
atas kebendaan atas jaminan kebendaan
(Zakelijke zekerheid, security right in
rem), sebagaimana yang termuat dalam
Pasal 1 angka 2 yang memberikan kedu-
dukan yang diutamakan kepada penerima
fidusia, yaitu hak yang didahulukan ter-
hadap kreditur lainnya. Hak ini tidak ha-
pus karena adanya kepailitan dan atau
likuidasi pemberi fidusia.® Dengan demi-
kian, tidak alasan untuk menyatakan bah-
wa jaminan fidusia hanya merupakan se-
buah perjanjian obligatoir yang kemudi-
an melahirkan hak yang bersifat “per-
soonlijk” (perorangan) bagi kreditur.

Sebagai perjanjian obligatoir, ma-
ka hanya dapat dilaksanakan jika ketentu-
an yang disyaratkan dalam perjanjian po-
kok telah atau tidak dipenuhi. Sesuai de-
ngan ketentuan Pasal 4 Undang-undang
Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa
“Jaminan Fidusia merupakan perjanjian
ikutan dari perjanjian pokok yang me-
nimbulkan kewajiban bagi para pihak un-
tuk memenuhi suatu prestasi”. Pola peng-
ikatan jaminan fidusia didahului dengan
ditandatanganinya perjanjian pokok beru-
pa perjanjian utang piutang, pembiayaan,
kredit atau lainnya dilanjutkan dengan
penandatanganan perjanjian jaminan fi-
dusia. Pada dasarnya perjanjian penja-

18 Lihal Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor
42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

minan ini dimaksudkan untuk menambah
keyakinan kreditur atas kemampuan debi-
tur untuk melunasi utang. Jadi, perjanjian
jaminan fidusia merupakan perjanjian
bersifat tambahan dalam literatur ilmu
hukum disebut perjanjian “accessoir”.

Sebagai suatu perjanjian acces-
soir, perjanjian jaminan fidusia memiliki
sifat sebagai berikut:*°

1. Sifat ketergantungan terhadap perjan-
jian pokok: Jaminan Fidiusia terkait
dengan perjanjian pokok sehingga ja-
minan fidusia bersifat accesoir dan
mengikuti perjanjian accessoir yang
mengikuti terjanjian dasar tersebut.

2. Keabsahan semata mata ditentukan
oleh sah tidaknya perjanjian pokok.

3. Sebagai perjanjian bersyarat, hanya
dapat dilaksanakan jika ketentuan
yang diisyaratkan dalam perjanjian
pokok telah atau tidak terpenuhi.

Lahirnya Jaminan fidusia

Perjanjian pokok berupa perjanji-
an utang piutang, kredit ataupun pem-
biayaan tidak dipersyaratkan untuk dibuat
dengan akta notaris. Berbeda dengan
Perjanjian Jaminan Fidusia, meskipun se-
bagai perjanjian pengikutan (accessoir)
namun Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang
Jaminan Fidusia mengatakan “Pembeban-
an Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat
dengan akta notaris dalam bahasa Indo-
nesia dan merupakan akta Jaminan Fidu-
sia”.

Pada awal kemunculan fidusia,
pengikatan fidusia dilakukan dengan per-
janjian yang hanya dilakukan oleh kedua
belah pihak tanpa melibatkan Notaris
atau sering disebut dengan Akta Bawah
Tangan. Mengingat fidusia merupakan
penjaminan yang sangat memungkinkan

19 Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2001,
Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Ja-
karta: PT.Gramedia Pustaka Utama, hal. 123.
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akan terjadi perpindahan hak dari subjek
hukum satu ke subjek hukum lainnya
dan objek jaminan fidusia pada umumnya
adalah benda bergerak yang tidak ter-
daftar. Peran akta notaries adalah sarana
yang tepat untuk mengikat perjanjian ter-
sebut. Di samping itu, akta notaries juga
sebagai akta otentik yang memiliki pem-
buktian yang sempurna. Pembuatan ja-
minan fidusia dalam akta notaris bersifat
imperatif (memaksa) bukan fakultatif.

Tujuan dari suatu penjaminan se-
lain untuk memberikan rasa aman kepada
kreditur sekaligus menempatkan kreditur
menjadi kreditur separatis sehingga ia
memiliki hak untuk didahului dalam pe-
lunasan utang debitur. Hanya saja dalam
fidusia seperti halnya juga Hak Tang-
gungan, seorang kreditur baru dapat men-
jadi kreditur separatis bilamana penja-
minannya telah didaftarkan. Berdasarkan
Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia
maka fidusia wajib didaftarkan pada Kan-
tor Pendaftaran Fidusia. Sampai dengan
tahun 2013 pendaftaran fidusia masih di-
lakukan secara manual. Penerima fidusia
atau kuasanya melakukan pendaftaran pa-
da kanwil Kementrian Hukum dan Hak
Asasi Manusia dengan tata cara yang di-
atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaf-
taran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembu-
atan Akta Jaminan Fidusia.

Semenjak tahun 2013, diberlaku-
kan ketentuan pendaftaran itu online atau
dikenal dengan Sistem Administrasi Pen-
daftaran Jaminan Fidusia secara Elektro-
nik. Istilah lain sering dikenal dengan fi-
dusia online yang dibentuk pada 5 Maret
2013 oleh Direktorat Jenderal Adminis-
trasi Hukum Umum (Ditjen AHU), mela-
lui perantara notaris sebagai satu satunya
pejabat yang ditunjuk untuk melakukan

1 166-183

pendaftaran fidusia untuk atas nama pe-
nerima fidusia. Tata cara pendaftaran itu
tertuang dalam Peraturan Pemerintah No-
mor 21 Tahun 2015 Tentang Cara Pen-
daftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pem-
buatan Akta Jaminan Fidusia yang meng-
gantikan PP No. 86 Tahun 2000 me-
ngenai ketentuan yang sama. Dalam prak-
tiknya pendaftaran Fidusia online banyak
mengalami hambatan namun bertahap
hambatan itu mulai dibenahi.

Pendaftaran jaminan fidusia ini
memiliki arti penting karena menyangkut
lahirnya sebuah penjaminan fidusia. Ja-
minan Fidusia lahir pada tanggal yang sa-
ma dengan tanggal dicatatnya jaminan Fi-
dusia dalam Buku Daftar Fidusia seperti
pada Pasal 14 Ayat (3) dan Kantor Pen-
daftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidu-
sia dalam Buku Daftar Fidusia pada tang-
gal yang sama dengan tanggal penerima-
an permohonan pendaftaran seperti dalam
Pasal 13 Ayat (3). Dengan demikian, ma-
ka pendaftaran itu penting selain melak-
sanakan asas publisitas pada penjaminan.

Lahirnya jaminan fidusia ini maka
saat itu pulalah lahirnya beberapa hak
yang menjadi ciri dari suatu jaminan khu-
sus sebagai berikut:

1. Lahirnya hak preferen pada kreditur.
Hak preferen adalah hak untuk dapat
didahulukan dalam hal pelunasan pi-
utangnya daripada kreditur lain yang
tidak memiliki hak khusus ini. Me-
ngenai hak ini Undang-Undang Jamin-
an Fidusia telah mengaturnya dalam
Pasal 27.

2. Lahirnya hak ekesekutorial. Hak ek-
sekutorial adalah hak dari pemegang
jaminan fidusia untuk dapat lang-
sung mengeksekusi hak-haknya atas
benda jaminannya untuk mengambil
pelunasan piutangnya. Hak ekseku-
torial terkandung di dalam sertifikat
jaminan fidusia yang memiliki irah-
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irah DEMI KEADILAN BERDA-
SARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA, yang memberikan hak
eksekutorial kepada kreditur seperti
suatu putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum yang
tetap sebagaimana dinyatakan dalam
Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fi-
dusia. Dengan demikian, kreditur
tidak perlu memintakan eksekusi da-
ri pengadilan. Cukup dengan sertifi-
kat tersebut ia dapat melakukan pe-
lelangan umum dan dapat pula mela-
kukan penjualan di bawah tangan
apabila kedua belah pihak dapat
memperoleh harga tertinggi dan di-
setujui oleh kedua belah pihak.

Karakteristik Jaminan Fidusia

Cara untuk mendekatkan pan-
dangan tentang Jaminan Fidusia khusus-
nya mengenai Pembebanan dan Pendaf-
taran Jaminan Fidusia, dapat dicermati
dari beberapa hal yang diatur dalam Un-
dang-Undang Jaminan Fidusia yang meru-
pakan hal baru, disamping beberapa hal
yang selama ini telah dikenal dan dilaksa-
nakan dalam praktek penyerahan jaminan
secara FEO yang antara lain dapat diurai-
kan sebagai berikut:

e Sifat asesor (accessoir) yang oleh un-
dang-undang disebut sebagai perjanji-
an ikutan dari satu perjanjian pokok
(Pasal 4), guna pelunasan utang debi-
tur kepada kreditur (Pasal 7). Sebelum
utang dalarn perjanjian pokok lunas
(termasuk akibat-akibatnya) hak agu-
nan yang timbul akibat penyerahan ja-
minan fidusia tidak dapat dihapuskan,
termasuk jika piutang dialihkan kepa-
da kreditur lain.

e Formalitas hukum dari pembebanan
benda jaminan dibuat dalam bentuk
Notariil Aida dalam bahasa Indonesia
yang merupakan Akta Jaminan Fidusia
(Pasal 5 ayat 1). Bentuk pembebanan
secara notariil akta dimaksudkan agar
Akta Jaminan Fidusia dibuat di hadap-

an pejabat yang berwenang yang oleh
undang-undang telah ditunjuk untuk
itu, guna mendapatkan nilai “otentisi-
tas” dan memiliki kekuatan hukum
yang mengikat sebagai alat bukti yang
kuat bagi para pihak maupun kepada
pihak ketiga termasuk ahli waris mau-
pun orang yang meneruskan hak ter-
sebut (pasal 1868, 1869 dan 1870).
Dengan dasar itu pula dibuat “titel ek-
sekutorial” pada Sertipikat Fidusia.
Sebelum berlakunya Undang-Undang
Jaminan Fidusia, dalarn FEO para pihak
dapat memilih formalitas penyerahan
jaminan baik secara notariil maupun
dibawah tangan, ada beberapa “multi
finance corporation” digunakan diluar
bahasa Indonesia dan dibawah tangan
dengan sewa beli.

Pendaftaran Fidusia, (yang merupakan
hal baru dari yang telah diamanatkan
oleh undang-undang dengan tatacara
dan permasalahan tersendiri), yang se-
lanjutnya akan dibahas dalam bab be-
rikut. Saat pendaftaran adalah saat la-
hirnya Jaminan dan memberikan kepa-
da Penerima Fidusia Hak Kebendaan
(zakelijke zekerheid) atau Hak Agunan
yang memiliki hak mendahului (prefe-
rensi), oleh karena itu hukutnnya wa-
jib mendaftarkan jaminan fidusia ke-
pada KPF (Pasal 11 ayat 1, 12 ayat 1,
13 ayat 1). Hak Agunan, timbul seba-
gai bentuk perwujudan dari hak atas
kebendaan (real right) yang diperoleh
penerima fidusia akibat penyerahan
kepemilikan dari jaminan fidusia (se-
bagaimana yang dimaksud dalam Pa-
sal 1 butir 1). Hak Agunan, mengan-
dung Sifat Absolut dan mengikuti ben-
da tersebut ditangan siapapun ia ber-
ada (droit de suit), yang haknya tidak
hapus karena adanya kepailitan atau li-
kuidasi (Pasal 27 ayat 3) maupun, di-
alihkannya benda yang menjadi obyek
jaminan fidusia (pasal 20), pemikian
pula terhadap keuntungan (pasal 10-a,
21 ayat 4) dan klaim asuransi yang
timbul (pasal 10-b, 25 ayat 2). Penye-
rahan hak kepemilikan bukan penyera-
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han hak milik, berlainan dengan yang
banyak dipraktekkan selama ini dalam
FEO, terutama untuk jaminan kendara-
an bermotor penyerahan jaminan seca-
ra FEO ditafsirkan banyak kreditur se-
bagai “milik”, sehingga banyak kredi-
tur menggunakan sita tarik (revindica-
toir beslag) atas barang “miliknya”
sendiri guna mengambil jalan keluar
bagi penyelesaian utang/kredit (berma-
salah). Pengalihan hak kebendaan
yang dimaksud oleh UU Fidusia dila-
kukan dengan cara constitutum pos-
sessorium di mana benda yang dise-
rahkan hak kepemilikannnya tersebut
secara fisik masih tetap dikuasai oleh
pemberi fidusia untuk kepentingan pe-
nerima fidusia. Penyerahan dengan ca-
ra demikian berbeda dengan penyerah-
an yang dimaksud dalam pasal 584 jo.
612 ayat 1 KUH Perdata (levering)
yang bersifat mutlak dan terus mene-
rus, penyerahan hak kepemilikan me-
nurut Undang-Undang Jaminan Fidusia
semata-mata untuk keperluan agunan
bagi pelunasan utang (pasal 1 butir 2
jo pasal 27), yang menurut penulis
sebagai sesuatu yang menimbulkan
Hak Agunan sebagai perwujudan ja-
minan kebendaan (security right in
rem) yang mempunyai Hak Menda-
hului (preferen).

e Unsur Pidana, diancamkan kepada pa-
ra pihak yang beritikad buruk yang
bermaksud dengan sengaja, memasuk-
kan, mengubah, menghilangkan atau
dengan cara apapun memberikan kete-
rangan secara menyesatkan membuat
penyerahan jaminan Fidusia menjadi
batal/tidak lahir (Pasal 35) termasuk
juga terhadap mereka yang mengalih-
kan, menggadaikan atau menyewakan
benda yang menjadi obyek Fidusia
kecuali benda persediaan (Pasal 23
ayat 2 dan Pasal 36).

Kelemahan UU Jaminan Fidusia
Sejak di undangkannya jaminan
fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42
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tahun 1999 tentang Jaminan fidusia tang-
gal 30 September 1999, muncul berbagai
macam peraturan yang terkait dengan ke-
beradaan undang-undang fidusia ini. Ter-
catat beberapa peraturan yang berhubung-
an langsung dan yang tidak langsung te-
tapi mengaitkan peraturannya dengan ja-
minan fidusia. Peraturan tersebut antara
lain:

1. Peraturan Pelaksana Nomor 86 Ta-
hun 2000 tentang Tata Cara Pen-
daftaran Jaminan Fidusia dan Biaya
Pembuatan Akta Jaminan Fidu-
siayang telah diganti dengan Per-
aturan Pemerintah (PP) Nomor 21
tahun 2015 dengan judul yang sama.

2. Permenkumham Nomor 10 tahun
2013 Peraturan Mentri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indo-
nesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidu-
sia Secara Elektronik.

3. Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun
2011 yang berlaku sejak 22 Juni
2011 tentang Pengamanan Eksekusi
Jaminan Fidusia.

4. Undan-Undang Nomor 09 Tahun
2006 tentang Resi Gudang.

5. Nomor Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta.

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas.

8. Dan peraturan lainnya yang berkena-
an dengan jamianan fidusia.

Belum lama ini muncul Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia
No0.130/PMK.010/2012 yang sangat tepat
sekali guna menjamin kepastian hukum
bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
Mengingat Undang-Undang Jaminan Fidu-
sia banyak mengandung kelemahan-kele-
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mahan seperti yang dapat dijabarkan oleh

penulis sebagai berikut:

1. Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidu-
sia menyebutkan bahwa “Pembeban-
an Benda dengan Jaminan Fidusia di-
buat dengan akta notaris dalam baha-
sa Indonesia dan merupakan akta Ja-
minan Fidusia”. Rumusan pasal ini ti-
dak mencerminkan adanya suatu pe-
rintah yang tegas yang bersifat im-
peratif (memaksa) namun hanya men-
cerminkan suatu rumusan yang fakul-
tatif. Apabila kita menyadari bahwa
dalam pembebanan fidusia ada per-
alihan hak dan menyangkut suatu
benda bergerak yang umumnya tidak
didaftar, maka sudah selayaknya ru-
musan pasal tersebut dibuat imperatif
(memaksa). Agar bersifat memaksa
maka perlu menambahkan kata wajib
dalam pasal tersebut sehingga ber-
bunyi “Pembebanan Benda dengan
Jaminan Fidusia wajib dibuat dengan
akta notaris dalam bahasa Indonesia
dan merupakan akta Jaminan Fidu-
sia”.

2. Undang-Undang Jaminan Fidusia ju-
ga tidak memberikan sanksi yang te-
gas bilamana penjaminan fidusia ti-
dak menggunakan akta notaris. Da-
lam praktik meskipun perintah pem-
bebanan fidusia dalam akta notaris,
telah disebutkan dalam Pasal 5 Un-
dang-Undang Jaminan Fidusia dan Per-
aturan Pelaksananya No. 21 tahun
2015, tetapi ketiadaan sanksi membu-
at masyarakat masih menafsirkan
bahwa pasal tersebut bersifat fakulta-
tif bukan imperatif (memaksa). Akan
berbeda bila pasal tersebut disertakan
dengan sanksi. Dalam hal Akta Fidu-
sia tidak dibuat dengan akta notaris
maka tidak dapat didaftarkan maka

keberadaan sanksi akan memberikan
efek memaksa pada masyarakat.
Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak
menempatkan pendaftaran pada posisi
yang sangat penting karena tidak ada
sanksi yang ditegaskan dalam Un-
dang-Undang Jaminan Fidusia tersebut.
Padahal pendaftaran adalah jantung
dari penjaminan fidusia. Asas publisi-
tas yang menyertai penjaminan ini ti-
dak dapat dinomor duakan. Tanpa
adanya pendaftaran hak-hak dari kre-
ditur seperti hak preferen dan hak ek-
sekutorial yang lahir bersamaan de-
ngan dicatatkannya jaminan fidusia ti-
dak akan diterima oleh kreditur. Mes-
kipun telah dikeluarkannya Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.
010/2012 tentang Pendaftaran Jamin-
an Fidusia bagi Perusahaan Pembia-
yaan yang Melakukan Pembiayaan
Konsumen untuk Kendaraan Bermo-
tor dengan Pembebanan Jamina Fidu-
sia. Di dalam Permenkeu tersebut ter-
dapat sanksi yang tegas mulai dari
sanksi administratif sampai dengan
pencabutan ijin usaha, namun hanya
akan dapat berlaku tegas pada per-
usahaan pembiayaan yang memberi-
kan pembiayaan kendaraan bermotor,
sedangkan bagi objek fidusia lainnya
belum diatur seperti hal kendaraan
bermotor.

Undang-Undang Jaminan Fidusia mem-
berikan definisi debitur dan pemberi
fidusia secara terpisah. Undang-Un-
dang Jaminan Fidusia tidak mengharus-
kan pemberi fidusia adalah debitur
sendiri, sehingga kedudukan debitur
dan pemberi fidusia ada tiga kemung-
kinan. Kemungkinan pertama adalah
pemberi fidusia merupakan debitur
sendiri dan kemungkinan kedua pem-
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nya tersebut.?® Pengingkaran pemilik
benda dapat menjadikan penghambat
dalam hal eksekusi benda jaminan.
Hal tersebut dapat merugikan kredi-
tur. Undang-Undang Jaminan Fidusia
tidak mengatur secara baik penjami-
nan yang dilakukan debitur atas ben-
da milik pihak ketiga meskipun pen-
jaminan fidusia dengan objek milik
pihak ketiga bukanlah merupakan pe-
langgaran hukum. Di dalam praktik
sehari hari, untuk menghindari peng-
ingkaran dari pihak ketiga yang tidak
memiliki itikad baik, kreditur sering
mensyaratkan adanya persetujuan dari
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beri fidusia bukanlah debitur tetapi pemilik benda jaminan. Surat persetu-
orang lain yang mempercayakan ben- juan itu menyatakan bahwa demi ke-
da miliknya menjadi jaminan guna pentingan debitur ia menjaminkan
kepentingan debitur ketiga debitur benda miliknya secara sukarela. Se-
yang memiliki itikad tidak baik yang sungguhnya mensyaratkan surat per-
menjaminkan benda milik orang lain setujuan seperti ini tidaklah melang-
tanpa hak. Atas kemungkinan-ke- gar hukum mengingat adanya asas ke-
mungkinan tersebut maka di dalam bebasan berkontrak dalam hukum
praktik debitur dapat menjaminkan perikatan serta sifat buku 11 KUH
benda milik orang lain guna kepen- perdata yang bersifat terbuka sehing-
tingannya. Dalam praktik penjaminan ga memungkinkan para pihak untuk
milik pihak ketiga sering menimbul- memperjanjian atau membentuk per-
kan permasalahan. Seperti yang di- janjian di luar dari yang telah ditentu-
gambarkan oleh Salim HS bahwa ada kan oleh undang undang asalkan me-
beberapa hambatan-hambatan dalam menuhi syarat sah perjanjian yang ter-
pelaksanaan pelelangan jaminan yang tuang dalam Pasal 1320 KUH Per-
salah satunya dari bebarapa point data. Namun untuk menjaga kepastian
yang ia bahas adalah karena benda ja- hukum dan melindungi para pihak
minan milik pihak ketiga. Hambatan khususnya pada penjaminan benda
terjadi dalam pelaksanaan lelang, pi- bergerak milik orang lain maka Un-
hak ketiga ini menghalangi terjadinya dang-Undang Jaminan Fidusia seharus-
pelelangan benda jaminan karena pe- nya menempatkan syarat persetujuan
milik objek jaminan tidak pernah me- pemilik benda bergerak tersebut da-
rasa memberikan kuasa kepada debi- lam pasalnya.

tur untuk menjaminkan benda milik- 5. Kebutuhan kredit yang meningkat dan

laju bisnis yang bergerak cepat meng-
haruskan masyarakat pelaku bisnis ju-
ga dapat melakukan penyesuaian. Un-
tuk mengejar waktu, sering sekali pe-
nandatanganan akta jaminan dikuasa-
kan kepada kreditur oleh debiturnya
melalui surat kuasa. Undang-Undang
Jaminan Fidusia tidak mengatur pe-
nandatanganan Akta Jaminan Fidusia
melalui seorang kuasa tersebut apa-
kah harus notaris ataukan bawah
tangan. KUH Perdata sebagai hukum
yang general juga tidak melarang se-
seorang menguasakan penandatanga-
nan kepada orang lain asalkan ada su-
rat kuasa. Secara umum memang per-

janjian dianggap sah oleh kedua belah

20 H. Salim H.S., 2004, Perkembanngan Hukum ) :
pihak sesuai Pasal 1338 KUH Perdata

Jaminan di Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, hal. 275.
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termasuk surat kuasa di bawah ta-
ngan. Tetapi dari perspektif keotenti-
kan satu akta mempunyai suatu kele-
mahan karena surat kuasa di bawah
tangan tersebut hanya berlaku bagi
kedua belah pihak. Tetapi bilamana
ada gugatan atau intervensi dari pihak
lain, maka kuasa di bawah tangan ter-
sebut akan menjadi masalah. Terkait
dengan surat kuasa di bawah tangan
sebagai suatu akta jaminan fidusia
yang merupakan alat bukti maka ka-
lau hanya di bawah tangan akta ter-
sebut mempunyai kelemahan dari
proses pembuktian. Memang patut di-
akui bahwa perjanjian fidusia adalah
perjanjian yang didasarkan pada ke-
percayaan. Tetapi terkait dengan ada-
nya suatu akta sebagai alat pembukti-
an maka kedudukan surat kuasa di
bawah tangan sangat lemah dan tidak
memiliki kepastian hukum.?! Oleh ka-
rena itu, surat kuasa yang di legalisasi
oleh notaris merupakan solusi yang
baik bagi para pihak untuk kepastian
hukum. Legalisasi oleh seorang nota-
ries menempatkan suatu akta bawah
tangan memiliki pembuktian sempur-
na (full evidence).

6. Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Ja-
minan Fidusia menyatakan “Penerima
Fidusia memberitahukan kepada Kan-
tor Pendaftaran Fidusia mengenai ha-
pusnya Jaminan Fidusia sebagaimana
dimaksud dalam Ayat (1) dengan me-
lampirkan pernyataan mengenai ha-
pusnya utang, pelepasan hak, atau

2L Hikmah D. Hayatdian, Kajian Hukum Surat
Kuasa Dibawah Tangan Sebagai Dasar Pem-
buatan Akta Jaminan Fidusia, Jurnal Hukum
Unsrat, Vol. I, No.1l, April-Juni 2013, dalam
http://repo.unsrat.ac.id/373/1/KAJIAN_HUKUM
_SURAT_KUASA _DIBAWAH_TANGAN_SEB
AGAI_DASAR_PEMBUATAN_AKTA_JAMIN
AN_FIDUSIA .pdf, diakses 28 Desember 2015.

musnahnya Benda yang menjadi ob-
yek”. Selanjutnya Pasal 25 Ayat (1)
menyatakan bahwa penyebab hapus-
nya fidusia adalah karena hal-hal se-
bagai berikut; pertama karena hapus-
nya utang yang dijamin dengan fidu-
sia; kedua pelepasan hak atas Jaminan
Fidusia oleh Penerima Fidusia; ketiga
musnahnya Benda yang menjadi ob-
yek Jaminan Fidusia. Untuk pengha-
pusan jaminan fidusia yang disebab-
kan karena pelepasan hak atau mus-
nahnya barang, dalam praktek mung-
kin tidak ada permasalahan berkenaan
dengan penghapusan jaminanya yang
sering disebut dengan roya. Yang
menjadi permasalahan adalah hapus-
nya jaminan fidusia karena hapusnya
utang yang biasanya hapusnya utang
karena selesainya perjanjian utang
piutang tersebut. Mengingat pungutan
yang dikenakan dan tidak ada sanksi
apapun bagi penerima Fidusia yang
tidak melakukan pencabutan (oleh
Undang-Undang Jaminan Fidusia) ti-
daklah mengherankan, apabila studi
singkat yang pernah dilakukan Ke-
lompok Bank Dunia-IFC terhadap
tingkat kepatuhan pencabutan Fidusia
pada pendaftaran jaminan Fidusia
konvensional sebelum Fidusia online
berlaku hanya berkisar di bawah 10%.
Padahal Buku Daftar Fidusia sebagai
register publik, idealnya memiliki
data akurat tentang kapan pembeban-
an Fidusia terjadi, dan kapan ber-
akhirnya pembebanan tersebut. Aneh,
apabila pada daftar Fidusia pendaftar-
an masih tercatat sebagai aktif, namun
pada kenyataannya transaksi utang pi-
utangnya sudah dilunasi.?? Untuk itu,

22 Aria Suyudi, Pembaruan Pendaftaran Jaminan
Fidusia dan Implikasinya bagi Akses Terhadap
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meskipun utang sudah lunas apabila
belum dilakukan pencabutan jaminan
fidusia akan tetap melanggar Pasal 17
Undang-Undang Jaminan Fidusia ten-
tang larangan untuk melakukan fidu-
sia ulang selama objek fidusia masih
terdaftar. Ketidakpatuhan ini juga me-
rupakan dampak dari tidak adanya sa-
rana atau tempat untuk pencatatan
roya pada bukti kepemilikan benda
jaminan yang diberikan oleh pemerin-
tah.

Pembaharuan Undang-Undang Jamin-

an Fidusia
Keberadaan Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia No0.130/
PMK. 010/2012 telah membawa angin
segar bagi perusahaan pembiayaan untuk
ikut mendukung “good corporate go-
vernance” dan menjamin rasa keadilan,
kemanfaatan, kepastian hukum di dunia
hukum dan dunia usaha dengan diaturnya
hal-hal sebagai berikut:

1. Menekankan ketentuan wajib men-
daftarkan jaminan fidusia di Kantor
Pendaftaran Fidusia.

2. Menegaskan jangka waktu pendaftar-
an merupakan langkah untuk men-
jamin kepastian hukum.

3. Menekan tindakan yang bertentangan
dengan rasa keadilan dengan meng-
atur masalah tata cara penarikan ben-
da jaminan fidusia.

4. Penerapan sanksi yang tegas terha-
dap pelanggaran ketentuan tersebut
sangat diperlukan sebagai upaya pak-
sa juga untuk pelaksanaan pendaftar-
an obyek jaminan fidusia.

5. Lebih memberikan rasa keadilan ka-
rena dengan dilaksanakan Pendaftar-

Pembiayaan Indonesia http://www.hukumonline.
com/berita/baca/lt555a9a3744b97/pembaruan-pen
daftaran-jaminan-fidusia-dan-implikasinya-bagi
akses-terhadap-pembiayaan-indonesia-broleh--
aria-suyudi--sh--llm-, diakses 25 Desember 2015.

1 166-183

an obyek jaminan fidusia, maka apa-
bila debitur wanprestasi akan ditem-
puh cara-cara eksekusi sesuai Un-
dang-Undang Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Keuangan ini
intinya mewajibkan semua Lembaga
Pembiayaan Non Bank dalam pembiaya-
an kendaraan bermotor untuk mendaftar-
kan jaminan Fidusia yang telah mereka
pungut biayanya ke Kantor Pedaftaran
Fidusia (KPF) paling lama 30 hari sejak
perjanjian dengan konsekuensi larangan
untuk melakukan eksekusi dalam hal ke-
gagalan bayar (default) dan pencabutan
izin operasi lembaga keuangan tersebu.
Memang tidaklah mudah bagi Perusahaan
Pembiayaan untuk melaksanakan Per-
aturan Menteri Keuangan tersebut, karena
ada beberapa hal yang menjadi kendala
yaitu :

1. Debitur akan terbebani dengan tam-
bahan biaya pembuatan akta jaminan
fidusia secara Notariil berikut biaya
pendaftarannya.

2. Debitur Perusahaan Pembiayaan yang
terletak di pelosok-pelosok akan sulit
melaksanakan penandatangan di ha-
dapan Notaris karena letaknya jauh
dari tempat tinggal debitur.

3. Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia
yang belum sampai ke pelosok-pe-
losok daerah.

4. Penggunaan kuasa menjaminkan se-
cara di bawah tangan rawan akan ke-
absahan tanda tangannya, dan tidak
semua Notaris bersedia untuk menu-
angkan dalam Akta Notariil.

5. Berpengaruh terhadap omset penjual-
an karena ada beban tambahan biaya
dan teknis penandatanganan akta se-
cara Notariil.

Sistem jaminan benda bergerak
yang efektif akan makin penting dalam
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pertumbuhan ekonomi Indonesia. Konse-
kuensinya, implementasi rezim hukum ja-
minan Fidusia berikut kebijakan pendu-
kungnya harus terus dikembangkan. Per-
aturan Menteri Keuangan tersebut di atas,
secepatnya harus ditindaklanjuti dengan
Perubahan Undang-Undang Jaminan Fi-
dusia atau dapat dilaksanakan pembaruan
hukum tentang jaminan fidusia (law re-
form).%

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat
disimpulkan bahwa memang sudah wak-
tunya Undang-Undang Jaminan Fidusia
dilakukan perubahan. Dibuatnya suatu
peraturan perundang-undangan tujuannya
adalah untuk memberikan kepastian hu-
kum pada masyarakat agar terciptanya
keadilan bagi masyarakat. Dalam pem-
bentukan undang-undang diperlukan pula
adanya aspek moral yang juga mendasari-
nya.

Pembentuk undang-undang yang
bermoral sudah tentu akan menghasilkan
suatu undang-undang yang tidak saja
memberikan jaminan kepastian hukum te-
tapi undang-undang yang dapat memberi-
kan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi
masyarakat. Undang-undang yang baik
dan bermutu adalah undang-undang yang
merupakan jiwa dari seluruh kebutuhan
dan kepentingan masyarakat. Undang-un-
dang merupakan pekerjaan yang sulit
karena suatu undang-undang harus mam-
pu menjawab berbagai masalah yang ru-
mit dalam masyarakat*.

23 Diah Sulistyani RS, Mengkritisi UU Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait
dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
130/ PMK.010/ 2012, http://medianotaris.com/
segera_revisi_uu_jaminan_fidusia berital180.html,
diakses 25 Januari 2016.

2 M.A.H.Tahapary, “Moral Dalam Pembentukan
Undang-Undang”,  http://fhukum.unpatti.ac.id/

Pembentukan peraturan perun-
dang-undangan pada intinya sebagai sua-
tu cara membuat suatu aturan yang baik
agar bisa bermanfaat bagi masyarakat lu-
as, sehingga dalam pembentukan suatu
undang-undang diperlukan suatu keteliti-
an, keseriusan, kehati-hatian serta kerja-
sama yang baik, sehingga tercipta suatu
sistem yang baik pula. Roscoe Pound
mengemukakan bahwa tujuan hukum un-
tuk melindungi kepentingan manusia
(law as tool of social engineering).
Faktanya bahwa perkembangan ekonomi
terutama dalam lingkup jaminan fidusia
harus juga diiringi oleh peraturan yang
dapat menjaga jalannya agar lebih baik.

Dari perubahan Undang-Undang
Jaminan Fidusia diharapkan akan mem-
berikan perlindungan maksimal kepada
masyarakat yang menggunakan jaminan
fidusia sebagai lembaga penjaminan se-
hingga keadilan akan dapat diperoleh
masyarakat hingga tercipta suasana yang
kondusif dalam perekonomian hingga
meningkatkan kemakmuran rakyat.

Daftar Bacaan

Undang-Undang Nomor Nomor 42 Ta-
hun 1999 Tentang Jaminan Fidu-
sia.
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Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Proses
Pembentukan Undang-Undang

Kamarudin
Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya

Abstract: In the post New-Order era, legislative function given to Indonesian House of
Representatives seems more obvious after an Act Number 12 of 2011 juncto Act Number
10 of 2004 on Regulations Making has covered that public has the right to participate in
law-making processes. Enactive regulations open opportunity for public to participate in a
statute-making processes. Nevertheless, the given opportunity of participation is
procedurally still limited and not in full and meaningful participation level. Existing public
participation only covers consultation, not a real participation. Public should be able to
participate in decision-making processes. Meanwhile, public participation level is
substantially still depended on Parliament Members’ spirit of publicness to accommodate
public aspiration and to put it on as a norm of statute.

Keywords: public paticipation, statute-making process

Abstrak: Pada era pasca Orde Baru fungsi legislasi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan
Rakat tampak semakin jelas, setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
mengatur hak masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembentukan peraturan
perundang-undangan. Lebih-lebih, Undang-Undang tersebut memberikan kesempatan
kepada masyarakat untuk terlibat di dalam proses pembentukan undang-undang. Namun
demikian, kesempatan masyarakat dalam berpartisipasi masih terbatas di tahap prosedural,
belum di tingkat partisipasi yang sangat berarti. Partisipasi masyarakat masih hanya
terbatas pada konsultasi, bukan suatu partisipasi yang nyata. Masyarakat seharusnya dapat
berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Di samping itu, tingkat partisipasi
masyarakat secara substansial masih sangat bergantung pada semangat kemasyarakatan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengakomudasi aspirasi masyarakat dan
menjadikannya norma suatu undang-undang.

Kata kunci: partisipasi masyarakat, proses pembentukan undang-undang.
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Pendahuluan

Pergeseran  konfigurasi  politik
dari otoritarianisme ke arah demokrasi te-
lah mengubah proses pembentukan un-
dang-undang (selanjutnya disebut UU).
Jika di era otoritarianisme didominasi
oleh pemerintah, maka pada era demokra-
si proses pembentukan UU dapat dipe-
ngaruhi oleh elemen-elemen di luar pe-
merintah, utamanya dari interest groups
di tengah masyarakat, selain Dewan
Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut
DPR) sebagai representasi suara rakyat’.

Pada era reformasi pusat-pusat
pembentuk kebijakan publik telah berge-
ser kepada DPR. Hal ini tercermin dalam
serangkaian kebijakan yang pada era se-
belum reformasi merupakan ‘“hak prero-
gatif” presiden. Setelah perubahan Un-
dang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945),
beberapa hak prerogatif presiden memer-
lukan keterlibatan DPR. Sebagai contoh,
pengangkatan Panglima Tentara Nasional
Indonesia (TNI), pengangkatan Duta
Besar dan penerimaan Duta Besar negara
sahabat, dan pengangkatan pejabat publik
lainnya.

Berkaitan dengan pembentukan
UU, kekuasaan DPR juga semakin Kkuat.
Hal ini dapat diperhatikan dalam Pasal 20
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia (selanjutnya disebut
UUD NRI) Tahun 1945 yang menyata-
kan, DPR memegang kekuasaan mem-
bentuk undang-undang. Sebaliknya, da-
lam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan presiden
berhak mengajukan rancangan undang-
undang (selanjutnya disebut RUU) ke-
pada DPR. Dalam kedua pasal UUD NRI
Tahun 1945 itulah dasar terjadinya per-

! B. Hestu Cipto Handoyo, 2008, Prinsip-Prinsip
Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik,
Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hal. 163.

geseran pemegang kekuasaan legislatif,
yang sebelum perubahan pemegang ke-
kuasaan condong kepada presiden ber-
ubah menjadi condong kepada DPR (se-
belumnya DPR lebih dikenal sebagai
rubber stamp kehendak penguasa). Ken-
datipun demikian, menurut Muhammad
A.S. Hikam pada dasarnya yang berubah
adalah fungsi pembentuk undang-undang
sedangkan organ pembentuk undang-un-
dang tetap sama yaitu DPR beserta
Presiden. Hal ini dinyatakan secara tegas
dalam Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun
1945 bahwa setiap rancangan undang-un-
dang dibahas olen DPR dan Presiden
untuk mendapat persetujuan bersama?.

Sebagai pengejawantahan dari pe-
laksanaan fungsi legislasi DPR, dibentuk
satu alat kelengkapan DPR yang disebut
Badan Legislasi (Baleg). Pembentukan
Baleg sudah dilakukan sejak DPR perio-
de 1999-2004 yang kemudian dikukuh-
kan dalam UU No. 22 Tahun 2003 ten-
tang Susunan dan Kedudukan MPR,
DPR, DPD dan DPRD (Susduk) dan
secara teknis diatur dalam Tata Tertib
DPR. Posisi Baleg di DPR secara kelem-
bagaan adalah sebagai pusat pembentu-
kan undang-undang/hukum nasional yang
dibentuk oleh DPR sebagai alat keleng-
kapan DPR yang bersifat tetap. Salah satu
tugas Baleg yang terpenting adalah me-
rencanakan dan menyusun Program
Legislasi nasional (Prolegnas) serta urut-
an pembahasan rancangan undang-un-
dang.

2 Muhammad A.S. Hikam, “Politik Hukum Nasio-
nal 2005-2009” dalam A. Patra M. Zen dan
Sugiarto A. Santoso, 2005, Refleksi dan Penyu-
sunan Strategi Mewujudkan Partisipasi Masya-
rakat dalam Penyusunan Peraturan Perundang-
Undangan, Jakarta: Sekretariat Nasional KKP,
hal. 47.
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Optimalisasi fungsi legislasi yang
dimiliki DPR juga diperkuat dengan dibe-
rikannya ruang bagi masyarakat untuk
ikut berpartisipasi dalam proses pemben-
tukan peraturan perundang-undangan. Pa-
sal 53 Undang-undang No. 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan telah memberikan
ruang bagi partisipasi masyarakat dalam
penyiapan maupun pembahasan rancang-
an undang-undang dan rancangan per-
aturan daerah. Pasal 139 Undang-undang
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah juga memberikan jaminan yang
sama.

Keikutsertaan masyarakat dalam
proses pembentukan undang-undang dan
peraturan perundang-undangan lainnya
memiliki arti penting bagi lahirnya pro-
duk hukum yang berkualitas. Apabila
peraturan perundang-undangan yang di-
hasilkan oleh lembaga yang berwenang
tidak melibatkan masyarakat dalam
proses pembentukannya, menurut Erni
Styowati dkk.3, sedikitnya ada empat
dampak buruk yang timbul, yaitu: 1) per-
aturan tersebut tidak efektif, dalam arti
tidak dapat mencapai tujuan yang di-
harapkan, misalnya UU No. 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah; 2)
peraturan tersebut tidak implementatif,
dalam arti tidak dapat dijalankan sejak
diundangkan atau gagal sejak dini, misal-
nya Undang-undang No. 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Korupsi yang
harus segera diubah kurang dari satu
tahun sejak diundangkan; 3) peraturan
tersebut tidak responsif, yang sejak di-
rancang sampai diundangkan mendapat-

3 Erni Styowati, dkk., DRAFT I: Konsep Paper
Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Kebijakan
Partisipatif, dalam www.parlemen.net, diakses
pada tanggal 27 Maret 2012.

kan penolakan yang keras dari masyara-
kat, misalnya Undang-undang Penang-
gulangan Keadaan Bahaya; dan 4) per-
aturan tersebut bukannya memecahkan
masalah sosial malah menimbulkan kesu-
litan baru di masyarakat, salah satunya
Undang-undang Yayasan yang berlaku
pada bulan Agustus 2002.

Di samping itu, terdapat pula be-
berapa peraturan perundang-undangan
yang diperkarakan oleh beberapa kelom-
pok masyarakat ke Mahkamah Konstitu-
si. Beberapa UU yang diperkarakan ada-
lah UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ke-
tenagalistrikan, UU No. 32 Tahun 2002
tentang Penyiaran, UU No. 11 Tahun
2003 tentang Pemekaran Wilayah Provin-
si Riau, UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, UU No. 16 Tahun 2003
tentang Anti Terorisme, UU No. 18
Tahun 2003 tentang Advokat, UU No. 45
Tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi
Papua, bahkan pengesahan UU Sumber
Daya Air yang baru saja disahkan oleh
DPR serta masih banyak lagi undang-
undang yang dimohonkan judicial review
ke Mahkamah Konstitusi *.

Banyaknya dampak buruk atau
permasalahan yang muncul setelah per-
aturan perundang-undangan lahir menun-
jukkan tingkat partisipasi masyarakat di
dalam proses pembentukannya masih di-
pertanyakan, meskipun di atas kertas ke-
tentuan mengenai partisipasi masyarakat
sudah diatur pertama kali dalam undang-
undang, yaitu UU No. 10 Tahun 2004
dan peraturan pelaksananya. Tidak ter-
kecuali, tujuh tahun kemudian sejak
diundangkan, UU No. 10 Tahun 2004

4 Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Pernyataan
Sikap Ganti Kata "Dapat" Menjadi "Berhak",
atau Tolak Pengesahan RUU PPP, dalam
www.parlemen.net, diakses pada tanggal 27
Maret 2012.

186


http://www.parlemen.net/
http://www.parlemen.net/

Kamarudin, Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang

pun diganti. Daya laku dari undang-
undang ini yang tergolong pendek bisa
saja juga disebabkan oleh rendahnya ke-
terlibatan masyarakat di dalam proses
pembentukannya. Namun yang pasti,
penggantiannya antara lain dilatarbela-
kangi oleh adanya kekurangan dalam UU
No. 10 Tahun 2004 dan dipandang belum
dapat menampung perkembangan kebu-
tuhan masyarakat mengenai aturan pem-
bentukan peraturan perundang-undangan
yang baik.

Lahirnya UU No. 12 Tahun 2011
pada tanggal 12 Agustus 2011 dinyatakan
sebagai penyempurnaan terhadap kele-
mahan-kelemahan yang terdapat dalam
UU No. 10 Tahun 2004. Dalam kaitan
ini, penting untuk diperhatikan apakah
penyempurnaan itu juga menyangkut mo-
del partisipasi masyarakat dalam proses
pembentukan peraturan perundang-un-
dangan. Lebih dari itu, hingga saat ini
apakah tingkat partisipasi masyarakat
yang diberikan oleh peraturan yang ber-
laku sudah cukup luas dan tinggi atau
dapat dipahami hanya merupakan pembe-
rian yang setengah hati. Berdasarkan per-
aturan yang berlaku (tidak kalah penting
berdasarkan prakteknya), tingkat partisi-
pasi itu akan tercermin dari keterlibatan
dan dilibatkannya masyarakat dalam ta-
hapan-tahapan pembentukan peraturan
perundang-undangan, dalam hal ini un-
dang-undang.

Kajian ini sengaja dibatasi khusus
pada masalah partisipasi masyarakat da-
lam pembentukan UU, tidak dalam pem-
bentukan peraturan perundang-undangan
secara umum. Pembatasan ini didasarkan
pada pendapat B. Hestu Cipto Handoyo
bahwa jenis peraturan perundang-
undangan selain UU dan Peraturan
Daerah (Perda), seperti Peraturan Peme-

rintah, Peraturan Presiden/Kepala Dae-
rah, Keputusan Kepala Daerah tidak
memberikan peluang bagi adanya partisi-
pasi masyarakat dalam pembentukannya
yang disebabkan oleh alasan-alasan
sebagai berikut®:

1. Jenis peraturan perundang-undangan
tersebut, selain UU dan Perda pada
umumnya dibentuk oleh pemerintah.
Pemerintah sebagai organ pelaksana
UU dan Perda sudahlah cukup mela-
kukan penjabaran sendiri tanpa me-
libatkan partisipasi masyarakat. Apa-
lagi UU dan Perda dibentuk oleh lem-
baga perwakilan yang merepresen-
tasikan suara rakyat.

2. Pembentukan peraturan perundang-
undangan selain UU dan Perda, seper-
ti Peratuan Pemerintah, Peraturan
Presiden, Keputusan Presiden, Per-
aturan Gubernur, Peraturan Bupati/
Walikota, dan Keputusan Gubernur
serta Keputusan Bupati/Walikota pa-
da dasarnya merupakan peraturan pe-
laksana yang sifatnya sangat teknis
dan tidak menciptakan kaidah atau
norma hukum baru. Dalam persoalan-
persoalan teknis itu, pemerintahlah
yang lebih mengetahui, sehingga ke-
terlibatan masyarakat di dalam pem-
bentukan peraturan perundang-un-
dangan tersebut jarang diperlukan.

3. Dalam pembentukan peraturan per-
undang-undangan seperti Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Un-
dang (Perppu), jelaslah partisipasi
masyarakat tidak dibutuhkan oleh ka-
rena hal ikhwal kegentiangan yang
memaksa yang harus secara cepat
ditangani.

4. Pada umumnya UU dan Perda me-
ngandung materi yang berkaitan

5 B. Hestu Cipto Handoyo, op.cit., hal. 165-166.
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dengan hak-hak dan kewajiban, mem-
batasi kebebasan, dan memberikan
beban kepada masyarakat. Oleh ka-
rena itu dalam proses pembentukan-
nya partisipasi masyarakat sangat di-
butuhkan.

Berdasarkan paparan latar bela-
kang dan pembatasan masalah sebagai-
mana disebutkan di atas, permasalahan
yang dikaji terkait partisipasi masyarakat
dalam proses pembentukan undang-
undang adalah ruang partisipasi masya-
rakat dalam tahapan pembentukan un-
dang-undang berdasarkan peraturan per-
undang-undangan yang berlaku, dan ting-
kat partisipasi masyarakat dalam proses
pembentukan undang-undang.

Pembahasan
Partisipasi Masyarakat dalam Proses
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan

Istilah partisipasi masyarakat da-
pat dijumpai dalam berbagai terminologi.
Beberapa diantaranya menyebutkan, pe-
ran serta masyarakat, inspraak (Bahasa
Belanda), public participation (Inggris),
atau partisipasi  publik®. Samuel P.
Huntington dan Joan M. Nelson, seperti
dikutip oleh Saifudin, mendefinisikan
partisipasi publik sebagai “Political
participation as activity by private citi-
zens designed to influence governmental
decision-making”’  (Partisipasi  publik
menjadi salah satu alat dalam menuang-
kan nilai-nilai yang berkembang di ma-
syarakat untuk dituangkan dalam suatu

® Yuliandri, 2009, Asas-asas Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan yang Baik:
Gagasan Pembentukan Undang-undang
Berkelanjutan, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
hal. 185.

" Saifudin, 2009, Partisipasi Publik dalam
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
Yogyakarta: FH Ul Press, hal. 93.

peraturan). Dalam Pasal 96 ayat (3) UU
No. 12 Tahun 2011, yang dimaksud
dengan masyarakat adalah orang perse-
orangan atau kelompok orang yang mem-
punyai kepentingan atas substansi ran-
cangan peraturan perundang-undangan.

Menurut  Yuliandri, partisipasi
masyarakat dapat diartikan bahwa pada
pokoknya semua pihak, baik dalam struk-
tur kenegaraan maupun di luar struktur
kenegaraan dan pemerintahan, dapat
memprakarsai gagasan pembentukan un-
dang-undang, walaupun ditentukan bah-
wa inisiatif yang bersifat resmi harus
datang dari presiden, DPR, atau dari
DPD. Konsekuensinya, inisiatif dari lem-
baga lain atau pihak lain tetap harus
diajukan melalui salah satu dari ketiga
pintu tersebut, yakni presiden, DPR dan
DPD?.

Proses pembuatan peraturan per-
undang-undangan, setidak-tidaknya di
atas kertas, tidak lagi semata-mata men-
jadi wilayah kekuasaan mutlak pemerin-
tah dan parlemen. Partisipasi dapat di-
artikan sebagai keikutsertaan masyarakat,
baik secara individual maupun kelompok,
secara aktif dalam penentuan kebijakan
publik atau peraturan. Oleh karena itu,
dijelaskan bahwa:

... tentu saja proses akomodasi ini
didasarkan pada tingkat kebutuh-
an dan kepentingan masyarakat.
Hal ini menjadi penting, karena
mau tidak mau dan suka atau
tidak suka, peraturan perundang-
undangan menjadi alat yang oto-
ritatif untuk mengatur kehidupan
masyarakat. Suatu peraturan yang
sudah mempunyai daya laku akan
mengikat masyarakat®.

8 Yuliandri, op.cit., hal. 156.
9 Ibid., hal. 187.
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Dalam sebuah negara yang meng-
anut sistem perwakilan, timbul anggapan
bahwa tidak ada keharusan untuk melak-
sanakan bentuk partisipasi masyarakat,
karena wakil-wakil rakyat itu bertindak
untuk kepentingan rakyat. Namun, ketika
wakil-wakil rakyat tidak dapat merasa,
berpikir dan bertindak sebagaimana ke-
hendak rakyat, maka dalam konteks per-
wujudan demokrasi partisipatoris (bukan
demokrasi elit semata), partisipasi ma-
syarakat di luar parlemen dan pemerintah
dalam proses pembentukan peraturan per-
undang-undangan sangatlah penting dan
menentukan.

Sehubungan dengan itu, Bagir
Manan mengklasifikasi terdapat dua sum-
ber partisipasi, yang dalam tulisannya ter-
kait dengan proses pembentukan per-
aturan daerah. Pertama, dari unsur peme-
rintahan di luar DPRD dan pemerintah
daerah seperti kepolisian, kejaksaan,
pengadilan, perguruan tinggi dan lain-
lain. Kedua, dari masyarakat, baik indivi-
dual seperti ahli-ahli atau yang memiliki
pengalaman atau dari kelompok seperti
Lembaga Swadaya Masyarakat (selanjut-
nya disebut LSM) sesuai keahlian atau
pengalamannya®.

Sebagai sumber partisipasi, ke-
lompok yang dimaksud adalah kelompok
kepentingan yang oleh Gabriel A.
Almond dan Bingham G. Powell sebagai-
mana dikutip dalam buku Marian
Budiardjo “Dasar-Dasar Ilmu Politik”
dibagi dalam empat kategori, yaitu a)
kelompok anomi (anomic groups), b)
kelompok non-asosiasional (nonassocia-
tional groups), ¢) kelompok institusional

10 Bagir Manan, 2004, Menyongsong Fajar
Otonomi Daerah, Yogyakarta: PSH FH Ull, hal.
85.

(institutional groups) dan d) kelompok
asosiasional (associational groups)**.

Kelompok anomi tidak mem-
punyai organisasi, tetapi individu-indivi-
du yang terlibat merasa mempunyai
perasaan frustasi dan ketidakpuasan yang
sama. Ketidakpuasan ini diungkapkan
melalui demonstrasi dan pemogokan
yang tak terkontrol, yang kadang-kadang
berakhir dengan kekerasan. Jika keresah-
an itu tidak cepat diatasi, maka masya-
rakat dapat memasuki keadaan anomi,
yaitu situasi chaos dan lawlessness yang
diakibatkan runtuhnya perangkat nilai
dan norma yang sudah menjadi tradisi,
tanpa diganti nilai-nilai baru yang dapat
diterima secara umum.

Kelompok nonasosiasional tum-
buh berdasarkan rasa solidaritas pada
sanak saudara, kerabat, agama, wilayah,
kelompok etnis, dan pekerjaan. Kelom-
pok-kelompok ini biasanya tidak aktif
secara politik dan tidak mempunyai orga-
nisasi ketat. Namun demikian, anggota-
anggotanya merasa mempunyai hubung-
an batin oleh karena hubungan ekonomi,
massa konsumen, kelompok etnis, dan
kedaerahan.

Kelompok institusional adalah ke-
lompok formal yang yang berada dalam
atau bekerja sama secara erat dengan pe-
merintahan seperti birokrasi dan kelom-
pok militer. Sedangkan kelompok yang
terakhir, kelompok asosiasional terdiri
atas serikat buruh, kamar dagang, asosiasi
etnis dan agama. Organisasi-organisasi
ini dibentuk dengan suatu tujuan yang
eksplisit, mempunyai organisasi yang
baik dengan staf yang bekerja penuh
waktu.

11 Mariam Budiardjo, 2008, Dasar-Dasar llmu
Politik, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, hal. 387.
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Dari sekian jenis kelompok ke-
pentingan, kelompok yang paling banyak
berperan serta dalam proses pembentukan
UU maupun Perda adalah LSM, terutama
LSM-LSM vyang bersentuhan langsung
dengan agenda perjuangan masyarakat
kecil dan agenda controlling terhadap
proses pengambilan keputusan-keputusan
penting oleh DPR maupun DPRD. Seba-
gai contoh, terdapat LSM yang secara
khusus memperjuangkan pembuatan ke-
bijakan-kebijakan publik yang partisipa-
tif, seperti dilakukan oleh Koalisi Ke-
bijakan Partisipatif, dan LSM yang lain.
Di samping itu, komunitas kampus se-
perti gerakan mahasiswa juga banyak
mewarnai dan berperan serta demi lahir-
nya kebijakan partisipatif yang dibuat
oleh negara melalui demonstrasi dan lain-
lain.

Pentingnya mengikutsertakan pi-
hak-pihak di luar parlemen dan pemerin-
tah dalam proses pembentukan peraturan
perundang-undangan adalah: pertama,
untuk menjaring pengetahuan, keahlian,
atau pengalaman masyarakat sehingga
peraturan benar-benar memenuhi syarat
peraturan  perundang-undangan yang
baik; kedua, untuk menjamin peraturan
sesuai dengan kenyataan yang hidup
dalam masyarakat (politik, ekonomi, so-
sial dan lain-lain); ketiga, untuk menum-
buhkan rasa memiliki (sense of be-
longing), rasa bertanggungjawab atas per-
aturan tersebut. Berbagai faktor di atas
akan memudahkan penerimaan masyara-
kat, dan memudahkan pula pelaksanaan
atau penegakannyal?. Dengan partisipasi
atau keikutsertaan pihak-pihak luar di-
harapkan peraturan perundang-undangan
akan memiliki kelebihan dalam hal efek-
tivitas keberlakuan di dalam masyarakat.

12 Bagir Manan, op.cit., hal. 85.

Selain itu, partisipasi juga memberikan
legitimasi atau dukungan dari masyarakat
terhadap pembentukan suatu peraturan
perundang-undangan®®.

Hal tersebut sejalan dengan salah
satu asas formal pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baik, yaitu
asas konsensus (het beginsel van consen-
sus). Menurut 1.C. van der Vlies, perlu
diusahakan adanya konsensus antara
pihak-pihak yang berkepentingan dan
pemerintah dalam hal pembuatan suatu
peraturan serta isinya*. Dengan kata lain,
perlu adanya ‘kesepakatan’ rakyat untuk
melaksanakan kewajiban dan menang-
gung akibat yang ditimbulkan oleh per-
aturan perundang-undangan yang ber-
sangkutan. Hal ini mengingat pembentu-
kan peraturan perundang-undangan ha-
ruslah dianggap sebagai langkah awal
untuk mencapai tujuan-tujuan yang ‘di-
sepakati bersama’ oleh pemerintah dan
rakyat®®. Asas konsensus, menurut A.
Hamid S. Attamimi, dapat diwujudkan
dengan:

.... perencanaan yang baik, jelas,
serta terbuka, diketahui rakyat
mengenai akibat-akibat yang akan
ditimbulkannya serta latar bela-
kang dan tujuan-tujuan yang hen-
dak dicapainya. Hal itu dapat juga
dilakukan dengan menyebarkan
rancangan peraturan perundang-
undangan tersebut kepada masya-
rakat sebelum penbentukannya.

13 Yuliandri, op.cit., hal. 188.

14 1.C. van der Vlies, 2005, Buku Pegangan
Perancang Peraturan Perundang-undangan, alih
bahasa Linus Doludjawa, Jakarta: Dirjen
Peraturan  Perundang-undangan  Departemen
Hukum dan HAM, hal. 280.

5 A, Hamid S. Attamimi, 1990, Peranan
Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu
Studi Analisis mengenai Pengaturan dalam Kurun
Waktu PELITA | — PELITA 1V, Jakarta: Fakultas
Pascasarjana, hal. 339.
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Tentu saja selain itu, apabila per-
aturan perundang-undangan itu
yang dimaksud adalah undang-
undang, pembahasannya di DPR
dapat saja dilakukan dengan
mengikutsertakan masyarakat se-
banyak mungkin melalui lembaga
dengan pendapat yang sudah lama
kita milikie.

Keikutsertaan atau partisipasi ma-
syarakat dalam proses pembentukan per-
aturan perundang-undangan dapat dilaku-
kan dengan berbagai cara, seperti dijelas-
kan oleh Bagir Manan dalah hal pem-
bentukan peraturan daerah:

1. Mengikutsertakan masyarakat dalam
tim atau kelompok kerja penyusunan
peraturan daerah;

2. Melakukan public hearing atau meng-
undang dalam rapat-rapat penyusunan
peraturan daerah;

3. Melakukan uji sahih kepada pihak-
pihak tertentu untuk mendapat tang-
gapan;

4. Melakukan lokakarya (workshop) atas
rancangan peraturan daerah sebelum
secara resmi dibahas oleh DPRD;

5. Mempublikasikan rancangan peratur-
an daerah agar mendapat tanggapan
publik!’.

Hal yang hampir sama juga
dijelaskan oleh I.C. van der Vlies bahwa
untuk mencapai konsensus dapat dilaku-
kan beberapa metode sebagai berikut:

1. Diadakan perdebatan secara terbuka
antara pemerintah dan parlemen, se-
hingga dapat diikuti oleh masyarakat
melalui media massa;

2. Pihak-pihak yang berkepentingan
dapat menyampaikan informasi ter-

16 Ibid., hal. 340.
17 Bagir Manan, op.cit., hal. 85.

tulis kepada pemerintah atau parle-
men;

3. Pihak-pihak yang berkepentingan da-
pat pula dipanggil untuk didengar
dalam rapat komisi atau dimintai
tanggapan tertulis;

4. Yang terpenting adalah kewajiban
undang-undang bagi pemerintah un-
tuk meminta saran-saran kepada orga-
nisasi  pihak-pihak berkepentingan
atau kepada para ahli untuk suatu per-
aturan yang akan dibuat?®.

Dengan istilah yang berbeda, W.
Riawan Tjandra dan Kresno Budi
Darsono, dengan mengutip pendapat
Farhan dkk., menyebutkan dengan cara
konsultasi publik (KP)°. Elemen-elemen
yang terlibat dalam sebuah KP sekurang-
kurangnya terdiri atas:

1. Pelaku atau subyek: pemerintah —
warganegara;

2. Bahan konsultasi: informasi, ide, ran-
cangan kebijakan, data-data dan lain-
nya;

3. Proses-proses: terbuka, deliberatif
(berdasarkan musyawarah), partisipa-
tif, komunikasi dialogis;

4. Sifat relasi antar-pelaku: setara dan
kooperatif;

5. Hasil-hasil: umpan balik, koreksi,
perbaikan, perubahan-perubahan, dan
kesepakatan bersama?°.

18 1.C. van der Vlies, op.cit., hal. 280-281.

19 Melalui konsultasi publik (KP), suatu produk
peraturan perundang-undangan diharapkan mam-
pu mengintegrasikan sistem demokrasi perwa-
kilan dengan demokrasi deliberatif. KP juga bisa
diartikan sebagai metode atau teknik partisipatif
dalam merancang dan menyusun sebuah ke-
bijakan. Lihat: W. Riawan Tjandra dan Kresno
Budi Darsono, 2009, Legislative Drafting: Teori
dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah, Yog-
yakarta: Universitas Atma Jaya, hal. 69.

20 Farhan, dkk., 2007, Memfasilitasi Konsultasi
Publik — Refleksi Pengalaman Penyusunan Ran-
cangan Peraturan Pemerintah tentang Tahapan,
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Hal terpenting dari cara-cara di
atas adalah partisipasi masyarakat dalam
forum pengambilan keputusan. Dalam fo-
rum ini, semua pihak yang memiliki ke-
pentingan atas peraturan perundang-
undangan yang hendak disahkan dapat
mengungkapkan semua kepentingannya
dalam proses yang negosiatif. Pihak yang
berkepentingan untuk bisnis, menang Pe-
milu, cari proyek, mempertahankan ling-
kungan hidup, dan sebagainya dipersilah-
kan secara terbuka untuk mengemukakan
pendapatnya, sampai pada akhirnya ke-
putusan diambil atas dasar proses nego-
siasi terbuka tersebut. Masing-masing pi-
hak dapat melihat bagaimana proses ar-
gumentasi mereka masuk dalam kon-
struksi keputusan yang diambil, atau se-
baliknya, mereka menyaksikan dengan
mata kepala mereka sendiri bagaimana
proses argumentasi mereka ditolak dalam
konstruksi  keputusan yang diambil.
Dengan demikian, keterlibatan mereka
utuh sejak awal sampai akhir dari proses
pembentukan peraturan tersebut. Akhir
dari semua fase tersebut, kemudian di-
tuntut kedewasaan dari semua stake-
holder yang terlibat tadi untuk dapat
menerima keputusan yang telah diambil.

Partisipasi Masyarakat sebagai Hak
Sipil dan Politik

Setiap anggota masyarakat berhak
memperoleh akses terhadap urusan-urus-
an publik untuk pengembangan pribadi
dan lingkungan sosialnya. Termasuk ba-
gian dari hak adalah partisipasi masyara-
kat dalam pembentukan peraturan per-
undang-undangan yang memperoleh ja-

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (RPP-T2CP2EPRD), Jakarta: Kerjasama
USAID, DRSP, Dirjen Bina Bangda Depdagri dan
BIGS, hal. 11.

minan dari negara. Pasal 28F UUD NRI
Tahun 1945 memberikan garansi bahwa
setiap orang berhak untuk berkomunikasi
dan memperoleh informasi untuk me-
ngembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh,  memiliki, menyimpan,
mengolah dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran
yang tersedia.

Hak partisipasi masyarakat dalam
pembentukan peraturan perundang-un-
dangan juga dijamin dalam International
Convenant on Civil and Political Rights
(ICCPR) yang disahkan PBB pada 16
Desember 1966 dan diratifikasi oleh
negara Indonesia pada 28 Oktober 2005
dalam UU No. 12 Tahun 2005. Di dalam
Pasal 25 ICCPR dan UU tersebut dise-
butkan bahwa setiap warga negara berhak
untuk ikut serta dalam penyelenggaraan
urusan publik, untuk memilih dan dipilih,
serta mempunyai akses berdasarkan per-
Syaratan umum yang sama pada jabatan
publik di negaranya.

Hak politik semacam itu, menurut
Hans Kelsen, merupakan suatu wewe-
nang yang dimiliki setiap anggota masya-
rakat untuk mempengaruhi penyusunan
tujuan negara, baik melalui partisipasi
langsung maupun tidak langsung. Dengan
demikian, partisipasi dipandang sebagai
salah satu unsur yang sangat penting
dalam pemerintahan demokrasi, berbeda
dengan pemerintahan autokrasi di mana
subyek tidak dilibatkan dalam penyusun-
an kehendak negara®. Untuk pemben-
tukan peraturan perundang-undangan,
masyarakat memiliki hak untuk ikut serta,
baik dengan cara ikut ambil bagian di

2l Hans Kelsen, 2008, Teori Hukum Murni:
Dasar-Dasar llmu Hukum Normatif, Bandung:
Nusa Media, hal. 157.
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dalam rapat-rapat parlemen dan peme-
rintah maupun dengan cara mewakilkan-
nya kepada para anggota parlemen yang
dipilihnya.

Ruang Partisipasi Masyarakat dalam
Tahapan  Pembentukan  Undang-
Undang

Pasal 20 hasil amandemen per-
tama UUD 1945, yang kemudian diturun-
kan dalam UU No. 27 Tahun 2009
tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
serta lebih spesifik lagi Pasal 96 UU No.
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, yang ke-
mudian dijabarkan secara teknis dalam
Pasal 208, 209, 210 dan 211 Peraturan
Tata-Tertib DPR Periode 2009-2014
memberi mandat kepada DPR selaku
lembaga perwakilan untuk tidak hanya
membuka peluang bagi partisipasi masya-
rakat dalam proses pembentukan undang-
undang, namun juga secara aktif mem-
fasilitasinya. Proses yang ditempuh dan
dokumen yang dihasilkan DPR harus
dibuat terbuka dan dapat diakses publik.

Ruang partisipasi masyarakat
dalam proses pembentukan undang-un-
dang (UU) tentu tersedia dalam tahapan-
tahapan yang ada. Sekedar untuk mem-
berikan gambaran singkat, terlebih dahu-
lu perlu disebutkan secara umum proses
atau tahapan pembentukan UU tersebut
sebagaimana disebutkan dalam pasal 20
UUD NRI Tahun 1945, UU No. 12
Tahun 2011, Perpres No. 68 Tahun 2005
dan Peraturan Tata Tertib DPR Periode
2009-2014. Tahapan-tahapan pembentuk-
an UU adalah sebagai berikut: 1) peren-
canaan legislasi nasional, 2) pengusulan
dan perancangan di tingkat Pemerintah,
3) pengusulan dan perancangan di tingkat

DPR, 4) pembahasan di DPR, dan 5)
pengesahan, pengundangan dan evaluasi.

Berdasarkan gambaran singkat
mengenai proses pembentukan UU di
atas, dapat dijelaskan bahwa ruang par-
tisipasi masyarakat terdapat dalam tahap-
tahap berikut: a) penyusunan program
legislasi nasional, b) penyusunan prakar-
sa rancangan undang-undang, c) proses
perancangan UU di DPR, d) proses peng-
usulan di DPR, dan e) tahap pembahasan
di DPR. Untuk lebih detilnya, akan dipa-
parkan satu-persatu berikut ini.

a. Dalam tahap penyusunan Program
Legislasi Nasional (Prolegnas)

Terdapat lima tahap penyusunan
Prolegnas, vyaitu: tahap 1, kompilasi
rencana legislasi nasional; tahap I,
Klasifikasi dan sinkronisasi; tahap I,
konsultasi dan komunikasi; tahap IV,
penyusunan naskah Prolegnas; dan tahap
V, pengesahan. Dari kelima tahap itu
hanya pada dua tahap masyarakat dapat
berpartisipasi dalam penyusunan Proleg-
nas dan Repeta, yakni pada tahap kom-
pilasi Rencana Legislasi Nasional (tahap
I) dan pada tahap konsultasi dan komu-
nikasi (tahap I1I).

Pada tahap I, masyarakat -dalam
hal ini LSM- dapat memberikan input
langsung tentang daftar rencana legislasi
yang diinginkan untuk kemudian diinven-
tarisasi. Sedangkan pada tahap Ill, ma-
syarakat -dalam hal ini wakil-wakil orga-
nisasi profesi dan wakil-wakil organisasi
kepemudaan- hadir dalam forum komuni-
kasi dalam rangka pemantapan kualitas
rencana legislasi nasional dan penyamaan
misi dan persepsi antara penyusun dan
stakeholders.

Pada tahap IV sebenarnya juga
dimungkinkan bagi masyarakat untuk
berperan serta di dalamnya, yaitu ketika
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diselenggarakan lokakarya finalisasi kon-
sep Prolegnas. Namun, tidak ada kejelas-
an apakah yang dimaksud dengan wakil-
wakil forum komunikasi yang merupakan
peserta lokakarya juga termasuk yang
berasal dari masyarakat.

Pada tahap penyusunan Prolegnas
ini, khusus di lingkungan DPR dikoordi-
nasikan oleh Badan Legislasi dengan juga
mempertimbangkan usulan dari masyara-
kat, selain dari fraksi, komisi, anggota
DPR dan DPD.

b. Dalam tahap penyusunan rancangan
undang-undang prakarsa Presiden

Dalam tahap penyusunan prakarsa
rancangan undang-undang, terlihat bahwa
terdapat dua tahap di mana masyarakat
dapat turut berperan serta dalam penyu-
sunan konsepsi prakarsa. Pertama, dalam
penyusunan naskah akademik dan kedua,
dalam forum konsultasi. Keduanya hanya
bersifat fakultatif (mubah), artinya peran
serta masyarakat tersebut tergantung mut-
lak pada kepentingan dan kebutuhan ang-
gota utama forum konsultasi, yakni pe-
merintah sendiri. Apabila pemerintah
menganggap perlu masukan dari masya-
rakat, maka pemerintah akan mengikut-
sertakan masyarakat. Namun apabila ti-
dak dianggap perlu, maka masyarakat
pun tidak akan diundang. Dengan demiki-
an, dapat dikatakan bahwa secara nor-
matif, keberadaan ruang bagi peran serta
masyarakat dalam proses penyusunan
konsepsi prakarsa ini tergantung pada
niat baik pemerintah.

Harus diakui bahwa proses penyu-
sunan prakarsa adalah proses yang ber-
sifat administratif internal pemerintahan
dalam proses pembentukan undang-
undang. Namun, mengingat dalam tahap-
an ini sudah mulai dibuat sebuah peren-
canaan kebijakan umum dan desain sub-

stansi sebuah rancangan undang-undang
dan pada tahap ini pula, mulai dibuat
naskah akademik untuk mengidentifikasi
masalah sosial yang ingin diselesaikan,
cara penyelesaiannya, ruang lingkup
undang-undang yang mampu menjadi
media bagi solusi tersebut, dampak un-
dang-undang nantinya bagi pemerintah
dan masyarakat luas (khususnya kelom-
pok rentan), dan lain sebagainya, maka
keterlibatan masyarakat di dalamnya
menjadi sangat penting.

Dalam praktek, ruang yang cukup
luas bagi peran serta masyarakat adalah
pada proses penyusunan naskah akade-
mik. Namun tidak demikian halnya dalam
penyusunan konsepsi naskah prakarsanya
itu sendiri. Walaupun konsepsi prakarsa
hanyalah ringkasan pendek dari naskah
akademik dan lebih bersifat administratif
namun masyarakat tetap perlu dilibatkan
dalam penyusunannya karena justru nas-
kah prakarsa ini yang akan diajukan ke
Presiden.

Hasil persetujuan Presiden terha-
dap prakarsa rancangan undang-undang
ini juga sangat penting untuk diketahui
masyarakat luas, agar sebelum dan ketika
proses perancangan, masyarakat yang
berkepentingan akan bisa terlibat aktif
secara optimal.

c. Dalam tahap perancangan undang-
undang di DPR

Oleh karena perancangan sebuah
undang-undang di DPR dimungkinkan
untuk dilakukan oleh pihak-pihak yang
berbeda, maka tingkat dan bentuk peran
serta masyarakatnya pun berbeda-beda,
sebagai berikut:

1) Perancangan oleh Perguruan Tinggi
melalui Badan Legislasi

Dalam tahap ini, Badan Legislasi
hanya memberikan informasi pada
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kalangan Perguruan Tinggi mengenai
materi rancangan undang-undang
yang akan dibuat kemudian Perguru-
an Tinggi yang bersangkutan akan
membuat rancangan undang-undang
berdasarkan informasi yang diterima-
nya tersebut. Hasil rancangan dari
Perguruan Tinggi ini nantinya akan
disosialisasikan kepada masyarakat,
dalam bentuk penyampaian informasi
bahwa sudah ada rancangan undang-
undang tertentu yang akan dibahas di
DPR. Tidak ada pelibatan masyarakat
secara genuine dari masyarakat. Un-
sur-unsur masyarakat yang lain, ter-
utama masyarakat yang akan terkena
dampak apabila undang-undang ini
diberlakukan nantinya, justru tidak
diikutsertakan dalam penyusunannya.

2) Perancangan oleh masyarakat melalui
Badan Legislasi

Dalam penyusunan rancangan un-
dang-undang, Badan Legislasi dapat
meminta masukan dari masyarakat
sebagai bahan bagi panitia kerja
untuk menyempurnakan konsepsi ran-
cangan undang-undang®. Tingkat
partisipasi pada bentuk ini sangat ter-
gantung pada bagaimana kalangan
civil society ini menjalankan proses
perancangan. Dari beberapa peng-
alaman yang ada, misalnya Ran-
cangan Undang-undang tentang Ke-
bebasan Memperoleh Informasi Pub-
lik, proses perancangan dilakukan
dengan melibatkan banyak stake-
holder seperti wartawan, mahasiswa,
akademisi, pemerintah, DPR, DPRD
dan lain-lain. Proses penyerapan as-
pirasi pun dilakukan dengan beberapa
metode seperti diskusi, kampanye

22 pasal 114 Peraturan Tata Tertib DPR Periode
2009-2014.

radio, penyebaran petisi dan masih
banyak lagi. Pada tingkat peran-
cangan, pola partisipasi publik seperti
ini sudah cukup memadai, walaupun
hasil akhirnya akan ditentukan juga
oleh pola pembahasan di DPR.

3) Perancangan oleh Pusat Pengkajian
dan Pelayanan Informasi (P3l) dan
Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jendral dan P31 melaku-
kan perancangan untuk membantu
Komisi/Gabungan Komisi yang akan
mengusulkan suatu Rancangan Un-
dang-undang. Pola partisipasi yang
mereka terapkan masih sangat semu,
yakni dengan hanya melibatkan bebe-
rapa saja dari kalangan akademis atau
LSM untuk memberikan masukan da-
lam proses perancangan.

d. Dalam tahap pengusulan di DPR

Dapat dikatakan bahwa tidak ada
peran serta masyarakat pada tahap ini.
DPR hanya memberikan informasi dalam
rapat paripurna bahwa ada suatu ran-
cangan undang-undang inisiatif yang ma-
suk ke pimpinan DPR.

e. Dalam tahap pembahasan di DPR

Peran serta masyarakat pada tahap
pembahasan ini adalah pada saat dilaku-
kannya Rapat Dengar Pendapat Umum
(RDPU) antara alat kelengkapan DPR
yang membahas rancanagn undang-un-
dang dengan masyarakat. Dalam praktek,
mekanisme ini memiliki banyak kele-
mahan antara lain, kelompok masyarakat
atau lembaga yang diundang dalam
RDPU tidak selalu representatif karena
DPR lah yang menentukan pihak-pihak
yang akan diundang dan didengar pen-
dapatnya. Di samping itu, tidak ada ja-
minan bahwa hasil RDPU tersebut akan
digunakan sebagai bahan pertimbangan
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oleh DPR dalam menyusun rancangan
undang-undang.

Kelemahan lainnya adalah sistem
pendokumentasian hasil rapat yang tidak
menjadi suatu keharusan dengan proses
pembahasan sehingga ketika masyarakat
ingin mengetahui proses pembahasan, do-
kumennya tidak selalu ada.

f. Hak untuk mengajukan keberatan ba-
gi masyarakat

Hak untuk mengajukan keberatan
bagi masyarakat atas kerugian yang di-
timbulkan oleh suatu UU telah dimuat
dalam Pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2)
UUD NRI Tahun 1945 dan dalam
Undang-undang tentang Mahkamah Kon-
stitusi.

Pada intinya, apabila masyarakat
merasa keberatan atas substansi atau pro-
sedur pembuatan suatu undang-undang
dan menganggap bahwa hal itu ber-
tentangan dengan Undang-undang Dasar,
maka masyarakat dapat mengajukan per-
mohonan kepada Mahkamah Konstitusi
untuk melakukan judicial review atas Un-
dang-undang tersebut terhadap Undang-
undang Dasar. Permohonan ini tidak ha-
nya dapat diajukan oleh masyarakat, na-
mun juga oleh lembaga negara yang ber-
kepentingan dan DPR.

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam
Proses Pembentukan Undang-Undang

Berdasarkan pasal 96 UU No. 12
Tahun 2011, partisipasi atau keikutserta-
an masyarakat dalam proses pembentuk-
an undang-undang berbentuk pemberian
masukan, baik secara lisan maupun tulis-
an yang disalurkan melalui: a) rapat de-
ngar pendapat umum (RDPU); b) kun-
jungan Kkerja; c) sosialisasi; dan/atau d)
seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
Dari saluran yang ada, bentuk partisipasi

masyarakat dalam proses pembentukan
undang-undang bisa beragam sesuai de-
ngan tingkat potensi dan kemampuan
yang dimilikinya.

Secara umum, bentuk partisipasi
masyarakat dapat dilakukan pada 3 tahap
pembentukan undang-undang, yaitu pada
tahap ante legislative, tahap legislative,
dan tahap post legislative. Pada tahap
ante legislative terdapat empat bentuk
partisipasi masyarakat yang dapat dilaku-
kan, yaitu: 1) penelitian; 2) diskusi, loka-
karya dan seminar; 3) pengajuan usul ini-
siatif; dan 4) perancangan RUU. Kemu-
dian, pada tahap legislative terdapat enam
bentuk partisipasi masyarakat yang dapat
dilakukan dalam proses pembentukan un-
dang-undang, yaitu: 1) audiensi atau RD-
PU di DPR; 2) RUU alternatif; 3) ma-
sukan melalui media cetak; 4) masukan
melalui media elektronik; 5) unjuk rasa;
dan 6) diskusi, lokakrya dan seminar.
Sedangkan pada tahap post legislative
terdapat tiga bentuk partisipasi masyara-
kat, berupa: 1) unjuk rasa terhadap RUU
baru; 2) tuntutan judicial review terhadap
UU baru; dan 3) sosialisasi UU baru me-
lalui penyuluhan, diskusi, lokakarya dan
seminar®,

Dalam kaitan ini, hasil penelitian
yang dilakukan oleh Saifudin tentang
partisipasi masyarakat dalam proses pem-
bentukan UU No. 12 Tahun 2003 tentang
Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
menarik untuk diperhatikan. Dari 123
partisipasi yang dilakukan oleh masyara-
kat secara umum, partisipasi masyarakat
dapat dikelompokkan dalam 3 bentuk,
berupa: penyampaian RUU alternatif se-
banyak 2 kali partisipasi; tanggapan ter-
tulis berupa opini, kritik maupun masuk-

23 Gaifudin, op.cit.,hal. 306-316.
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an terhadap RUU sebanyak 115 kali; dan
penyampaian aspirasi atau permasalahan
berkaitan dengan RUU sebanyak 6 Kali.
Selain itu, ada bentuk lain dari partisipasi
masyarakat yang berlangsung dalam pro-
ses pembahasan RUU. Misalnya, ada ju-
ga yang berbentuk usulan dibuatnya UU,
penolakan atau dukungan terhadap RUU,
dan poster-poster dalam unjuk rasa, baik
dukungan maupun penolakan terhadap
RUU%,

Dengan jumlah 115 kali untuk
bentuk partisipasi yang berupa “tanggap-
an tertulis berupa opini, kritik maupun
masukan terhadap RUU” dari total 123
kali partisipasi, maka hal ini memberikan
gambaran bahwa masyarakat lebih memi-
lih berpartisipasi melalui media cetak
daripada berpartisipasi secara langsung
datang ke DPR dengan mengikuti RDPU.
Meskipun demikian, dari 3 bentuk partisi-
pasi masyarakat dalam pembahasan RUU
Pemilu terdapat 11 kali partisipasi dalam
bentuk masyarakat datang langsung ke
DPR untuk menyampaikan aspirasi mere-
ka. Forum yang digunakan untuk me-
nyampaikan aspirasi mereka paling ba-
nyak adalah forum Pimpinan DPR de-
ngan tanpa didampingi Komisi atau Pani-
tia Kerja dan forum Rapat Paripurna yang
masing-masing sebanyak 3 kali, disusul
forum Fraksi dan Anggota DPR secara
perorangan yang masing-masing berjum-
lah 2 kali, dan diikuti forum Komisi atau
Panitia Khusus sejumlah 1 kali. Sedang-
kan forum Panitia Kerja sama sekali tidak
digunakan oleh masyarakat?®.

Dari 123 kali partisipasi tersebut,
ditemukan adanya berbagai elemen ma-
syarakat baik secara individual maupun
kelompok yang menyampaikan aspirasi-

24 1bid., hal. 239.
% 1bid., hal. 258.

nya guna mempengaruhi proses pengam-
bilan kebijakan publik di parlemen. Se-
dikitnya terdapat 7 elemen masyarakat
yang sekaligus menjadi pelaku partisipasi
masyarakat di dalam proses pembahasan
RUU Pemilu. Paling banyak diduduki
oleh kalangan pers sebanyak 67 kali, di-
susul pengamat dan pakar sebanyak 40
kali, kemudian LSM sejumlah 8 kali, di-
ikuti kalangan perguruan tinggi sebanyak
3 kali, organisasi politik dan perorangan
atau tokoh masyarakat masing-masing
sebanyak 2 kali, dan sekali dari kelompok
profesional?.

Secara prosedural, terbukanya fo-
rum Rapat Paripurna DPR bagi pelaku
partisipasi masyarakat dalam proses pem-
bahasan RUU Pemilu memberikan nilai
lebih terhadap tingkat partisipasi itu sen-
diri, karena di dalam forum Rapat Pari-
purna yang biasanya ada pengambilan
keputusan atas materi RUU yang dibahas,
masyarakat bisa terlibat secara langsung.
Namun demikian, secara substansial, pe-
nyaluran aspirasi yang diusung oleh ma-
syarakat pada akhirnya sangat bergantung
pada spirit of publicness anggota DPR
dan Pemerintah sebagai pihak yang ber-
wenang atas pengesahan RUU untuk
mencantumkan materi-materi tuntutan
menjadi norma suatu UU.

Pada kenyataannya, materi atau
persoalan yang diperjuangkan melalui
partisipasi masyarakat dalam pembahasan
RUU Pemilu di atas juga banyak diserap
oleh DPR meskipun tidak seluruhnya.
Misalnya, terdapat persoalan pemisahan
atau penggabungan Pemilu legislatif dan
pemilihan Presiden, masalah sistem Pe-
milu, peserta Pemilu, penaggung jawab
dan penyelenggara Pemilu, pelaksanaan

% 1bid., hal. 220.
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Pemilu, pengawasan Pemilu, keterwakil-
an perempuan dalam parlemen, persoalan
TNI/Polri dalam Pemilu, kampanye peja-
bat publik, daerah pemilihan antara jum-
lah penduduk dan wilayah administratif,
persoalan Golput dalam Pemilu?’. Selu-
ruh persoalan tersebut terakomodasi men-
jadi materi UU Pemilu, kecuali persoalan
Golput dalam Pemilu.

Contoh lain yang cukup me-
ngesankan adalah proses pembentukan
UU No. 11 Tahun 2006 tentang Peme-
rintahan Aceh. Banyak kalangan menilai
bahwa penyiapan dan pembahasan RUU
Pemerintahan Aceh ini dinilai paling ma-
sif sejak era reformasi. Menurut Saldi
Isra, partisipasi masyarakat tidak hanya
terjadi di sekitar gedung DPR, tetapi juga
di Aceh. Luasnya perhatian dari masya-
rakat Aceh dinilai belum pernah terjadi
sepanjang sejarah terhadap proses pem-
bentukan undang-undang yang lain. Pada
saat RUU diajukan ke DPR, terdapat tiga
draf atau sumber yang mengajukan RUU,
yaitu dari pihak pemerintah, pihak DPR,
dan masyarakat. Selain itu, selama penyi-
apan dan pembahasan, Jaringan Demok-
rasi Aceh (JDA) melakukan upaya yang
cukup masif untuk menggalang partisipa-
si masyarakat dengan membuat sekretari-
at jaringan di Aceh dan Jakarta. Bahkan
selama proses ini, JDA membentuk tiga
bidang utama pengawalan, yaitu 1) sub-
stansi dari RUUPA, 2) kampanye, dan 3)
lobbying. Lebih dari itu, sepanjang pem-
bahasan RUUPA, JDA menggunakan
pendekatan critical engagement dan te-
kanan arus bawah?,

27 |bid., hal. 244-245.

28 galdi Isra, 2010, Pergeseran Fungsi Legislasi:
Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam
Sistem Presidensial Indonesia, Jakarta: Rajawali
Pers, hal. 291.

Tidak sedikit pula undang-undang
yang proses pembentukannya dinilai ti-
dak partisipatif, misalnya UU No. 34
Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia. Koalisi untuk Kebijakan Parti-
sipatif melihat bahwa proses pemben-
tukan undang-undang tersebut sejak dari
perencanaan, perancangan dan pengusul-
an belum memenuhi empat kriteria ke-
bijakan partisipatif berikut ini?°:

1. Transparansi
Dinilai bahwa proses perancangan
Rancangan Undang-undang Tentara
Nasional Indonesia (RUU TNI) dila-
kukan secara diam-diam dan tidak
transparan terhadap masyarakat, se-
hingga menimbulkan polemik di ma-
syarakat saat RUU tersebut dibahas di
DPR. Akibatnya, masyarakat tidak
mempunyai informasi yang mencuku-
pi maupun memberikan masukan ter-
hadap RUU tersebut.

2. Akuntabilitas
Koalisi untuk Kebijakan Partisipatif
melihat bahwa terbatasnya ruang bagi
masyarakat untuk mengetahui tahap-
an dan besarnya anggaran dana yang
dibutuhkan dalam pembuatan RUU
TNI membuat akuntabilitasnya dira-
gukan. Hal ini diperkuat oleh fakta
bahwa RUU ini tidak dibuat dan
diajukan oleh Kementerian Pertahan-
an sebagai lembaga yang berwenang
atas nama pemerintah.

3. Kontrol
Dalam pandangan mereka, masyara-
kat tidak diberikan ruang untuk mela-
kukan kontrol terhadap proses peran-
cangan dan pengajuan RUU TNI.

2 Koalisi untuk Kebijakan Partisipatif, “Siaran
Pers 01-PR/KKP/VIII/2004: RUU TNI Tidak
Partisipatif”, dalam www.parlemen.net, diakses
tanggal 27 Maret 2012.
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Dibuktikan dengan adanya dua versi
RUU TNI yang dikeluarkan oleh dua
instansi yang berbeda, yaitu Kemen-
terian Pertahanan dan Menteri Koor-
dinator Politik, Hukum dan HAM
(hasil kerja interdep Menkopolhukam,
Mendagri, Mabes TNI, Kemenkum
HAM).

4. Publikasi
Mereka juga menilai bahwa publikasi
dan sosialisasi mengenai RUU TNI
sangat rendah. Hal ini mengakibatkan
kurangnya informasi yang mencukupi
bagi publik, khususnya mengenai
substansi RUU. Publikasi tersebut ter-
masuk siapa institusi pengusul, tim
perancang, dan tim pembahas, serta
jadwal pembahasannya.

Di samping itu, Koalisi untuk Ke-
bijakan Partisipatif memandang empat
prinsip partisipatif juga belum terpenuhi
dalam semua tahapan perancangan RUU
TNI sebagaimana tergambar berikut ini%C:
1. Pada tahap pengusulan dan perenca-

naan, tidak diberikan ruang bagi ma-
syarakat untuk bersama-sama meng-
inisiasi RUU TNI, termasuk dalam
hal pemetaan masalah, tujuan, visi
dan misi, jadual dan target. RUU ini
juga tidak didahului dengan kajian
dan survei untuk mengetahui dampak-
nya terhadap masyarakat jika RUU
ini disahkan.

2. Pada tahap perancangan, tidak dilibat-
kannya publik dalam perancangan
RUU. Apalagi publikasi mengenai si-
apa saja yang terlibat dalam tim pe-
rancang sangatlah kurang. Adanya
dua naskah RUU semakin memperje-
las dilemahkannya kontrol masyara-
kat dalam proses perancangan.

%0 1bid.

3. Pada tahap pembahasan, RUU TNI
terkesan sebagai UU ‘titipan’ asal
jadi. Hal ini dibuktikan oleh singkat-
nya waktu pembahasan (tidak sampai
30 hari). Hal ini akan mengurangi
kesempatan publik untuk berpartisi-
pasi memberikan masukan dan meng-
kaji lebih mendalam. Padahal RUU
tersebut akan berdampak sangat luas
bagi penghidupan rakyat dan akan
diterapkan dalam waktu panjang.

Pentingnya partisipasi masyarakat
dalam proses pembentukan UU ternyata
hingga saat ini belum ditopang oleh peng-
aturan yang sedemikian penting pula, se-
hingga partisipasi masyarakat dapat ter-
wujud secara penuh dan bermakna (full
and meaningful participation). Dalam
pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 serta
Peraturan Tata Tertib DPR, partisipasi
masyarakat hanya berupa masukan secara
lisan maupun tertulis yang diberikan
kepada DPR. Konsekuensinya, apakah
masukan itu disalurkan atau tidak, sangat-
lah bergantung pada kehendak baik para
anggota DPR. Tidak ada keharusan bagi
anggota DPR untuk menyalurkan masuk-
an yang disampaikan oleh masyarakat.
Demikian pula, tidak ditegaskan bahwa
saluran partisipasi masyarakat bisa mela-
lui rapat paripurna sebagai forum peng-
ambilan keputusan.

Partisipasi masyarakat hanya di-
perkenankan pada tahap penyiapan dan
pembahasan RUU. Meskipun ada juga
partisipasi masyarakat yang tersalurkan
melalui forum rapat paripurna, seperti 3
kali partisipasi dalam proses pembentuk-
an UU Pemilu, itu pun dilakukan sebelum
UU Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan lahir. Padahal, meminjam isti-
lah Fadillah Putra, di sini perlu ditekan-
kan bahwa yang dimaksud dengan parti-
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sipasi masyarakat adalah keterlibatan ma-
syarakat dalam forum pengambilan kepu-
tusan, bukan sebatas dengar pendapat
atau konsultasi semata. Hal ini selaras
dengan apa yang dimaksud Charles Lind-
bloom sebagai Partisan Mutual Adjust-
ment (PMA), yaitu penyesuaian pandang-
an kebijakan dengan realitas yang telah
berjalan, serta pada proses negosiasi an-
tarkepentingan dari para stakeholder ke-
bijakan; atau dalam tataran yang lebih
praktis adalah apa yang disebut Bloom-
quist sebagai advocacy coalition frame-
work (ACF)3L.

Rendah-tingginya tingkat partisi-
pasi masyarakat dalam proses pemben-
tukan UU akan sangat ditentukan oleh
partisipasi masyarakat dari tahap peren-
canaan hingga tahap pengambilan kepu-
tusan. Tahap yang paling menentukan ter-
letak pada tahap pengambilan keputusan.
Sebab, pada tahap inilah materi muatan
dari suatu UU didiskusikan apakah ada
yang dirubah atau tidak untuk kemudian
disahkan.

Forum Rapat Paripurna sebagai
forum pengambilan keputusan menjadi
ruang penentu, karena dalam forum ini
semua pihak yang memiliki kepentingan
atas UU yang hendak disahkan dapat
mengungkapkan semua kepentingannya
dalam proses yang negosiatif. Para pelaku
partisipasi masyarakat dipersilahkan se-
cara terbuka untuk mengemukakan pen-
dapatnya sampai pada akhirnya, keputus-
an diambil atas dasar proses negosiasi
terbuka tersebut. Masing-masing pelaku
partisipasi dapat melihat bagaimana pro-
ses argumentasi mereka masuk dalam

31 Fadillah Putra, 2004, Partai Politik dan
Kebijakan Publik: Analisis terhadap Kongruensi
Janji Politik Partai dengan Realisasi Produk
Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 261.

konstruksi keputusan yang diambil. De-
ngan cara seperti ini, partisipasi masyara-
kat berlangsung utuh sejak awal sampai
akhir dari proses pembentukan suatu UU.

Pada tahap pengambilan keputus-
an, pada akhirnya para pihak yang ber-
wenanglah yang menjadi penentu. Meski-
pun demikian, jika semangat kepublikan
(spirit of publicness) dari para anggota
DPR sungguh-sungguh tertanam untuk
menyerap aspirasi masyarakat dan menu-
angkannya ke dalam tiap denyut UU, ma-
ka tidak sulit untuk menjalankan langkah-
langkah berikut ini.

Pertama, dalam hal pembahasan
RUU oleh DPR dan Presiden untuk men-
dapatkan persetujuan bersama, spirit of
publicness dari DPR terlihat apakah pada
proses persetujuannya itu ia mau untuk
mengundang para pelaku partisipasi ma-
syarakat atau stakeholder yang bersang-
kutan dari awal sampai akhir, untuk ber-
sama-sama menyetujui RUU yang ada
itu.

Kedua, dalam penyusunan RAPB-
N, selain mengandung jenis-jenis proyek
dan program beserta alokasi anggaran-
nya, perlu ditambah juga analisis stake-
holder dari masing-masing proyek dan
program tersebut. Dengan demikian, dari
setiap program dan proyek yang hendak
dilaksanakan itu sudah jelas siapa stake-
holder yang akan dilibatkan dalam pelak-
sanaannya nanti.

Ketiga, untuk memperoleh stake-
holder yang berkepentingan yang sebe-
narnya, DPR harus melakukan dua hal,
yaitu: pertama, melakukan inventarisasi
siapa-siapa saja pihak berkepentingan dan
relevan atas UU yang hendak dibuat, lalu
mereka diundang. Kedua, membuka seca-
ra luas bagi siapa saja yang ingin terlibat
dalam proses pembentukan UU itu, lalu

200



Kamarudin, Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang

DPR melakukan seleksi apakah mereka-
mereka yang datang itu relevan atau tidak
dengan konteks pembicaraan materi UU.

Keempat, DPR memfasilitasi para
stakeholder untuk melakukan apa yang
disebut sebagai argumentative turn, atau
proses tukar-menukar argumentasi dan
perjuangan kepentingan masing-masing
pihak atas UU yang hendak disetujui.
Oleh sebab itu, tugas paling berat anggota
DPR sehari-hari adalah menjadi fasilita-
tor dan moderator yang baik. Sedangkan
materi aspirasi dan argumentasi itu lang-
sung berangkat dari sumber aslinya, yaitu
para stakeholder itu sendiri.

Kelima, atas kapasitasnya sebagai
mediator dalam proses argumentative
turn itu, maka DPR harus dapat meng-
arahkan pembicaraan yang menuju pada
penajaman pada keputusan tersebut.
Akhir dari proses ini adalah tercapainya
kesepakatan bersama antara masing-
masing stakeholder atas sebuah bentuk
keputusan tertentu dan disahkan di depan
forum stakeholder ini. Hasilnya dapat
berupa persetujuan atas RUU, penolakan,
maupun alternatif yang bersifat meleng-
kapi rancangan yang ada.

Keenam, pada tahap implementasi
UU, peran serta masyarakat akan menjadi
lebih penting. Sebab, apabila pada tahan
ini ternyata masyarakat ditinggalkan, ma-
ka demokratisnya proses formulasi tidak
akan berarti. Masyarakat sebagai benefi-
caries harus juga terlibat, terlebih untuk
mewujudkan good governance sebagai
identitas penyelenggaraan pemerintahan
sehari-hari.

Ketujuh, pada tahap evaluasi sua-
tu UU, partisipasi masyarakat dapat di-
jangkau melalui  pendekatan Berry
Lekanne dit Depres yang dikutip oleh
Fadillah Putra tentang evaluation as con-

tested knowledge. Artinya, evaluasi UU
harus memperhatikan dengan seksama
opini dan hasil-hasil evaluasi terhadap
setiap proyek dari semua kalangan, mulai
dari masyarakat paling bawah yang ter-
kena langsung dampak UU ini sampai
pada hasil-hasil evaluasi yang sangat for-
mal yang dihasilkan oleh instansi-instansi
terkait®?. Kemudian dilakukan pengkajian
yang mendalam dan dilakukan perban-
dingan normatif agar obyektifitas evalua-
si UU dapat terjaga dengan baik.

Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas dapat
ditarik kesimpulan bahwa dalam proses
pembentukan UU, ruang partisipasi ma-
syarakat tersedia di sejumlah tahapan,
meliputi: pertama, pada tahap penyusun-
an program legislasi nasional, yakni pada
tahap kompilasi Rencana Legislasi Nasio-
nal (tahap I) dan pada tahap konsultasi
dan komunikasi (tahap IIlI) dari lima ta-
hap penyusunan yang ada; kedua, dalam
tahap penyusunan prakarsa rancangan
undang-undang, yaitu pada penyusunan
naskah akademik dan forum konsultasi;
ketiga, dalam tahap proses perancangan
undang-undang di DPR, yaitu perancang-
an oleh Perguruan Tinggi melalui Badan
Legislasi, perancangan oleh masyarakat
melalui Badan Legislasi, dan perancang-
an oleh Pusat Pengkajian dan Pelayanan
Informasi (P31) dan Sekretaris Jenderal,
keempat, dalam tahap pembahasan di
DPR, vyaitu pada saat dilakukakannya
Rapat Dengar Pendapat Umum antara
alat kelengkapan DPR yang membahas
Rancanagn Undang-undang dengan ma-
syarakat; dan kelima, di tataran evaluasi,
yakni pengajuan judicial review atas UU
yang merugikan kepada MK.

32 1bid, hal. 265.
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Berdasarkan tersedianya ruang
bagi partisipasi masyarakat dalam tahap-
an pembentukan UU seperti dijelaskan di
atas, tingkat partisipasi masyarakat de-
ngan demikian masih tergolong terbatas
dan belum mencapai tingkat full and
meaningful participation. Sebab, secara
prosedural, partisipasi masyarakat yang
ada masih sebatas dengar pendapat atau
konsultasi, belum mencapai partisipasi
yang sesungguhnya, yakni Kketerlibatan
masyarakat dalam forum pengambilan
keputusan. Selain itu, secara substansial,
tingkat partisipasi masyarakat juga sangat
ditentukan oleh semangat kepublikan
(spirit of publicness) dari para anggota
DPR untuk menyerap aspirasi masyarakat
dan menuangkannya ke dalam norma
Uu.

Berangkat dari kesimpulan di
atas, maka ke depan penting untuk dipas-
tikan pengaturannya di dalam peraturan
tentang pembentukan peraturan per-
undang-undangan bahwa partisipasi ma-
syarakat disalurkan tidak hanya melalui
rapat dengar pendapat umum, konsultasi
dan sebagainya. Perlu ditegaskan bahwa
masyarakat juga dilibatkan dalam rapat-
rapat penting pembentukan UU, seperti
dalam rapat kerja, rapat panitia kerja,
rapat tim perumus, dan terutama dalam
rapat paripurna sebagai forum pengambil-
an keputusan. Di samping itu, anggota
DPR dituntut benar-benar memiliki spirit
of publicness untuk menyalurkan aspirasi
rakyat ke dalam setiap norma yang ter-
muat dalam UU, dan rakyat harus pintar
dan selektif dalam memilih anggota DPR
yang benar-benar memiliki spirit of pub-
licness tersebut.
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Abstract: Lien contract undertaken by the community in the District Mempura Siak is
pledge of land/fields. However, whether the lien contract is in reality a pledge as described
in Islamic law. The researched issues are focused on the level of understanding of the
community in the District Mempura Siak about the sharia lien contract; the practice of
pledge land/fields that has been done by the community in the District Mempura Siak; and
the practice of buying gold then pawned again when the gold price higher. Results of
research show that 1) the level of understanding of the community in the District Mempura
Siak about sharia pawning is very well with indications that most of the community
involved in the activity of sharia pawn can understand as an alternative financing based on
Islamic law; 2) lien contract practice that has been done by the community in the District
Mempura Siak is not the Sharia lien contract based Islamic law. Practice is more
accurately described as muzara'ah, which is a form of cooperation between landowners
and land managers with profits shared according to the agreement. 3) The practice of
buying gold then pawned again at the time of high gold prices does not constitute as a lien
contract practice based on Islamic law, but more as buying and selling gold. This practice
has been in the category of speculation on the price of gold, as gold prices are subject to
change-change according to market gold in the international market.

Keywords: lien contract and Islamic Law

Abstrak: Praktik akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Mempura
Kabupaten Siak adalah gadai lahan/sawah. Mereka menyebut sebagai gadai, namun
demikian betulkah yang mereka praktikkan itu marupakan gadai sebagaimana yang
dijelaskan dalam hukum Islam. Permasalahan yang dikaji difokuskan mengenai tingkat
pemahaman masyarakat di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak tentang gadai syariah;
praktik akad gadai lahan/sawah yang telah dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan
Mempura Kabupaten Siak; dan praktik membeli emas kemudian digadaikan lagi pada saat
harga emas tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) tingkat pemahaman masya-
rakat di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak tentang gadai syariah sangat baik dengan
indikasi bahwa sebagian besar masyarakat yang ikut terlibat dalam kegitan itu dapat
memahami gadai syariah sebagai alternatif pembiayaan berdasarkan hukum Islam; 2)
Praktik akad gadai yang telah dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Mempura
Kabupaten Siak ternyata bukan gadai syariah berdasarkan hukum Islam. Praktik itu lebih
tepat disebut sebagai muzara’ah, yakni bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan
pengelola lahan dengan keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan. 3) Praktik
membeli emas kemudian digadaikan lagi pada saat harga emas tinggi sudah bukan sebagai
praktik gadai berdasarkan hukum Islam, tetapi lebih mirip dengan jual beli emas. Praktik
seperti ini sudah dalam kategori spekulasi terhadap harga emas, karena harga emas dapat
berubah-rubah sesuai pasaran emas di pasaran internasional.

Kata kunci: Akad gadai dan Hukum Islam
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Pendahuluan

Dalam studi hukum Islam kon-
temporer di Indonesia, Fatwa Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indo-
nesia (DSN MUI) Nomor 25/DSNMUI/
111/2002 tentang Rahn menjadi acuan uta-
ma dalam analisis implemetasi akad ga-
dai emas yang dilakukan lembaga ke-
uangan syariah. Fatwa itu sebagai dasar
hukum adanya pola pembiayaan berbasis
syariah yang dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat. Fatwa DSN MUI 26/DSN-
MUI/111/2002 tentang Rahn Emas lebih
khusus memberikan acuan hukum dalam
gadai emas berdasarkan hukum Islam.?

Kedua Fatwa dituangkan pada be-
berapa pasal dan ayat di dalam Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pasal-
pasal tentang Rahn terdiri atas 40 (empat
puluh) pasal.? Rahn yang dituangkan da-
lam KHES ini telah menjadi hukum posi-
tif di Indonesia.

Fatwa DSN dan KHES seharus-
nya menjadi dasar hukum yang kuat bagi
masyarakat dalam mencari alternatif
pembiayaan. Tetapi fakta menunjukkan
bahwa pola pembiayaan Rahn belum be-
gitu popular bila dibandingkan dengan
pola gadai konvensional. Masyarakat ba-
nyak yang belum memahami pembiayan
rahn ini dan lebih memilih pembiayaan
gadai konvensional.® Tingkat pemahaman
masyarakat itu dapat dilihat pada masya-
rakat di kawasan ekowisata di Kecamatan
Sungai Mempura Kabupaten Siak. Ke-
lompok masyarakat di Kecamatan ini
menghadapi persoalan modal. Sebagian

! Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia No: 25/DSNMUI/IN/2002 tentang
Rahn dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia No: 26/DSNMUI/II1/2002
tentang Rahn Emas.

2 Lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(KHES) Bab Il tentang Akad, hal. 87-94.

3 Jawa Pos, 25 Juli 2015.

modal perbankan diperoleh dengan pem-
biayaan konvensional yang harus dikem-
balikan dengan sistem bunga.*

Pada umumnya masyarakat di
Kecamatan Menpura berprofesi sebagai
pedagang dan masyarakat umum yang
akan memulai usaha dalam pengembang-
an ekonomi kreatif itu. Bagi kelompok
masyarakat itu sangat penting untuk men-
dapat pemahaman yang benar tentang
skim pembiayaan berbasis syariah itu.®
Terkait dengan gadai syariah, pada
umumnya mereka belum memahami de-
ngan baik. Yang sulit bagi kelompok
masyarakat biasanya terkait dengan klau-
sul akad yang berujung pada tanda tangan
persetujuan nasabah dengan bank. Di sisi
ini sebetulnya nasabah memiliki permasa-
lahan terkait dengan akad perjanjian.®

Selama ini mereka memulai usaha
dengan modal sendiri atau swadaya. Me-
reka menyadari bahwa perkembangan ka-
wasan Mepura ke depan semakin maju
dan memiliki pengaruh dalam perkem-
bangan ekonomi msyarakat.” Sebetulnya
Pemerintah Kecamatan Mempura juga te-
lah mendorong kelompok perbankan un-
tuk memberikan modal usaha bagi ma-
syarakat yang membuka usaha itu.

Berdasarkan pengakuan masyara-
kat di Kecamatan Mempura, mereka
menghadapi 3 (tiga) permasalahan dalam

4 Hasil wawancara dengan Efi Kelana, Tokoh
Masyarakat Kecamatan Mempura dari Kampung
Batang Hulu pada 4 Maret 2015 di Aula di Kantor
Camat Mempura Kabupaten Siak.

5 Hasil wawancara dengan Hendy Derhavin
Camat Mempura pada 4 Maret 2015 di Kantor
Camat Mempura Kabupaten Siak.

® Hasil wawancara dengan Munif Ilyasin, Tokoh
Masyarakat Kecamatan Mempura pada 4 Maret
2015 di Aula di Kantor Camat Mempura
Kabupaten Siak.

7 Hasil wawancara dengan Hendy Derhavin
Camat Mempura pada 4 Maret 2015 di Kantor
Camat Mempura Kabupaten Siak.
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memulai usaha atau bagi masyarakat
yang akan melanjutkan usaha. Pertama,
kendala modal terutama bagi masyarakat
yang akan menambah modal usaha dalam
indsutri kreatif. Kedua, kendala pema-
saran. Saat ini pencanangan Kecamatan
Mempura sebagai kawasan ekowisata be-
lum terkelola secara maksimal, sehingga
wisatawan yang datang belum sesuai de-
ngan harapan. Ketiga, masih banyak ma-
syarakat yang belum memahami tentang
perlindungan hukum bagi masyarakat
yang meminjam modal kepada lembaga
pembiayaan, terlebih lagi pola pembiaya-
an berbasis syariah.®

Di sisi lain, seringkali terjadi
praktik yang salah telah lama dijalankan
oleh masyarakat setempat. Mereka me-
nyebut sebagai gadai, meskipun sebetul-
nya yang mereka praktikkan itu bukan
gadai sebagaimana yang dijelaskan dalam
hukum Islam. Misalnya praktik mengga-
daikan sawah atau sertifikat sawah, na-
mun pemilik masih menggarap tanah itu
atau penerima gadai menggarap tanah itu
dengan hasil yang lebih besar dari hasil
gadai.

Tulisan ini menganalisis permasa-
lahan yang dihadapai masyarakat Keca-
matan Mempura, terutama permasalahan
pembiayaan berbasisi syariah itu. Anali-
sis ini difokuskan pada 1) bagaimana
tingkat pemahaman masyarakat di Keca-
matan Mempura Kabupaten Siak tentang
gadai syariah; 2) bagaimana praktik akad
gadai lahan/sawah yang telah dilakukan
oleh masyarakat di Kecamatan Mempura
Kabupaten Siak; dan 3) bagaimana prak-
tik membeli emas kemudian digadaikan
lagi pada saat harga emas tinggi.

8 Hasil wawancara dengan Munif Ilyasin, Tokoh
Masyarakat Kecamatan Mempura pada 4 Maret
2015 di Aula di Kantor Camat Mempura
Kabupaten Siak.

Salah satu cara untuk menyelesai-
kan permasalahan di atas adalah melaku-
kan penyuluhan hukum. Masyarakat di-
berikan pemahaman tentang gadai dalam
hukum Islam.

Tujuan kegiatan di Kecamatan
Mempura adalah 1) meningkatkan pema-
haman masyarakat tentang gadai syariah
sebagai alternatif pembiayaan syariah di
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, 2)
menyediakan bahan acuan bagi masyara-
kat yang akan mengajukan skema gadai
syariah sebagai alternatif pembiayaan
syariah di Kecamatan Mempura Kabupa-
ten Siak, dan 3) membangun interaksi po-
sitif antara nasabah dengan bank syariah
dalam meningkatkan transaksi pembiaya-
an.

Kegiatan ini berdasarkan studi-
studi terdahulu atas analisis gadai baik
dalam perspektif gadai konvensional di
perbankan modern non syariah atau per-
bankan modern syariah. Dalam review
yang penulis lakukan, setidaknya peneli-
tian sebelumnya lebih banyak menganali-
sis sistem operasional, kepuasan pelang-
gan dalam bisnis gadai dan prospek bis-
nis gadai konvensional.

Pertama, studi yang dilakukan da-
lam lingkup yang luas dengan judul pene-
litian Strategi Peningkatan Bisnis Gadai
di Indonesia (2008). Kesimpulan peneliti-
an ini mengindikasikan 3 (tiga) hal, yaitu
(1) Perspektif Keuangan (Finansial), per-
usahaan harus dapat mengelola keuangan
dengan baik sehingga tercapai kinerja ke-
uangan yang baik dan dipercaya oleh para
shareholder; (2) Perspektif Pelayanan Pe-
langgan (Service), perusahaan dituntut
untuk mampu mengembangkan hubungan
baik dengan pelanggan sehingga visi dan
misi perusahaan dapat dicapai. Tuntutan-
nya adalah meningkatnya kualitas pela-
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yanan; (3) Perspektif Proses Bisnis In-
ternal (Internal Business Process), per-
usahaan memiliki kemampuan dalam
memperbaiki bisnis sehingga kinerja per-
usahaan meningkat.

Kedua, studi tentang prospek Rahn
emas di Perbankan Syariah: Studi Kasus
pada Bank Syariah Mandiri. Kesimpulan
penelitian ini menunjukkan optimism bis-
nis gadai emas, terutama di Bank Syariah
Mandiri. Dalam analisis SWAT, ada 2
(dua) kesimpulan yaitu (1) prospek gadai
emas di Bank Syariah Mandiri sangat
cerah karena proses cepat dan nilai tak-
siran mencapai 90 % untuk logam mulia
dan dinar bersertifikat, dan (2) ancaman
bisnis gadai emas Bank Syariah Mandiri
berasal dari Bank lain maupun lembaga
pegadaian sendiri karena Bank Syariah
Mandiri kurang gencar dalam mempro-
mosikan bisnis gadai syariah ini.’

Ketiga, studi yang dilakukan Dodi
Prasetyo dengan judul Praktik Gadai
Emas di Bank BNI Syariah cabang Sura-
baya. Kesimpulan penelitian menunjuk-
kan bahwa (1) rahin tidak mampu mem-
bayar hutangnya pada saat jatuh tempo
dan masa tenggang, murtahin berhak un-
tuk menjual marhun baik di hadapan
umum maupun di bawah tangan dengan
harga yang pantas menurut murtahin. Ji-
ka hasil dari penjualan marhun terdapat
kekurangan dalam pelunasan hutang, ma-
ka rahin wajib melunasi sisa hutang ke-
pada murtahin sejumlah sisa kekurangan-
nya; dan (2) terkait dengan risiko atas
marhun. Jika marhun hilang bukan kare-
na force majeure (keadaan memaksa)
dengan ketentuan bahwa keadaan me-
maksa adalah tidak terbatas pada bencana

® Ami Apriani, 2010, Prospek Rahn Emas di
Perbankan Syariah: Studi Kasus pada Bank
Syariah Mandiri, Jakarta: UIN Jakarta, hal. 85-
86.

alam, perang, pemogokan, sabotase, dan
huru-hara maka rahin akan mendapat
penggantian maksimal sebesar taksiran
nilai marhun.°

Keempat, Pelaksanaan Gadai de-
ngan sistem Syariah di Perum Pegadaian
Semarang. Lelang sebagai upaya ekseku-
si terhadap barang jaminan, juga dilaku-
kan di Pegadaian Syariah. Lelang meru-
pakan upaya terakhir yang dilakukan oleh
Kantor Cabang Pegadaian Syariah apabi-
la ada nasabahnya yang wanprestasi.
Lelang dilaksanakan apabila sampai batas
waktu yang telah ditetapkan penerima
gadai (rahin) masih tidak dapat melunasi
uang pinjamannya (marhun bih) dilaku-
kan proses pelelangan barang gadai atau
jaminan (marhun). Lelang dilakukan se-
tiap bulan. Proses dan tata cara lelang di
Pegadaian Syariah pada dasarnya sama
seperti lelang umum, penawar yang mem-
beli dengan harga tertinggi berhak untuk
membeli. Akan tetapi dalam lelang yang
dilakukan oleh Pegadaian Syariah Sema-
rang khususnya, dilakukan dengan cara
penawaran amplop tertutup.!!

Kelima, Studi di pegadaian yang
dilakukan oleh Masnuatul Khairiyah di
UIN Malang pada 2010. Studinya berke-
simpulan bahwa (1) persepsi tingkat kua-
litas layanan, pada nasabah pegadaian
syariah terhadap loyalitas konsumen de-
ngan nilai variabel persepsi kualitas pela-
yanan (X) berpengaruh signifikan terha-
dap variabel loyalitas nasabah (Y); dan
(2) loyalitas nasabah merupakan kesetia-
an nasabah terhadap penyedia jasa yang

10 Dodi Prasetyo, 2009, Praktik Gadai Emas di
Bank BNI Syariah Cabang Surabaya, Surabaya:
IAIN Sunan Ampel, hal. 97.

11 Tri Puji Susilowati, 2008, Pelaksanaan Gadai
dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian
Semarang, Semarang: Universitas Diponegoro,
hal. 138-139.
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telah memberikan pelayanan kepadanya.
Keeratan hubungan antara loyalitas denga
pelayanan sangat erat dengan nilai 0.732.
Semakin tinggi persepsi kualitas pelayan-
an (X), semakin tinggi pula berpengaruh
loyalitas nasabah (Y).%2

Berdasarkan kesimpulan dalam
beberapa penelitian di atas, analisis dalam
tulisan ini difokuskan pada praktik gadai
yang dilakukan oleh masyarakat di Keca-
matan Mempura Kabupaten Siak. Anali-
sis didasarkan pada data lapangan atas
praktik masyarakat dengan menggunakan
pendekatan teori-teori yang dikembang-
kan oleh para ahli hukum Islam.

Pembahasan
Sistem Gadai dalam Perspektif Hukum
Islam

Transaksi hukum gadai dalam fi-
kih Islam disebut ar-rahn. Ar-rahn ada-
lah suatu jenis perjanjian untuk menahan
suatu barang sebagai tanggungan utang.
Pengertian ar-rahn dalam bahasa Arab
adalah atstsubut wa ad-dawam, yang ber-
arti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam ka-
limat maun rahin, yang berarti air yang
tenang.'3

Al-Qur’an Surat Al-Muddatstsir
(74) Ayat (38) menyebutkan bahwa “Se-
tiap orang bertanggung jawab atas apa
yarg telah diperbuatnya.” Pengertian “te-
tap” dan “kekal” dimaksud sebagai mak-
na yang tercakup dalam kata al-habsu,
yang berarti menahan. Kata ini merupa-
kan makna yang bersifat materiil. Oleh

12 Masnualtul Khairiyah, 2010, Analisis Perum
Pergadaian Syariah Terhadap Loyalitas Kon-
sumen: Studi Pada Pegadaian Syariah cabang
Malang, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim,
hal. 80.

13 Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu al-Fadhl
Jamaluddin lbnu Manzur al-Anshari ar-Ruwaifi
al-Afrigi, 2003, Lisan al’Arab, Jilid 3, Kairo:
Maktabah al Risalah al’Tlmiyah, hal. 207-208.

karena itu, secara bahasa kata ar-rahn
berarti “menjadikan sesuatu barang yang
bersifat materi sebagai pengikat utang.””*
Gadai (rahn) secara bahasa seperti
diungkapkan di atas adalah tetap, kekal,
dan jaminan, sedangkan dalam pengertian
istilah adalah menyandera sejumlah harta
yang diserahkan sebagai jaminan secara
hak, dan dapat diambil kembali sesudah
ditebus.’® Berbeda dengan rahn, gadai
dalam Pasal 1150 Kitab Undang- Undang
Hukum Perdata adalah suatu hak yang
diperoleh seseorang yang mempunyai
piutang atas suatu barang bergerak.
Barang bergerak tersebut diserahkan
kepada orang yang berpiutang oleh orang
yang mempunyai utang atau orang lain
atas nama orang yang mempunyai
utang.® Gadai (rahn) dalam bahasa hu-
kum perundang-undangan disebut seba-
gai barang jaminan, agunan, dan rung-
guhan, sedangkan gadai (rahn) dalam hu-
kum Islam (syara’) adalah menjadikan
suatu barang sebagai jaminan utang.’
Para ahli hukum Islam mendefini-
sikan gadai dengan pengertian yang be-
ragam. Pertama, ulama syafi’iyah men-
definisikan gadai itu menjadikan suatu
barang yang bisa dijual sebagai jaminan
utang dipenuhi dari harganya, bila yang
berutang tidak sanggup membayar utang-
nya. Kedua, ulama Hanabilah mengung-

14 Rahmat Syafei, 1995, Konsep Gadai; Ar-Rahn
dalam Fikih Islam antara Nilai Sosial dan Nilai
Komersial dalam Huzaimah T. Yanggo, Prob-
lematika Hukum Islam Kontemporer 111, Jakarta:
Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, hal.
59.

15 Sutan Remi Sjahdeni, 2010, Perbankan Sya-
riah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya,
Jakarta: Jayakarta Agung Offset, hal. 329.

16 pasal 1150 Kitab Undang- Undang Hukum
Perdata (KUH Per).

17 E. Fogel dan Samuel L. Hayes, 2000, Hukum
Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktek, terj.
Sobirin  Asmawi, Bandung: Nusa Media, hal.
254,
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kapkan gadai adalah suatu benda yang
dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk
dipenuhi dari harganya, bila yang berhar-
ga tidak sanggup membayar utangnya.
Ulama Malikiyah mendefinisikan gadai
sebagai sesuatu yang bernilai harta (mu-
tamawwal) yang diambil dari pemiliknya
untuk dijadikan pengikat atas utang yang
tetap (mengikat).®

Salah seorang ulama Indonesia,
K.H. Ahmad Azhar Basyir, mendefinisi-
kan gadai (Rahn) adalah perjanjian me-
nahan sesuatu barang sebagai tanggungan
utang. Pendapat Muhammad Syafi'i
Antonio, gadai syariah (rahn) adalah me-
nahan salah satu harta milik nasabah
(rahin) sebagai barang jaminan (marhum)
atas utang/pinjaman (marhun bih) yang
diterimanya. Marhun tersebut memiliki
nilai ekonomis. Pihak yang menahan atau
penerima gadai (murtahin) memperoleh
jaminan untuk dapat mengambil kembali
seluruh atau sebagian piutangnya.*®

Berdasarkan  pengertian  gadai
yang dikemukakan oleh para ahli hukum
Islam di atas, dapat diketahui bahwa ga-
dai (rahn) adalah menahan barang jamin-
an yang bersifat materi milik si peminjam
(rahin) sebagai jaminan atau pinjaman
yang diterimanya. Barang yang diterima
tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak
yang menahan (murtahin) memperoleh
jaminan untuk mengambil kembali selu-
ruh atau sebagian utangnya dari barang
gadai dimaksud bila pihak yang meng-

18 Muhammad Hasyim Hamali, 2011, Prinsip dan
Teori-Teori Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, hal. 134. Lihat juga Hafiez Sofyani dan
Anggar Setiawan, 2014. Perbankan Syariah dan
Tanggungjawab Sosial: Sebuah Studi Komparasi
Indonesia Dan Malaysia, Jurnal  At-Taradhi,
Volume 5 Nomor 2, Edisi Desember, hal. 171.

1 Muhammad Syafi’i Antonio, 2001, Bank
Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema
Insani Press, hal. 128.

gadaikan tidak dapat membayar utang
pada waktu yang telah ditentukan.

Di sini jelas bahwa gadai syariah
merupakan perjanjian antara seseorang
untuk menyerahkan harta benda berupa
emas/perhiasan/kendaraan dan/atau harta
benda lainnya sebagai jaminan dan/atau
agunan kepada seseorang dan/atau lemba-
ga pegadaian syariah berdasarkan hukum
Islam. Pihak lembaga pegadaian syariah
menyerahkan uang sebagai tanda terima
dengan jumlah maksimal 90% dari nilai
taksir terhadap barang yang diserahkan
oleh penggadai Gadai dimaksud.

Fungsi dari akad perjanjian antara
pihak peminjam dengan pihak yang me-
minjam uang adalah untuk memberikan
ketenangan bagi pemilik uang dan/atau
jamim keamanan uang yang dipinjamkan.
Oleh karena itu, rahn pada prinsipnya
merupakan suatu kegiatan utang piutang
yang murni berfungsi sosial, sehingga
dalam buku figh mu'amalah akad ini me-
rupakan akad tabarru’ atau akad derma
yang tidak mewajibkan imbalan.?°

Dasar hukum dalam hadis Nabi
terdapat pada riwayat al-Bukhari dan
Muslim dari ‘Aisyah R.A., ia berkata:
G el e e e dile
ale alll Lo all ol dsle e a5l
Jal I Llab gase e s idl calug
(‘\;LAO._}\Q\}J)‘A\.CJJ‘\_.\AJJ

Telah bercerita kepada kami Abu
Bakar bin Abi Syaibah, bercerita
kepada kami Hafash bin Ghiyats
dari al-4 ‘masy dari Ibrahim telah
bercerita kepadaku al-Aswad dari
Aisyah “Sesungguhnya Rasulul-
lah SAW. Pernah membeli makan-

20 E. Fogel dan Samuel L. Hayes. IIl, Hukum
Keuangan Islam..., Op.Cit., hal. 132.
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an dengan berutang dari seorang
Yahudi, dan Nabi menggadaikan
sebuah baju besi kepadanya.”*

Pada hadis Nabi riwayat al-Syafi'i,
al-Daraquthni dan lbnu Majah dari Abu
Hurairah, ditemukan:

u.aem\).a\l_uq;mu.aml_uh

e Goh ) Geadly ob AL Ge JGALD

@ %

{\ﬂ\d)u‘)u\;)ﬂ:)ﬁ@\uca_uuud\uqm
550 Gl 06 i ae 4 s

Telah bercerita kepada kami
Muhammad bin Humaid, ber-
cerita kepada kami Ibrahim bin
al-Mukhtar dari Ishaq bin Rasyid
dari az-Zuhri dari Sa’id bin al-
Musayyab dari Abi Hurairoh se-
sungguhnya Rasulullah SAW ber-
sabda: "Tidak terlepas kepemilik-
an barang gadai dari pemilik
yang menggadaikannya. la mem-
peroleh manfaat dan menanggung
risikonya."?2

Selain itu, dalam hadis Nabi riwa-
yat Jama’ah, kecuali Muslim dan al-Na-
sa’i, Nabi SAW. bersabda:

oo &S5 W And ol on Sl Wi
JE: JE 5 e ol el e LSS
S ekl ralu g adde alll Lo alll J g )
OB N ydy Al Gy Lsa e oS 1
ARyl 9 S Al ey L s
(a2l il ol 5))

Telah bercerita kepada kami Abu

Bakar bin Abi Syaibah, bercerita
kepada kami Wagqi’ dari Zakaria

dari Sya’bi dari Abi Hurairoh
berkata: bersabda Rasulullah

2L Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Mazid al-
Qazwiini, 2004, Sunan Ibn Majah, Beirut: Dar
alKutub al’Ilmiyyah, hal. 278.

22 Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Mazid al-
Qazwiini, Sunan Ibn Majah...., Op.Cit., hal. 291.

SAW: "Tunggangan (kendaraan)
yang digadaikan boleh dinaiki de-
ngan menanggung biayanya dan
binatang ternak yang digadaikan
dapat diperah susunya dengan
menanggung biayanya. Orang
yang menggunakan kendaraan
dan memerah susu tersebut wajib
menanggung biaya perawatan
dan pemeliharaan."®

Dasar-dasar normatif dalam QS.
al-Bagarah (2) Ayat 283 dan hadis nabi,
dikembangkan oleh ahli hukum Islam
dalam bentuk ijma dan fatwa ulama untuk
interpretasi perkembangan ijtihad dalam
bidang ekonomi. Para ahli hukum Islam
sepakat membolehkan akad Rahn. Peng-
embangan ijtihad tersebut didasarkan pa-
da kaedah ushul Figh yang sangat ter-
kenal:
daby Jay o V) daly) coldadl 8 JuaY)

a3 ke

Pada dasarnya, semua bentuk mu-
‘amalah boleh dilakukan kecuali

ada dalil yang mengharamkan-
1924

nya

Fatwa Dewan Syariah Nastonal
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
yang menjadi salah satu rujukan yang
berkenaan dengan gadai syariah (a) Fat-
wa Dewan Sya-riah Nasional Majelis
Ulama Indonesia No: 25/DSNMUI/ITI/
2002, tentang Rahn; (b) Fatwa Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indo-
nesia No: 26/DSNMUI/I11/2002, tentang
Rahn Emas; (c) Fatwa Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia No:
09/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiaya-
an ljarah.

23 |bid.
24 Wahbah al-Zuhaili, 1985, al-Figh al-Islami wa
Adillatuhu, Jilid V, Beirut: Dar alFikr, hal. 181.
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Tingkat Pemahaman Masyarakat Ke-
camatan Mempura Kabupaten Siak
tentang Gadai sebagai Alternatif Pem-
biayaan Berbasis Syariah

Pelaksanaan penyuluhan
menggunakan ~ metode ceramah dan
dialog. Sesi pertama menggunakan meto-
de ceramah. Pemateri menyampaikan ba-
han/materi dalam bentuk slide power
point tentang Gadai Gadai syariah seba-
gai alternatif pembiayaan syariah. Peserta
menyimak materi yang disampaikan pe-
materi. Namun, sebelum peserta diberi-
kan materi, peserta diberikan kuisioner
dengan beberapa pertanyaan tentang Ga-
dai Gadai syariah sebagai alternatif pem-
biayaan syariah. Jawaban yang benar
pada Kkuisioner itu terdapat materi yang
disampaikan pemateri. Tujuan kuisioner
diawal penyampaian materi ialah meng-
ukur pengetahuan peserta tentang gadai
syariah itu.

Evaluasi penyuluhan mengguna-
kan metode kuisioner/angket berjumlah
tiga puluh. Tim penyuluhan menyebar 23
kuisioner kepada peserta dan peserta
menjawab pertanyaan dalam kuisioner itu
dengan cara melingkari jawaban yang
benar. Kuisioner dibagi 2 (dua) kali, yaitu
sebelum dan sesudah materi disampai-
kan. Tujuannya ialah untuk mengetahui
peningkatan pemahaman peserta pada sa-
at materi sebelum dan sesudah disampai-
kan. Pemahaman mereka dapat dilihat
pada setiap pertanyaan kuesioner sekali-
gus jawaban peserta.

Pengetahuan peserta diawali de-
ngan pertanyaan tentang pengertian gadai
dalam hukum Islam.?® Pada umumnya
peserta telah memahami pengertian gadai

% Ppasal 329 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(KHES). Lihat juga Fatwa Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor
25/DSNMUI/IN1/2002 tentang Rahn.

dalam hukum Islam sebanyak 72 % dan
hanya 28 % peserta yang belum memaha-
mi dengan baik. Peserta yang belum me-
mahami dengan baik itu tampaknya ma-
sih menganggap bahwa gadai tidak ber-
beda dengan konsep ekonomi konvensio-
nal yang mereka kenal selama ini. Pada-
hal berdasarkan pengertian di atas, justru
gadai syariah itu berbeda dengan gadai
dalam ekonomi konvensional yang ada
saat ini.

Rukun gadai dalam hukum
Islam? harus dipahami oleh peserta me-
nunjukkan bahwa pengetahuan itu, 76 %
peserta menjawab kuesioner dengan be-
nar dan 24 % salah. Sebagian peserta ti-
dak memahami bahwa penerima dan
pemberi gadai termasuk dalam rukun ga-
dai yang harus dipenuhi.

Syarat gadai dalam hukum Islam
disebutkan bahwa hukum Islam telah
mengatur bahwa syarat gadai Akad,
Akid, barang yang dijadikan jaminan,
dan hutang.?” 89 % peserta dapat mema-
hami dengan baik ketiga rukun itu, se-
dangkan 11 % belum memahami.

Peserta dapat memahami bahwa
barang gadai dapat dimanfaatkan dengan
mendapat izin pemberi gadai sebanyak
(78 %), dan 22 % belum dapat mem-
bedakan dengan dengan baik. Siapakah
yang bertanggung jawab dalam pemeli-
haraan barang gadai menurut hukum
Islam. 72 % peserta menjawab Pemberi
gadai, namun dapat dilakukan juga oleh
penerima gadai, 28 % peserta belum me-
mahami.

Dalam hal boleh atau tidaknya
menjual barang gadai, dapat dilihat jawa-
ban peserta bahwa pada saat jatuh tempo

% pasal 329 Ayat (2) Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES).
27 Pasal 329 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(KHES).
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ternyata pemberi gadai tidak dapat melu-
nasi hutangnya. Peserta dapat memahami
(87 %) peserta dan 13 % peserta belum
memahami.

Dalam hal pembatalan gadai, ter-
kadang terjadi pembatalan sepihak dari
pemberi gadai, Akad gadai tidak dapat
dibatalkan kecuali adanya persetujuan
dari penerima gadai.’® 89 % peserta da-
pat memahami pembatalan akad gadai
dan 11 % peserta belum memahami de-
ngan baik.

Terkait pembatalan akad gadai
saat pemberi gadai meninggal dunia, se-
perti dalam penjelasan berikut bahwa 67
% peserta dapat memahami bahwa akad
gadai tidak batal bila pemberi gadai me-
ninggal dunia,?® sedangkan 33 % peserta
belum memahami.

Selain itu, terkadang dalam kehi-
dupan masyarakat terjadi kasus mengga-
daikan harta pinjaman. Harta pinjaman
sesungguhnya tidak dapat digadaikan ke-
cuali mendapat izin dari pihak yang me-
miliki harta itu. Berdasarkan evaluasi da-
lam Kkuisioner ternyata 64 % perserta men-
jawab dengan benar dan 36 % peserta
menjawab salah.

Tingkat pemahaman masyarakat
tentang gadai syariah di atas menunjuk-
kan bahwa setelah kegiatan ini dilakukan
terjadi pemahaman yang lebih baik. Me-
reka dapat melakukan akad gadai syariah
kepada lembaga keuangan dalam menam-
bah modal usaha. Gambar berikut dapat
menjelaskan tingkat pemahaman masya-
rakat tentang gadai syariah:

28 pasal 337 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(KHES).
29 Pasal 357 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(KHES).
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Gambar 1. Pemahaman masyarakat tentang Gadai
Syariah

Praktik Akad Gadai di Masyarakat
dengan Jaminan Sertifikat Sawah Ke-
camatan Mempura Kabupaten Siak
Berdasarkan Hukum Islam

Salah satu permasalahan yang di-
hadapai oleh masyarakat di Kecamatan
Mempura terkait dengan praktik gadai
adalah penggadaian sawah dan implikasi
hukmnya. Salah seorang tokoh masyara-
kat menyampaikan permasalahan sebagai
berikut: misalnya A menggadaikan sa-
wahnya ke B dengan jaminan sertifikat
sawah dan A tetap menggarap sawahnya.
Pada saat panen, A memberikan 50% ha-
sil panen untuk B. Apa hukumnya praktik
gadai seperti ini? Seandainya terdapat ri-
ba di dalamnya, bagaimana solusinya de-
ngan alasan B tetap ingin mendapat keun-
tungan dari investasinya tersebut? Perma-
salahan ini sering dihadapi oleh masya-
rakat.°

Jawaban atas pertanyaan di atas
harus dibedakan antara investasi dan ga-
dai karena konsekuensi dari transaksi ini
berbeda. Investasi atau penanaman modal
untuk dunia pertanian bisa dilakukan de-

30 Hasil wawancara dengan Fauzi Avandi, Tokoh
Masyarakat Kecamatan Mempura dari Kampung
Menhil pada 4 Maret 2015 di Aula Kantor Camat
Mempura Kabupaten Siak.
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ngan skema muzara’ah atau musagah.
Kasus yang terjadi lebih tepat ditempat-
kan sebagai muzara’ah. Petani mendapat-
kan modal dari investor untuk proyek
pemanfaatan lahan pertanian dengan hasil
dibagi berdasarkan kesepakatan.3!

Konsekuensi dari transaksi ini 1)
Modal yang diberikan investor harus di-
gunakan untuk pengembangan pemanfa-
atan lahan pertanian dan tidak boleh un-
tuk konsumsi petani. Besar nominal mo-
dal harus sesuai dengan kebutuhan riil di
lapangan untuk satu proyek tersebut. 2)
Petani tidak diwajibkan menyerahkan ser-
tifikat tanahnya karena transaksi ini dila-
kukan berdasarkan kesepakatan bersama
saling mempercayai. Petani mendapatkan
amanah untuk mengelola modal tersebut
guna peningkatan hasil lahan pertanian-
nya. 3) Investor siap menanggung kerugi-
an jika gagal sebagaimana berhak menda-
patkan keuntungan jika berhasil. Risiko
ini bagian penting dalam transaksi muza-
ra’ah atau bagi hasil lainnya bahkan mes-
kipun harus tidak kembali modal karena
gagal panen karena faktor alam. 4) Bagi
hasil berdasarkan kesepakatan hasil se-
hingga hanya bisa dibagi setelah proyek
selesai.

Pada hakikatnya gadai adalah
utang piutang. Orang yang berutang (de-
bitor) menyerahkan agunan sebagai jami-
nan kepercayaan. Sertifikat yang diserah-
kan tidak menunjukkan perpindahan ke-
pemilikan sementara selama utang belum
dilunasi. Sawah itu masih tetap milik
petani 100%, meskipun sertifikat tanah-
nya ada di tangan kreditor. Bertransaksi
tidak secara tunai menunjukkan masih
menyisakan utang. Allah mensyariatkan

31 pasal 211 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(KHES).
32 pasal 220 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(KHES)

adanya barang agunan dari yang berutang
diserahkan kepada yang ber-piutang (kre-
ditor).3® Dalam QS. Al-Bagarah Ayat 283
disebutkan:

Jika kamu dalam perjalanan (dan
bermuamalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh
seorang penulis maka hendaklah
ada barang agunan yang dipe-
gang (oleh yang berpiutang)...>*

Konsekuensi dari transaksi gadai
ini 1) Debitor wajib mengembalikan
utangnya dengan jumlah yang sama di-
pinjamkan. Debitor yang tidak sanggup
membayarnnya hingga meningga dunia,
ahli waris melunasi utang orang tuanya
atau saudaranya yang meninggal. 2) De-
bitor boleh menggunakan uang yang dia
terima dari kreditor untuk kepentingan
apapun yang tidak ada hubungannya de-
ngan lahan pertanian seperti untuk ber-
obat, biaya pendidikan atau lainnya. 3)
Kreditor dilarang menerima segala ben-
tuk hadiah atau hasil panen dari petani
sebelum pelunasan utang selesai karena
semua manfaat praktis yang didapatkan
dari utang adalah riba. 4) Kreditor
dilarang memanfaatkan tanah itu untuk
diambil hasilnya selama masa gadai dan
utang belum dilunasi karena tanah ini
masih milik petani sehingga apapun hasil
tanah itu menjadi milik petani.®®

Fudhalah bin Ubaid mengatakan:
“Setiap piutang yang memberikan keun-
tungan maka (keuntungan) itu adalah
riba.%® Diriwayatkan dari Anas bin Malik

33 Budiman Setyo Haryanto, 2010, Kedudukan
Gadai Syariah ( Rahn ) Dalam Sistem Hukum
Jaminan Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum Vol.
10 No. 1 Januari, hal. 27.

3 QS. Al-Bagarah Ayat 283.

3 Pasal 220 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(KHES).

% Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin
Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-
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Radiallahu ‘Anhu menyatakan sebagai

berikut:
Apabila kalian mengutangkan se-
suatu kepada orang lain, kemudi-
an (orang yang berutang) membe-
ri hadiah kepada yang meng-
utangi atau memberi layanan be-
rupa naik kendaraannya (dengan
gratis), janganlah menaikinya dan
jangan menerimanya.®’

Petani yang ingin memberikan
tanda terima kasih kepada kreditor diper-
bolehkan dengan syarat sebagai berikut:
1) Tidak ada persyaratan di awal, 2)
Dilakukan ketika atau setelah pelunasan
utang selesai dibayar. Hadis dari Abu
Hurairah menyatakan:

Nabi saw. pernah memiliki utang
onta dengan usia tertentu kepada
seseorang. Tiba-tiba dia datang,
minta pelunasan utang onta dari
Nabi saw. Beliau bersabda kepa-
da para sahabat: “Bayarkan un-
tuk beliau.” Para sahabat menca-
ri onta yang seusia onta yang
menjadi utang Nabi tersebut. Na-
mun mereka tidak mendapatkan-
nya, selain onta yang usianya le-
bih tua. Selanjutnya beliau ber-
sabda: “Bayarkan untuk beliau
dengan onta itu, karena sebaik-
baik kalian adalah orang yang bi-
jaksana dalam melunasi utang.®

Praktik Akad Gadai Emas sebagai In-
vestasi di Kecamatan Mempura Kabu-
paten Siak

Problem lain yang sering terjadi di
masyarakat tentang seseorang yang me-
miliki modal untuk membeli emas lalu
digadaikan untuk memperoleh uang. Se-

Bukhari, 2001, Sahih AlBukhari, Jilid I, Beirut:
Dar Kutub Al’llmiyyah, hal. 324.

87 Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Mazid al-
Qazwiini, Sunan Ibn Majah...., Op.Cit., hal. 295.
38 |pid.

telah modal kembali dari uang modal ter-
sebut lalu membeli emas, beberapa bulan
kemudian ketika harga jual emas naik,
emas itu dijual emas itu.3® Pertanyaanya
apakah sistem itu termasuk halal atau ha-
ram?

Kecenderungan harga emas lebih
dari 30% per tahun mengubah haluan ba-
nyak orang berinvestasi dari surat-surat
berharga dan valuta asing yang terkena
imbas krisis global menuju investa-
si gadai emas di bank-bank syariah.*
Lebih dari itu, gadai emas syariah telah
menjadi alternatif untuk mendapatkan
modal dengan cara aman. Label ‘syariah’
yang melekat menjadikan orang semakin
nyaman dengan ‘jaminan kehalalannya’.
Bank mengklaim bahwa produknya me-
rujuk pada DSN MUI.#

Produk gadai emas syariah berda-
sarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional
(DSN) Nomor 26/DSN-MUI/111/2002
tentang Rahn Emas. Dalam fatwa itu dije-
laskan bahwa ongkos dan biaya penyim-
panan barang (marhun) ditanggung oleh
penggadai (rahin). Ongkos sebagaimana
dimaksud ayat sebelumnya, besarnya di-
dasarkan pada pengeluaran yang diper-
lukan. Untuk mengetahui hal ini perlu
dilihat pada harga penyewaan Safe Depo-
sit Box (SDB).

39 Hasil wawancara dengan M. Noven Trisanto,
Tokoh Masyarakat Kecamatan Mempura dari
Kampung Batu Hilir pada 4 Maret 2015 di Aula
Kantor Camat Mempura Kabupaten Siak.

40 Muhammad Syafi’i Antonio, 2001, Bank
Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema
Insani Press, hal. 96. Lihat juga E. Fogel dan
Samuel L. Hayes. Ill, 2001, Hukum Keuangan
Islam: Konsep, Teori dan Praktek, terj. Sobirin
Asmawi, Bandung: Nusa Media, hal. 58.

41 Masnuatul Khairiyah, 2010, Analisis Perum
Pergadaian  Syariah  Terhadap  Loyalitas
Konsumen: Studi Pada Pegadaian Syariah
cabang Malang, Malang: UIN Maulana Malik
Ibrahim, hal. 125. Lihat juga Rahmat Syafei,
Konsep Gadai....., Op.Cit., hal. 79-82.
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Setiap lembaga keuangan syariah
menerapkan harga yang berbeda-beda.
BNI menawarkan harga SDB ukuran
kecil (3x5x24 inch) dengan harga Rp 100
ribu per tahun, ukuran sedang (5x10x24
inch) dengan harga Rp 250 ribu per
tahun, dan ukuran besar (15x10x24 inch)
dengan harga Rp 700 ribu per tahun.
Untuk menyimpan emas seberat 2 gram
hanya membutuhkan SDB ukuran paling
kecil. Terdapat bank syariah yang mene-
rapkan tarif untuk emas 2 gram dengan
kadar 20 karat, biaya titip sebesar
11.800/15 hari. Penyimpanan selama 6
bulan nasabah membayar Rp 141.600.

Praktik di atas dapat berakibat
buruk kepada masyarakat terhadap bank
syariah. DSN perlu mengambil langkah
nyata untuk menghentikan produk gadai
emas berlabel syariah ini.*> Gadai emas
bank syariah pada hakikatnya adalah
menggabungkan dua akad, yaitu akad
gardh (utang) dan ijarah (jual jasa). Na-
sabah yang menggadaikan uangnya akan
mendapat pinjaman senilai tertentu sesuai
perhitungan bank, dan nasabah wajib
membayar biaya ‘jasa pemeliharaan’
emas sesuai yang ditetapkan bank.*3
Penggabungkan akad  gardh dan ijarah
bertentangan dengan hadis Nabi shallalla-
hu ‘alaihi wa sallam yang diriwayatkan
dari Amru bin Syu’aib bahwa Nabi mela-
rang menggabungkan antara akad jual-
beli dan akad gardh.**

Dalam ketentuan di atas, pengua-
saan fisik atas barang jaminan berada pa-
da pihak Bank. Apabila nasabah tidak

42 Tri Pudji Susilowati, 2008, Pelaksanaan Gadai
dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian
Semarang, Semarang: Universitas Diponegoro,
hal. 54.

4 Sutan Remi Sjahdeni, 2010, Perbankan
Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya,
Jakarta: Jayakarta Agung Offset, hal. 178.

44 1bid.

melaksanakan kewajibannya dengan me-
lunasi utangnya, pihak Bank akan dirugi-
kan, tetapi karena barang jaminan barada
pada kekuasaan Bank, eksekusi/penjualan
barang jaminan milik nasabah dapat
menutupi kerugian pihak Bank.

Risiko kehilangan/kerusakan ba-
rang jaminan dapat berakibat nasabah
rugi. Bank dalam hal ini bertanggung
jawab atas kerusakan/kehilangan barang
jaminan milik nasabah, seperti yang ter-
tera pada Sertifikat Gadai Syariah.*
Barang jaminan milik nasabah yang me-
ngalami kerusakan atau kehilangan ka-
rena tindak pidana pencurian maka atas
resiko tersebut pihak Bank bertanggung
jawab dan berkewajiban untuk mengganti
kerugian yang timbul sebesar 100% (se-
ratus persen) dari nilai taksiran barang
barang setelah diperhitungkan besarnya
pembiayaan dan biaya sewa/biaya peme-
liharaan barang jaminan.*®

Kesimpulan

Setelah kegiatan penyuluhan dila-
kukan di Kecamatan Mempura dan data
diperoleh dari kegiatan itu dengan uraian

di atas, dapat disimpulkan sebagai beri-

kut:

1. Tingkat pemahaman masyarakat di
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak
tentang gadai syariah sangat baik de-
ngan indikasi bahwa sebagian besar
masyarakat yang ikut terlibat dalam
kegitan itu dapat memahami gadai
syariah sebagai alternatif pembiayaan
berdasarkan hukum Islam.

4 Gertifikat Gadai Syariah biasanya diberikan
oleh Bank Syariah ketika nasabah melakukan
gadai dengan system syariah.

4 Ahmad Supriyadi, 2012, Struktur Hukum Akad
Rahn Di Pegadaian Syariah Kudus, Empirik:
Jurnal Penelitian Islam Vol. 5 No. 2, Juli-
Desember, hal. 78.
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2. Praktik akad gadai yang telah dilaku-
kan oleh masyarakat di Kecamatan
Mempura Kabupaten Siak ternyata
bukan gadai syariah berdasarkan hu-
kum Islam. Praktik itu lebih tepat di-
sebut sebagai muzara’ah, yakni ben-
tuk kerja sama antara pemilik lahan
dan pengelola lahan dengan keuntu-
ngan dibagi bersama sesuai kesepa-
katan.

3. Praktik membeli emas kemudian di-
gadaikan lagi pada saat harga emas
tinggi sudah bukan sebagai praktik
gadai berdasarkan hukum Islam, teta-
pi lebih mirip dengan jual beli emas.
Praktik seperti ini sudah dalam kate-
gori spekulasi terhadap harga emas,
karena harga emas dapat berubah-
rubah sesuai pasaran emas di pasaran
internasional.

Berdasarkan kesimpulan di atas,
penulis menyarakan kepada pihak yang
berkepentingan, antara lain: kepada per-
bankan syariah untuk melakukan pember-
dayaan pada masyarakat di Kecamatan
Mempura Kabupaten Siak dan memberi-
kan pembiayaan dalam bentuk gadai sya-
riah; kepada Pemerintah Kecamatan
Mempura dan Pemerintah Kabupaten
Siak untuk lebih meningkatkan pember-
dayaan masyarakat dan membantu mere-
ka dalam mencari akses pembiayaan ber-
basis syariah; dan kepada para peneliti
dan dosen di Perguruan Tinggi untuk le-
bih aktif lagi dalam memberikan Iptek
bagi Masyarakat (IbM) di Kecamatan
Mempura Kabupaten Siak.

Daftar Bacaan

al-Afrigi, Muhammad bin Mukrim bin
Ali Abu al-Fadhl Jamaluddin Ibnu
Manzur al-Anshari ar-Ruwalifi,
2003, Lisan al’dArab, Jilid 3,

Kairo: Maktabah al Risalah al-
’Ilmiyabh.

al-Bukhari, Abu Abdullah  Muhammad
bin Ismail bin Ibrahim bin al-
Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi,
2001, Sahih AlBukhari, Jilid I,
Beirut: Dar Kutub AI’llmiyyah.

al-Qazwiini, Hafidz Abi Abdillah Mu-
hammad bin Mazid, 2004, Sunan
Ibn Majah, Beirut: Dar alKutub
al’llmiyyah.

al-Zuhaili, Wahbah, 1985, al-Figh al-Is-
lami wa Adillatuhu, Jilid V, Cet.
11, Beirut: Dar alFikr.

Antonio, Muhammad Syafi’i, 2001, Bank
Syariah dari Teori ke Praktik,
Jakarta: Gema Insani Press.

Apriani, Ami, 2010, Prospek Rahn Emas
di Perbankan Syariah: Stu-di
Kasus pada Bank Syariah Man-
diri, Jakarta: UIN Jakarta.

E. Fogel dan Samuel L. Hayes, I11, 2001,
Hukum Keuangan Islam: Konsep,
Teori dan Praktek, Terj. Sobirin
Asmawi, Bandung: Nusa Media.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia No: 25/DSN-
MUI/111/2002, tentang Rahn.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia No: 26/DSN-
MUI/11I/2002, tentang  Rahn
Emas.

Hafiez Sofyani dan Anggar Setiawan,
2014, Perbankan Syariah dan
Tanggungjawab Sosial: Sebuah
Studi Komparasi Indonesia Dan
Malaysia, Jurnal At-Taradhi, Vo-
lume 5 Nomor 2, Edisi Desember.

Hariyanto, Budiman Setyo, 2010, Kedu-
dukan Gadai Syariah (Rahn)
dalam Sistem Hukum Jaminan

216



Muhammad Azani, Praktik Akad Gadai dengan Jaminan Lahan/Sawah dan Gadai Emas

Indonesia. Jurnal Dinamika Hu-
kum Vol. 10 No. 1 Januari.

Kamali, Muhammad Hasyim, 2011,
Prinsip dan Teori-Teori Hukum
Islam, Yogyakarta: Pustaka Pela-
jar.

Khairiyyah, Masnuatul, 2010, Analisis
Perum Pergadaian Syariah terha-
dap Loyalitas Konsumen: Studi
pada Pegadaian Syariah Cabang
Malang. Malang: UIN Maulana
Malik Ibrahim.

Parasetyo, Dodi, 2009, Praktik Gadai
Emas di Bank BNI Syariah Ca-
bang Surabaya, Surabaya: IAIN
Sunan Ampel.

Supriyadi, Ahmad, 2012, Struktur Hu-
kum Akad Rahn di Pegadaian
Syariah Kudus, Empirik: Jurnal
Penelitian Islam, Vol. 5, No. 2,
Juli-Desember.

Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI)
Nomor 14/7/DPbS Tanggal 29
Februari 2012 Tentang Produk
Qardh Beragun Emas.

Susilowati, Tri Pudji, 2008, Pelaksanaan
Gadai dengan Sistem Syariah di
Perum Pegadaian Semarang.
Semarang: Universitas Diponego-
ro.

Syafe’i, Rahmat, 1995, Konsep Gadai;
Ar-Rahn dalam Fikih Islam antara
Nilai Sosial dan Nilai Komersial
dalam Huzaimah T. Yanggo,
Problematika Hukum Islam Kon-
temporer 11l, Jakarta: Lembaga
Studi Islam dan Kemasyarakatan.

Syahdeni, Sutan Remi, 2010, Perbankan
Syariah: Produk-produk dan As-
pek Hukumnya. Jakarta: Jayakarta
Agung Offset.

217



Penyelesaian Yuridis Tentang Penyadapan sebagai Bagian dari
Kegiatan Spionase yang Dikategorikan dalam Pelanggaran
Kekebalan Diplomatik

Dita Birahayu
Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya

Abstract: In international relations conducted between states, countries sending delegates
to negotiate with other countries in order to promote and safeguard their interests in
addition to work towards the common good. Many disorders that can occur in the case of
countries conduct cooperation with other countries and can not be separated from the
conflict, one of which is the treatment or unpleasant activities of the recipient countries
where diplomatic representation is placed. As one example of the violation of diplomatic
immunity and privileges of officials is espionage case between Indonesia and Australia
that occurred some time ago. This is the case, then the sending country may submit an
objection to the recipient (receiving state) and the receiving country shall be fully
responsible for it. This paper will discuss how the settlement of juridical acts of espionage
to diplomatic officials as a violation of diplomatic immunity.

Keywords: juridical settlement, espionage, diplomatic agent

Abstrak: Di dalam hubungan internasional yang dilakukan antar negara, negara-negara
mengirim utusannya untuk berunding dengan negara lain dalam rangka memperjuangkan
dan mengamankan kepentingannya masing-masing di samping mengupayakan terwujud-
nya kepentingan bersama. Banyak gangguan yang dapat terjadi dalam hal negara
melakukan kerja sama dengan negara lain serta tidak lepas dari konflik, salah satunya yaitu
perlakuan atau kegiatan yang tidak menyenangkan dari pihak negara penerima dimana
perwakilan diplomatik tersebut ditempatkan. Sebagai salah satu contoh terjadinya pe-
langgaran kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik adalah kasus spionase antara
Indonesia dengan Australia yang terjadi beberapa waktu lalu. Hal ini terjadi, maka negara
pengirim dapat mengajukan keberatan kepada negara penerima (receiving state) dan
negara penerima wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. Tulisan ini akan
membahas bagaimana penyelesaian yuridis tindakan spionase kepada pejabat diplomatik
sebagai pelanggaran kekebalan diplomatik.

Kata kunci: penyelesaian yuridis, penyadapan, pejabat diplomatik
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Pendahuluan

Negara sebagai subjek hukum
internasional memiliki kemampuan untuk
melakukan hubungan hukum internasio-
nal dalam berbagai kehidupan masyarakat
internasional, baik dengan sesama negara
maupun dengan subjek-subjek hukum
internasional lainnya. Sebagai konseku-
ensinya maka negaralah yang paling
banyak memiliki, memikul dan meme-
gang kewajiban-kewajiban berdasarkan
hukum internasional dibanding dengan
subjek hukum intenasional lainnya.

Lahirnya negara-negara di dunia
maka berkembang pula prinsip-prinsip
hubungan internasional, hukum interna-
sional dan diplomasi. Di dalam hubu-
ngannya satu sama lain, negara-negara
mengirim utusannya untuk berunding
dengan negara lain dalam rangka mem-
perjuangkan dan mengamankan kepen-
tingannya masing-masing di samping
mengupayakan terwujudnya kepentingan
bersama. Cara-cara dan bentuk yang di-
lakukan dalam pendekatan dan berunding
dengan negara lain untuk mengembang-
kan hubungan tersebut dinamakan diplo-
masi yang dilaksanakan oleh diplomat.
Selanjutnya pembukaan dan pemelihara-
an hubungan diplomatik dengan negara
lain atas dasar kesamaan hak merupakan
manifestasi nyata dari kedaulatan suatu
negara. Sebagai entitas yang merdeka dan
berdaulat, negara-negara saling mengirim
wakilnya ke ibukota negara lain, merun-
dingkan hal-hal yang merupakan kepen-
tingan bersama, mengembangkan hu-
bungan, mencegah kesalahpahaman atau-
pun menghindari terjadinya sengketa.
Perundingan-perundingan ini biasanya

dipimpin oleh seorang utusan yang di-
namakan duta besar.!

Perkembangan masyarakat inter-
nasional yang pesat memberikan suatu
dimensi baru dalam hukum internasional
yaitu telah memberikan suatu pedoman
pelaksanaan berupa konvensi-konvensi
internasional dalam pelaksanaan hubung-
an antar negara. Ketentuan-ketentuan dari
konvensi ini kemudian menjadi dasar
bagi negara-negara dalam melaksanakan
hubungannya dengan negara lainnya di
dunia. Sejalan dengan peningkatan hu-
bungan tersebut, maka makin meningkat
pula kerjasama internasional. Konvensi
Wina Tahun 1961 tentang Hubungan
Diplomatik, Konvensi Wina Tahun 1963
tentang Hubungan Konsuler  serta
Konvensi New York tahun 1969 tentang
Utusan Khusus menjadi pedoman pokok
hubungan antarnegara dan antarorganisa-
si internasional. Dalam membina hubung-
an antarnegara tersebut, hukum diploma-
tik menjadi sesuatu yang penting untuk
dipahami.

Diplomasi merupakan suatu cara
komunikasi yang dilakukan antara berba-
gai pihak termasuk negoisasi antara
wakil-wakil yang sudah diakui. Praktik-
praktik negara semacam itu sudah me-
lembaga sejak dahulu dan kemudian
menjelma sebagai aturan-aturan hukum
internasional. Hubungan diplomatik di-
perlukan untuk memperkuat tali persaha-
batan dan kerjasama antar bangsa, tetapi
juga dapat menjadi alat-alat negara-ne-
gara kuat untuk menekan negara-negara
kecil.

Di dalam hubungan diplomatik
ada dua aspek yuridis yang perlu men-

'Boer Mauna, 2011, Hukum Internasional
Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era
Dinamika Global, Cetakan Kedua, Edisi
Keempat, Bandung: Alumni, hal. 510.
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dapat perhatian khusus yaitu terdapatnya
wewenang konkurensial dua negara di
atas wilayah yang sama. Di suatu negara
dimana terdapat semua pelayanan umum
yang sepenuhnya berada di bawah kedau-
latan negara tersebut juga berfungsi as-
pek-aspek tertentu layanan umum negara
lain. Masalah lain yang dihadapi oleh
pejabat diplomatik adalah masalah ke-
amanan dan perlindungan pejabat diplo-
matik sehingga diatur kekebalan dan ke-
istimewaannya di dalam hukum.

Pembahasan
Pembukaan Hubungan Diplomatik

Suatu negara dalam melakukan
penyelenggaraan hubungan tersebut me-
merlukan suatu alat untuk menjalin hu-
bungan dengan negara lainnya yang
nantinya berfungsi sebagai penghubung
kepentingan antar negara yang diwakili
dengan negara penerimanya. Alat peng-
hubung tersebut diwujudkan dengan cara
membuka hubungan diplomatik dan me-
nempatkan perwakilan diplomatik (dise-
but sebagai Duta) negara pengirim
(sending state) pada negara penerima (re-
ceiving state).?

Perwakilan diplomatik merupakan
wakil resmi dari negara asalnya. Per-
wakilan diplomatik di suatu negara ini
dikepalai oleh seorang duta dari suatu
negara yang diangkat melalui surat peng-
angkatan atau surat kepercayaan (letter of
credentials). Dimulai sejak abad ke-16
dan ke-17 di Eropa dimana pertukaran
perwakilan diplomatik sudah dianggap
sebagai hal yang umum saat itu, hal me-
ngenai kekebalan dan keistimewaan
diplomatik sudah dapat diterima dalam
praktik negara-negara dan pada abad ke-
17 sudah dianggap sebagai suatu kebiasa-

2 1bid.

an internasional. Selanjutnya pada per-
tengahan abad ke-18 aturan-aturan ke-
biasaan hukum internasional mengenai
kekebalan dan keistimewaan diplomatik
telah mulai ditetapkan termasuk harta
milik, gedung perwakilan, dan komuni-

kasi diplomat.

Adapun gambar tata cara membu-
ka hubungan diplomatik antar negara

sebagai berikut:®

]

Kedua belah pihak saling
tukar informasi tentang akan
dibukanya perwakilan oleh
Departemen Luar Negeri
masing-masing negara.

Surat kepecayaan dise-
rahkan kepada kepala
negara penerima (lettre de
rapple) dim suatu upacara
dimana seorang diplomatik
berpidato.

—

-

Mendapat persetujuan
(demende,
agregation) dari
negara yang
menerima.

s

Diplomat yg akan di-
tempatkan, menerima
surat kepercayaan (
lettre de creance)
yang ditanda tangani
kepala negara

1

Gambar 1. Tata Cara Membuka Hubungan
Diplomatik
Sumber:  http://www.authorstream.com/Presen-
tation/aSGuest133929-1407369-bab-iv-hubungan
-internasional/, diakses tanggal 27 Agustus 2014

Pembukaan hubungan diplomatik
telah diatur dalam pasal 2 Konvensi Wina
tahun 1961 tentang Hubungan Diploma-
tik menentukan bahwa pembukaan hu-
bungan diplomatik antara negara-negara
terjadi dengan persetujuan timbal balik.
Demikian pula dengan pengadaan misi-
nya.*

3Anonimus,  http://www.authorstream.com/Pre-
sentation/aSGuest133929-1407369-bab-iv-hubu-
ngan-internasional/, diakses tanggal 27 Agustus
2014.

4 Wasito, 1984, Konvensi-Konvensi Wina tentang
Hubungan Diplomatik, Hubungan Konsuler dan
Hukum Perjanjian/Traktat, Yogyakarta: Andi
Offset, hal. 3.
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Hukum diplomatik secara trade-
sional digunakan untuk merujuk norma-
norma dalam Hukum Intemasional yang
mengatur tentang kedudukan dan fungsi
misi diplomatik® yang ditentukan oleh
negara-negara yang telah membina hu-
bungan diplomatik.

Di dalam tulisan ini dikhususkan
kepada Konvensi Wina tahun 1961
tentang Hubungan Diplomatik (Vienna
Convention on Diplomatic Relations and
Optional Protocol 1961) yang merupakan
instrumen sumber hukum internasional
yaitu perjanjian internasional.

Seperti yang telah dijelaskan se-
belumnya bahwa hukum diplomatik di-
bangun atas dasar prinsip kebiasaan yang
dianut oleh negara. Prinsip ini menjadi
kebiasaan internasional yang dilakukan
oleh negara-negara melalui sikap dan tin-
dakan yang diambil dalam suatu kebijak-
an. Kebijakan tersebut diikuti oleh ne-
gara-negara lain serta tanpa adanya protes
atau tantangan dari pihak lain. Prinsip
kebiasaan ini dituangkan dalam hukum
tertulis yaitu konvensi yang merupakan
instrumen perjanjian internasional. Ke-
bijakan ini dilaksanakan dalam proses
hubungan diplomatik antar negara.
Adapun tugas-tugas diplomatik dilakukan
oleh perwakilan diplomatik. Tugas-tugas

> Menurut Ochank_Fine, diakses dari http://serba-
serbiceritasehari-hari.blogspot.com/2010/04/ yang
-umum-diketahui-tentang-hukum.html, pengertian
mengenai apa persisnya suatu misi diplomatik dan
hubungan diplomatik tidaklah tercantum secara
eksplisit dalam Konvensi Wina 1961 tentang
Hubungan Diplomatik. Hal ini tidak mengheran-
kan, sebab bila kita membaca secara keseluruhan
isi konvensi tersebut dapat kita simpulkan bahwa
konvensi ini memang tidaklah dimaksudkan untuk
memberikan penjelasan yang normatif mengenai
pengertian — pengertian umum akan tetapi lebih
mengarah ke aspek teknis bagaimana suatu hu-
bungan diplomatik itu seharusnya berlangsung
dalam aktivitas masyarakat internasional saat ini.
Menurut hemat penulis, pengertian misi diploma-
tik dapat disebut dengan pejabat diplomatik.

perwakilan diplomatik menurut Konvensi
Wina Pasal 3 ayat (3) antara lain:®

1. Representing the sending State in the
receiving State;

2. Protecting in the receiving State the
interests of the sending State and of
its nationals, within the limits
permitted by international law;

3. Negotiating with the Government of
the receiving State;

4. Ascertaining by all lawful means
conditions and developments in the
receiving State, and reporting thereon
to the Government of the sending
State;

5. Promoting friendly relations between
the sending State and the receiving
State, and developing their economic,
cultural and scientific relations.

Tugas-tugas diplomatik yang diem-
ban oleh pejabat diplomatik idealnya
hanya menangani urusan-urusan politik,
dan perwakilan konsuler khusus mena-
ngani urusan-urusan yang bersifat non
politis. Edy Suryono dan Moenir Ari-
soehanda menegaskan bahwa fungsi per-
wakilan diplomatik terutama pada urusan
representation (perwakilan) dan negotia-
tion (perundingan), sedangkan perwakil-
an konsuler lebih mengutamakan fungsi
perlindungan atas kepentingan para war-
ga negara pengirim di negara penerima
serta memajukan kepentingan perdagang-
an, industri, dan pelayaran antara kedua
negara. Meskipun demikian pemilahan
fungsi perwakilan diplomatik dengan
fungsi perwakilan konsuler secara konkrit
sulit dilakukan karena dalam praktik
fungsi tersebut dapat dilakukan oleh salah
satu perwakilan. Di dalam praktik kedip-
lomatikan, apabila suatu negara tidak
membuka perwakilan diplomatik dan ha-
nya membuka perwakilan konsuler maka

® Pasal 3 Konvensi Wina tentang Hubungan Dip-
lomatik tahun 1961.
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tugas-tugas kediplomatikan dapat dilaku-
kan oleh perwakilan konsuler, begitu pula
apabila suatu negara tidak membuka per-
wakilan konsuler tetapi membuka per-
wakilan diplomatik maka tugas-tugas ke-
konsuleran dapat dilaksanakan oleh per-
wakilan diplomatik, misalnya dalam pen-
catatan kelahiran, kematian, perceraian
dan pewarisan dari warga negara peng-
irim yang tinggal di negara penerima.’

Penyelesaian Yuridis tentang Penya-
dapan sebagai Bagian Dari Kegiatan
Spionase yang Dikategorikan dalam
Pelanggaran Kekebalan Diplomatik
Perwakilan diplomatik ada yang

bersifat tetap (permanent) dan ada perwa-
kilan sementara (adhoc). Lingkup fungsi
perwakilan diplomatik sementara sangat
terbatas begitu pula urusan dan rentang
waktunya misalnya dalam menghadiri
konferensi antar negara, menandatangani
perjanjian, melakukan negosiasi khusus.
Sedangkan fungsi perwakilan diplomatik
tetap melaksanakan seluruh tugas yang
dibebankan oleh negara pengirim di ne-
gara penerima sesuai dengan kesepakatan
kedua negara sepanjang tidak bertentang-
an dengan Konvensi Wina tahun 19618
dan konvensi lain yang berkaitan dengan
hubungan diplomatik.

Perwakilan atau pejabat diploma-
tik merupakan utusan negara yang wajib
dilindungi secara undang-undang maupun
protokoler karena mereka membawa misi
negara. Menurut hukum diplomatik, pe-
jabat diplomatik telah dilindungi secara
undang-undang tentang kekebalan dan

" Edy Suryono dan Moenir Arisoehanda, “Hukum
Diplomatik Kekebalan Dan Keistimewaannya”,
dalam Widodo, 2009, Hukum Diplomatik dan
Konsuler Pada Era Globalisasi, Surabaya: Laks-
bang Justitia, hal. 49.

8 Menurut hemat penulis, khususnya dalam pasal
3 ayat (3) Konvensi Wina tahun 1961 yang telah
dijabarkan sebelumnya.

keistimewaannya, apabila pejabat diplo-
matik mendapat tindakan-tindakan atau
perlakuan tidak semestinya atau diindika-
sikan terdapat penyalahgunaan kekebalan
dan keistimewaan pejabat diplomatik,
maka negara pengirim berhak melakukan
tindakan hukum.

Perlindungan terhadap pejabat
diplomatik diatur di dalam Konvensi
Wina 1961 tentang Hubungan Diploma-
tik khususnya dalam pasal 3 ayat (3) yang
menyatakan bahwa salah satu tugas per-
wakilan diplomatik adalah mengumpul-
kan informasi keadaan negara penerima
secara akurat dan dengan cara yang sah®
untuk kemudian dilaporkan kepada ne-
gara pengirim.’® Membuat laporan ten-
tang keadaan disebut juga sebagai kewa-
jiban paling mendasar dari perwakilan
diplomatik kepada negara pengirimnya.
Asalkan laporan tersebut didapat dengan
cara yang sah, sehingga laporan dari hasil
memata-matai atau praktik spionase akan
dianggap sebagai informasi yang didapat
dengan cara yang tidak sah menurut Hu-
kum dan Kebiasaan Internasional.!

Berkaitan dengan adanya tindakan
penyalahgunaan kekebalan dan keistime-
waan pejabat diplomatik, maka kekebalan
dan keistimewaan pejabat diplomatik te-
lah diatur dalam Konvensi Wina tahun
1961 yaitu:

a. Para pejabat diplomatik tidak dapat
diganggu-gugat (inviolable). la tidak
dapat dipertanggungjawabkan dalam

® Menurut penafsiran penulis, cara yang sah me-
nurut konvensi ini adalah membuat laporan
tentang keadaan yang ada di negara penerima
untuk dilaporkan kepada negara pengirim yang
didapat dengan cara yang sah, bukan dengan
tindakan mata-mata atau diam-diam.

10 Syahmin AK., 2008, Hukum Diplomatik dalam
Kerangka Studi Analisis, Jakarta: PT Raja-
Grafindo Persada, hal. 93.

1 bid.
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bentuk apapun dari penahanan atau
penangkapan.

Negara penerima harus mem-
berlakukannya dengan hormat dan ha-
rus mengambil semua langkah yang
tepat untuk mencegah setiap serangan
terhadap badannya, kebebasannya a-
tau martabatnya.

Sebagaimana kita ketahui bah-
wa yang dimaksud dengan kekebalan
diplomatik mencakup dua pengertian
yaitu inviolability dan immunity. In-
violability adalah kekebalan terhadap
alat-alat kekuasaan dari negara pe-
nerima dan kekebalan terhadap gang-
guan yang merugikan, sehingga di
sini terkandung pengertian bahwa se-
orang pejabat diplomatik memiliki
hak untuk mendapat perlindungan
dari alat-alat negara penerima. Se-
dangkan immnunity diartikan sebagai
kekebalan terhadap yurisdiksi dari ne-
gara penerima, baik hukum pidana
maupun hukum perdata.

Pejabat diplomatik adalah ke-
bal (inviolable), ia tidak dapat ditang-
kap dan ditahan. Begitu pula invio-
lable sebagai gangguan yang merugi-
kan. Artinya: Seorang pejabat diplo-
matik mempunyai hak untuk men-
dapat perlindungan dari negara pene-
rima, dengan adanya pengambilan
langkah yang dianggap perlu oleh ne-
gara penerima untuk mencegah se-
rangan terhadap kehormatan, kebe-
basan diri pribadi seorang pejabat
diplomatik. Sehingga ia kebal ter-
hadap gangguan yang merugikan pri-
badinya. Selain ketentuan pidana, ke-
kebalan diplomatik ini juga berlaku
untuk bidang perdata dan administra-
Si.

Tuntutan perdata dan admi-
nistrasi dalam bentuk apapun tidak

Dita Birahayu, Penyelesaian Yuridis tentang Penyadapan sebagai Bagian dari Kegiatan Spionase..........

dapat dilakukan terhadap seorang pe-
jabat diplomatik. Dan tidak ada tin-
dakan atau eksekusi apapun yang
berhubungan dengan hutang-hutang
dan lain-lainnya yang serupa dapat
diajukan terhadap para pejabat diplo-
matik di depan pengadilan perdata
atau pengadilan administrasi negara
penerima.

. Para diplomat juga tidak dapat ditang-

kap karena hutang-hutang mereka, ju-
ga terhadap alat-alat perkakas rumah
tangga mereka, kendaraan bermotor
dan lain-lainnya yang mereka miliki,
tidak dapat disita untuk membayar
hutangnya.

Demikian pula para pejabat diplo-
matik tidak dapat dihalang-halangi
untuk meninggalkan wilayah negara
penerima berdasarkan karena belum
melunasi hutang-hutang dan tidak
dapat paspornya di tahan dengan ala-
san yang demikian juga.

Namun tidak seperti di dalam
kekebalan terhadap yurisdiksi pidana,
di mana seorang pejabat diplomatik
secara mutlak tidak dapat diajukan di
depan pengadilan negara penerima
atas kesalahan-kesalahan mereka. Te-
tapi dalam hal kekebalan terhadap
yurisdiksi perdata dan administrasi ini
terdapat pengecualian, di mana tidak
berlaku terhadap kekebalan diploma-
tik dari yurisdiksi pidana. Pengecuali-
an tersebut dicantumkan secara terpe-
rinci dalam Konvensi Wina 1961.
Kekebalan lain yang dapat dinikmati
oleh pajabat diplomat adalah keke-
balan untuk menjadi saksi. Seorang
wakil diplomatik tidak boleh diwajib-
kan untuk menjadi saksi di muka
Pengadilan negara setempat, baik
yang menyangkut perkara perdata
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maupun menyangkut perkara pidana,
dan administrasi.

Seorang wakil diplomatik ti-
dak dapat dipaksa untuk bertindak
sebagai seorang saksi dan untuk
memberikan kesaksiannya di depan
pengadilan, baik dalam peradilan sipil
atau perdata, peradilan pidana mau-
pun peradilan administrasi. Hal mana
termasuk pula anggota keluarga dan
pengikut-pengikutnya, juga tidak da-
pat dipaksa untuk bertindak sebagai
saksi di depan pengadilan sehubung-
an dengan yang mereka ketahui.

Apabila untuk warga negara
biasa dari negara setempat maka pe-
rintah untuk bertindak sebagai saksi
ini adalah merupakan suatu kewajib-
an, tetapi tidaklah halnya dengan se-
orang wakil diplomatik, yang meru-
pakan wakil resmi dari negara peng-
irim. Namun dari segi untuk menjaga
hubungan baik kedua negara, seyog-
yanya tidak dipegang mutlak dan
untuk itu pemerintah negara peng-
irimnya dapat secara khusus meng-
hapuskan atau menanggalkan keke-
balan diplomatiknya tersebut dengan
pernyataan yang jelas dan tegas.

Penghapusan atau penanggal-
an kekebalan itu juga berarti bahwa
selain memenuhi kewajiban sebagai
saksi juga dapat memulai perkaranya
secara langsung.

Dengan demikian ia boleh di-
katakan tunduk pada yurisdiksi hu-
kum atau pengadilan setempat selama
untuk keperluan khusus ini kekebalan
diplomatik yang melekat pada diri
pribadinya dihapuskan atau ditanggal-
kan. Tetapi menurut Konvensi Wina
1961 Pasal 31 ayat 1 bahwa seorang
wakil diplomatik tidak diwajibkan
untuk memberikan kesaksian, sehing-

ga terserahlah kepada wakil diploma-
tik tersebut untuk memberikan ke-
saksiannya atau tidak, ia tidak dapat
dipaksa.

Banyak gangguan yang dapat ter-
jadi dalam hal kekebalan diplomatik, se-
perti perlakuan atau kegiatan yang tidak
menyenangkan dari pihak negara pene-
rima dimana perwakilan diplomatik ter-
sebut ditempatkan. Apabila hal ini terjadi,
maka negara pengirim dapat mengajukan
keberatan kepada negara penerima (re-
ceiving state) dan negara penerima wajib
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal
tersebut. Sebagai salah satu contoh ter-
jadinya pelanggaran kekebalan dan keis-
timewaan pejabat diplomatik adalah ka-
sus penyadapan antara Indonesia dengan
Australia yang terjadi beberapa waktu
lalu.

Berdasarkan kronologis kasus pe-
nyadapan yang dilakukan oleh Australia
terhadap beberapa pejabat Indonesia apa-
bila dianalisis menggunakan Teori Kebu-
tuhan Fungsional (Functional Necessity
Theory) dalam hukum diplomatik, dapat
dijelaskan bahwa teori ini menyatakan
kekebalan dan hak-hak istimewa seorang
wakil diplomatik perlu diberikan kepada
diplomat agar dapat melaksanakan fung-
sinya secara optimal sehingga hasil pe-
kerjaannya memuaskan negara penerima
dan negara pengirim.*? Segala yang mem-
pengaruhi secara buruk haruslah dicegah,
sehingga dengan adanya pelanggaran
maupun kelalaian yang terjadi yang
mengancam pejabat diplomatik haruslah
ditindak tegas secara hukum baik secara
damai, secara yuridis maupun kekerasan.

Berpijak pada teori di atas, pe-
nyadapan yang terjadi merupakan bentuk
pelanggaran terhadap kekebalan dan keis-

12 Widodo, Op.cit, hal.120.
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timewaan pejabat diplomatik yang mana
seharusnya dalam melaksanakan fungsi
sebagai diplomat harus terjamin keama-
nannya, karena tanpa kekebalan dan keis-
timewaan maka diplomat tidak dapat
menjalankan fungsi di negara penerima.
Sebagai dasar hukum dari hukum diplo-
matik, Konvensi Wina Tahun 1961 ten-
tang Hubungan Diplomatik menganut
teori kebutuhan fungsional, tampak jelas
dalam bunyi Pembukaan Konvensi Wina
Tahun 1961 Alinea IV yang mengatur
bahwa:

Realizing that the purpose of such
privileges and immunities is not to
benefit individuals but to ensure
the efficient performance of the
functions f diplomatic missions as
representing State.

Tujuan pemberian hak-hak istime-
wa dan kekebalan hukum pada misi
diplomatik tidak untuk kepentingan indi-
vidu, tetapi untuk menjamin efisiensi pe-
laksanaan fungsi-fungsi misi diplomatik
dalam mewakili negaranya. Indonesia se-
bagai masyarakat internasional mendu-
kung kebenaran teori kebutuhan fung-
sional yang tampak jelas dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang
Ratifikasi Konvensi Wina Tahun 1961
dan Tahun 1963 mencantumkan bahwa
hak istimewa dan kekebalan tersebut
diberikan hanya untuk menjamin pelak-
sanaan fungsi perwakilan. Adapun dasar
yuridis pemberian kekebalan dan keis-
timewaan pejabat diplomatik adalah:

1) Perjanjian multilateral, baik yang
tercakup dalam Konvensi Wina
Tahun 1961 dan Tahun 1963 atau
konvensi internasional lainnya;

2) Perjanjian bilateral antara negara pe-
nerima dengan negara pengirim per-
wakilan diplomatik;

nes can be

‘ectly with a =] e, - /

Ired tap.

bugs and
nunications
tored from

3) Kaidah hukum negara penerima
yang mengatur pelaksanaan kekebal-
an dan keistimewaan diplomatik bagi
misi diplomatik asing.'?

Penyadapan yang dilakukan Aus-
tralia terhadap Indonesia bukanlah bentuk
efisiensi pelaksanaan fungsi-fungsi misi
diplomatik dalam mewakili negaranya
namun sudah menjadi suatu pelanggaran.
Bentuk penyadapan yang dilakukan oleh
Australia terhadap beberapa pejabat di
Indonesia adalah penyadapan telepon.

Adapun gambar dari teknik pe-
nyadapan melalui telepon pada umumnya
dan yang terjadi pada kasus di atas se-
bagal berikut:

Bugs can be installed
=l in the wall socket, the
handset or anywhere
along the phone line

A simple recording
device can be
attached to a phone

line, but it can be
E easily detected.

Gambar 2. Teknik Penyadapan melalui
Telepon
Sumber: Raymond Wacks, Privacy, A Very Short
Introduction, Oxford, 2010

[

Sejalan dengan Teori Functional
Neccessities, menurut pandangan dari
intelejen dalam Teori Spiral Of Silence
(spiral keheningan) yang dikemukakan
olen Elizabeth Noelle-Neuman (1976)
yang mengasumsikan bahwa terbentuk-
nya pendapat umum ditentukan oleh

3 Ibid.
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proses saling mempengaruhi antara ko-
munikasi massa, komunikasi antarpribadi
dan persepsi individu tentang pendapat-
nya dalam hubungannya dengan pendapat
orang lain. Lebih lanjut dia menjelaskan
mengapa dan bagaimana orang sering
merasa perlu untuk menyembunyikan (to
conceal) pendapatnya, preferensi, pan-
dangan dan lain sebagainya manakala
mereka berada dalam kelompok minori-
tas. Berdasarkan teori tersebut, menurut
pandangan penulis apabila dikaitkan
dengan kasus penyadapan di atas dapat
dijelaskan bahwa tindakan penyadapan
adalah  tindakan  sembunyi-sembunyi
yang dilakukan sekelompok orang untuk
kepentingan sendiri yang nantinya dapat
mempengaruhi suatu tindakan orang lain.

Menurut pandangan Mayor Datuk
Sinaga'* terhadap kasus penyadapan Aus-
tralia-Indonesia menyatakan bahwa ke-
giatan sadap-menyadap antar negara da-
lam dunia intelejen adalah hal yang biasa
karena dua negara pasti memiliki
kepentingan startegis. Kelemahan intele-
jen kita yang harus diperbaiki. Kita se-
bagai Bangsa Indonesia juga tidak bisa
begitu saja menyalahkan Australia, justru
kita harus instropeksi diri mengapa Kkita
bisa disadap, yang berarti kita punya ke-
lemahan dalam sistem dan peralatan
perlindungan berita, informasi, percakap-
an komunikasi (anti sadap). Di dalam du-
nia intelejen ada yang disebut dengan
Kontra Intelejen yaitu segala kegiatan
dan usaha melawan intelejen, sehingga
anti sadap merupakan bagian dari kontra
intelejen.

Berdasarkan kronologis kasus di
atas, kasus penyadapan melalui telepon
terhadap Presiden, ibu negara dan se-

14 Hasil wawancara penulis dengan Mayor (Mar)
Datuk Sinaga selaku Komandan Batalyon IX
Pertahanan di Ambon tanggal 18 Agustus 2014.

jumlah menteri merupakan salah satu
bentuk tindakan spionase yang dilakukan
dan dapat dikategorikan sebagai pelang-
garan hukum internasional khususnya
dengan cara yang tidak sah. Mengutip
kalimat yang ditulis oleh Syahmin AK
bahwa di dalam memperoleh informasi
tentang keadaan negara penerima yang
didapat dengan memata-matai atau diam-
diam tergolong tindakan spionase. Kela-
laian dan kegagalan negara penerima
dalam memberikan perlindungan terha-
dap kekebalan diplomatik merupakan
suatu bentuk pelanggaran terhadap keten-
tuan konvensi, oleh karenanya negara pe-
nerima wajib bertanggung jawab atas
terjadinya hal yang tidak menyenangkan
tersebut. Kelalaian dan kegagalan ter-
sebutlah yang akhirnya memunculkan
tanggung jawab tersendiri yang dikenal
sebagai “pertanggungjawaban negara”.
Apabila hal ini terjadi, maka negara
pengirim dapat mengajukan keberatan ke-
pada negara penerima (receiving state)
dan negara penerima wajib bertanggung
jawab sepenuhnya atas hal tersebut.

Selain pelanggaran penyadapan
telepon yang dilakukan, pelanggaran lain
yang telah dilakukan oleh Perwakilan
Diplomatik Australia adalah mencampuri
urusan dalam negeri Indonesia. Penya-
dapan tersebut secara jelas dilakukan oleh
Pemerintah Australia terhadap orang-
orang yang mempunyai jabatan penting
di Indonesia yang mana hal ini jelas
melanggar pasal 41 ayat (1) Konvensi
Wina tahun 1961:

Pasal 41 ayat (1)

(1) Without prejudice to their privileges
and immunities, it is the duty of all
persons enjoying such privileges and
immunities to respect the laws and
regulations of the receiving State.
They also have a duty not to interfere
in the internal affairs of that State.
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Tanpa merugikan hak-hak istimewa
dan kekebalan hukum mereka itu ada-
lah menjadi kewajiban semua orang
yang menikmati hak-hak istimewa
dan kekebalan hukum itu untuk
menghormati hukum dan peraturan
negara penerima. Mereka juga berke-
wajiban tidak mencampuri masalah
dalam negeri negara tersebut.
Kegiatan penyadapan ini selain
melanggar pasal 41 ayat (1) juga jelas
melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat

(7) Piagam PBB yang isinya:

Pasal 2 ayat (7)

(7) Nothing contained in the present
Charter shall authorize the United
Nations to intervene in matters which
are essentially within the domestic
jurisdiction of any state or shall re-
quire the Members to submit such
matters to settlement under the pre-
sent Charter; but this principle shall
not prejudice the application of en-
forcement measures under Chapter
VLB

Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB
menggarisbawahi prinsip dari non-inter-
vensi di dalam urusan dalam negeri (the
principle of non-interference in the inter-
nal affairs of state) dan tidak menerima
intervensi dari PBB selain dalam situasi
menurut Bab VII, hanya situasi politik
yang paling ekstrim yang dapat meme-
nuhi persyaratan bagi intervensi menurut
Bab VII, yang mengandung arti betapa
pentingnya kedaulatan negara itu dipan-
dang.®

15 http://www.un.org/en/documents/charter/chap-
terl.shtml, diakses tanggal 20 Agustus 2014,
pukul 14.25 WIB.

16 http://pusham.uii.ac.id/ham/10_Chapter4.pdf,
diakses tanggal 20 Agustus 2014, pukul 14.15
WIB.

Apabila diamati ada beberapa
perbedaan antara penyadapan dan spiona-
se. Beberapa perbedaan ini dapat dijelas-
kan dalam tabel berikut ini:

Pem- Penyadapan Spionase Keterang-
beda an
Definisi | -Penyadapan -Spionase -Penulis
adalah kegiatan adalah menyatakan

atau serangkaian penyelidikan | bahwa

kegiatan secara pengertian
penyelidikan atau | rahasia penyadapan
penyidikan terhadap yang sesuai
dengan cara data dengan
menyadap kemiliteran kasus di
pembicaraan, dan data atas adalah
pesan, informasi, | ekonomi menurut
dan/atau jaringan | negara lain Pasal 31
komunikasi yang | -Spionase ayat (1) UU
dilakukan melalui | adalah No. 11
telepon dan/atau penyelidikan | tahun 2008
alat komunikasi secara tentang ITE

elektronik lainnya | rahasia
(Pasal 1 Angka terhadap

19 UU No. 35 data

Tahun 2009 kemiliteran
Tentang dan data
Narkotika) ekonomi
-Intersepsi atau negara lain;
penyadapan segala
adalah kegiatan sesuatu yang
untuk berhubungan
mendengarkan, dengan seluk
merekam, beluk spion;
membelokkan, pemata-
mengubah, mataan;
menghambat, penangkapan
dan/atau mencatat | dua orang
transmisi wakil atase
Informasi militer itu
Elektronik atas tuduhan
dan/atau

Dokumen

Elektronik yang
tidak bersifat
publik, baik
menggunakan
jaringan kabel
komunikasi
maupun jaringan
nirkabel, seperti
pancaran
elektromagnetis
atau radio
frekuensi (pasal
31 ayat (1) UU
No. 11 tahun
2008 tentang
ITE).
-Penyadapan
Informasi adalah
mendengarkan,
mencatat, atau
merekam suatu
pembicaraan
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Pem- Penyadapan Spionase Keterang- Pem- Penyadapan Spionase Keterang-
beda an beda an
yang dilakukan security), n khusus
oleh Aparat penegakan bagi
Penegak Hukum hukum dan keamanan
dengan stabilitas negara
memasang alat ekonomi di (interest of
atau perangkat sebuah negara. national
tambahan pada security)
jaringan tertentu
telekomunikasi yaitu
tanpa Australia
sepengetahuan
orang yang Syarat (1) Dipergunakan
melakukan karena metode
pembicaraan atau investigasi
komunikasi kriminal lainnya
tersebut telah mengalami
(Peraturan kegagalan, atau
Menkomino (2) Tiada cara
Nomor 11 lainnya yang
/PER/M.KOMIN dapat digunakan
FO/02/2006 selain
tentang Teknis penyadapan
Penyadapan untuk
Terhadap mendapatkan
Informasi yang informasi yang
berisi pedoman dibutuhkan dan
dalam melakukan (3) Harus ada
penyadapan alasan yang
secara sah) cukup kuat dan
-Penyadapan dipercaya bahwa
pembicaraan dengan
melalui telepon penyadapan maka
atau alat bukti-bukti baru
telekomunikasi akan di temukan
yang lain dan sekaligus
dilarang, kecuali dapat digunakan
dilakukan untuk mengukum
terhadap pelaku pidana
pembicaraan yang disasar
yang terkait
dengan tindak Pem- (1) Adanya Mengumpul
pidana serius atau batasan | otoritas resmi kan
diduga keras akan yang jelas informasi
terjadi tindak berdasarkan UU dengan
pidana serius yang memberikan | mengakses
tersebut, yang izin penyadapan tempat
tidak dapat (mencakup tujuan | dimana
diungkap jika yang jelas dan informasi
tidak dilakukan objektif) tersebut
penyadapan.(RU (2) Adanya disimpan
U KUHAP Pasal jaminan jangka atau orang
83 ayat (1)) waktu yang pasti | yang
dalam melakukan | mengetahui

Fungsi -Untuk mencegah | -Bagian dari | -Menurut penyadapan mengenai
dan mendeteksi upaya penulis (3) Pembatasan informasi
dalam hal konstitusion | fungsi penanganan tersebut dan
kejahatan- al biasanya penyadap- materi hasil akan
kejahatan yang dilakukan an penyadapan membocorka
sangat serius untuk tujuan | berdasar- (4) Pembatasan n melalui
-Dasar militer kan contoh mengenai orang berbagai
kepentingan kasus di yang dapat dalih.
khusus bagi atas adalah mengakses
keamanan negara sebagai penyadapan dan
(interest of dasar pembatasan-
national kepentiinga pembatasan
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Pem- Penyadapan Spionase Keterang-
beda an

lainnya

Sifat Khusus Umum Menurut
penulis
sifat
penyadap-
an dalam
kasus di
atas adalah
khusus
karena
penyadap-
an adalah
salah satu
bagian dari
praktik
spionase.

Tabel 1. Perbedaan Penyadapan dan Spionase

Berdasarkan contoh kasus di atas,
teknik penyadapan yang digunakan ada-
lah teknik penyadapan melalui telepon
yang merupakan bagian dari praktik
spionase. Terkait dengan penyadapan se-
bagai bagian dari praktik spionase, me-
nurut hukum internasional memang dapat
dikatakan melanggar hukum internasional
khususnya yurisdiksi suatu negara, ka-
rena sejatinya suatu negara yang ber-
daulat memiliki kewenangan penuh da-
lam menjalankan pemerintahannya tanpa
turut campur (intervensi) dari negara lain,
baik secara terbuka maupun diam-diam.
Dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan
penyadapan merupakan praktik spionase
karena telah melanggar hukum inter-
nasional dan juga kegiatan mencampuri
urusan dalam negeri dari negara penerima
(dalam hal ini negara Indonesia) dan di-
gambarkan dalam diagram sebagai beri-
kut:

Spionase

penya

Gambar 3. Hubungan Penyadapan dengan
Spionase

Tindakan penyadapan tersebut
merupakan pelanggaran terhadap Kon-
vensi 1961. Pertanggungjawaban negara
dilakukan sebagai bentuk pemulihan atas
kerugian yang ditimbulkan oleh suatu
negara atau suatu konsekuensi dari suatu
kesalahan atau kegagalan untuk melak-
sanakan suatu kewajiban atau untuk me-
menuhi suatu standar internasional ter-
tentu yang telah ditetapkan.

Upaya-upaya penyelesaian terha-
dap kasus penyadapan telah menjadi per-
hatian yang cukup penting di masyarakat
internasional sejak awal abad ke-20. Upa-
ya-upaya ini ditujukan untuk mencipta-
kan hubungan antarnegara yang lebih
baik berdasarkan prinsip perdamaian dan
keamanan internasional.’

Latar belakang terjadinya sengke-
ta internasional adalah sesuatu yang me-
nyebabkan perbedaan pendapat, perteng-
karan perkara atau pembantahan yang
melibatkan negara-negara di seluruh du-
nia atau mendapat perhatian yang luas
dari masyarakat dunia. Di dalam menye-
lesaikan sengketa, harus menjunjung
prinsip-prinsip penyelesaian sengketa in-
ternasional, diantaranya:'8jelaskan!!!

a. Prinsip Itikad Baik

Prinsip itikad baik dapat di-
katakan sebagai prinsip fundamental
dan paling sentral dalam penyelesaian
sengketa antarnegara. Prinsip ini
mensyaratkan dan mewajibkan ada-
nya itikad baik dari para pihak dalam
menyelesaikan sengketanya. Tidak
heran apabila prinsip ini dicantumkan
sebagai prinsip pertama (awal) yang

7 1bid.

18 Huala Adolf, 2006, Hukum Penyelesaian
Sengketa Internasional, Jakarta: Sinar Grafika,
hal.15-18.
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termuat dalam Manila Declaration

Section 1 paragraph 1.

Dalam Treaty of Amity and
Cooperation in Southeast Asia (Bali
Concord 1976), persyaratan itikad
baik juga ditempatkan sebagai syarat
utama pasal 13 Bali Concord yang
menyatakan: “the high contracting
parties shall have the determination
and good faith to prevent disputes
from arising”.

Dalam penyelesaian sengketa,
prinsip ini tercermin dalam dua tahap:
1) Prinsip itikad baik disyaratkan

untuk mencegah timbulnya seng-
keta yang dapat mempengaruhi
hubungan baik antarnegara.

2) Prinsip ini disyaratkan harus ada
ketika para pihak menyelesaikan
sengketanya melalui cara-cara pe-
nyelesaian sengketa yang dikenal
dalam hukum internasional, yaitu
negoisasi, mediasi, konsiliasi, ar-
bitrase, pengadilan atau cara-cara
lain yang dipilih para pihak. Da-
lam kaitan ini, section 1 pa-
ragraph 5 deklarasi manila men-
syaratkan adanya prinsip itikad
baik ini dalam upaya mencapai
penyelesaian sengketa secara le-
bih dini (lebih cepat).

b. Prinsip Larangan Menggunakan Ke-

kerasan

Prinsip ini juga sangat sentral
dan penting. Prinsip inilah yang me-
larang para pihak untuk menyelesai-
kan sengketanya dengan mengguna-
kan senjata (kekerasan). Prinsip ini
termuat antara lain dalam Pasal 13
Bali Concord dan Preambule ke-4
Deklarasi Manila yang menyatakan:

In case of disputes on
matters  directly  affecting
them, they shall refrain from

the threat or use of force and
shall at all times setlle such
disputes among themselves
through friendly negotiations.

Dalam berbagai perjanjian in-
ternasional lainnya, prinsip ini tam-
pak dalam Pasal 5 Pakta Liga Negara-
Negara Arab 1945 (Pact of the
League of Arab States), Pasal 1 dan 2
the Inter-American Treaty of Re-
ciprocal Assistance (1947), dan lain-
lain.

Prinsip Kebebasan Memilih Cara-
Cara Penyelesaian Sengketa

Prinsip penting lainnya adalah
prinsip dimana para pihak memilih
kebebasan penuh untuk menentukan
dan memilih cara atau mekanisme ba-
gaimana sengketanya diselesaikan
(Principle Of Free Choice Of Means).

Prinsip ini termuat dalam
Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB dan
Section 1 Paragraph 3 dan 10 Dek-
larasi Manila dan Paragraph 5 dari
Friendly Relation Declaration. In-
strumen hukum tersebut menegaskan
bahwa penyerahan sengketa dan pro-
sedur penyelesaian sengketa atau
cara-cara penyelesaian sengketa harus
didasarkan keinginan bebas para pi-
hak. Kebebasan ini berlaku baik un-
tuk sengketa yang telah terjadi atau
sengketa yang akan datang.

Prinsip Kebebasan Memilih Hukum
yang akan Diterapkan Terhadap
Pokok Sengketa

Prinsip fundamental selanjut-
nya yang sangat penting adalah prisip
kebabasan para pihak untuk menen-
tukan sendiri hukum apa yang akan
diterapkan bila sengketanya diselesai-
kan oleh badan peradilan. Kebebasan
para pihak untuk menentukan hukum
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ini termasuk kebebasan untuk memi-
lih kepatutan dan kelayakan (et aquo
et bono). Yang terakhir ini adalah
sumber bagi pengadilan untuk memu-
tus sengketa berdasarkan prinsip
keadilan, kepatutan atau kelayakan.

Dalam sengketa antarnegara
merupakan hal yang lazim bagi peng-
adilan internasional, misalnya Mahka-
mah Internasional untuk menerapkan
hukum internasional, meskipun pene-
rapan hukum internasional ini tidak
dinyatakan secara tegas oleh para
pihak. Dalam Special Agreement an-
tara RI-Malaysia mengenai penye-
rahan sengketa Pulau Sipadan-Ligitan
ke Mahkamah Internasional para pi-
hak menyatakan:

The principles and rules of
international law applicable
to the dispute shall be those
recognized in the provisions
of Article 38 of Statute of the
Court... (Article 4 Special
Agreement).

Prinsip Kesepakatan Para Pihak Yang
Bersengketa

Prinsip  kesepakatan  para
pihak merupakan prinsip fundamental
dalam penyelesaian sengketa inter-
nasional. Prinsip inilah yang menjadi
dasar bagi pelaksanaan prinsip ketiga
dan keempat di atas. Prinsip-prinsip
kebebasan 3 dan 4 hanya akan bisa
dilakukan atau direalisasikan manaka-
la ada kesepakatan dari para pihak.

Sebaliknya prinsip kebebasan
3 dan 4 tidak akan mungkin berjalan
apabila kesepakatan hanya ada dari
salah satu pihak atau bahkan tidak ada
kesepakatan sama sekali dari kedua
belah pihak.
Prinsip Exhaustion Of Local Re-
medies
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Prinsip ini termuat dalam
Section 1 paragraph 10 Deklarasi
Manila. Menurut prinsip ini sebelum
para pihak mengajukan sengketanya
ke pengadilan internasional maka
langkah-langkah penyelesaian seng-
keta yang tersedia atau diberikan oleh
hukum nasional negara harus terlebih
dahulu ditempuh (exhausted). Dalam
sengketa the interhandel (1959),
Mahkamah Internasional menegas-
kan:

Before resort may be had to in
international court, the state
where the violation occurred
should have an opportunity to
redress it by its own means,
within the framework of its
own domestic legal system.

Prinsip-Prinsip Hukum Internasional
Tentang Kedaulatan, Kemerdekaan,
dan Integritas Wilayah Negara-
Negara

Deklarasi Manila mencantum-
kan prinsip ini dalam Section 1
paragraph 1. Prinsip ini mensyaratkan
negara-negara yang bersengketa un-
tuk terus menaati dan melaksanakan
kewajiban internasionalnya dalam
berhubungan satu sama lainnya ber-
dasarkan prinsip-prinsip fundamental
integritas wilayah negara-negara.

Di samping ketujuh prinsip-
prinsip di atas, Office of the Legal
Affairs PBB memuat prinsip-prinsip
lainnya yang bersifat tambahan.
Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1) Prinsip arangan intervensi baik
terhadap masalah dalam atau luar
negeri para pihak;

2) Prinsip persamaan hak dan penen-
tuan nasib sendiri;

3) Prinsip persamaan kedaulatan ne-
gara-negara;
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4) Prinsip kemerdekaan dan hukum
internasional, yang semata-mata
merupakan penjelmaan lebih lan-
jut dari prinsip 7 yaitu prinsip
hukum internasional tenttang ke-
daulatan, kemerdekaan dan integ-
ritas wilayah negara-negara.

Penyelesaian sengketa internasio-
nal dapat dibedakan menjadi tiga jenis,
yaitu penyelesaian sengketa secara da-
mai, secara hukum dan secara paksa.
Dapat digambarkan dalam bagan sebagai
berikut:

|

Hukum

)

Perundingan

Reprisal

Intervensi

Bagan 1. Penyelesaian Sengketa Internasional

Penyelesaian sengketa internasio-
nal secara damai merupakan hal yang
harus diutamakan dalam penyelesaian
sengketa yang terjadi karena dengan pe-
nyelesaian secara damai tidak akan me-
nimbulkan kekerasan ataupun korban
jiwa bagi negara yang saling bersengketa.
Penyelesaian sengketa internasional seca-
ra damai terdiri dari lima jenis, yaitu:

1. Perundingan (negotiation)

HHHE

Perundingan adalah cara penye-
lesaian sengketa yang paling dasar dan
yang paling tua digunakan oleh umat ma-
nusia. Penyelesaian melalui negosiasi
merupakan cara yang paling penting. Ba-
nyak sengketa diselesaikan setiap hari
melalui cara ini tanpa adanya publisitas
atau perhatian publik.

Alasan utamanya adalah dengan
cara ini para pihak dapat mengawasi pro-
sedur penyelesaian sengketanya dan seti-
ap penyelesaiannya didasarkan kesepa-
katan atau konsensus para pihak.

Cara penyelesaian melalui nego-
siasi biasanya cara pertama kali ditempuh
manakala para pihak bersengketa. Nego-
siasi dalam pelaksanaannya mempunyai
dua bentuk utama yaitu bilateral dan mul-
tilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan
melalui saluran diplomatik pada konfe-
rensi internasional atau dalam suatu lem-
baga atau organisasi internasional.

Cara ini dapat pula digunakan
dalam menyelesaikan setiap bentuk seng-
keta, apakah itu sengketa ekonomi, po-
litik, hukum, sengketa wilayah, keluarga,
suku dan lain-lain. Bahkan apabila para
pihak telah menyerahkan sengketa me-
lalui suatu badan peradilan tertentu, pro-
ses penyelesaian melalui negosiasi ini
masih mungkin dilaksanakan.

Mengenai prosedur pelaksanaan
dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Negosiasi yang digunakan manakala
suatu sengketa belum lahir (disebut
pula konsultasi).

b) Negosiasi digunakan manakala suatu
sengketa telah lahir. Prosedur ini me-
rupakan proses penyelesaian sengketa
oleh para pihak (dalam arti negosiasi).

2. Mediasi (mediation)
Mediasi (mediation) adalah ben-
tuk perundingan dengan mengikutsertkan
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pihak ketiga dimana pihak ketiga ini akan
ikut secara aktif dengan suatu kewenang-
an yang diakui oleh para pihak.

Pihak ketiga tersebut disebut
dengan mediator yang dapat berupa nega-
ra, organisasi internasional (misalnya
PBB) atau individu (politikus, ahli hu-
kum atau ilmuwan). la secara aktif ikut
serta dalam proses negosiasi. Biasanya
dengan kapasitasnya sebagai pihak yang
netral berupaya mendamaikan para pihak
dengan memberikan saran penyelesaian
sengketa.

Jika usulan tersebut tidak diteri-
ma, mediator masih dapat melanjutkan
fungsi mediasinya dengan membuat usul-
an-usulan baru, karena itu salah satu
fungsi utama mediator adalah mencari
berbagai solusi, mengidentifikasi hal-hal
yang dapat disepakati para pihak dan
membuat usulan-usulan yang dapat
mengakhiri sengketa.

Seperti halnya dalam negosiasi,
tidak ada prosedur khusus yang harus di-
tempuh dalam proses mediasi. Para pihak
bebas menentukan prosedurnya, yang pa-
ling penting adalah kesepakatan para
pihak, mulai dari proses pemilihan me-
diator, cara mediasi, diterima atau tidak-
nya usulan-usulan yang diberikan oleh
mediator sampai pada berakhirnya tugas
mediator.

3. Penyelidikan (inquiry)

Penyelidikan (inquiry) adalah cara
penyelesaian sengketa yang berdiri sen-
diri, maksudnya adalah para pihak yang
bersengketa itu membentuk tim penye-
lidik yang sifatnya internasional.

Suatu sengketa kadangkala mem-
persoalkan konflik para pihak mengenai
suatu fakta. Meskipun suatu sengketa ber-
kaitan dengan hak dan kewajiban, namun
acapkali permasalahannya bermula pada

perbedaan pandangan para pihak terhadap
fakta yang menentukan hak dan kewajib-
an tersebut. Penyelesaian sengketa demi-
kian karenanya bergantung pada peng-
uraian fakta-fakta para pihak yang tidak
disepakati.

Oleh sebab itu, pemastian kedu-
dukan fakta yang sebenanrnya dianggap
sebagai bagian penting dari prosedur pe-
nyelesaian sengketa. Dengan demikian,
para pihak dapat memperkecil masalah
sengketanya dengan menyelesaikannya
melalui metode pencarian fakta yang me-
nimbulkan persengketaan.

Karena para pihak pada intinya
mempersengketakan perbedaan mengenai
fakta maka untuk meluruskan perbedaan
tersebut, campur tangan pihak lain dirasa-
kan perlu untuk menyelidiki kedudukan
fakta yang sebenarnya. Biasanya para pi-
hak tidak meminta pengadilan tetapi me-
minta pihak ketiga yang sifatnya kurang
formal. Cara inilah disebut dengan penca-
rian fakta (inquiry-fact finding).

4. Konsiliasi (conciliation)

Konsialiasi adalah penyelesaian
sengketa yang pihak melibatkan pihak
ketiga secara formal dan institusional, di-
mana para pihak setuju untuk menyerah-
kan penyelesaian sengketanya pada komi-
si konsiliasi.

Komisi konsiliasi bisa yang sudah
terlembaga atau ad hoc yang berfungsi
untuk menetapkan persyaratan penyele-
saian yang diterima oleh para pihak.
Namun putusannya tidaklah mengikat
para pihak.

Persidangan suatu komisi konsi-
liasi biasanya terdiri atas dua tahap, yaitu
tahap tertulis atau tahap lisan. Pertama,
sengketa (yang diuraikan secara tertulis)
diserahkan kepada badan konsiliasi. Ke-
mudian badan ini akan mendengarkan
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keterangan lisan dari para pihak. Para
pihak dapat hadir pada tahap pende-
ngaran tersebut tetapi bisa juga diwakili
oleh kuasanya. Berdasarkan fakta-fakta
yang diperolehnya, konsiliator atau badan
konsiliasi akan menyerahkan laporannya
kepada para pihak disertai dengan kesim-
pulan, dan usulan-usulan penyelesaian
sengketanya. Sekali lagi usulan ini sifat-
nya tidaklah mengikat karena diterima
tidaknya usulan tersebut bergantung se-
penuhnya kepada para pihak.

Penyelesaian sengketa secara hu-
kum adalah bagian dari penyelesaian
sengketa secara damai, terdiri dari 2 jenis
yaitu:

a. Arbitrase Internasional
Penyelesaian sengketa inter-
nasional melalui arbitrase internasio-
nal dilakukan oleh arbitrator biasanya
menyelesaikan  sengketa wilayah.
Adapun ciri-ciri dari arbitrase inter-
nasional adalah:
1) bersifat sukarela
2) sifat non institusional
3) sifat hukum yang mengikat
b. Mahkamah Internasional
Penyelesaian sengketa inter-
nasional melalui mahkamah interna-
sional adalah penyelesaian sengketa
didasarkan atas ketentuan-ketentuan
hukum dan keputusan-keputusannya
merupakan keputusan hukum, maka
ia mengikat negara-negara.

Penyelesaian sengketa interna-
sional secara paksa dilakukan dengan ke-
kerasan. Ada beberapa cara yang masuk
dalam kategori ini seperti:

1. Retorsi
Retorsi adalah pembalasan oleh suatu
negara karena tindakan tidak pantas

oleh negara lain. Cara ini sah, tetapi
tidak bersahabat.

2. Reprisal
Reprisal adalah pembalasan atas
agresi yang dilakukan oleh negera
lain. Atau dalam kata lain adalah
minta ganti rugi atas agresi yang
dilakukan negara lain.

3. Invasi (perang)
Perang merupakan langkah terakhir
dalam penyelesaian sengketa interna-
sional. Cara ini menggunakan kekuat-
an fisik/militer, sehingga dapat me-
nimbulkan banyak korban jiwa. Teta-
pi perang juga dibatasi dengan aturan-
aturan tertentu.

4. Blokade
Blokade adalah pengepungan untuk
memutuskan hubungan dengan nega-
ra lain. Biasanya dilakukan pada tem-
pat strategis, Contoh: Bandara atau
pelabuhan.

5. Intervensi
Intervensi ada campur tangan dari
pihak lain. Misalnya Sengketa wila-
yah antara Korea Selatan dan Korea
Utara. Dalam sengketa tersebut ada
Amerika Serikat yang berada di pihak
Korea Selatan, sementara di pihak
Korea Utara ada China dan Jepang.

6. Pemutusan hubungan diplomatik

Banyak gangguan yang dapat
terjadi dalam hal kekebalan diplomatik,
seperti perlakuan atau kegiatan yang ti-
dak menyenangkan dari pihak negara
penerima dimana perwakilan diplomatik
tersebut ditempatkan. Apabila hal ini ter-
jadi, maka negara pengirim dapat me-
ngajukan keberatan kepada negara pene-
rima (receiving state) dan negara pe-
nerima wajib bertanggung jawab sepe-
nuhnya atas hal tersebut. Sebagai salah
satu contoh terjadinya pelanggaran keke-
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balan dan keistimewaan pejabat diploma-
tik adalah kasus penyadapan antara
Indonesia dengan Australia yang terjadi
beberapa waktu lalu. Contoh kasus pe-
nyadapan Australia terhadap Indonesia,
ada beberapa hal yang dapat dilakukan
Indonesia dilihat dari sudut padang hu-
kum diplomatik antara lain:
a. Mengirimkan nota diplomatik

Mengirimkan nota diplomatik
berisikan strong protest yang mana isinya
mengecam aksi Australia tersebut dan
meminta maaf kepada Indonesia.
b. Persona non-grata

Persona non grata adalah pernya-
taan atau pemberitahuan negara penerima
kepada negara pengirim melalui nota
diplomatik tentang ketidaksetujuan nega-
ra penerima atas pengangkatan calon duta
besar yang akan ditempat-kan di negara
penerima. Dalam prak-tik, ketidakmauan
negara penerima memberikan agreement
atas calon duta besar pengganti dapat
dianggap sebagai persona non grata. Hal
ini dimungkinkan dilaksanakan Indone-
sia dimana Konvensi Wina 1961 tentang
Hubungan Diplomatik mem-perbolehkan
hal tersebut.

Hal ini dapat dijelaskan dalam
pasal 43 dan pasal 9 Konvensi Wina
tahun 1961, yang berbunyi:

Article 43

The function of a diplomatic agent comes
to an end, inter alia:

(b) on notification by the receiving State
to the sending State that, in accordance
with paragraph 2 of Article 9, it refuses
to recognize the diplomatic agent as a
member of the mission.

Article 9

(1) The receiving State may at any time
and without having to explain its de-
cision, notify the sending State that the
head of the mission or any member of the
diplomatic staff of the mission is persona

non grata or that any other member of
the staff of the mission is not acceptable.
In any such case, the sending State shall,
as appropriate, either recall the person
concerned or terminate his functions with
the mission. A person may be declared
non grata or not acceptable before
arriving in the territory of the receiving
State.

Dalam kasus penyadapan antara
Indonesia-Australia, pejabat diplomatik
dari Australia dipulangkan ke negaranya
karena Indonesia menolak untuk meng-
akuinya sebagai pejabat perwakilan Aus-
tralia untuk Indonesia.

c. Penanggalan Kekebalan Diplomatik
(Waiver).

Hal ini juga dimungkinkan dapat
dilakukan oleh Indonesia dalam rangka
mengadili Pejabat Diplomatik Australia
yang melakukan penyadapan terhadap
Indonesia dimana pemerintah Indonesia
mengirimkan nota diplomatik kepada pe-
merintah Australia yang menyatakan
bahwa Indonesia tidak lagi mengakui lagi
pejabat diplomatik Australia. Hal ini ber-
dampak dengan kekebalan diplomatik
pejabat tersebut yang juga tidak diakui
lagi. Pasal 32 Konvensi Wina 1961
tentang Hubungan Diplomatik dapat di-
manfaatkan oleh Pemerintah Indonesia,
yang mana menyatakan:

(1) The immunity from jurisdiction of
diplomatic agents and of persons en-
joying immunity under Article 37 may be
waived by the sending State.

(2) Waiver must always be express.

(3) The initiation of proceedings by a
diplomatic agent of by a person enjoying
immunity from jurisdiction under Article
37 shall preclude him from invoking im-
munity from jursdiction in respect of any
counter-claim directly connected with the
principal claim.

4) Waiver of immunity from jurisdic-
tion in respect of civil or administrative.
(5) Proceedings shall not be held to imply
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waiver of immunity in respect of the
execution of the judgment, for which a
separate waiver shall be necessary.

Penanggalan kekebalan diploma-
tik (waiver) tidak dapat dilakukan dengan
mudah. Dalam pelaksanaan penanggalan
kekebalan diplomatik harus dinyatakan
secara jelas dan mendapat persetujuan
dari Perdana Menteri Australia melalui
nota diplomatik.

Apabila penanggalan kekebalan
diplomatik telah dilakukan maka pejabat
perwakilan Australia tersebut dapat di-
adili di Indonesia. Adapun ketentuan
hukum nasional yang dapat dikenakan
kepadanya, yakni Pasal 40 juncto Pasal
56 Undang-undang Republik Indonesia
tentang Telekomunikasi:

Pasal 40

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan
penyadapan atas informasi yang disalur-
kan melalui jaringan telekomunikasi da-
lam bentuk apapun.

Pasal 56

Barang siapa yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40,
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 15 (lima belas) tahun.

d. Pemutusan Hubungan Diplomatik

Dikala permasalahan ini tidak ber-
ujung dengan tindakan yang sama-sama
menguntungkan kedua negara maka lang-
kah ini merupakan langkah selanjutnya
yang dapat ditempuh oleh pemerintah
Indonesia. Hal mencampuri urusan dalam
negeri Indonesia dapat dijadikan alasan
untuk memutuskan hubungan diplomatik.
Ketakutan mengenai kepentingan Warga
Negara Indonesia yang berada di Austra-
lia dapat diatasi dengan mempercayakan
perlindungan atas kepentingan Indonesia
dan kepentingan Warga Negara Indonesia

kepada negara ketiga dengan persetujuan
Australia.

Persona non-Grata sebagaimana
diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Konvensi
Wina 1961, memang merupakan salah
satu jawaban yang disediakan ketika
terjadi permasalahan diplomatik antara
negara penerima dan pengirim. Sayang-
nya praktik Persona Non-Grata semacam
ini, pada praktiknya akan menimbulkan
reaksi pembalasan dari negara yang per-
wakilan diplomatiknya di persona non-
gratakan, sehingga akan menimbulkan
masalah dan bukan tidak mungkin kete-
gangan politik antara kedua negara.

Selain cara persona non grata,
penyelesaian secara hukum internasional
untuk masalah sengketa hubungan dip-
lomatik, ternyata diatur dalam Optional
Protocol concerning the Compulsory Set-
tlement of Disputes of Viena Convention
on Diplomatic Relation April 18 1961.
Dalam protokol opsional ini diatur bahwa
setiap pihak yang berselisih, dapat meng-
ajukan permohonan ke International
Court of Justice (selanjutnya disebut de-
ngan ICJ), namun sebelum mengajukan
ke ICJ, pihak bersengketa dapat menem-
puh jalan "arbitrase” terlebih dahulu
sesuai dengan apa yang diatur dalam
pasal 2 Optional Protocol. Selain arbit-
rase, sesuai Pasal 13 ayat (1) para pihak
juga dapat memulai dengan jalur "kon-
siliasi”. Menurut protokol opsional ini,
Komisi Konsiliasi harus membuat “reko-
mendasi” dalam waktu lima bulan se-
sudah pengangkatannya. Jika rekomen-
dasi tidak diterima oleh para pihak, maka
diberikan waktu dua bulan sesudah me-
reka dikirimi rekomendasi itu untuk pi-
hak manapun dari perselisihan tersebut
membawa perselisihannya ke 1CJ sesuai
dengan Pasal 3 ayat (2) Optional Pro-
tocol. Akan tetapi, pertanggungjawaban

236



Dita Birahayu, Penyelesaian Yuridis tentang Penyadapan sebagai Bagian dari Kegiatan Spionase..........

yang akan didapat penerima hanya ter-
batas para pertanggungjawaban negara
pengirim (states responsibility) dan bu-
kan pertanggungjawaban individual dari
agen spionase yang bertugas (individual
responsbility), hal ini dikarenakan yang
dapat mengajukan sengketa adalah pihak-
pihak para peserta Konvensi tersebut saja,
dalam hal ini adalah "negara-negara" atau
"organisasi internasional” semata sehing-
ga individu tidak dapat berperkara atau
diperkarakan.

Indonesia juga telah meratifikasi
Konvensi Wina 1969 mengenai Misi
Khusus melalui UU No. 2 Tahun 1982
tentang Pengesahan Konvensi Wina me-
ngenai Misi Khusus 1969.1° Dalam hal
mengadakan  perjanjian  internasional
dengan subjek hukum internasional lain-
nya, meskipun Indonesia hingga hari ini
belum meratifikasi Konvensi Wina 1969
mengenai Perjanjian Internasional, tetapi
Indonesia telah memiliki UU No. 24
Tahun 2000 tentang Perjanjian Inter-
nasional.?°

Begitu pula untuk mengakomodir
pelaksanaan kegiatan hubungan luar
negeri, baik regional maupun
internasional, melalui forum bilateral atau
multilateral, yang diabdikan pada
kepentingan nasional berdasarkan prinsip
politik luar negeri yang bebas aktif,
Indonesia telah memiliki UU No. 37
Tahun 1999 tentang Hubungan Luar
Negeri.?

19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982,
(Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1982,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3212)
20 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000,
(Lembaran Negara Nomor 185 Tahun 2000,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012)
2L Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999,
(Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1999,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882)

Seiring dengan semakin mening-
katnya arus perkembangan global dan
hubungan kerjasama internasional, politik
luar negeri dan diplomasi Indonesia pun
dalam kurun waktu beberapa dekade ter-
akhir dilaksanakan dalam lingkungan glo-
bal dan regional yang semakin kompleks.
Dengan demikian, sangat diperlukan per-
aturan-peraturan nasional yang secara
tegas mengatur mengenai subjek yang
mengadakan hubungan dan kerjasama
internasional itu sendiri, yaitu para per-
wakilan negara asing (baik pejabat dip-
lomatik dan konsuler) maupun para wakil
organisasi internasional.

Namun, di sisi yang lain, seperti
yang telah diuraikan sebelumnya juga
bahwa ruang lingkup Hukum Diplomatik
pada hakikatnya merupakan ketentuan
atau prinsip-prinsip hukum internasional
yang mengatur hubungan diplomatik an-
tarnegara yang dilakukan sebagai hasil
dari kodifikasi hukum kebiasaan inter-
nasional. Dengan demikian, suatu produk
aturan yang bersifat internal (peraturan
perundang-undangan nasional) hanya
akan berlaku dan mengikat penduduk
atau warga negara dari negara yang ber-
sangkutan dalam melakukan hubungan
hukum, terbatas hanya di dalam ruang
wilayah kedaulatan negara itu sendiri.
Sementara itu, para pejabat diplomatik
dan konsuler serta wakil negara dalam
suatu organisasi internasional melakukan
hubungan lintas-batas negara/internasio-
nal yang tentu saja tidak mungkin tunduk
hanya pada satu peraturan perundang-un-
dangan nasionalnya sendiri, melainkan
juga harus tunduk pada aturan hukum
yang berlaku secara internasional, apakah
itu peraturan dari negara penerima atau
peraturan yang memang bersifat law
making treaties. Tidaklah mungkin bagi
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pejabat asing hanya tunduk pada hukum
nasional negaranya sendiri.

Selain itu, poin yang paling pen-
ting adalah bahwa Indonesia telah memi-
liki Undang-Undang Nomor 37 tahun
1999 tentang Hubungan Luar Negeri
yang pada dasarnya telah mencakup se-
tiap aspek penting yang fundamental dan
mendasar mengenai hubungan luar negeri
dan kerjasama internasional juga Indo-
nesia telah meratifikasi Konvensi Wina
1961, 1963, dan 1969 melalui undang-un-
dang seperti yang telah penulis jelaskan
sebelumnya sehingga untuk setiap kegiat-
an yang berkaitan dan berkenaan dengan
hubungan diplomatik, hubungan konsu-
ler, dan misi-misi khusus, sepanjang tidak
diatur dan ditentukan lain dalam per-
aturan perundang-undangan nasional, ma-
ka berlakulah Konvensi Wina tersebut.
Sehingga dapat dikatakan seandainya pun
dibuat suatu undang-undang sendiri yang
mengatur tentang diplomatik, maka tentu
saja hal itu akan sia-sia.

Selain telah memiliki Undang-
Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang
Hubungan Luar Negeri yang mengatur
mengenai pelaksanaan hubungan luar
negeri dan politik luar negeri secara
umum (general), untuk hal-hal yang sifat-
nya teknis dan spesifik mengenai pejabat
diplomatik, konsuler, dan perwakilan
asing lainnya, meskipun tidak diatur da-
lam satu undang-undang sendiri, namun
sebagai gantinya Indonesia telah merati-
fkasi Konvensi Wina 1961 dan 1963
dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun
1982 dan Konvensi Wina 1969 dengan
Undang-Undang Nomor 2 tahun 1982.
Dalam bagian dasar yuridis masing-
masing undang-undang ini dapat dilihat
bahwa Negara Republik Indonesia selama
ini telah menggunakan ketiga Konvensi
Wina tersebut sebagai pedoman dalam

hubungan internasional. Dalam bagian
Penjelasan Umum Undang Nomor 2
tahun 1982 selanjutnya dijelaskan bahwa
pengaturan hubungan diplomatik dan per-
wakilan diplomatik sudah lama diadakan
yaitu sejak Kongres Wina Tahun 1815
yang diubah oleh Protokol Aix-la-Cha-
pelle tahun 1818. Dalam penjelasan ini
kemudian ditegaskan pendirian Indonesia
yang dapat menerima seluruh isi Konven-
si Wina mengenai Hubungan Diplomatik
Beserta Protokol Opsionalnya mengenai
hal memperoleh Kewarganegaraan dan
Konvensi Wina mengenai Hubungan
Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya
mengenai hal memperoleh Kewarga-
negaraan, kecuali Protokol Opsional me-
ngenai Penyelesaian sengketa Secara Wa-
jib.

Pengecualian ini karena Pemerin-
tah Indonesia lebih mengutamakan pe-
nyelesaian sengketa melalui perundingan
dan konsultasi atau musyawarah antara
negara-negara yang bersengketa. Protokol
Opsional mengenai hal memperoleh
Kewarganegaraan mengatur bahwa ang-
gota-anggota perwakilan diplomatik dan
perwakilan konsuler yang bukan warga-
negara penerima dan perwakilan konsuler
yang bukan warganegara penerima dan
keluarganya tidak akan memperoleh ke-
warganegaraan negara penerima tersebut
semata-mata karena berlakunya hukum
negara penerima tersebut.

Kesimpulan

Untuk pengaturan mengenai hu-
bungan dan kerjasama internasional yang
sifatnya umum (gene-ral) Indonesia telah
mempunyai Undang-Undang Nomor 37
tahun 1999. Sementara itu, untuk hal-hal
yang sifatnya spesifik dan khusus menge-
nai pejabat diplomatik, konsuler, dan per-
wakilan asing, sepanjang tidak diatur dan
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sesuai dengan peraturan perundang-un-
dangan nasional, Indonesia tunduk pada
Konvensi Wina 1961, 1963, dan 1969 ka-
rena telah meratifikasi dan menyatakan
menerima seluruh ketentuan yang ada di
dalamnya, kecuali Protokol Opsional me-
ngenai Penyelesaian Sengketa secara Wa-
jib sehingga Indonesia tidak perlu lagi
ada suatu Undang-Undang Diplomatik.
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Pekanbaru Berdasarkan Hukum Islam
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Abstract: The profit-sharing system has advantages with no causing the negative capital
spread. The advantages of this system are the main reference for community of PT. Bank
Muamalat Indonesia Tbk. (BMI) Branch Pekanbaru in developing the mudarabah
financing. In the profit-sharing system, the ratio is determined at the time of making the
contract based on the possibility of profit and loss. Data are collected by using interview to
the informants in BMI. The collected data are analyzed in inductive method. The results
show that the mudarabah financing in BMI Branch Pekanbaru does not fully apply the
profit and loss sharing, but rather the revenue sharing. It means that the profit sharing is
still based on the assumPT.ion of revenue. It can be illustrated that the bank can assume
that someone can produce profits in a certain amount each month. This financing requires
valuedly material and immaterial supports to anticipate moral hazard. The losses of
mudarabah financing are fully borne by the owners of capital of BMI. Fund providers
endure all the losses due to mudarabah. The losses of mudarabah financing are also
charged to the customer due to customer negligence.

Keywords: mudarabah and Islamic law.

Abstrak: Sistem bagi hasil memiliki kelebihan dengan tidak menimbulkan pertumbuhan
modal negatif (negative spread). Kelebihan sistem ini menjadi acuan utama dalam
pengembangan pembiayaan mudarabah bagi masyarakat PT. Bank Muamalat Indonesia
Tbk. (BMI) Cabang Pekanbaru. Dalam sistem bagi hasil, penentuan besarnya rasio atau
nisbah dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi.
Data diperoleh dengan wawancara kepada narasumber di BMI. Data dianalisis dengan
metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudarabah di BMI
cabang Pekanbaru tidak menerapkan profit and lost sharing secara penuh, tetapi lebih
pada revenue sharing. Artinya bagi hasil berdasarkan asumsi pendapatan. llustrasinya
adalah pihak bank dapat mengasumsikan bahwa seseorang dapat menghasilkan keuntungan
dalam jumlah tertentu setiap bulan. Pembiayaan ini membutuhkan jaminan materil dan
jaminan immaterial untuk mengantisipasi moral hazard. Kerugian pembiayaan mudarabah
ditanggung oleh pemilik modal secara penuh (BMI). Penyedia dana menanggung semua
kerugian akibat mudarabah. Kerugian mudarabah dibebankan pada nasabah atas dasar
kelalaian nasabah.

Kata kunci: mudarabah dan Hukum Islam.
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Pendahuluan

Bank Muamalat Indonesia (BMI)
mengalami perkembangan cukup pesat
sejak perubahan Undang-Undang Nomor
7 tahun 1992 dengan Undang-Undang 10
tahun 1998 tentang Perbankan. BMI
mampu memenuhi kebutuhan masyarakat
yang menghendaki layanan jasa perbank-
an dengan prinsip syari’ah. Prinsip itu
memegang teguh pelarangan riba dan ke-
giatan yang bersifat spekulatif seperti
perjudian dan gharar. !

BMI  didukung oleh  jaringan
32.000 Automatic ~ Teller ~ Machince
(ATM), 95.000 Merchant debet dan me-
miliki 75 kantor cabang, 123 kantor ca-
bang pembantu dan 153 kantor kas.? Pe-
ningkatan statistik ini menunjukkan bah-
wa perkembangan BMI di tanah air cu-
kup menggembirakan. Timbul kesadaran
masyarakat Islam Indonesia untuk menja-
lankan Kketentuan-ketentuan agamanya
dalam aktivitas muamalah.®

BMI menggunakan transaski non
bunga dalam bentuk profit and loss sha-
ring atau bagi hasil dan bagi rugi. Keun-
tungan dan kerugian yang terjadi ditang-
gung oleh kedua belah pihak, yaitu mu-
dharib dan shahib al-maal. Sistem bunga
Bank dan bagi hasil mempunyai persama-
an, yakni sama-sama memberikan keun-
tungan bagi pemilik modal, namun ke-
duanya memiliki perbedaan yang prinsi-
pil. Perbedaannya ialah sistem bunga me-
rupakan sistem yang dilarang Islam, se-

! Rifki Ismal, 2011, Islamic Banking Operation
and Its Problem In Indonesia, Pekanbaru: Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Riau-Akbar, hal. 18.
2 Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru,
2012.

3 Rifki Ismal, Islamic.....,Op.Cit., hal. 21.

dangkan bagi hasil tidak diharamkan oleh
hukum Islam.*

Sistem bagi hasil memiliki kele-
bihan dengan tidak akan menimbulkan
pertumbuhan modal negatif (negative
spread).’> Kelebihan sistem ini menjadi
acuan utama dalam pengembangan pem-
biayaan mudarabah bagi masyarakat di
Kota Pekanbaru. Animo masyarakat Kota
Pekanbaru dengan sistem syariah sangat
tinggi. Mereka banyak yang beralih dari
perbankan konvensional yang mengguna-
kan sistem bunga.®

Penentuan bunga dibuat waktu
akad berlangsung dengan asumsi bahwa
harus selalu untung, tidak ada asumsi ke-
rugian. Pembayaran bunga tetap dilaku-
kan misalnya dalam suatu proyek, tanpa
mempertimbangkan apakah proyek yang
dijalankan itu mempunyai keuntungan
atau tidak.’

Dalam sistem bagi hasil, penentu-
an besarnya rasio atau nisbah dibuat pada
waktu akad dengan berpedoman pada ke-
mungkinan untung dan rugi. Suatu pro-
yek yang mengalami kerugian ditanggung
bersama. Jumlah pembagian laba me-
ningkat sesuai dengan peningkatan jum-
lah pendapatan, sedangkan sistem kon-
vensional jumlah pembayaran bunga

4 Muhammad Syafi’l Antonio, 2001, Bank
Syariah: dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema
Insani Pres, hal. 61.

5> Zaenal Arifin, 2007, Realisasi Akad Mudarabah
Dalam Rangka Penyaluran Dana Dengan Prinsip
Bagi Hasil di Bank Muamalat Indonesia Cabang
Semarang, Semarang: Program Studi Magister
Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Dipone-
goro, hal. 98.

6 Wawancara dengan Rahmad Faizal, Senior
Legal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Mua-
malat Indonesia Thk. Cabang Pekabaru.

7 Abdullah Saeed, 2004, Menyoal Bank Syariah:
Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-
Revivalis, terj. Arif Maftuhin, Jakarta: Parama-
dina, hal. 76.
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tidak meningkat meskipun jumlah keun-
tungan berlipat.®

Berangkat dalam permasalahan-
permasalahan di atas, studi ini akan me-
neliti lebih lanjut tentang akad pembiaya-
an mudarabah di Bank Muamalat cabang
Pekanbaru. Studi ini memilih akad muda-
rabah menjadi tema pokok karena tran-
saksi yang dilakukan sebagai produk ung-
gulan. Studi ini menfokuskan pada dua
rumusan pokok permasalahan yang men-
jadi inti dalam skema mudarabah, yaitu
1) bagaimana akad pembiayaan mudara-
bah di PT. Bank Muamalat Indonesia
Tbk. cabang Pekanbaru; 2) bagaimana
bentuk jaminan materil dan jaminan im-
materil dalam pembiyaan mudarabah
pada PT. BMI Tbk. Cabang Pekanbaru;
dan 3) bagaimana pembagian keuntungan
dan kerugian dalam pembiayaan mudara-
bah pada PT. BMI Tbk. Cabang Pekan-
baru.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk
menjelaskan akad pembiayaan Mudara-
bah di PT. Bank Muamalat Indonesia
Tbk. cabang Pekanbaru, untuk menjelas-
kan bentuk jaminan materil dan jaminan
immateril dalam pembiyaan mudarabah
pada PT. BMI Thk. Cabang Pekanbaru,
dan untuk menjelaskan pembagian ke-
untungan dan kerugian dalam pembiaya-
an mudarabah pada PT. BMI Tbk.
Cabang Pekanbaru. Manfaat penelitian
ini adalah menambah wawasan ilmu pe-
ngetahuan peneliti terkait dengan perma-
salahan penelitian dan untuk memberi
masukan kepada masyarakat dan PT.
Bank Muamalat Indonesia Tbk. cabang
Pekanbaru dalam pelaksanaan dan meng-
ambil kebijakan terkait dengan permasa-
lahan yang diteliti.

8 1bid.

Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian
hukum empiris yang membahas berlaku-
nya hukum positif terkait dengan pelak-
sanaan akad mudarabah dan murabahah
di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.
Cabang Pekanbaru Lokasi penelitian ini
di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang
Pekanbaru. Alasan dipilihnya lokasi ini
karena merupakan bank yang pertama
kali menggunakan prinsip syariah.

Populasi diambil dari kepala bi-
dang, kepala divisi akad dan pembiayaan
PT. Bank Muamalat Indonesia Thk. Ca-
bang Pekanbaru, sedangkan sampel dari
Kepala Bidang divisi akad dan pembiaya-
an PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.
Cabang Pekanbaru berjumlah 1 orang.

Sumber data terdiri atas data
primer, yakni data yang diperoleh dari
responden di lapangan. Data sekunder be-
rupa data yang diperoleh dari berbagai
referensi yang terkait dengan permasa-
lahan penelitian, dan data tertier berupa
data yang diperoleh dari kamus dan en-
siklopedi.

Teknik pengumpulan data meng-
gunakan wawancara non-struktur, yakni
wawancara bebas tanpa terikat dengan
daftar pertanyaan, kajian dokukemtasi,
yakni mengkaji berbagai akad mudara-
bah dan murabahah dan referensi yang
terkait dengan permasalahan.

Setelah data terkumpul selanjut-
nya diklasifikasikan dalam dua kelom-
pok. Kelompok pertama data yang diper-
oleh dari hasi wawancara dan studi doku-
mentasi dianalisis dengan metode kualita-
tif. Untuk mengambil kesimpulan digu-
nakan metode induktif, yakni menarik ke-
simpulan dari pernyataan yang bersifat
khusus ke dalam pernyataan yang bersifat
umum.
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Pembahasan
Mudarabah dalam Pandangan Ahli
Hukum Islam

Para ahli hukum Islam sepakat
tentang legalitas mudarabah dapat dilaku-
kan dengan mediasi uang atau barang
yang dinilai sebagai uang. Dalam pemikir-
an ahli hukum Hanafi menyebutkan tran-
saksi ini tidak sah karena ketika keduanya
telah berpisah, maka modal pokok akan
berubah pada saat harga barang ditetap-
kan. Tetapi ahli hukum Hanafi lain mem-
perbolehkan mudarabah dengan komo-
ditas perdagangan dengan kualitas dan
kuantitas barang disebutkan pada saat ter-
jadinya transaksi. Mata uang yang dimili-
ki menjadi modal pokok. Estimasi bagian
pelaku mudarabah dipersyaratkan dengan
bagian komunal, semisal 1/3, 1/4, atau
1/2, dan sebagainya.® Bagi kalang-
an mazhab Suni dalam modal mu-
darabah tidak boleh berupa suatu
hutang yang dipinjam mudharib
pada saat dilangsungkannya kon-
trak mudarabah.®

Pembiayaan mudarabah merupa-
kan pembiayaan untuk suatu usaha yang
produktif. Shahibul mal (pemilik dana)
membiayai 100% kebutuhan suatu proyek
(usaha), sedangkan pengusaha (nasabah)
bertindak sebagai mudharib (pengelola
usaha). Jangka waktu usaha, tata cara
pengembalian dana, dan pembagian ke-
untungan ditentukan berdasarkan kesepa-
katan kedua belah pihak. Mudharib boleh
melakukan berbagai macam usaha yang
telah disepakati bersama berdasarkan sya-
riah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

® Abdullah Abdul Husain At Tarigi, 2004, Eko-
nomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan, terj. M.
Irfan Syofwani, Yogyakarta: Magistra Insania
Press, hal. 153.

10 Ibn Qudamah, 1981, Al Mugghni, Riyad: Mak-
tabat al Riyadh al Haditsah, hal. 73.

tidak ikut serta dalam manajemen per-
usahaan atau proyek tetapi mempunyai
hak untuk melakukan pembinaan dan
pengawasan. Kegiatan usaha dalam mu-
darabah merupakan hak eksklusif mu-
dharib, tanpa campur tangan penyedia
dana.l!

Penyedia dana menanggung se-
mua kerugian akibat dari mudarabah ke-
cuali jika mudharib (nasabah) melakukan
kesalahan yang disengaja, lalai atau me-
nyalahi perjanjian. Sementara itu, penge-
lola modal tidak mendapat apa-apa dari
jasa yang dilakukan. Umer Chapra mene-
gaskan bahwa prinsip umum mudarabah
adalah risiko pemilik modal hanya se-
banyak modal, sedangkan risiko pengelo-
la modal hanya sebanyak usaha dan wak-
tU.12

Pada dasarnya dalam mudarabah
tidak ada ganti rugi, karena akad ini ber-
sifat amanah kecuali akibat dari kesalah-
an disengaja, kelalaian, atau pelanggaran
kesepakatan. Penyelesaian perselisihan
atau akibat salah satu pihak tidak menu-
naikan kewajibannya maka penyelesaian-
nya dilakukan melalui Badan Arbitrase
Syariah setelah tidak tercapai kesepakat-
an melalui musyawarah.

Dewan Syariah Nasional (DSN)
telah memfatwakan adanya akad mudara-
bah musytarakah. Mudarabah musyara-
kah adalah bentuk akad mudarabah
antara pengelola (mudharib) menyertakan
modal dalam kerjasama investasi. Akad

11 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 7/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah
(Qiradh).

12 Umer Chapra, 1983, Toward a Just Monetary
Syistem, London: The Islamic Fondation, hal. 49.
13 Susana, Erni dan Prasetyanti, Annisa. Pelak-
sanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al
Mudarabah Pada Bank Syariah, Jurnal Keuang-
an dan Perbankan Islam, Volume 15, No. 3,
September 2011, hal. 312.
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yang digunakannya adalah perpaduan
akad mudarabah dan akad musyarakah.*

Mudarabah dalam Kompilasi Hukum
Islam dan Pelaksanaannya dalam Tata
Hukum di Indonesia

Berdasarkan Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah, mudarabah adalah ker-
jasama antara pemilik dana atau penanam
modal dengan pengelola modal untuk
melakukan usaha tertentu dengan pemba-
gian keuntungan berdasarkan nisbah.
Pada prinsipnya mudarabah mengharus-
kan adanya ikatan kedua belah pihak
dalam status antara pemilik modal dan
pengusaha. Bedanya dengan musyarakah
adalah pada pembagian untung dan rugi
dan keterlibatan peserta dalam usaha
yang sedang dikerjakan.

Dalam hal pembiayaan atas dasar
akad mudarabah mugayyadah, yaitu pe-
nyediaan dana kepada nasabah dimana
pemilik dana (Sahibul mal) memberikan
persyaratan khusus kepada pengelola
dana (mudarib), Bank wajib memenuhi
persyaratan khusus dimaksud. Bank juga
diwajibkan melakukan analisis atas per-
mohonan pembiayaan atas dasar akad
mudarabah dari nasabah yang antara lain
meliputi aspek personal berupa analisis
atas karakter (character) dan aspek usaha
antara lain meliputi analisis kapasitas
usaha (capacity), keuangan (capital), dan
prospek usaha (condition).®

Pengembalian pembiayaan atas
dasar mudarabah dilakukan dalam dua
cara, yaitu secara angsuran ataupun seka-
ligus pada akhir periode akad, sesuai de-

14 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor
50/DSN-MUI/111/2006 tentang Akad Mudarabah
Musytarakah.

15 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun
2008...., Loc.Cit.

16 Ibid.

ngan jangka waktu pembiayaan atas dasar
akad mudarabah. Pembagian hasil usaha
dilakukan atas dasar laporan hasil usaha
pengelola dana (mugdarib) dengan disertai
bukti pendukung yang dapat dipertang-
gungjawabkan. Kerugian usaha nasabah
pengelola dana (mugdarib) yang dapat di-
tanggung oleh bank selaku pemilik dana
(Sahibul mal) adalah maksimal sebesar
jumlah pembiayaan yang diberikan (ra -
sul mal). Dalam hal nasabah ikut menyer-
takan modal dalam kegiatan usaha (mitra
usaha) yang dibiayai bank (mudarabah
musytarakah), maka berlaku ketentuan
bahwa norma-norma umum dalam pem-
biayaan atas dasar akad mudarabah ke-
cuali huruf a) dan huruf d). Kedudukan
nasabah adalah sebagai mitra usaha seka-
ligus sebagai pengelola dana (mudarib);
Sebagai mitra usaha, nasabah berhak
mendapatkan bagian keuntungan sesuai
kesepakatan atau menanggung kerugian
sesuai porsi modalnya dan Sebagai pe-
ngelola dana (mudarib), nasabah berhak
mendapatkan bagian keuntungan berda-
sarkan nisbah yang disepakati, setelah di-
kurangi bagian keuntungan milik nasabah
sebagai mitra usaha.'’

Dalam kegiatan penghimpunan
dana dalam bentuk giro atas dasar akad
mudarabah Bank Indonesia menentukan
bahwa bank dan nasabah wajib menuang-
kan kesepakatan atas pembukaan dan
penggunaan produk giro atas dasar akad
mudarabah, dalam bentuk perjanjian ter-
tulis bank. Dalam akad tersebut bank
bertindak sebagai pengelola dana (muda-
rib) dan nasabah bertindak sebagai pemi-
lik dana (Sahibul mal). Kewajiban bank
adalah menjelaskan kepada nasabah me-
ngenai karakteristik produk, serta hak dan
kewajiban nasabah sebagaimana diatur

17 Ibid.
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dalam ketentuan Bank Indonesia menge-

nai transparansi informasi produk bank

dan penggunaan data pribadi nasabah. &

Dalam hal adanya keuntungan,
pembagiannya dinyatakan dalam bentuk
nisbah yang disepakati. Dalam akad ini
bank dapat membebankan kepada nasa-
bah biaya administrasi berupa biaya-bia-
ya yang terkait langsung dengan biaya
pengelolaan rekening antara lain biaya
cek/bilyet giro, biaya meterai, cetak la-
poran transaksi dan saldo rekening, pem-
bukaan dan penutupan rekening dan Bank
tidak diperkenankan mengurangi nisbah
keuntungan nasabah tanpa persetujuan
nasabah. ¥

Dalam kegiatan penghimpunan
dana dalam bentuk tabungan dan deposito
atas dasar akad mudarabah, Bank Indo-
nesia menentukan persyaratan sebagai
berikut:?°

a) Bank bertindak sebagai pengelola da-
na (mudarib) dan nasabah bertindak
sebagai pemilik dana (Sahibul mal);

b) Pengelolaan dana oleh Bank dapat di-
lakukan sesuai batasan-batasan yang
ditetapkan oleh pemilik dana (mudara-
bah mugayyadah) atau dilakukan de-
ngan tanpa batasan-batasan dari
pemilik dana (mudarabah mutlagah);

c) Bank wajib menjelaskan kepada nasa-
bah mengenai karakteristik produk,
serta hak dan kewajiban nasabah seba-
gaimana diatur dalam ketentuan Bank
Indonesia mengenai transparansi infor-
masi produk Bank dan penggunaan
data pribadi nasabah;

d) Bank dan nasabah wajib menuangkan
kesepakatan atas pembukaan dan
penggunaan produk tabungan dan de-

18 1bid.
19 1bid.
20 1bid.

posito atas dasar akad mudarabah,
dalam bentuk perjanjian tertulis;

e) Dalam akad mudarabah mugayyadah
harus dinyatakan secara jelas syarat-
syarat dan batasan tertentu yang diten-
tukan oleh nasabah;

f) Pembagian keuntungan dinyatakan da-
lam bentuk nisbah yang disepakati;

g) Penarikan dana oleh nasabah hanya
dapat dilakukan sesuai waktu yang di-
sepakati;

h) Bank dapat membebankan kepada na-
sabah biaya administrasi berupa biaya-
biaya yang terkait langsung dengan
biaya pengelolaan rekening antara lain
biaya meterai, cetak laporan transaksi
dan saldo rekening, pembukaan dan
penutupan rekening; dan

i) Bank tidak diperbolehkan mengurangi
bagian keuntungan nasabah tanpa per-
setujuan nasabah yang bersangkutan.

Terkait dengan pembagian keun-

tungan dalam akad mudarabah ataupun
musyarakah telah terjadi perdebatan ten-
tang apakah bagi hasil atas dasar revenue
sharing ataukah profit and loss sharing.
Para ulama dan akademisi menghendaki
bagi hasil atas dasar profit and loss sha-
ring. Namun karena masih tingginya mo-
ral hazard sulit untuk mengawasi dan
mengendalikan biaya, karena itu praktik
perbankan sekarang masih menggunakan
bagi hasil dengan metode revenue sha-
ring.%

Pembiayaan Mudarabah di PT. Bank
Muamalat Indonesia Tbk. Cabang
Pekanbaru

Pembiayaan mudarabah di PT.
Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang

2L Widyaningsih, 2007, Bank dan Asuransi Islam
di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media,
hal. 119.
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Pekanbaru adalah pembiayaan dalam
bentuk modal/dana untuk dikelola dalam
usaha yang telah disepakati bersama.
Pembiayaan diberikan dalam bentuk uang
(modal kerja) atau aset non kas sesuali
dengan bidang usaha nasabah yang
mengajukan pembiayaan.?? Pembiayaan
pola ini mengacu pada Peraturan Mahka-
mah Agung Nomor 2 Tahun 2008.%

Nasabah dan Bank Muamalat ber-
sepakat untuk berbagi hasil atas penda-
patan usaha tersebut. Antara pihak bank
dan nasabah tidak terjadi tawar-menawar
harga bagi hasil karena besaran bagi hasil
telah ditentukan sesuai dengan tingkat
pembiayaan. Nasabah sudah disodorkan
format baku dan menyetujui format bagi
hasil tersebut.?*

Pembagian hasil usaha dari pe-
ngelolaan dana dinyatakan dalam nisbah
yang disepakati. Nisbah bagi hasil yang
disepakati tidak dapat diubah sepanjang
jangka waktu investasi, kecuali atas dasar
kesepakatan para pihak.?® Pada posisi ini
nasabah tidak memiliki hak tawar mena-
war tentang pembagian keuntungan. Tan-
da tangan yang dibubuhkan nasabah pada
formulir itu berarti nasabah telah menye-
tujui dan dianggap telah terjadi negosiasi.

Posisi tawar yang tidak dimiliki
nasabah itu, penjelasan Rahmad Faizal
dalam hasil wawancara dapat disimpul-

22 pasal 187 Ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 191
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
Buku Il tentang Akad.

23 peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun
2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Islam.
Untuk selanjutnya peraturan ini disebut dengan
KHES.

2 Klausul tentang bagi hasil telah ditentukan
format baku berdasarkan kebijakan PT. Bank
Muamalat Indonesia.

% Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/
DPbs Tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelak-
sanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghim-
punan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan
Jasa Bank Syariah.

kan bahwa BMI melakukan bagi hasil
usaha sejak akad dengan seadil-adilnya.
Perhitungan bagi hasil dilaksanakan oleh
divisi marketing. Seluruh penyaluran da-
na dan pembiayaan serata bagi hasilnya
telah dilakukan berdasarkan tuntutan sya-
riat Islam.®

Nasabah dan Bank sama-sama
menjunjung tinggi aturan syariat dan hu-
kum yang berlaku, sehingga tida ada ke-
curiagaan dikemudian hari setelah akad
dilakukan. Posisi nasabah tidak memiliki
daya tawar untuk bagi hasil tersebut, tapi
BMI telah memperhitungkan semua as-
peknya. Aspek potensi keuntungan usaha
nasabah, aspek kemampuan nasabah me-
ngembalikan dana pembiayaana dan lain-
lain.?’

Dalam posisi nasabah tidak dapat
melakukan tawar-menawar keuntungan,
namun tidak perlu mesa khawatir, karena
menurut pengakuan divisi pembiayaan
dan akad di atas, pihak BMI telah meng-
hitung sedetail-detailnya terhadap bera-
gam kemungkinan perjalanan usaha nasa-
bah setelah pembiayaan diluncurkan. PT.
Bank Muamalat Indonesia Tbk. juga tun-
duk pada aturan perbankan secara umum
dan peraturan DSN-MUI tentang per-
bankan, sehingga telah memantapkan
langkah bagi nasabah mendapat keun-
tungan dan keberkahan.

Jangka waktu pembiayaan atas
dasar akad mudarabah, pengembalian
dana, dan pembagian hasil usaha ditentu-
kan berdasarkan kesepakatan bank dan
nasabah. Pembiayaan atas dasar akad
mudarabah diberikan dalam bentuk uang

% Wawancara dengan Rahmad Faizal, Senior Le-
gal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat
Indonesia Tbhk. Cabang Pekabaru.
27 Wawancara dengan Rahmad Faizal, Senior Le-
gal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat
Indonesia Thk. Cabang Pekabaru.
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dan/atau barang, serta bukan dalam ben-
tuk piutang atau tagihan. Dalam hal pem-
biayaan atas dasar akad mudarabah dibe-
rikan dalam bentuk uang harus dinyata-
kan secara jelas jumlahnya sedangkan
apabila dalam bentuk barang, barang ter-
sebut harus dinilai atas dasar harga pasar
(net realizable value) dan dinyatakan
secara jelas jumlahnya.?

Rahmad Faizal, Senior Legal Unit
Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat
Indonesia Thk. Cabang Pekabaru menye-
butkan bahwa biasanya setelah nasabah
datang kepada BMI mengajukan maksud
dan tujuan mereka. BMI menjelaskan
persyaratan yang harus dipersiapkan oleh
nasabah. Semua nasabah yang datang di-
perlakukan sama. Pada umumnya nasa-
bah langsung dapat memahami bentuk
pembiayaan mudarabah.?®

Azdomo Putrayadi, Pelaksana
Legal Unit Support Pembiayaan PT.
Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang
Pekabaru menjelaskan bahwa nasabah ha-
rus mengisi formulir pembiayaan dan
setelah itu terjadi akad sekaligus skema
bagi hasil. Bagi hasil tersebut sudah ada
format bakunya, tergantung berapa pem-
biayaan yang diinginkan. Divisi marke-
ting menjelaskan secara lengkap tentang
perhitungan bagi hasil antara pemilik mo-
dal dan pengusaha.*

Penejalasan risiko divisi pembia-
yaan dan akad tersebut mengindikasikan
bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia
Tbk. cabang Pekanbaru sangat peduli de-
ngan nasabah yang akan mengajukan

2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/
DPbs....,Op.Cit.

2% Wawancara dengan Rahmad Faizal, Senior Le-
gal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat
Indonesia Thk. Cabang Pekabaru.

30 Wawancara dengan Azdomo Putrayadi, Pelak-
sana Legal Unit Support Pembiayaan PT. Bank
Muamalat Indonesia Thk. Cabang Pekabaru.

skim pembiayaan mudarabah. Pembagi-
an hasil diberlakukan bagi hasil yang
seadil-adilnya, meskipun dengan keun-
tungan yang berbeda, misalnya 60 % un-
tuk bank dan 40 % untuk nasabah. Pe-
ngertian adil di sini bukan harus sama
dan seimbang, namun harus menyesuai-
kan porsi pendanaan. Rasio modal oleh
bank dan pengeloaan oleh nasabah sangat
wajar secara matematis terjadi perbedaan
60 % untuk bank dan 40 % untuk nasa-
bah.3! Pola bagi hasil ini merujuk pada
ketentuan kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah (KHES).%

/\
2
N l 2
N

Gambar 1. Prosedur Nasabah dalam Skema
Mudarabah di PT. BMI Cabang Pekanbaru

Persyaratan yang harus dipenuhi
nasabah pada persyaratan umum sebagai
berikut: Pembiayaan dengan Pengajuan
Minimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah) terdiri atas 1) Usia 21-54
tahun (tidak melebihi usia pensiun), 2)
Masa kerja minimal dua tahun, 3) Foto
kopi KTP suami istri sebanyak dua
rangkap, 4) Foto kopi Kartu Keluarga, 5)
Foto kopi Surat Nikah, 6) Surat peng-
ajuan suami / istri, 7) Slip gaji asli selama
3 bulan terakhir, 8) Surat keterangan/re-
komendasi perusahaan, 9) Foto kopi NP-
WP (bagi pengajuan diatas Rp. 100juta),

31 Wawancara dengan Rahmad Faizal, Senior Le-
gal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat
Indonesia Tbhk. Cabang Pekabaru.

32 Pasal 192 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(KHES) Buku I tentang Akad.
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10) Rekening bank selama 3 bulan
terakhir, 11) Foto kopi jaminan (tanah,
bangunan, atau kendaraan yang dibeli,
12) Angsuran tidak melebihi 40 % dari
gaji pokok.®

Pembiayaan Koperasi harus me-
menuhi syarat 1) Surat Permohonan, 2)
Foto kopi NPWP, 3) Foto kopi SIUP, 4)
Foto kopi TDP, 5) AD/ART Koperasi
dan perubahannya, 6) Surat pengesahan
dari Departemen Koperasi, 7) Susunan
pengurus koperasi yang disahkan oleh
Departemen Koperasi, 8) Laporan Ke-
uangan 2 tahun terakhir, 9) Laporan Ang-
garan Rapat Tahunan (RAT) selama 2 ta-
hun terakhir, 10) Cash flow projection
selama masa pembiayaan, 11) Data ja-
minan, 12) Dokumen-dokumen lain yang
menunjang usaha, 13) Nasabah harus me-
lakukan mutasi keuangan di Bank Mua-
malat.34

Selain pembiayaan 2 (dua) jenis
di atas, terdapat pembiayaan Korporasi
yang berbadan hukum PT. atau CV.
dengan syarat: 1) Surat Permohonan, 2)
Foto kopi NPWP, 3) Foto kopi SIUP, 4)
Foto kopi TDP dan kelengkapan izin
usaha lainnya, 5) Foto kopi KTP Direksi,
6) Company profile, 7) Akta pendirian
perusahaan dan perubahannya, 8) Surat
pengesahan dari Departemen Kehakiman,
9) Foto kopi rekening Koran 3 bulan ter-
akhir, 10) Laporan keuangan 2 tahun ter-
akhir, 11) Cash flow projection selama
masa pembiayaan, 12) Data jaminan, 13)
Dokumen-dokumen lain yang menunjang
usaha, dan 14) Nasabah harus melakukan
mutasi keuangan di Bank Muamalat.®®

33 Ketentuan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.
Cabang pekanbaru.
34 Ketentuan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.
Cabang pekanbaru.
35 Ketentuan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.
Cabang pekanbaru.

Rahmad Faizal menjelaskan bahwa
pengajuan pembiayaan minimal adalah
Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupi-
ah) sebagai ketentuan baku PT. Bank
Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pecan-
baru yang telah menjadi kebijakan in-
ternal. Pembiayaan minimal ini berlaku
bagi siapa saja dengan ketentuan seperti
di atas. Bagi nasabah untuk usaha kecil,
disarankan menggunakan kelompok usa-
ha yang terdiri atas beberapa orang/
kelompok tani/kelompok pedagang kaki
lima untuk mensiasasti pembiayaan de-
ngan minimal Rp 50.000.000, 00 (lima
puluh juta rupiah) tersebut.3®

Pengajuan Rp 50.000.000, 00 (lima
puluh juta rupiah) sudah merupakan pem-
biayaan yang besar bagi nasabah Kkecil,
namun tidak perlu khawatir, karena BMI
memberikan pelayan kepada nasabah per-
orangan, kelompok, atau badan usaha
atau koperasi dan peruhaan sekala be-
sar.%

Azdomo Putrayadi menjelaskan
bahwa persyaratan-persyaran umum ter-
sebut sebenarnya BMI tidak menyulitkan
nasabah. BMI menghendaki nasabah ter-
tib administrasi dan melihat kesungguhan
nasabah. Salah satu persyaratan adalah
Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan No-
mor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nasa-
bah yang yang taat pasti memiiliki KTP
dan NPWP. Syarat-syarat tersebut dijadi-
kan acuan BMI dalam melihat calon na-
sabah sebagai pribadi, sebagai warga ne-
gara yag baik sekaligus sebagai kepala
keluarga yang bertanggung jawab. Ke-
lengkapan syarat-syarat itu dapat dijadi-

3% Wawancara dengan Rahmad Faizal, Senior Le-
gal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat
Indonesia Tbhk. Cabang Pekabaru.
37 Wawancara dengan Rahmad Faizal, Senior Le-
gal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat
Indonesia Thk. Cabang Pekabaru.
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kan acuan BMI menilai nasabaha sebagai
orang yang jujur atau tidak.3®

Syarat-syarat khusus nasabah ha-
rus memenuhi 2 (dua) aspek sebagai pe-
nguat bahwa pembiayaan mudarabah te-
tap sasaran, yaitu 1) Usaha nasabah telah
sesuai dengan pasar sasaran yang ditetap-
kan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia
Tbk. Cabang Pekanbaru dengan ketentu-
an a) Tidak termasuk dalam daftar hitam
Bank Indonesia dan Bank Muamalat
Indonesia, b) Tidak termasuk dalam debi-
tur pinjaman macet sesuai dengan infor-
masi dari Bank Indonesia dan Bank
Muamalat Indonesia, dan c¢) Tidak terma-
suk jenis usaha yang dilarang dan dihin-
dari untuk dibiayai; 2) Usaha nasabah ti-
dak termasuk dalam jenis pemberian kre-
dit yang perlu dihindari yang bersifat spe-
kulatif atau mempunyai resiko tinggi.°

Nasabah tidak dapat mengajukan
pembiayaan dengan bisnis yang sifatnya
spekulatif, dilarang oleh agama dan ma-
syarakat. Usaha yang pasti namun me-
langgar aturan Negara dan agama juga
tidak dapat diberikan pembiayaan, misal-
nya pembiayaan bisnis impor minum-mi-
numan Kkeras, bisnis impor narkoba dan
lain-lain. “BMI tidak dapat memberikan
pembiayaan bagi bisnis yang melanggar
undang-undang dan syariat, meskipun po-
tensi bisnis tersebut luar biasa dan butuh
pembiayaan.”*°

Berdasarkan Surat Edaran Bank
Indonesia Nomor 10/14/DPbs Tanggal
17 Maret 2008 menjelaskan Bank Indo-

38 Wawancara dengan Azdomo Putrayadi, Pelak-
sana Legal Unit Support Pembiayaan PT. Bank
Muamalat Indonesia Thk. Cabang Pekabaru.

3% Wawancara dengan Rahmad Faizal, Senior Le-
gal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat
Indonesia Thk. Cabang Pekabaru.

40 Wawancara dengan Rahmad Faizal, Senior Le-
gal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat
Indonesia Thk. Cabang Pekabaru.

nesia telah mengeluarkan persyaratan
pembiayaan mudarabah dengan ketentu-
an bahwa Bank dan nasabah wajib me-
nuangkan kesepakatan dalam bentuk per-
janjian tertulis berupa akad pembiayaan
atas dasar mudarabah. Bank harus ber-
tindak sebagai pemilik dana (Sahibul
mal) yang menyediakan dana dengan
fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah
bertindak sebagai pengelola dana (muda-
rib) dalam kegiatan usahanya. Bank me-
miliki hak dalam pengawasan dan pembi-
naan usaha nasabah walaupun tidak ikut
serta dalam pengelolaan usaha nasabah,
antara lain bank dapat melakukan review
dan meminta bukti-bukti dari laporan
hasil usaha nasabah berdasarkan bukti
pendukung yang dapat dipertanggung-
jawabkan. Untuk mewujudkan transpa-
ransi informasi produk bank dan peng-
gunaan data pribadi nasabah bank wajib
menjelaskan kepada nasabah mengenai
karakteristik produk pembiayaan atas da-
sar akad mudarabah, serta hak dan kewa-
jiban nasabah. #

Jaminan Materil dan Jaminan Im-
materil dalam Pembiyaan Mudarabah
pada PT. BMI Tbk. Cabang Pekan-
baru

Account Officer menghubungi ca-
lon pengelola dana (mudharib) untuk me-
nentukan waktu peninjauan langsung ke
lokasi usaha dan lokasi jaminan. Jenis-
jenis jaminan pembiayaan mudarabah di
Bank Muamalat terdiri atas jaminan
materil dan jaminan immaterial.

Jaminan materil atau agunan da-
pat berupa benda bergerak dan tidak ber-
gerak. Benda bergerak meliputi kendara-
an bermotor yang memiliki nilai marketa-

41 Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/14/DPbs,
...... Loc. Cit.
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bility, Sertifikat Bank Indonesia (SBI),
Tabungan pada PT. Bank Muamalat
Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru, Sim-
panan Giro pada PT. Bank Muamalat
Indonesia Thk. Cabang Pekanbaru dan
benda bergerak lainnya yang dapat diteri-
ma sebagai jaminan pembiayaan sesuai
dengan ketentuan PT. Bank Muamalat
Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru. Se-
dangkan Benda tidak bergerak meliputi
Tanah berikut bangunan, status hak atas
tanahnya adalah hak milik, hak guna ba-
ngunan atau hak pakai yang mempunyai
masa berlaku disesuaikan dengan jangka
waktu pembiayaan serta benda tidak ber-
gerak lainnya yang dapat diterima seba-
gai jaminan kredit sesuai dengan ketentu-
an PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.
Cabang Pekanbaru.*?

Jaminan immateril dapat berupa
jaminan perusahaan (corporate guaran-
tee). Jaminan immateril mengandung re-
siko yang sangat tinggi untuk diperguna-
kan sebagai jaminan pembiayaan dan ha-
nya dapat diterima sebagai jaminan tam-
bahan. Syarat-syarat agunan yang dijadi-
kan sebagai jaminan pembiayaan 1)
mempunyai nilai ekonomis (dapat diper-
jualbelikan secara umum dan jelas) dan
memiliki nilai marketability, 2) nilai
agunan harus lebih besar dari jumlah
pembiayaan yang diberikan, 3) agunan
tersebut tidak berada dalam persengketa-
an dengan pihak lain, 4) agunan tersebut
tidak ada jaminan dengan pihak lain.*3

42 Wawancara dengan Rahmad Faizal, Senior Le-
gal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat
Indonesia Thk. Cabang Pekabaru.
43 Wawancara dengan Rahmad Faizal, Senior Le-
gal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat
Indonesia Thk. Cabang Pekabaru.

Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Jaminan

Materil

Kendaraan bermotor yang

memiliki nilai marketability, guarantee)

sebagai jaminan

lain

Gambar 2. Jaminan materil dan immaateril

Jaminan dapat berlaku fleksibel.
Artinya, bagi nasabah yang mengajukan
pembiayaan besar, proyek yang didanai
dapat dijadikan anggunan atau jaminan.
Untuk nasabah dengan pembiayaan besar,
semua yang terkait proyek yang akan di-
danai dapat sekaligus diajuakn sebagai ja-
minan.

Cara penghitungan anggunannya
dapat diakumulasikan semua yang telah
terdaftar dalam skema proyek. Misalnya
pembanguan gedung lantai 10 membu-
tuhkan pembiayaan Rp. 100 Milyar. Se-
tiap gedung yang akan dibangun tentu te-
lah memiliki tanah yang luas dan ber-
sertifikat, IMB resmi dari dinas terkait,
modal yang disetor pengusaha tersebut.
Pada saat nasabah tersebut mengajukan
pembiayaan ke Bank, mereka tidak da-
tang dengan tangan kosong untuk minta
pembiayaan total, namun mereka telah
memiliki dana cadangan. Lalu kita hitung
aset yang ada sebelum gedung di bangun.

Berapa taksiran nilai aset sebe-
lum gedung dibangun itulah dana yang
dikucurkan terlebih dahulu, jadi Bank
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Jaminan

Immateril

Mempunyai nilai ekonomis ,

Jaminan perusahaan (corporate

Syarat-syarat agunan yang dijadikan
j pembiayaan 1)

2) Nilai

agunan harus lebih besar dari jumlah
pembiayaan yang diberikan, 3)
berada dalam persengketaan dengan pihak
lain, 4)Tidak ada jaminan dengan pihak

Tidak
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tidak langsung membiayai sekaligus. Un-
tuk penaksir aset, Bank meminta jasa pe-
jabat penaksir aset. Rekomendasi aset itu
yang dijadikan pegangan. Dari tolal pem-
bangunan gedung senilai Rp. 100 Milyar
tersebut, lalu rekomendasi penaksir aset
hanya 10 Milyar, maka 10 milyar tersebut
yang kita danai. Tahap berikutnya,
setelah dana 10 Milyar berhasil diguna-
kan membangun 1 lantai, lalu dievaluasi
lagi, apakah akan diteruskan pembiayaan
atau tidak. Bank lakukan penghitungan
secermat mungkin, berapa pasir dan se-
men yang habiskan, berapa besi yang di-
habiskan dan lain-lain. Jika hasil evaluasi
posistif, maka pembiayaan dilanjutkan.**

Kebijakan tentang jaminan di atas
juga berlaku bagi nasabah yang mengaju-
kan pembiayaan di bawah 1 Milyar ter-
masuk juga bagi UMKM di kota Pekan-
baru. Dengan kebijakan tersebut, sebetul-
nya PT. Bank Muamalat Indonesia Thk.
Cabang Pekanbaru ingin menerapkan
prinsip kehati-hatian. Secara teoritis, kon-
sep jaminan dalam mudarabah tidak di-
kenal dengan asumsi saling percaya dan
amanah. Namun kondisi kekinian meng-
haruskan penerapan kebijakan yang ber-
beda dari toeri tersebut atas azas kehati-
hatian. Di samping itu, jaminan juga di-
perlukan agar nasabah pengelola dana
bersungguh-sungguh dalam menjalankan
usaha dengan amanah sehingga berman-
faat untuk dirinya, keluarganya dan ma-
syarakat pada umumnya.*®

Dalam pembiayaan, setelah pihak
bank menerima dan memeriksa keleng-
kapan data-data calon mudharib maka pi-

4 Wawancara dengan Rahmad Faizal, Senior Le-
gal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat
Indonesia Thk. Cabang Pekabaru.

4 Wawancara dengan Azdomo Putrayadi, Pelak-
sana Legal Unit Support Pembiayaan PT. Bank
Muamalat Indonesia Thk. Cabang Pekabaru.

hak bank menganalisis tempat tinggal dan
tempat usaha calon mudharib apakah te-
lah sesuai dengan data-data yang diterima
pihak bank dan memutuskan apakah ca-
lon mudharib layak atau tidak menerima
pembiayaan mudarabah. Biasanya pihak
Bank mendatangi tempat tinggal nasabah
dan berdiskusi terkait tentang usahanya,
keluarganya dan lain-lain. Hal ini dilaku-
kan untuk menyesuaikan data isian nasa-
bah dengan kenyataan diverifikasi. Ka-
dang-kadang kami juga mendatangi tem-
pat usahanya dan melihat secara langsung
keberlangsungan usaha calon nasabah
pembiayaan tersebut. Data lapangan ter-
sebut lalu kami ambil kesimpulan untuk
diakukan pembiayaan atau tidak. Rata-
rata nasabah yang telah kami datangi me-
reka senang tanpa merasa terbebani de-
ngan kondisi mereka, karena sebetulnya
itu wujud silaturrahmi antarsesama.*®

Data-data permohonan pembiaya-
an akan diteruskan, jika terdapat keku-
rangan dokumen maka pihak bank akan
memberikan informasi kepada calon mu-
dharib agar segera melengkapi kekurang-
an data tersebut. Pihak Bank Muamalat
akan mengeluarkan surat keputusan pem-
biayaan mudarabah sesuai dengan fasili-
tas berupa jadwal angsuran pengembalian
pembiayaan dan jumlah pembiayaan yang
diinginkan oleh calon nasabah (mudha-
rib). Selanjutnya calon nasabah resmi
menjadi nasabah (mudharib) di PT. Bank
Muamalat Indonesia Tbk., Cabang Pe-
kanbaru dan dana pembiayaan mudara-
bah segera dapat dicairkan oleh nasabah
(mudharib) dan dapat dipergunakan man-
faatnya.

4 Wawancara dengan Azdomo Putrayadi, Pelak-
sana Legal Unit Support Pembiayaan PT. Bank
Muamalat Indonesia Thk. Cabang Pekabaru.
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Kerugian dalam Pembiayaan Mudara-
bah pada PT. BMI Tbk. Cabang Pe-
kanbaru

Kerugian pembiayaan mudarabah
terjadi pada saat kerugian yang terjadi le-
bih besar dari keuntungan dengan asumsi
pihak pengelola dana tidak melakukan
kesalahan, kelalaian atau pelanggaran ke-
sepakatan. Pengakuan kerugian pembia-
yaan mudarabah di Bank Muamalat se-
suai dengan PSAK 105 dan Dewan Sya-
riah Nasional, kerugian akan ditanggung
oleh pemilik modal secara penuh, “Jika
dari pengelolaan dana mudarabah me-
nimbulkan kerugian, kerugian finansial
menjadi  tanggungan pemilik dana”
(PSAK 105, par. 10), “Penyedia dana me-
nanggung semua kerugian akibat muda-
rabah.*’

Kerugian mudarabah dibebankan
pada nasabah atas dasar kelalaian nasa-
bah. Kelalaian nasabah memiliki banyak
makna dan beragam konteksnya. Namun
yang umum adalah nasabah tidak sung-
guh-sungguh dalam menjalankan bisnis
atau hanya sekedar memanfaatkan dana
Bank Muamalat. Dalam menanggulangi
hal ini perlu ada kerjasama yang saling
menguntungkan antara kedua belah pi-
hak.

Rahmad Faizal menjelaskan bah-
wa BMI selalu oPT.imis terhadap semua
pembiayaan yang disetujui dalam skim
mudharabah. Komitmen BMI mengem-
bangkan usaha ummat dalam berbagi bi-
dang. Sebetulnya jika kedua belah pihak
(Nasabah dan Bank Mumalat) bersung-
guh-sungguh menjalankan amanah tidak
terjadi kerugian dalam jumlah besar atau-
pun sedikit.

47 Wawancara dengan Rahmad Faizal, Senior Le-
gal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat
Indonesia Thk. Cabang Pekabaru.

Menurut Azdomo Putrayadi, BMI
siap membantu dengan memberi konsul-
tasi bagi nasabah yang mengalami kesu-
litan. Prosedur BMI dalam menangani na-
sabah yang kesulitan bisnisnya tidak
menggunakan cara paksa harus di-take
over saat itu. Prosedurnya BMI menjalin
silaturrahmi dan menanyakan problem
yang dihadapi. Pada tahap bisnis nasabah
yang sulit bangkit sekalipun, BMI mem-
berikan SP 1 sebagai bentuk kepedulian.
Bisnis yang tidak dapat diselamatkan aset
ataupun potensinya, BMI mencarikan ke
pengusaha lain yang dapat membantu.*8

Timbal balik antara PT. Bank
Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekan-
baru dan nasabah pembiayaan sebetulnya
telah jelas. Artinya pihak Bank banyak
memberikan toleransi kepada bisnis nasa-
bah yang diduga pailit atau kesulitan
pembayaran kredit. PT. Bank Muamalat
Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru tidak
gegabah dengan mengambil alih tanpa
pemberitahuan. Proses dan prosedur take
over dijalankan sesuai dengan aturan
yang berlaku. Dalam semua bisnis muda-
rabah yang bermasalah diajuakan perka-
ranya ke Pengadilan Agama sesuai de-
ngan kewengan yang ditentukan Undang-
undang.*®

Terkait dengan kerugian yang di-
akibatkan oleh bencana alam atau sebab-
sebab diluar dugaan skenario bisnis,
kerugian di tanggung PT. Bank Mua-
malat Indonesia Thk. Cabang Pekanbaru.
Untuk mengurangi resiko bisnis, PT.
Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang
Pekanbaru selalu mengingatkan kepada

4 Wawancara dengan Azdomo Putrayadi, Pelak-
sana Legal Unit Support Pembiayaan PT. Bank
Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru.
4 Wawancara dengan Azdomo Putrayadi, Pelak-
sana Legal Unit Support Pembiayaan PT. Bank
Muamalat Indonesia Thk. Cabang Pekabaru.
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nasabah pembiayaan untuk mengasuran-
sikan bisnis yang dikelola.

Azdomo Putrayadi menjelaskan
kerugian diluar kendali skenario bisnis
dapat pula terjadi di bisnis dengan resiko
besar namun diluar kendali manusia.
Pengusaha besar bisanya telah mengasu-
ransikan bisnisnya untuk menghindari
resiko hal-hal yang tidak diinginkan.
BMI selalu mengingatkan kepada nasa-
bah pembiayaan, terutama nasabah kecil
atau pemula. Setidaknya dengan asuransi
mereka belajar antisipasi kemungkinan-
kemungkinan di masa depan yang tidak
terkendali.*

Semakin besar porsi pembiayaan
mudarabah yang bermasalah karena ada-
nya keraguan atas kemampuan nasabah
dalam membayar kembali kewajibannya,
semakin besar pula kebutuhan biaya pe-
nyisihan penghapusan pembiayaan muda-
rabah dan berpengaruh kepada keun-
tungan bank. Langkah-langkah yang dila-
kukan Bank Muamalat untuk meminimal-
kan resiko: 1) menetapkan kebijakan
pembiayaan secara tepat, efektif, dan up
to date, 2) menerapkan prinsip kehati-
hatian (prudential banking) dalam proses
pembiayaan, 3) meningkatkan kualitas
sumber daya insan khususnya mereka
yang menangani pembiayaan, 4) mem-
bentuk dan mengaktifkan “Risk Manage-
ment Unit”.

Ahli hukum Islam menjelaskan
bahwa dalam praktik perbankan syariah,
cara yang dapat dilakukan pemilik dana
(shahibul maal) untuk mengurangi risiko
di antaranya pemilik modal melakukan
pengawasan (monitoring) dan nasabah

0 Wawancara dengan Azdomo Putrayadi, Pelak-
sana Legal Unit Support Pembiayaan PT. Bank
Muamalat Indonesia Thk. Cabang Pekabaru.

sendiri melakukan pembatasan atas tinda-
kan-tindakannya (bonding).>*

Implikasi kedua kegiatan ini dapat
mengurangi kesempatan penyimpangan
nasabah sehingga nilai perusahaan (pro-
yek) meningkat dan akan memunculkan
biaya sehingga akan berdampak mengu-
rangi nilai perusahaan/proyek. Kedua ca-
ra yang dilakukan oleh pemilik modal
(shahibul maal) itu sejalan dengan hadis
Nabi bahwa:

Abbas bin Abdul Muthalib jika
menyerahkan harta sebagai mu-
dharabah, la mensyaratkan kepa-
da mudharibnya agar tidak me-
ngarungi lautan dan tidak menu-
runi lembah, serta tidak membeli
ternak. Jika persyaratan itu di-
langgar, la (mudharib) harus me-
nanggung risikonya. Ketika per-
syaratan yang ditetapkan Abbas
itu didengar Rasulullah, beliau
membenarkannya.>

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dalam pem-
bahasan di atas, tulisan ini dapat disim-
pulkan sebagai berikut: pelaksanaan pem-
biayaan mudarabah pada PT. Bank
Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru
pembiayaan dalam bentuk modal/dana
untuk dikelola dalam usaha yang telah di-
sepakati bersama yang mengacu pada
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2008. Pembiayaan ini cenderung
kepada pola revenue sharing daripada
profit and lost sharing. Revenue sharing

51 Muhammad, 2008, Manajemen Pembiayaan
Mudharabah di Bank Syariah: Strategi Memak-
simalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pem-
biayaan di Bank Syariah sebagai Akibat Masalah
Agency, Jakarta: Rajawali, hal. 123.

52 al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Mazid
al-Qazwiini, 1424 H/2004 M, Sunan lbnu Majah,
Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, hal. 456.
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mendasarkan pendapatan pada asumsi,
bukan pada pendapatan rill.

PT. Bank Muamalat Indonesia
cabang Pekanbaru mensyaratkan jaminan
dalam bentuk jaminan materil dan jami-
nan immaterial. Jaminan materil dapat
berupa benda bergerak dan tidak ber-
gerak. Benda bergerak meliputi kendara-
an bermotor yang memiliki nilai marketa-
bility, Sedangkan benda tidak bergerak
seperti tanah berikut bangunan.

Kerugian pembiayaan mudarabah
ditanggung oleh pemilik modal secara
penuh (BMI). Penyedia dana menang-
gung semua kerugian akibat mudarabah.
Kerugian mudarabah dibebankan pada
nasabah atas dasar kelalaian nasabah.
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Implementasi Perlindungan Hak Anak Pengidap Penyakit HIV/AIDS

Fransiska Kristina Siswanto
Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya

Abstract: The assumption underlying this paper is that there are many challenges faced by
those who try to fulfill the rights of chlidren, since what stipulated in the regulations are
not separated with those implementation. Regulation and implementation are not closed
and separated. Society and government are in strategic position in the implementation of
fulfill children’s right especially for children living with HIV/AIDS. Protection and
Sulfillment of childrens’s right are not only the responsibilty of parents., the role of society
and government are also needed.

Keywords: children’s rights, protection,HIV/AIDS, society, government.

Abstrak: Asumsi yang mendasari tulisan ini adalah banyaknya tantangan yang harus
dihadapi dalam memenuhi hak anak, dimana apa yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan tidak sesuai dengan dengan pelaksanaannya. Masyarakat dan pemerintah me-
nempati posisi strategis dalam pemenuhan hak anak terutama bagi anak yang mengidap
penyakit HIV/AIDS. Perlindungan dan pemenuhan hak anak tidak hanya menjadi tang-
gungjawab orang tua, namun peran dari masyarakat dan pemerintah juga dibutuhkan.

Kata kunci: hak anak, perlindungan, HIV/AIDS, masyarakat, pemerintah.
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Pendahuluan

Banyak sekali terjadi perlakuan
diskriminatif yang dilakukan oleh warga
terhadap ODHA (Orang Dengan HIV/
AIDS). Sampai sekarang ini masih ba-
nyak orang yang menganggap bahwa
ODHA tidak layak bergaul dan hidup
bersama masyarakat. Perlu diketahui
bahwa yang mengidap penyakit HIV/
AIDS tidak hanya orang dewasa namun
juga anak-anak. Sungguh sangat mem-
prihatinkan karena anak-anak tersebut
tidak berdosa namun harus dilahirkan
dengan status mengidap HIV/AIDS. Wa-
laupun jumlah kasus HIV/AIDS yang
dilaporkan pada kelompok anak masih
rendah, namun anak sangat rentan tertular
HIV/AIDS antara lain karena kelompok
anak tersebut sudah mulai aktif secara
seksual, penggunaan narkotika suntik
(napza suntik), kekerasan seks, rendahnya
pengetahuan tentang kesehatan reproduk-
si termasuk HIVV/AIDS.

Adapun yang dimaksud dengan
perlakuan diskriminasi berdasarkan pasal
1 ayat (3) Undang-Undang tentang Hak
Asasi Manusia (HAM) adalah sebagai
berikut :

Diskriminasi adalah setiap pem-
batasan, pelecehan, atau pengucil-
an yang langsung ataupun tidak
langsung didasarkan pada pembe-
daan manusia atas dasar agama,
suku, ras, etnik, kelompok, golo-
ngan, status sosial, status ekonomi,
jenis kelamin, bahasa, keyakinan
politik, yang berakibat pengu-
rangan, penyimpangan atau peng-
hapusan pengakuan, pelaksanaan
atau penggunaan hakasasi manu-
sia dan kebebasan dasar dalam
kehidupan baik individu maupun
kolektif dalam bidang politik,

ekonomi, hukum, social, budaya,
dan aspek kehidupan lainnya.*

Perlakuan yang diskriminatif pun
tidak dapat dihindari oleh anak-anak
yang mengidap HIV/AIDS. Mereka men-
jadi tidak bebas dalam bergaul dengan
teman sebayanya karena para orang tua
melarang anak-anaknya untuk bermain
bersama anak yang mengidap HIV/AIDS,
bahkan ada pula yang diusir oleh warga
dan masih banyak lagi perlakuan dis-
kriminasi lainnya.

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan se-
jumlah peraturan hukum menjadi dasar
mengapa perlu dilakukan perlindungan
anak. Dalam Undang-Undang Dasar 1945
(vide pasal 28B ayat 2) ditegaskan bahwa
setiap anak berhak atas kelangsungan
hidup, tumbuh dan berkembang, dan per-
lindungan dari berbagai bentuk kekerasan
dan diskriminasi. Sedangkan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia secara eksplisit men-
jamin dan melindungi anak dari penelan-
taran. Pasal 52 ayat (1) menentukan
bahwa “setiap anak berhak atas perlin-
dungan orang tua, keluarga, masyarakat
dan negara.”? Pasal 58 ayat (1) menentu-
kan bahwa “setiap anak berhak untuk
mendapatkan perlindungan hukum dari
segala bentuk kekerasan fisik dan mental,
penelantaran, perlakuan buruk dan pele-
cehan seksual selama dalam pengasuhan
orang tua atau walinya atau pihak lain
manapun yang bertanggung jawab atas
pengasuhan anak tersebut.””

'Endang Sumiarni, 2003, Perlindungan Hukum
terhadap Anak dalam Hukum Pidana, hal. 626.
2Tim Redaksi Media Center, Pengadilan Hak
Asasi Manusia UU RI No. 26 Tahun 2000 & Hak
Asasi Manusia UU RI No. 39 Tahun 1999, 2007,
hal. 93.
31bid.
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Konvensi hak-hak anak “Conven-
tion on the Rights of the child (CRC)”
yang telah disahkan oleh PBB berdasar-
kan Resolusi 44/25 tahun 1989 yang
secara umum telah diterima dan diadopsi
hampir semua bangsa di dunia yang di
dalamnya tercakup tiga nilai utama yaitu
nilai perlindungan (protection), nilai ke-
langsungan hidup (survival), nilai per-
kembangan anak (development).* Indone-
sia meratifikasi Konvensi Hak Anak
dengan Keputusan Presiden Nomor 36
Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990.
Dengan demikian, Indonesia berkewajib-
an untuk melaksanakan kesepakatan-
kesepakatan tersebut dan memenuhi hak-
hak anak sesuai dengan butir-butir kon-
vensi. Kemudian sebagai implementasi-
nya pemerintah Indonesia mensahkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tetang Perlindungan Anak. Pada pasal 1
angka 12 menentukan mengenai pengerti-
an hak anak yaitu merupakan bagian dari
hak asasi manusia yang wajib dijamin,
dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua,
keluarga, masyarakat, pemerintah dan ne-
gara.® Berbagai tindakan yang tidak wajar
terhadap terhadap anak dapat mengham-
bat tumbuh kembang seorang anak. Maka
dengan demikian masyarakat mempunyai
kewajiban untuk menjamin hak anak, ti-
dak hanya terbatas pada orang tua dan
keluarga melainkan masyarakat juga me-
miliki peranan yang penting dalam men-
jamin perlindungan dan pemenuhan hak
anak.

Anak merupakan permata bagi ke-
luarga, sebagai calon generasi penerus

“Elly Hernawati et. al., “Hand Out Sistem Per-
adilan Anak dan Kekerasan Terhadap Perem-
puan”, Fakultas Hukum Universitas Surabaya,
2008, hal. 7.

5 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan
tentang Pelanggaran HAM, 2007, hal.70.

suatu bangsa yang nantinya akan melan-
jutkan kepemimpinan di masa yang akan
datang. Oleh karena itu seorang anak
harus seharusnya mendapatkan perlakuan
atau perhatian yang lebih khusus, karena
dengan merekalah kelak hitam putihnya
suatu bangsa itu ditentukan. Hal ini
digambarkan dari tujuan perlindungan
anak sebagaimana diatur dalam pasal 3
Undang-Undang Perlindungan Anak ada-
lah sebagai berikut :

Perlindungan anak bertujuan un-
tuk menjamin terpenuhinya hak-
hak anak agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang dan berpar-
tisipasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kema-
nusiaan serta mendapat perlin-
dungan dari kekerasan dan diskri-
minasi, demi terwujudnya anak
Indonesia yang berkualitas ber-
akhlak mulia dan sejahtera.®

Berbagai bentuk tindakan yang
tidak wajar terhadap anak dapat meng-
hambat tumbuh kembang anak, terutama
karena hak-haknya tidak terjamin dengan
baik. Saat ini memang telah diupayakan
perlindungan bagi hak-hak anak, baik da-
lam keluarga, masyarakat, maupun peme-
rintah sesuai dengan tugas dan fungsi
masing-masing pihak. Meskipun telah di-
lakukan berbagai upaya untuk memberi-
kan perlindungan kepada hak-hak anak,
tetapi dalam kenyataannya kondisi dan
tingkat kesejahteraan anak di Indonesia
masih dalam tahap serius untuk diper-
hatikan lebih lanjut.

Di dalam ketentuan pasal 4
Undang-Undang Perlindungan Anak me-
nentukan: “Setiap anak berhak untuk da-
pat hidup, tumbuh, berkembang dan ber-
partisipasi secara wajar sesuai dengan

¢ Ibid.
259



Fransiska Kristina Siswanto, Implementasi Perlindungan Hak Anak Pengidap Penyakit HIV/AIDS

harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi”.” Hal ini merupakan
implementasi dari prinsip-prinsip dasar
dari Konvensi Hak Anak yang meliputi
(1) nondiskriminasi, (2) kepentingan
yang terbaik bagi anak, (3) hak untuk hi-
dup, kelangsungan hidup dan perkem-
bangan, (4) penghargaan terhadap penda-
pat anak.®

Anak dikelompokkan sebagai
orang yang lemah dan belum mampu
membuat keputusan mana yang baik dan
kurang baik ataupun tidak baik. Keadaan-
nya masih tergantung kepada orang de-
wasa, baik secara rohani, jasmani mau-
pun sosial belum memiliki kemampuan
untuk berdiri sendiri, maka menjadi ke-
wajiban bagi orang tua, keluarga, masya-
rakat maupun pemerintah/negara untuk
menjamin, memelihara dan mengaman-
kan kepentingan anak. Hal ini sesuai
dengan ketentuan dalam pasal 20 Un-
dang-Undang Perlindungan Anak yang
menentukan sebagai berikut: “Negara,
pemerintah, masyarakat, keluarga dan
orang tua berkewajiban dan bertanggung
jawab terhadap penyelenggaraan perlin-
dungan anak ”.°

Pembahasan
Ruang Lingkup Pengertian Anak dan
Hak Anak

Anak sebagai bagian dari generasi
muda merupakan penerus cita-cita perju-
angan perjuangan bangsa dan sumber
daya manusia bagi pembangunan nasio-
nal, sehingga diperlukan pembinaan seca-
ra terus menerus demi kelangsungan
hidup, pertumbuhan dan perkembangan

7 1bid.

8 Elly Hernawati et.al., Op cit, hal. 2.

% Himpunan Peraturan Perundang-Undangan
Tentang Pelanggaran HAM, op.cit., hal. 75.

fisik, mental dan sosial serta perlindung-

an dari segala kemungkinan yang akan

membahayakan mereka dan bangsa di

masa mendatang.

Di dalam Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak diatur mengenai hak anak, diantara-
nya sebagai berikut :

a. Pasal 4 menentukan bahwa setiap
anak berhak untuk dapat hidup, tum-
buh, berkembang, berpartisipasi, se-
cara wajar sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta menda-
pat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.

b. Pasal 8 menentukan bahwa berhak
memperoleh pelayanan, kesehatan
dan jaminan sosial sesuai dengan ke-
butuhan fisik, mental, spiritual, sosial
sesuai dengan kebutuhan fisik, men-
tal, spiritual dan sosial.!!

Di dalam deklarasi Hak Anak ter-
dapat 10 (sepuluh) asas perlindungan ter-
hadap anak, diantaranya menyatakan
sebagai berikut:

Anak berhak menikmati semua hak-hak-

nya sesuai dengan ketentuan yang terkan-

dung dalam deklarasi ini, yakni'?:

a. Memperoleh perlindungan secara
khusus dan harus memperoleh kesem-
patan yang dijamin oleh hukum dan
sarana lain;

Nama dan kebangsaan;

c. Dijamin secara kemasyarakatan untuk
tumbuh kembang secara sehat;

d. Khusus untuk anak yang cacat fisik,
mental dan lemah kedudukan sosial-
nya akibat suatu keadaan tertentu

10 1bid.

1 Ibid.

2 |gnasius Basis Susilo, et, al, Kompilasi
Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia,
2003, hal. 128.
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harus memperoleh pendidikan, pera-
watan dan perlakuan khusus;
Kasih sayang dan pengertian;

f. Pendidikan wajib secara cuma-cuma
minimal di tingkat sekolah dasar;

g. Menerima perlindungan dan perto-
longan dalam keadaaan apapun;

h. Dilindungi dari segala bentuk ketelan-
taran, kekerasan, penghisapan;

i. Tidak boleh dijadikan subyek perda-
gangan, bekerja sebelum usia tertentu,
dilibatkan dalam pekerjaan yang me-
rugikan dirinya;

j- Dilindungi dari perbuatan yang meng-
arah pada bentuk diskriminasi sosial,
agama maupun bentuk-bentuk diskri-
minasi sosial lainnya.

Dalam asas-asas yang terkandung
dalam Deklarasi Hak Anak tersebut ter-
sirat bahwa umat manusia berkewajiban
memberikan yang terbaik bagi anak-anak.
Asas-asas dalam Deklarasi Hak Anak ter-
sebut kemudian ditegaskan dalam sebuah
konvensi yang disebut dengan Konvensi
Hak Anak, yang mengikat secara yuridis
dan politis bagi pihak yang meratifi-
kasinya. Indonesia merupakan salah satu
negara yang meratifikasi konvensi ter-
sebut yaitu pada tanggal 20 Agustus 1990
dengan diterbitkannya Keputusan Presi-
den Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
1990 dan ditindak lanjuti dengan diter-
bitkannya Undang-Undang Perlindungan
Anak pada 22 Oktober 2002. Dalam
Konvensi Hak Anak tersebut terdapat 4
(empat) hak dasar anak yang harus di-
penuhi, yaitu:

a. Hak atas kelangsungan hidup (sur-
vival rights); wujudnya meliputi hak
untuk melestarikan hidup dan mem-
perhatikan hidup serta kesehatan dan
perawatan yang baik.

b. Hak atas perlindungan (protection
rights); perlindungan terhadap diskri-
minasi, tindak kekerasan dan keter-
lantaran.

c. Hak atas perkembangan (development
rights); hak untuk mendapatkan pen-
didikan baik formal maupun non
formal serta mencapai perkembangan
fisik, mental, spiritual, moral dan
sosial.

d. Hak untuk berpartisipasi (participa-
tion rights); hak untuk menyatakan
pendapat dalam segala hal.

Perlindungan Anak
Dasar-dasar pemikiran hukum
perlindungan anak yaitu:

a. Karena anak sebagai tunas, potensi
dan generasi muda penerus cita-cita
perjuangan bangsa;

b. Karena memiki peran strategis dan
mempunyai ciri dan sifat khusus yang
menjamin kelangsungan eksistensi
bangsa dan negara pada masa depan;

c. Agar anak dapat tumbuh dan berkem-
bang secara optimal, baik fisik, men-
tal maupun sosial dan berakhlak
mulia;

d. Karena pemeliharaan terhadap kese-
jahteraan anak belum dapat dilak-
sanakan sendiri oleh anak, sehingga
perlu pemenuhan terhadap hak-hak
anak.'®

Anak sebagai generasi penerus
cita-cita perjuangan bangsa mempunyai
peran yang sangat strategis, namun Kka-
rena kondisinya yang rentan terhadap
kekerasan maka diperlukan perlindungan
agar anak dapat tumbuh dan berkembang
dengan wajar baik jasmani, rohani mau-
pun sosial.

Berkaitan dengan pengertian per-
lindungan anak, dalam pasal 1 angka 2

13 Elly Hernawati et.al., Op.cit., hal. 1.
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Undang-Undang Perlindungan Anak, me-
nentukan bahwa: ”Perlindungan Anak
adalah segala kegiatan untuk menjamin
dan melindungi anak dan hak-haknya
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang
dan berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan  dari
kekerasan dan diskriminasi”.'4

Arif Gosita berpendapat bahwa
perlindungan anak adalah: ”Suatu kegiat-
an bersama yang bertujuan mengusaha-
kan pengamanan, pengadaan dan peme-
nuhan kesejahteraan rohaniah dan jas-
maniah anak atau remaja yang sesuai
dengan kepentingan dan hak asasinya”.'®

Sehubungan dengan pendapat
Arif Gosita di atas, bahwa kegiatan per-
lindungan anak merupakan suatu kegiatan
bersama, kegiatan bersama dalam hal ini
bermakna bahwa perlindungan anak tidak
hanya menjadi tanggung jawab satu pihak
saja namun merupakan tanggung jawab
para pihak. Mengenai keterlibatan pihak-
pihak dalam melaksanakan perlindungan
hukum pada anak di dalam pasal 20
Undang-Undang Perlindungan Anak, me-
nentukan sebagai berikut: “Negara, pe-
merintah, masyarakat, keluarga dan orang
tua berkewajiban dan bertanggung jawab
terhadap penyelenggaraan perlindungan
anak”.'® Tiga pihak tersebut (orang tua,
masyarakat, negara) mempunyai kewajib-
an melakukan perlindungan terhadap
anak-anak dengan porsinya masing-
masing. Untuk negara misalnya, melaksa-
nakan kewajiban dengan menyiarkan
undang-undang perlindungan anak. Na-

14 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan
Tentang Pelanggaran HAM”, op.cit, h. 69

5 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Hak Anak,
Bhuana Ilmu Populer, Jakarta 2004, hal. 4.

6 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan
Tentang Pelanggaran HAM, loc. cit.

mun apabila tidak didukung dengan
aparat penegak hukum maka undang-
undang tidak ada fungsinya. Maka imple-
mentasinya tidak dapat berjalan dengan
baik sehingga banyak terjadi pelanggaran
di dalam masyarakat. Kemudian untuk
orang tua atau keluarga sebagai ling-
kungan kehidupan (life space) terkecil
tempat anak pertama kali mengenal
dunia, tumbuh dan berkembang harus
dapat memberikan pendidikan awal yang
baik sekaligus memberikan perlindungan
secara fisik dan mental bagi anak. Selain
itu masyarakat juga mempunyai peranan
yaitu harus dapat mengkondisikan ling-
kungan yang kondusif bagi pertumbuhan
dan perkembangan anak.

Sehubungan dengan masalah per-
lindungan terhadap anak, Arif Gosita ber-
pendapat bahwa: Perlindungan anak sua-
tu masyarakat, bangsa merupakan tolok
ukur peradaban manusia seutuhnya dan
beradab, maka itu kita mengusahakan
perlindungan anak sesuai dengan kemam-
puan, demi kepentingan nusa dan bang-
sa”.1” Oleh karena itu maka perlindungan
anak merupakan suatu kewajiban dan
tanggung jawab suatu bangsa agar bangsa
tersebut dapat dikatakan sebagai bangsa
yang beradab dan ber-prikemanusiaan.
Perlindungan anak dilakukan mempunyai
tujuan besar sebagaimana termuat dalam
pasal 3 Undang-Undang Perlindungan
Anak, yaitu:

Perlindungan anak bertujuan un-
tuk menjamin terpenuhinya hak-
hak anak agar dapat hidup, tum-
buh, berkembang dan berpartisi-
pasi secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanuisaan,
serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi demi
terwujudnya anak Indonesia yang

Arif Gosita, op.cit. hal. 8.
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berkualitas, berakhlak mulia, dan
sejahtera.'®

Seorang anak sangatlah rentan ter-
hadap segala sesuatu seperti kekerasan,
eksploitasi dan hal-hal lain yang meng-
elimininasi hak-hak yang dimiliki oleh
anak tersebut. Jika 3 pihak (orang tua,
masyarakat, negara) tersebut tidak me-
lakukan kewajibannya namun justru
membiarkan saja, maka anak-anak bang-
sa ini dapat menjadi generasi penerus
bangsa yang memiliki mental buruk.

Perlindungan anak bermanfaat
bagi anak dan orang tuanya serta peme-
rintahnya dalam rangka mencegah ke-
tidakseimbangan kegiatan perlindungan
anak secara keseluruhan.!® Sehubungan
dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda
Nusantara mengatakan: “Masalah perlin-
dungan hukum bagi anak-anak merupa-
kan satu sisi pendekatan untuk melindu-
ngi anak-anak Indonesia. Masalahnya
tidak semata-mata bisa didekati secara
yuridis, tetapi perlu pendekatan lebih
luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.”?

Perlindungan Bagi Anak Pengidap
HIV/AIDS

Tingkat kesejahteraan anak-anak
Indonesia masih sangat memprihatinkan.
Masih banyak mereka yang haknya untuk
hidup dan tumbuh berkembang menjadi
anak yang sehat, cerdas, ceria, berbudi

18 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan
Tentang Pelanggaran HAM , loc.cit.

19 Maldin Gultom, Aspek Hukum Pencatatan
Kelahiran dalam Usaha Perlindungan Anak pada
Kantor Catatan Sipil Kotamdya Medan”. Tesis,
Medan: Program Pascasarjana USU, 1997, hal.
53.

20 Abdul Hakim Garuda Nusantara, Prospek
Perlindungan Anak, Makalah, Jakarta: Seminar
Perlindungan Hak-Hak Anak, 1986, hal. 22.

luhur belum terpenuhi. Indonesia masih
memiliki kompleksitas persoalan anak
yang hingga saat ini belum terselesaikan
secara menyeluruh dan komprehensif.
Bisa dilihat betapa banyaknya anak-anak
yang mengalami gizi buruk, anak-anak
yang hidup dengan HIV/AIDS, anak-
anak cacat, anak-anak yang harus bekerja
siang dan malam, anak-anak yang men-
jadi prostitusi dan objek pornografi, anak-
anak yang hidup dalam penjara-penjara
yang kumuh, kotor dan berdesak-desakan,
dan sejumlah masalah anak lainnya yang
dengan sangat mudah dijumpai.

Karena itu, harus ada komitmen
yang sungguh-sungguh untuk mereduksi
persoalan anak tersebut, komitmen saja
belum cukup tetapi juga dibarengi dengan
implementasi dari komitmen. Karena itu
beberapa rekomendasi penting untuk
dipertimbangkan dalam upaya memberi-
kan perlindungananak yang menyeluruh
di Indonesia termasuk membangun sistem
dan mekanisme perlindungan anak yang
harus bekerja secara rapi dan transparan
di masyarakat yang didukung dengan
system kesejahteraan social dan kese-
hatan dan penegakan hukum.

Saat ini jumlah anak-anak yang
berada dalam situasi sulit masih sangat
banyak. Anak-anak yang yang berada
dalam situasi sulit ini juga meliputi anak-
anak yang terlantar, anak-anak yang di-
eksploitasi dan anak-anak yang membu-
tuhkan perlindungan khusus termasuk
anak cacat, anak-anak yang berada dalam
lembaga pemasyarakatan, anak-anak
yang berada dalam panti asuhan dan juga
anak-anak yang bekerja di sektor formal
maupun informal. Belum lagi masalah
anak-anak yang terasing dan terdiskri-
minasi karena mengidap penyakit Hiatau
teknik penularan HIV/AIDS turunan dari
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orang tua mereka. Masih minimnya
pengetahuan masyarakat mengenai meto-
de atau teknik penularan dan penyebaran
virus HIV/AIDS, semakin menambah
permasalahan perlakuan diskriminatif
terhadap anak-anak yang mengidap pe-
nyakit HIV/AIDS.

Adapun yang dimaksud dengan
perlakuan diskriminasi berdasarkan pasal
1 ayat (3) Undang-Undang tentang Hak
Asasi Manusia ( HAM ) adalah sebagai
berikut :

Diskriminasi adalah setiap pem-
batasan, pelecehan, atau pengucil-
an yang langsung ataupun tidak
langsung didasarkan pada pem-
bedaan manusia atas dasar agama,
suku, ras, etnik, kelompok, go-
longan, status sosial, status eko-
nomi, jenis kelamin, bahasa, ke-
yakinan politik, yang berakibat
pengurangan, penyimpangan atau
penghapusan pengakuan, pelaksa-
naan atau penggunaan hakasasi
manusia dan kebebasan dasar
dalam kehidupan baik individu
maupun Kkolektif dalam bidang
politik, ekonomi, hukum, social,
budaya, dan aspek kehidupan
lainnya.?!

Rendahnya pengetahuan masyara-
kat mengenai HIV/AIDS (Human Im-
mune Deficiency Virus/Acquired Im-
mune Deficiency Syndrome) dapat me-
nyebabkan masyarakat tersebut menjauhi
ODHA (Orang Dengan HIV AIDS).
Masyarakat yang rendah pengetahuannya
selalu beranggapan bahwa penderita
HIV/AIDS adalah seseorang yang ber-
perilaku buruk, cenderung melakukan
seks bebas. Memang tidak mudah untuk
mengajak masyarakat menerima peng-

2l Endang Sumiarni, Perlindungan Hukum
terhadap Anak dalam Hukum Pidana, 2003, hal.
626.

idap HIV/AIDS. Masih banyak anggota
masyarakat yang apriori terhadap peng-
idap HIV/AIDS. Persepsi buruk masya-
rakat terhadap pengidap HIV/AIDS tidak-
lah semuanya benar, perlu dilakukan
pengkajian ulang dan jangan langsung
dipukul sama rata terhadap seluruh peng-
idap HIV/ADIS. Padahal pengidap bisa
terinfeksi tanpa sengaja, misal dikarena-
kan transfusi darah atau jarum suntik.
Jadi tidak seluruh pengidap HIV/AIDS
memiliki perilaku yang buruk dan cen-
derung melakukan seks, karena tidak se-
dikit orang yang menjadi korban HIV/
AIDS karena ketidaksengajaan.

Banyak yang mengira virus HIV/
AIDS itu menular kalau kita berbicara
dengan penderita, makan dan minum
dengan satu gelas dan piring yang sama,
berenang sama, memakai handuk atau
barang yang sama. ltulah sebabnya
banyak masyarakat menjauhi ODHA. Ke-
tika mereka mendengar kata HIV/AIDS,
seakan-akan seperti sesuatu yang sangat
menakutkan dan harus dijauhi penderita-
nya.

Padahal sesungguhnya penyebar-
an virus HIV/AIDS tidaklah demikian.
Virus HIV/AIDS dapat menular melalui
tranfusi darah, berhubungan intim, bayi
yang meminum ASI dari seorang ibu
yang mengidap HIV. Jadi penularan
HIV/AIDS tidak melalui udara, tidaklah
benar apabila berdekatan atau berbicara
dengan ODHA (Orang Dengan HIV/
AIDS) dapat tertular HIV/AIDS. Perlu
diketahui juga Cairan Tubuh yang tidak
mengandung Virus HIV pada penderita
HIV+ yaitu meliputi?? :

- Air liur/air ludah/saliva,
- Feses/kotoran/tokai/bab/tinja,

22 http://pojokpenjas.blogspot.comartikel: penger-
tian-hiv-aids
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- Air mata,

- Air keringat,

- Air seni/air kencing/air pipis/urin/
urine.

Maka dengan demikian tidak dibenarkan

pengucilan terhadap para penderita HIV/

AIDS, karena bagaimanapun mereka juga

merupakan manusia yang mempunyai

hak dan kewajiban yang sama.

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan
sejumlah peraturan hukum menjadi dasar
mengapa perlu dilakukan perlindungan
anak. Dalam Undang-Undang Dasar 1945
(vide pasal 28B ayat 2) ditegaskan bahwa
setiap anak berhak atas kelangsungan
hidup, tumbuh dan berkembang, dan per-
lindungan dari berbagai bentuk kekerasan
dan diskriminasi. Sedangkan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia secara eksplisit men-
jamin dan melindungi anak dari penelan-
taran. Pasal 52 ayat (1) menentukan
bahwa “setiap anak berhak atas perlin-
dungan orang tua, keluarga, masyarakat
dan negara”.?® Pasal 58 ayat (1) menen-
tukan bahwa “setiap anak berhak untuk
mendapatkan perlindungan hukum dari
segala bentuk kekerasanfisikdan mental,
penelantaran, perlakuan buruk dan pele-
cehan seksual selama dalam pengasuhan
orang tua atau walinya atau pihak lain
manapun Yyang bertanggungjawab atas
pengasuhan anak tersebut”.?*

Tidak hanya orang tua yang mem-
punyai peran terhadap tumbuh kembang
anak namun pemerintah dan masyarakat
peran penting dalam kehidupan seluruh
anak Indonesia tidak terkecuali anak yang

BTim Redaksi Media Center, Pengadilan Hak
Asasi Manusia UU RI No. 26 Tahun 2000 & Hak
Asasi Manusia UU RI No. 39 Tahun 1999, 2007,
hal. 93.
2 Ibid.

mengidap penyakit HIV/AIDS. Kedudu-
kan anak sebagai generasi muda yang
akan meneruskan cita-cita luhur bangsa,
calon-calon pemimpin bangsa di masa
mendatang sebagai sumber harapan bagi
generasi terdahulu, perlu mendapat ke-
sempatan yang seluas-luasnya untuk tum-
buh dan berkembang secara wajar baik
secara rohani, jasmani dan sosial. Per-
lindungan anak merupakan kegiatan selu-
ruh lapisan masyarakat dalam berbagai
kedudukan dan peranan, yang menyadari
betul pentingnya anak bagi nusa dan
bangsa di kemudian hari.

Adapun prinsip dasar Konvensi
Hak Anak yang diadopsi adalah sebagai
berikut:
e Non diskriminasi

Artinya semua hak yang diakui
dan terkandung dalam peraturan per-
undang-undangan ini harus diberlakukan
kepada semua anak tanpa pembedaan apa
pun. Prinsip ini diadopsi dari pasal 2 ayat
(1) dan ayat (2) Konvensi Hak Anak yang
menentukan sebagai berikut :

Negara-negara  peserta  akan
menghormati dan menjamin hak-
hak yang ditetapkan dalam kon-
vensi ini bagi setiap anak yang
berada dalam wilayah hukum me-
reka tanpa diskriminasi dalam
bentuk apa pun tanpa memandang
ras, warna kulit, jenis kelamin, ba-
hasa, agama, pandangan politik
atau pandangan-pandangan lain,
asal usul kebangsaan, etnik atau
sosial, status kepemilikan, cacat
atau tidak, kelahiran atau status
lainnya baik dari si anak sendiri
atau dari orang tua atau walinya
yang sah.?®

Negara-negara  Peserta  akan
mengambil semua langkah yang
perlu untuk menjamin agar anak

% |gnasius Basis Susilo, et, al, loc.cit.
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dilindungi dari semua bentuk dis-
kriminasi atau hukuman yang di-
dasarkan pada status, kegiatan,
pendapat yang dikemukakan atau
keyakinan dari orang tua anak,
walinya yang sah, atau anggota
keluarganya.®

Jadi tidak ada perkecualian dalam
pemberlakuan konvensi ini, bagaimana-
pun kondisi seorang anak harus tetap
mendapatkan hak-haknya seperti anak
lainnya. Dalam hal ini termasuk anak
cacat dan anak pengidap HIV/AIDS.
Justru anak cacat dan pengidap HIV/
AIDS harus lebih banyak mendapatkan
perlakuan yang lebih intensif, agar tum-
buh dan kembang mereka tetap bisa
optimal walaupun mereka memiliki ke-
kurangan.

e Yang terbaik bagi anak

Artinya dalam semua tindakan
yang menyangkut anak yang dilakukan
oleh pemerintah, masyarakat, badan le-
gislatif dan badan yudikatif, maka kepen-
tingan yang terbaik bagi anak harus men-
jadi pertimbangan utama. Prinsip ini di-
sesuaikan Prinsip ini diselaraskan dengan
pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak,
yang menentukan sebagai bahwa dalam
semua tindakan yang menyangkut anak
yang dilakukan oleh lembaga-lembaga
kesejahteraan sosial pemerintah maupun
swasta, lembaga peradilan, lembaga pe-
merintah atau badan legislatif, maka ke-
pentingan yang terbaik bagi anak harus
menjadi pertimbangan utama.?’

Kepentingan yang terbaik bagi
anak memang harus selalu diutamakan,
tidak terkecuali anak dengan pengidap
HIV/AIDS. Seringkali yang terjadi ka-

% 1bid.
27 1bid.

rena status pengidap HIV/AIDS menjadi-
kan seorang anak tidak menduduki posisi
pemegang kepentingan terbaik yang
harus selalu diutamakan. Hal ini dikare-
nakan stereotype yang negatif oleh ma-
syarakat terdapat pengidap HIV/AIDS,
padahal seorang anak mengidap HIV/
AIDS belum tentu karena kesalahan yang
mereka perbuat namun bisa juga karena
bawaan dari orang tua mereka dan me-
reka merupakan korban yang seharusnya
dilindungi.

e Hak hidup, kelangsungan hidup dan
perkembangan (the right to life, survi-
val and development).

Hak ini adalah hak asasi yang pa-
ling mendasar bagi anak yang dilindungi
oleh negara, pemerintah, masyarakat, ke-
luarga dan orang tua. Prinsip ini dise-
laraskan dengan maksud pasal 6 ayat (1)
Konvensi Hak Anak. Yang menentukan
bahwa negara-negara peserta mengakui
bahwa setiap anak memiliki hak yang
melekat atas kehidupan.?® Lalu pasal 6
ayat (2) menentukan bahwa negara-
negara peserta akan menjamin sampai ba-
tas maksimal kelangsungan hidup dan
perkembangan anak.?°

Walaupun seorang anak pengidap
HIV/AIDS, ia tetap mempunyai hak un-
tuk hidup sekecil apapun kemungkinan
baginya untuk bertahan untuk tetap hidup.
Keadaan anak dengan penyakit HIV/
AIDS tersebut tidak bolah dijadikan
alasan agar hak hidupnya dirampas oleh
siapapun.

e Penghargaan terhadap Pendapat Anak
(respect for the views of the child)

%8 |gnasius Basis Susilo, et, al, Loc.Cit.
2 |bid.

266



Perspektif Hukum, Vol. 15 No. 2 November 2015 : 257-269

Hal ini merupakan penghormatan atas
hak-hak anak untuk berpartisipasi dan
menyatakan pendapat dalam mengambil
keputusan, terutama jika menyangkut hal-
hal yang mempengaruhi kehidupannya.
Prinsip ini diselaraskan dengan maksud
pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak, se-
bagai berikut negara-negara peserta akan
menjamin agar anak-anak yang mempu-
nyai pandangan sendiri akan memperoleh
hak untuk menyatakan pandangan-pan-
dangannya secara bebas dalam semua hal
yang mempengaruhi anak, dan pandang-
an tersebut akan dihargai sesuai dengan
tingkat usia dan kematangan anak.°
Anak pengidap HIV/AIDS juga
mempunyai hak untuk menyatakan pen-
dapat dalam mengambil keputusan, dan
pendapatnya tersebut harus dihargai.

Bukan berarti anak pengidap HIV/AIDS

tidak layak untuk dihargai pendapatnya.

Lalu mereka dipaksa untuk menerima

semua perlakuan terhadapnya tanpa di-

beri penjelasan dan pandangan terlebih

dahulu. Jadi bukan karena semata-mata
anak pengidap HIV/AIDS yang batas
usianya tidak lama, lalu mereka tidak ber-
hak tahu mengenai hal-hal apa saja yang
mempengaruhi kehidupan mereka.
Selanjutnya kebutuhan serta hak-
hak anak yang diakomodasikan dalam

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

meliputi®!:

e Hak untuk hidup, tumbuh, berkem-
bang dan berpartisipasi secara wajar
sesuai dengan harkat dan martabat ke-
manusiaan, serta mendapat perlindu-
ngan dari kekerasan dan diskriminasi
(pasal 4).

e Hak atas suatu nama sebagai identitas
dan status kewarganegaraan (pasal 5).

30 Ignasius Basis Susilo, et, al, loc.cit.
3L Himpunan Peraturan Perundang-Undangan
tentang Pelanggaran HAM , loc.cit.

e Hak untuk beribadah menurut agama-
nya, berpikir dan berekspresi sesuai
dengan tingkat kecerdasan dan usia-
nya dalam bimbingan orang tua (pasal
6).

e Hak untuk mengetahui orang tuanya,
serta dibesarkan dan diasuh oleh
orang tuanya sendiri (pasal 7 ayat 1).

e Hak untuk memperoleh pelayanan ke-
sehatan, jaminan sosial sesuai dengan
kebutuhan fisik, mental, spiritual dan
sosial (pasal 8 ayat 1).

e Khusus bagi anak penyandang cacat
berhak memperoleh pendidikan luar
biasa, sedangkan bagi anak yang me-
miliki keunggulan luar biasa berhak
mendapatkan  pendidikan  khusus
(pasal 8 ayat 2).

e Hak untuk menyatakan dan didengar-
kan pendapatnya, menerima, mencari
dan memberikan informasi sesuai
dengan tingkat kecerdasan dan usia-
nya demi pengembangan dirinya se-
suai dengan nilai-nilai kesusilaan dan
kepatutan (pasal 10).

e Hak untuk beristirahat dan memanfa-
atkan waktu luang, bergaul dengan
anak sebaya, bermain, berekreasi dan
berkreasi sesuai dengan minat, bakat
dan tingkat kecerdasannya demi per-
kembangan diri (pasal 11).

e Hak untuk memperoleh rehabilitasi,
bantuan sosial dan pemeliharaan taraf
kesejahteraan sosial bagi penyandang
cacat (pasal 12).

Negara, pemerintah, masyarakat,
keluarga dan orang tua berkewajiban dan
bertanggungjawab menyelenggarakan
perlindungan anak. Dalam melaksanakan
perlindungan anak, negara dan pemerin-
tah berkewajiban dan bertanggungjawab
memberikan dukungan sarana dan prasa-
rana. Sebaliknnya kewajiban masyarakat
dalam perlindungan anak dilaksanakan
melalui kegiatan peran masyarakat dalam
penyelenggaraan perlindungan anak. Se-
dangkan orang tua berkewajiban dan ber-
tanggungjawab untuk mengasuh, memeli-
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hara, mendidik dan melindung anak.
Orang tua juga berkewajiban menumbuh
kembangkan anak sesuai dengan kemam-
puannya. Apabila orang tua tidak ada,
atau kareana sesuatu hal tidak dapat me-
laksanakan kewajibannya, maka tang-
gungjawab pemeliharaan anak beralih
kepada keluarga.

Mengenai anakdengan HIV/AIDS
jugademikian, mereka mempunyai hak
yang sama dengan anak-anak lainnya.
Hal ini sesuai denganp rinsip Konvensi
Hak Anak yaitu prinsip non diskriminasi.
Mereka perlu mendapat perlindungan,
jaminan pelayanan kesehatan dan hak-
hak lainnya. Perlu adanya kesadaran dari
masyrakat mengenai betapa rentannya
anak pengidap HIV/AIDS yang sangat
membutuhkan perlindungan dan perlaku-
an yang manusiawi seperti anak-anak
lainnya. Tidak ada alasan apapun yang
menyebabkan seorang anak kehilangan
hak-haknya. Justru anak yang mengidap
penyakit HIV/AIDS harus mendapatkan
hak-hak khusus karena kondisi khusus
mereka tersebut.

Diskriminasi Berujung Pada Sanksi
Pidana
Anak yang mengidap penyakit

HIV/AIDS tetap mempunyai hak anak

pada umumnya sebagaimana yang diatur

dalam Undang-Undang Perlindungan

Anak, yaitu:

1. Pasal 4 menentukan bahwa: “Setiap
anak berhak untuk dapat hidup, tum-
buh, berkembang dan berpartsipasi
secara wajar sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta menda-
pat perlindungan dari kekerasan dis-
kriminasi”.%2

%2 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan
tentang Pelanggaran HAM, loc.cit.

2. Pasal 13 ayat (1) menentukan bahwa:
”Setiap anak selama dalam pengasuh-
an orang tua, wali, atau pihak lain
manapun Yyang bertanggung jawab
atas pengasuhan, berhak mendapat
perlindungan dari perlakuan33:

a. diskriminasi;

b. eksploitasi, baik ekonomi maupun
seksual;

C. penelentaran;

d. kekejaman, kekerasan dan peng-
aniayaan;

. ketidakadilan; dan

f. perlakuan salah lainnya.

Sebagaimana yang diuraikan di
atas, bahwa sebagai anak sekalipun anak
tersebut mengidap penykit HIV/AIDS, te-
tap mempunyai hak untuk dapat hidup,
tumbuh dan berpartisipasi secara wajar
sesuai dengan harkat dan martabat kema-
nusiaan. Hak tersebut dapat diwujudkan
diantaranya dengan cara memberikan per-
lindungan, memberikan rasa aman, serta
menghindarkan anak dari segala bentuk
kekerasan dan diskriminasi misalnya:
mengucilkan, mengusir dan lain sebagi-
nya, yang dapat mengganggu perkem-
bangan mental maupun fisik anak secra
wajar sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan.

Selain memperoleh hak anak pada
umumnya, anak yang terkena HIV/AIDS
berhak memperoleh hak-hak khusus kare-
na kondisi khusus yang dialami anak ter-
sebut sebagai penderita HIV/AIDS, di-
antaranya sebagaimana ditentukan dalam
Undang-Undang Perlindungan Anak, pa-
sal 8 menentukan bahwa: “Setiap anak
berhak memperoleh pelayanan kesehatan
dan jaminan sosial sesuai dengan kebu-
tuhan fisik, mental spiritual dan sosial”.>*

% 1bid.
% 1bid.
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Menurut pendapat Arist Merdeka

Sirat bahwa setidaknya ada 4 (empat)

macam bentuk kekerasan yaitu®®:

1. Kekerasan seksual, meliputi: eksploi-
tasi seksual komersial termasuk pen-
jualan anak untuk tujuan prostitusi,
perkosaan, pemaksaan seksual.

2. Kekerasan fisik, meliputi: pemukulan
dengan menggunakan benda, menam-
par, menjewer, menendang, yang ke-
semuanya mengarah pada perusakan
kulit, jaringan dan organ tubuh ter-
tentu.

3. Kekerasan emosional (kekerasan ver-
bal), meliputi: dilakukan dengan cara
membantak, memarahi dan memaki
dengan mengeluarkan kata-kata yang
tidak pantas, jorok ataupun penghina-
an.

4. Kekerasan penelantaran atau ekono-
mi, meliputi: dilakukan dengan cara
membiarkan anak dalam situasi dan
kondisi kekurangan gizi, tidak men-
dapat perawatan kesehatan yang me-
madai, putus sekolah. Memaksa anak
menjadi pengemis, buruh pabrik dan
jenis-jenis pekerjaan lainnya yang
dapat membayakan tumbuh kembang-
nya seorang anak.

Tindakan diskriminasi terhadap
anak pengidap penyakit HIV/AIDS ter-
masuk dalam kekerasan emosional dan
kekerasan penelantaran ekonomi. Tentu-
nya hal tersebut melanggar peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Ada-
pun Mengenai sanksi sebagaimana yang
ditentukan dalam pasal 80 ayat (1)
Undang-Undang perlindungan anak terse-
but menentukan bahwa sanksinya adalah
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
6 (enam) bulan dan/atau denda paling

% Elly Hernawati, Loc.Cit.

banyak Rp 72.000.0000,- (tujuh puluh
dua juta rupiah)®.

Kesimpulan

Peran masyarakat perlu ditingkat-
kan dalam hal memberikan perlindungan
terhadap anak, karena masyarakat juga
mempunya peranan penting dalam mem-
berikan perlindungan terhadap anak.
Pihak yang berkewajiban dalam membe-
rikan perlindungan terhadap anak tidak
hanya orang tua dan keluarga namun ne-
gara dan masyrakat juga berkewajiban
menjamin pemenuhan dan perlindungan
terhadap hak-hak anak. Selain itu Perlu
dilakukan penyuluhan mengenai HIV/
AIDS mengingat pengetahuan masyara-
kat tentang HIV/AIDS masih rendah,
sehingga masih banyak masyarakat yang
tidak tahu dan paham apa itu HIV dan
apa itu AIDS serta bagaimana penularan-
nya.
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